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Kata Pensantar 


Era kita saat ini adalah era perencanaan (planning ). Perencanaan 
telah menyentuh selumh aspek kehidupan, baik politik maupun ekonomi, 
sosial maupun agama, pendidikan maupun wisata. Perencanaan juga 
berkaitan dengan selumh unit dan bagian dan masyarakat, sejak dari 
tingkat keluarga hingga negara, bahkan antar negara. Dan sebagian besar 
dari perencanaan tersebut, sebagaimana kita saksikan saat ini, berkaitan 
dengan aspek kehidupan ekonomi. 

Perencanaan ekonomi negara adalah perencanaan yang berkenaan 
dengan pertumbuhan ekonomi — pertumbuhan dalam pengertian pro- 
duktivitas negara dan peningkatan taraf hidup rakyatnya. Perencanaan 
ekonomi sebuah negara memiliki makna amat strategis. Dalam sebuah 
rezim yang demokratis, sebuah pemerintahan bisa tetap mempertahan- 
kan kekuasaannya atau justru mntuh, dapat terpilih kembali untuk ber- 
kuasa atau terpental dari singgasananya, sangat tergantung pada kemam- 
puannya dalam mengelola perekonomian nasional. Dalam konteks ini 
bahkan bisa disimpulkan, keberlangsungan hidup bagi masyarakat yang 
bebas sangat bergantung pada kapasitas sistem ekonomi mereka. Yakni, 
kapasitas untuk mengemudikan dan mempertahankan laju pertumbuhan, 
kemampuan menyediakan lapangan kerja, dan kesanggupan mening- 
katkan standar kehidupan masyarakat. Pendek kata, kesejahteraan eko¬ 
nomi telah menjadi faktor sangat menentukan bagi struktur politik suatu 
masyarakat. 

. Sesungguhnya, dengan dimotori oleh Adam Smith (1723-1790) dan 
pemikiran ekonomi klasik, masa abad ke-19 lebih didominasi oleh konsep 
bahwa sebuah negara hanya memimilikiperan minimal dalam mengatur 
kehidupan ekonomi rakyatnya. Negara bertanggung jawab atas kesejah¬ 
teraan masyarakat hanya dalam konteks menjamin keamanan fisik, ter- 
masuk keamanan dari gangguan ekstemal, memegang tampuk pemerin- 
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tahan dan penegakan hukum, serta menjamin keamanan publik. Keaman- 
an ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada tanggung jawab masing- 
masing individu dalam sebuah sistem yang benar-benar menjamin 
kemerdekaan individu. . ' 

Meskipun demikian, kecenderungan untuk memberikan proteksi 
dan jaminan keamanan bagi kelompok masyarakat yang lemah serta 
beberapa kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada kesejahteraan 
untuk semua, secara perlahan namun pasti, mulai bangkit menentang 
berbagai hambatan. Kebangkitan semacam itu menemukan ekspresinya 
dalam Undang-Undang Industri (Factory Acts), Serikat Buruh (Trade 
Union) .JaminanSosial,danproduk-produklegislasisosiallainnya.Webbs, . 
Beveridge, dan tokoh-tokoh lainnya berperan sangat penting dalam 
menyumbangkan gagasan-gagasan sosial-ekonomi yang komprehensif dan 
mendukung kecenderungan di atas. Sebagai hasilnya, apayang kita lihat 
pada saat ini, yaitu konsep negara kesejahteraan, bisa eksis di Inggris 
pada pertengahan abad ke-20. Dalam sistem ini, negara bertanggung 
jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dalam pengertian 
jaminan keamanan fisik, tetapi juga keamanan ekonomi beserta keter- 
sediaan lapangan kerja, jaminan pendapatan, perumahan, kesehatan, 
pendidikan dan layanan-layanan sosial lainnya. Dengan demikian, negara 
yang pada awalnya hanya memiliki peran minimal dalam aspek ekonomi, 
pada sistem negara kesejahteraan berubah menjadi peran yang menentu- 
kan. Keberhasilan negara dalam mengelola ekonominya merupakan faktor 
yang krusial bagi keberlangsungan dirinya. 

Olehkarena itu, perencanaan ekonomi ditujukan untuk mencipta- 
kan pertumbuhan dan meningkatkan standar kehidupan -dalam konteks 
ketersediaan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi. Hal ini merupa- 
kan karakter dominan yang melekat pada sistem negara kesejahteraan. 
Kemudian, sebuah pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah: 
Bagaimana dengan kesej ahteraan manusia dan masyarakat pada umumnya 
apabila dikaitkan dengan aspek kehidupan non-ekonomis? Tanpa ber- 
maksud mengabaikan apa yang telah ditempuh dalam aspek-aspek non- 
ekonomis, kita dapat memastikan bahwa dibandingkan dengan waktu, 
energi, dan dana yang telah diinvestasikan untuk perencanaan sektor. 
ekonomi, aspek-aspek non-ekonomi hanya memperoleh perhatian sangat 
sedikit. Saat ini, standar kehidupan, dalam artian mated yang dimiliki 
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manusia, telah meningkat. Tetapi, bagaimana dengan kualitas hidup dalam 
arti hakikat manusia itu sendiri? Sebagaimana dia telah diberdayakan 
melalui perencanaan ekonomi sehingga bisa menikmati peningkatan 
standar kehidupan, apakah pada saat yang sama dia juga diberdayakan 
untuk meningkatkan kualitas hidupnya — baik untuk individu maupun 
masyarakat secara keseluruhan — dalam konteks kebenaran, keadilan, 
kasih sayang dan kepedulian kepada sesama, toleransi, keija sama, profesi- 
onal dan tanggung jawab sosial, semangat demokrasi serta nilai-nilai ke- 
manusiaan lainnya? Barangkali, melalui refleksi sederhana akan tampak 
bahwa dibandingkan dengan kemajuan hebat yang telah diraih manusia 
untuk mencapai kemakmuran materialnya, temyata tidak ada kemajuan 
yang berarti bagi martabat kualitas kehidupan manusia. 

Kekhawatiran Gandhi mengenai perencanaan ekonomi modem tepat 
berkaitan dengan hal di atas. Konsentrasi pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan standar hidup, yang sebenamya hanya merupakan bagian 
kecil dari hidup manusia — seberapapun pentingnya hal tersebut — me- 
mungkinkan kita untuk mengabaikan dan melupakan aspek non-ekonomi 
atau moral kehidupan manusia. Padahal, kemajuan aspek tersebut sangat 
esensial bagi kebahagiaan dan kepuasan manusia. Lebih jauh lagi, dalam 
pandangan Gandhi, kecenderungan atas kemajuan material yang tidak 
terbatas dapat menjadi rintangan bagi pencapaian kemajuan kemanusia- 
an, khususnya kemajuanmoralitas. Maka, dia berkeyakinan bahwa dalam 
kehidupan manusia, pertumbuhan dan perkembangan aspek material dan 
non-material harus beijalan seimbang dan harmonis. Menurut Gandhi, 
hanya pertumbuhan yang mencakup aspek spiritual dan material inilah 
yang benar-benar bemilai bagi manusia. Gandhi mempunyai komitmen 
tinggi terhadap model perencanaan ekonomi yang mencakup proses pen¬ 
capaian pertumbuhan material dan kemakmuran, sekaligus peningkatan 
aspek spiritual, sedemikian rupa sehingga pada akhimya bisa mewujudkan 
kesejahteraan seutuhnya (integral) bagi manusia, baik secara individual 
maupun masyarakat secara keseluruhan. Konsep perencanaan ekonomi 
menurut Gandhi menekankan pada tujuan kesejahteraan secara inte¬ 
gral Aspek inilah yang perlu dicermati dalam karya ini. Kami mencermati 
konsep Gandhi dikaitkan dengan perencanaan ekonomi negara kesejah¬ 
teraan —yangbertujuan pada kesejahteraan manusia - tetapi hanya sejauh 
mengupayakan kesejahteraan ekonomi minimum bagi seluruh warga 
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negaranya dengan cara aktif melakukan campur tangan pada sistem 
ekonomi agar beijalan alamiah dalam mencapai tujuan. 

Gandhi tidak memiliki karya peninggalan yang berupa tulisan 
siste matik soal ekonomi ataupun materi spesifik lainnya. Gandhi adalah 
sosok manusia yang sangat menekankan pentingnya keyakinan dan 
perbuatan. Perhatian utamanya adalah mengamalkan nilai-nilai univer¬ 
sal yang diajarkan oleh agama dan dicontohkan oleh para mahaguru dunia. 
Beliau secara sungguh-sungguhmenerapkan nilai-nilai universal tersebut 
dalam mengatasiberbagai persoalan manusia dalam segala aspeknya: sosial, 
politik, dan ekonomi. Melalui pengamalan itu, beliau juga melakukan 
interpretasi nilai-nilai bagi manusia modem. Sehingga, beliau mampu 
menciptakan makna baru yang terkandung dalam aj aran-aj aran kebajikan 
kuno, baik dalam aspek sosial, politik maupun ekonomi. Hal-hal di atas 
merupakan kontribusi Gandhi bagi proses evolusi kemanusiaan. Beliau 
sering mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai hal bam apa pun 
yang bisa diajarkan kepada dunia selain kebenaran {truth) dan nir- 
kekerasan (love) , sebuah nilai yang, mehurut beliau, berumur setua umur 
dunia. Tetapi, berkat sikap rendah hatinya, perbuatan, pandangan dan 
interpretasi Gandhi menjadikan ajaran kebajikan kuno sangat relevan 
dan menyentuh akar kehidupan manusia modem yang merindukan jalan 
kel uar bagi problema kemanusiaan yang mmit: keadilan, kebebasan dan 
hidup bersama secara damai. 

Gandhi adalah sosok penulis yang rajin bergelut dengan persoalan- 
persoalan kehidupan manusia. Beliau menuliskan pandangan dan gagas- 
annya tentang semua hal penting kehidupan manusia — dari tips-tips 
kesehatan yang sederhana hingga pencapaian mokhsa (salvation ), dari 
soal-soal sederhana yang diperlukan bagi orang India yang ingin mela¬ 
kukan peijalanan ke London hingga masalah-masalah politik intemasi- 
onal. Semua gagasan tersebut tersebar di berbagai artikel, pidato, surat, 
petisi, pemyataan pers, dan lain-lain. • 

Demi kepentingan para pembacanya, Gandhi sering meringkas dan 
memmuskan dengan bahasanya sendiri yang mudah dimengerti terhadap 

buku-buku dan artikel-artikel penting yang mempengamhi dan memberi 

inspirasibaginya, seperti: Apology karya Plato, Unto This Lost karya Ruskin, 
Ethical Religion karya Salter, dan Civil Disobedience karya Thoreau. Diper- 
kirakan lebih dari jutaan kata telah ditulis Gandhi selama masa aktifnya 
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dalam kehidupan publik. Tetapi hanya ada empat karya yang bisa dianggap 
sebagai buku: The Autobioghrapy (tidak selesai), Satyagraha in South Af¬ 
rica, Hind Swaraj dan General Knowledge about Health. Construtive 
Programme adalah pamflet. Buku-buku lain yang dianggap bersumber dari 
Gandhi adalah kumpulan-kumpulan artikelnya, pidato dan surat- surat 
yang dikelompokkan berdasarkan topik dan atau periode tertentu. The 
Collected Works of Mahatma Gandhi, yang dipublikasikan dalam Bahasa 
Hindi dan Inggris oleh Divisi Penerbitan Pemerintah India (terdiri dari 
LXXXII volume yang hanya berisi sampai periode 19 J anuari 1946), memuat 
semua tulisan dan pidato Gandhi yang disusun secara kronologis. Buku 
tersebut merupakan sumber utama studi atas pandangan-pandangan 
ekonomi Gandhi ini. 

Buku ini semula adalah disertasi, yang menggunakan metode sintesis 
dan analitis. Kami mencoba untuk menerapkan metode sintesis dalam 
memahami seluruh gagasan Gandhi tentang ekonomi, yang tersebar di 
berbagai pidato, artikel dan surat-surat —yang sebenamya lebih dimaksud- 
kan untuk merespons kebutuhan dan problem dalam berbagai situasi yang 
berbeda. Ketika metode sintesis diterapkan terhadap berbagai karya di 
atas, secara bersamaan saya juga melakukan analisis dan klarifikasi ter¬ 
hadap konsep-konsep dan pandangan-pandangan Gandhi mengenai 
ekonomi. Pendekatan ini lebih mencoba mengkritisi semua hal yang 
terkandung dalam pemikiran Gandhi-sebagai seorang filosof humanis — 
dengan kerangka utamanya adalah gagasan transendensi Kebenaran, 
yakni Tuhan, dan keterkaitannya dengan struktur produksi dan distribusi 
ekonomi sebagaimana diperlihatkan Gandhi. 

Buku ini dipilah ke dalam tiga bagian. Bagian pertama mengurai- 
kan gagasan-gagasan Gandhi tentang ekonomi. Bagian kedua menjelas- 
kan persoalan negara kesejahteraan. Bagian ketiga berisi ringkasan umum 
dan kesimpulan-kesimpulan penting dari bagian-bagian sebelumnya. 

Bagian Pertama, yang menguraikan gagasan-gagasan Gandhi 
tentang ekonomi, terdiri dari empat bab. Bab 1 berisi uraian singkat riwayat 
kehidupan Gandhi beserta sumber-sumber penting yang berpengaruh 
dalam membentuk gagasan dan aksi-aksi Gandhi dalam bidang sosial, 
politik dan ekonomi. 

Bab 2 menjelaskan konsep negara kesejahteraan menurut Gandhi. 
Bab ini juga menelaah pijakan dan pondasi yang merupakan pedoman 
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Gandhi dalam mengembangkan konsep negara kesejahteraan dan nilai- 
nilai yang mesti dilestarikan oleh setiap manusia dalam kiprahnya di bidang 
ekonomi, sehingga negara kesejahteraan bisa diwujudkan. 

Bab 3 menggambarkan secara langsung tatanan ekonomi yang dieita- 
citakan Gandhi. Bab ini dibagi ke dalam 4 sub-bab dan 12 sub-sub-bab. 
Sub-bab 1 menelaah gagasan-gagasan fundamental dari konsep ekonomi 
Gandhi dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang hams dijunjung tinggi— 
jika sistem ekonomi memang benar-benaf ditujukan unmk melayani 
manusia dankesejahteraannya secara utuh. Sub-bab 2 menjelaskan konsep 
stmktur desentralisasi ekonomi yang telah digagas dan dipraktekkafl 
Gandhi. Menurut Gandhi, kehidupan ekonomi dalam struktur desentral¬ 
isasi mempakan sistem yang efektif. Tidak saja sebagai sistem produksi 
dan distribusi kesejahteraan, tetapi juga mempakan instrumen kesejah¬ 
teraan manusia-dengan tetap mempertahankan kebebasan manusia-dan 
sejauh mungkin menghindari kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh 
ketidakadilan, eksploitasi serta penumpukan kekayaan dan kekuasaan. 
Sub-bab 3 menguraikan persoalan hak milik (privat property) dan fungsi 
sosialnya —yang secara esensial mesti diabdikan untuk kebaikan bersama. 
Kepemilikan pribadi bisa dibenarkan hanya sejauh hal itu bisa selaras 
dengan fungsi sosial dari kepemilikan tersebut. Bab ini juga menelaah 
konsep Gandhi tentang perwalian sebagai media untuk melakukan 
pembahan stmktur hak milik yang ada secara nir-kekerasan dan untuk 
mencapai tujuan kesetaraan ekonomi dan sosial. Sub-bab 4 berisi makna 
kesetaraan ekonomi sesuai konsep Gandhi. 

Bab 4, yang terdiri dari 4 sub-bab, berisi kajian atas hubungan saling 
ketergantungan dan saling melengkapi antara majikan dan bumh. Pada 
dasamya, modal adalah pelayan buruh, bukan tuan. Oleh karena itu, 
menumt Gandhi, aktivitas-aktivitas serikat buruh, yang didasarkan pada 
prinsip nir-kekerasan, hams ditujukan agar terwujud keadaan di mana 
para bumh, penghasil kekayaan, menjadi pemilik bersama atas modal 
dan partner bersama atas sebuah perusahaan. Hanya dengan situasi itulah 
kita bisa mempertahankan peran modal secara tepat, yaitu melayani bumh. 

Bagian Kedua menguraikan persoalan negara kesej ahteraan, terbagi 
ke dalam tiga bab. Bab 1 mengkaji faktor-faktor yang sangat penting 
yang berperan dalam lahimya negara kesejahteraan di Inggris. Semua 
faktor tersebut disebutkan satu per satu secara singkat tanpa terkecuali. 
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Secara keseluruhan bab ini menjelaskan ketidakmampuan dan kelemahan 
sistem pasar bebas untuk menyediakan standar kehidupan min imum bagi 
mayoritas warganya. Kecenderungan untuk mengatasisituasi yang tidak 
menguntungkan tersebut semakin berkembang dan mencapai titik 
kulminasinya dalam Reportase Beveridge yang ditujukan untuk menghapus- 
kan bahaya kelaparan dan menjamin pendapatan nasional minimal di 
seluruh negeri. 

Penerimaan atas dan implementasi dan Reportase Beveridge memiliki 
makna bagi berdirinya negara kesejahteraan Inggris. Hal ini diuraikan 
secara singkat dalam Bab 2. Instrumen utama negara kesejahteraan 
diklasifikasikan ke dalam dua bidang: penyediaan keamanan sosial secara 
langsung (benefit in cash) dan layanan-layanan sosial secara tidak langsung 
(benefit in kind ). Dua hal itu dimaksudkan untuk menghapuskan keseng- 
saraan masyarakat karena kelangkaan barang dan jasa. 

Bab 3 berisi telaah singkat atas pengaruh negara kesejahteraan ter- 
hadap rakyatnya secara keseluruhan, baik pengaruh positif maupun 
negatifhya terhadap kesejahteraan warga maupun ekonomi nas ional. 
Negara kesejahteraan juga mempengaruhi kecenderungan warganya 
dalam bekerja, menabung dan berwirausaha. 

Telaah atas negara kesejahteraan bisa dikatakan tidak terlalu 
menyeluruh dan komprehensif. Beberapa aspek penting, seperti problem 
yang dihadapi negara kesejahteraan dalam hal meningkatnya kebutuhan 
dan tumbuhnya aspirasi masyarakat dan ketiadaan sumber daya untuk 
mencapainya, dan karenanya terjadilah krisis, kemiskinan yang terus 
berlangsung dan ketidakadilan antara kelas menengah dan kelas bawah 
yang terlihat nyata, justru tidak dibahas. Kami hanya bertujuan untuk 
menelaah mengapa negara kesejahteraan bisa eksis, serta apa yang benar- 
benar terjadi dalam negara kesejahteraan, terkait konsep kesejahteraan 
rakyat dan sistem ekonomi nasional secara keseluruhan. 

Bagian Ketiga berisi ringkasan dan beberapa kesimpulan penting. 
Saya mencoba untuk memperlihatkan konsep negara kesejahteraan 
sebagai suatu koreksi politik yang bersifat parsial atas sistem ekonomi 
kapitalis -yang bertujuan menjamin kesejahteraan ekonomi minimum 
bagi seluruh warganya dalam keadaan apa pun, namun pada dasarnya 
tetap mempertahankan sistem ekonominya tidak berubah. Negara 
kesejahteraan hanya menyentuh satu aspek kesejahteraan manusia, yakni 
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keamanan ekonomi, sementara sistem ini tetap membiarkan manusia 
tunduk terhadap struktur ekonomi, dengan memaksakan pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan standar kehidupan sebagai tujuan sosial yang 
paling penting. 

Di sisi lain, pandangan ekonomi Gandhi memang mencita-citakan 
tercapainya kesejahteraan integral bagi setiap individu dan masyarakat 
secara keseluruhan. Tetapi, Gandhi tidak terjebak dengan tujuan tersebut, 
karena beliau lebih menekankan pada kehati-hatian memilih dan 
menggunakan cara-cara ekonomi yang konsisten dan manusiawi untuk 
mencapai tujuan kesejahteraan integral tersebut. Memang, pertumbuhan 
ekon om i har angkali kurang cepat dan kemakmuran tidak berlebihan. 
Tetapi, manusia tidak akan menjadi korban sistem ekonomi yang meren- 
dahkan martabat dan merampas kemerdekaannya sebagai manusia. Konsep 
ekonomi Gandhi berpijak pada prinsip bahwa tujuan utama ekonomi 
diabdikan untuk manusia dan kemakmurannya. 

Sebelum menyimpulkan bagian ini, kami ingin mengucapkan terima 
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Conus Henrique 
OP, karena hanya atas bimbingan dan panduarmyalah, saya mempunyai 
kebebasan untuk membuat kajian inL Perhatiannya yang mendalam, 
kesabaran dan kritiknya yang konstruktif menjadi kontribusi utama bagi 
saya dalam menyelesaikan buku ini.4 
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Sejarah Kehidupan 
Mahatma Gandhi 


I. Riwayat Hidup Mahatma Gandhi 

1.1. Mas a Muda dan Pendidikan 

Mohandas Karamchand Gandhi, kemudian lebih terkenal dengan 
panggilan kehormatan Mahatma Qiwa Yang Agung), 1 lahir sebagai ana k 
ketiga dari ibu yang berstatus sebagai istri keempat. Dia lahir pada 2 
Oktober 1869 di Porbandar, sebuah kota kecil di wilayah Gujarat, India 
Barat. Ayahnya, Karamchand Gandhi, adalah seorang Perdana Menteri 
atau seorang Diwan di Porbandar. Sedangkan ibunya, Putlibai, adalah 
seorang perempuan yang sangat taat dalam menjalankan ibadah agama 
yang dianutnya. Dia sangat rajin bersembahyang di kuil serta menjalankan 
ibadah puasa. 2 

Keluarga Gandhi merupakan penganut setia paham Waisnawa, 
sebuah praktek beragama Hindu yang mengutamakan pemujaan terhadap 
Wisnu dan mengalami proses percampuran dengan Jainisme. Jainisme 
adalah aliran agama di India yang salah satu ajarannya adalah melarang 
keras praktek kekerasan danpembunuhan terhadap segala jenis makhluk 
hidup. Dari atmosfer keluarganya inilah Gandhi secara alamiah menghirup 
semangat vegetarianisme, nir-kekerasan (non-violent), dan praktek ber- 
puasa sebagai upaya pemumian diri. 3 

Keluarga Gandhi termasuk dalam kasta Bania. Kasta ini merupakan 
bagian dari kasta Waisya, dan kebanyakan mereka bekeija sebagai petani 
dan pedagang. Masyarakat Hindu terbagi ke dalam 4 kasta, yang 
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kesemuanya terpecah lagi ke dalam berbagai sub-sub kasta serta variasi 
lokal yang tak terhitung jumlahnya. Kasta pertama adalah B rphmana, 
kastanya para pendeta dan kaum cendekiawan. Kasta kedua adalah 
Ksatria, kastanya para bangsawan dan angkatan bersenjata atau para 
prajurit. Kasta ketiga adalah Wcusya, kastanya para petani dan pedagang. 
Kasta keempat adalah Sudra, kastanya para buruh kasar. 4 

Gandhi lahir ketika situasi politik India berada dalam cengkeraman 
penjajah Inggris. Bangsa asing dari Inggris dataiig ke India pada 24 Agustus 
1600. Pada awalnya mereka datang ke India dengan tujuan berdagang. 
Tetapi, pada perkembangannya, mereka menaklukkan India secara 
bertahap. Dan akhimya, pada 1858, bangsa Inggris telah menjadi majikan 
dan penguasa atas negeri India. Mereka memegang kontrol kuat atas per- 
politikan di India. Kekuasaan politik Inggris atas India dipegang oleh 
Raja Inggris. Sedangkan di India sendiri kemudian diangkat seorang 
Raja Muda sebagai wakil penguasa Kemahkotaan Raja Inggris. 5 

Mohandas Gandhi mulai menempuh pendidikan di akhir tahun 1876, 

diR ajkot , 6 sebuah kota yang berjarak 12 mil dari Porbandar. Dari catatan 
masa sekolah Gandhi dikatakan, dia termasuk murid yang sedang-sedang 
saja dan tidak terlalu menonjol. 7 Setelah menyelesaikan studinya di 
sekolah dasarsetempat, Gandhimemasukijenjangpendidikanmenengah, 
Kathiawar High School. Dia menempuh pendidikan di sekolah ini kurang 
lebih 11 tahun. . 

Sesuai dengan tradisi lokal tempat Gandhi dibesarkan, dia menikah 
di usia yang sangat muda, 12 tahun. Pemikahan tersebut berlangsung pada 
1881.® Istrinya, Kasturbai Makanji, seorang putri dari saudagar Porbandar 
berkasta Bania. Istrinya juga berumur sepantaran dengan Gandhi. Bahkan 
mereka telah bertunangan sejak umur 7 tahun. 

Ayah Gandhi meninggal pada 1885. Dengan kematian sang ayah 
ini, keluarganya benar-benar jatuh dalam perangkap kemiskman, karena 
seluruh pendapatan rutin keluarga telah macet bersamaan dengan kemati- 
an sang ayah yang kebetulan tidak meninggalkan banyak harta warisan. 9 

Setelah menyelesaikan matrikulasi, Gandhi meneruskan di Samaldas 
College, Bhavnagar, pada 1887. Tetapi dia tidak menamatkan pendidikan 
di sekolah ini. Dia bersekolah di sini hanya sebentar. Atas saran seorang 
teman dekat dari kelurganya, Gandhi memutuskan untuk pergi ke 
London, I ng gris, guna menempuh studi di Fakultas Hukum. Dia menem- 
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puh langkah ini terutama demi menjaga tradisi, bahwa tnereka adalah 
keluarga terhormat dan mempunyai kedudukan yang luhur sebagaimana 
yang telah dicontohkan oleh ayah Gandhi. 10 

Tetapi, ada tiga kesuhtan pokok yang harus dihadapi Gandhi untuk 
mewujudkan niatnya kuliah ke Inggris. Pertarrui, soal keuangan, karena 
kelurganya benar-benar mengalami kesulitan untuk mendapatkan cukup 
uang yang dibutuhkan sebagai biaya pendidikan dan perjalanan. Kedua, 
soal agama, karena menyeberang lautan dan pergi ke luar negeri merupakan 
perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku bagi kasta Bania. Ketiga, 
soal keberatan ibunya. Ibu Gandhi tidak ingin anaknya teijebak dalam 
godaan dan bahaya yang mengancara ketika Gandhi berada di negeri 
orang. 

Akhimya, setnua presoalan di atas bisa teratasi. Persoalan pertama, 
uang, bisa diatasi oleh kakaknya yang berhasil mendapatkan nang yang 
dibutuhkan untuk pendidikan Gandhi. 11 Persoalan kedua y ang berkaitan 
dengan hukum agamanya diatasi dengan jalan Gandhi bersedia menang- 
gung resiko bahwa dia telah dikeluarkan dari kastanya. 12 Sedangkan per- 
soalan ketiga, yaitu kekhawatiran ibunya, diatasi Gandhi dengan cara 
dia mengangkat sumpah bahwa dia tidak akan pemah meny entnh minnm. 
an keras, perempuan dan memakan daging selama dia berada jauh dar i 
tanahaimya. 13 

Gandhi tiba di London pada Oktober 1888. Dia diterima di Inns of 
Court, Inner Temple, tempat di mana seseorang akan bisa diterima sebagai 
pengacara setelah dia menempuh pendidikan di sini selama 3 tahun. 
Induk semang dari rumah yang ditinggali Gandhi menyarankan a gar dia 
tidak hanya memanfaatkan kesempatan selama tingg al di London sekedar 
untuk bersekolah saja. Gandhi disarankan agar menggunakan kesempat- 
annya untuk berkenalan lebih mendalam terhadap dunia Barat beserta 
adat istiadat dan kebudayaannya. 

Selama tinggal di London, pada masa inilah Gandhi pertama kali 
diperkenalkan kepada Injil oleh teman-temannya. Dia juga membaca 
Bhagavad. Gita dalam terjemahan berbahasa Inggris berjudul The Song 
Celestial, yang digubah oleh Sir Edvin Arnold. Kawan-kawan Gandhi di 
antaranya adalah penganut vegetarian maupun non-vegetarian, para 
sosialis dan humanis, idealis dan anti-kemapanan. Mereka semuanya 
mengutuk kejahatan yang ditimbulkan oleh sistem masyarakat yang 
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kapitalistik dan industrialistis. Mereka mengkhotbahkan pemujaan 
terhadap pola hidup sederhana dan menjunjung tinggi keutamaan moral 
diatasnilai-nilai materiaLNilai-nilai mengagumkan yang terkandung 
dalam kebudayaan Barat sangat menarik perhatian Gandhi. Semua ini 
mempunyai peran penting dalam pembentukan kepribadian Gandhi, 
bahkan ideologi yang dianutnya. Sebenamya, habhal yang dia temukan 
di negeri Barat ini tidak lain adalah penafsiran kembali dan penghormatan 
atas ajaran dan nilai-nilai etis yang terkandung dalam tradisi agama ldasik 
—yang kemudian diterjemahkan dalam konteks kehidupan sosial, politik 
dan ekonomi di masa kini. 

Setelah lulus dari ujian menjadi pengacara, Gandhi kembali ke 
India pada Juli 1891. Sekembalinya di India, diamendapati ibunya telah 
meninggal beberapa minggu sebelum dia datang. 14 Ketika meninggal, 
ibunya baru berusia sekitar 40-an tahun. Sebagaimana diharapkan oleh 
seluruh keluarganya, Gandhi segera menyusun dan menyiapkan pola 
pikimya untuk memulai karir profesionalnya di India. Tetapi, usahanya 
untuk mempraktekkan ilmu hukumnya di Pengadilan Bombay gagal 
total dari menemui jalan buntu. Akhimya, Gandhi memilih untuk mening- 
galkan Bombay, dan dia tidak pemah muncul lagi sebagai seorang pengacara 
di pengadilan India. 

Kemudian Gandhi bekerja sebagai guru paruh waktu di Bombay 
High School. Di tempat ini dia juga tidak mendapatkan gaji sesuai dengan 
kualifikasi profesional yang dimilikinya. Akhimya Gandhi kembali ke 
Rajkot dan memutuskan untuk menempuh hidup sederhana dengan 
bekerja sebagai orang yang menyusun konsep-konsep permohonan 
penyelesaian persengketaan untuk diajukan dalam persidangan-per- 
sidangan. Gandhi akhimya juga meninggalkan pekerjaan ini karena dia 
selalu mendapatkan perlakuan yang buruk dari para petugas berkebang- 
saan Inggris di wilayah setempat. 

1.2. DiAfrika Selatan 

Peristiwanya bermula dari sebuah undangan yang berasal dari Dada 
Abdullah. Dia seorang pemilik kapal dan pedagang besar dari Natal, 
Afrika Selatan. Dia mengundang Gandhi untuk membantu pemsahaan- 
nya menangani permasalahan hukum, dengan masa kontrak selama 1 
tahun. Gandhi menerima undangan tersebut dan segera berangkat menuju 



» Sejarah Kehidupan Mahatma Gandhi ♦ 7 

Afrika Selatan pada April 1893. Untuk sementara dia meninggalkan anak 
dan istrinya tetap tinggal di India. 

Sesampainya di Natal pada Mei 1893, Gandhi dihadapkan pada 
tantangan maupun kesempatan yang sebelumnya tidak pemah dia bayang- 
kan. Ketika dia berangkat ke Afrika Selatan, tujuan yang terlintas dalam 
pikirannya sangat sederhana. Dia hanya berkeinginan untuk memenang- 
kan perkara-perkara hukum Dada Abdullah dan mendapatkan uang 
sebagai mata pencahariannya. Oleh karena itu, beberapa hari se telah sampai 
di Natal, Gandhi pergi ke Pengadilan Durban untuk menjalankan misinya. 
Tetapi di sana dia tidak bisa diterima oleh hakim peng adil an karena dia 
tidak melepas turban (tutup kepala khas India) ketika masuk ruang peng- 
adilan. Dia pun membantah dengan berkata, “sebagaimana tanda peng- 
hormatan di kalangan orang Eropa dengan mengangkat topi mereka, 
kebiasaan memberikan penghormatan di kalangan orang India adalah 
dengan tetap memakai tutup kepala.” 15 Hakim tetap tidak menyetujui 
argumen itu dan Gandhi memilih untuk meningg alk an ruang pe ngadilan . 16 

Pada satu kesempatan, Pengadilan menghendaki kehadiran Gandhi 
di Pretoria, sebuah kota di Provinsi Transvaal, Afrika Selatan. Tiket 
peijalanan kereta api kelas satu dari Durban telah dipersiapkan untuk 
Gandhi. Dia akan menempuh perjalanan dengan kereta api tersebut 
selama satu malam penuh. Ketika perjalanan baru sampai Pieterma¬ 
ritzburg, Gandhi dipaksa keluar dari gerbong kelas satu karena dia 
menolak untuk memberikan jatah kursinya kepada penumpang ber- 
kebangsaan Eropa, padahal di kereta itu telah dibuat peraturan bahwa 
tiket kelas satu hanya diperuntukkan bagi orang-orang Eropa. Sebagai- 
mana diketahui, praktek diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan 
wama kulit memang sangat mengakar di wilayah ini. Akibat dari pengu- 
siran tersebut, sepanjang malam dalam perjalanannya, Gandhi mengalami 
demam yang disebabkan oleh hawa dingin yang menggigit tulang serta 
perasaan gundah atas pengalaman pahit yang menimpanya. 

Malam yang pedih itu memiliki pengaruh sangat penting terhadap 
perubahan pola pikir dan sikap Gandhi. Dia berketetapan hati, kelak di 
kemudian hari dia akan meiawan segala bentuk diskriminasi yang 
merendahkan martabat manusia, dengan segenap tenaga dan kekuatan 
yang ada pada dirinya. Dia bertekad bahwa kejahatan yang tumbuh dari 
prasangka buruk terhadap kaum kulit berwama (non kulit putih) harus 
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dilenyapkan dari peradaban manusia. 17 Di kemudian hari, Gandhi selalu 
mengatakan bahwa misi politiknya bermula dari kejadian malam itu, 
ketika dia menggigil kedinginan di ruang timggu, di Pietermaritzburg. 

Dalam perjalanan selanjutnya metiuju Pretoria, Gandhi dipukul 18 
dan ditolak masuk ketika akan menginap di hotel yang telah diberi tanda 
khusus hanya untuk orang-orang Eropa. 19 “Oh Tuhan Yang Berkuasa atas 
seluruh makhluk,” tulis Gandhi kemudian, “kuatkanlah tekadku untuk 
menghadapi ujian berat ini. Aku merelakan diriku untuk terus dicerca 
hinaan dan menerima pukulan iebih banyak di sepanjang perjalananku 
menuju Pretoria. Tetapi aku bertekad, semuayangmenimpa diri ini hanya 
akan semakin menguatkan keteguhan hatiku.” 20 

Berbagai penghinaan sebagaimana yang dialami Gandhi memang 
telah menjadi realitas sehari-hari bagi para buruh dan pedagang ber- 
kebangsaan India yang menetap di Afrika Selatan. Sesungguhnya, 
pengalaman yang menimpa Gandhi bukanlah sesuatu yang baru. Yang 
benar-benar baru dan mengejutkan adalah reaksi yang ditunjukkan 
Gandhi. Dia bertekad bulat untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. 
Dja juga bersikeras untuk membela martabatnya sebagai manusia. 

Di Pretoria, Gandhi mempelajari perkara hukum yang menimpa Dada 
Abdullah. Kemudian dia meyakinkan kepada dua pihak yang bersengketa 
untuk menyelesaikan kasusnya di hadapan hakim arbitrase. Temyata, 
upayanya mendatangkan keputusan yang bagus dan memuaskan kedua 
pihak yang bersengketa. Di sepanjang sisa hidupnya, pendekatan untuk 
memuaskan semua pihak sebagaimana yang dilakukan di atas selalu 
digunakan Gandhi manakala dia harus menangani konflik, apakah itu 
konflik sosial ataupun individu, industri ataupun politik. Mengacu ke 
hal tersebut, kemudian di catatan otobibiografinya Gandhi menuliskan: 

“...Kebahagiaanku tiada berhingga. Aku telah belajar dari praktek 
penerapan hukum yang sesungguhnya... Aku menyadari bahwa 
fungsi hukum yang sebenarnya adalah untuk menyatukan pihak- 
pihak yang tercerai-berai.” 21 

Selama tinggal di Pretoria, Gandhi juga mempelajari kondisi kehi- 
dupan kawan-kawan sebangsanya yang bekerja dan menetap di sini. 
Gandhi mencoba mengajar dan mendidik mereka mengenai kewajiban- 
kewajiban dan hak-hak mereka sebagai anggota masyarakat dan sebagai 
warga negara sebuah bangsa. Tetapi Gandhi tidak memiliki keinginan 
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untuk menetap selamanya di Afrika Selatan. Maka, pada Juni 1894, ketika 
kontraknya selama satu tahun sudah berakhir, Gandhi kembali ke Durban 
dan bersiap pulang menuju India. 

Sesuatu telah terjadi pada malam pesta perpisahan Gandhi yang 
diseienggarakan Dada Abdullah dalam rangka penghormatan kepada 
Gandhi. Secara sepintas, Gandhi telah membaca apa yang tertera pada 
Jumal Afrika Selatan, Natal Mercury. Di sini dia melihat bahwa Dewan 
Perwakilan Rakyat di Natal telah mengesahkan sebuah Rancangan 
Undang-Undang yang menghalangi hak orang-orang India, yaitu hak 
untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan 
Rakyat Natal. 22 “Ini adalah sesuatu yang sangat merugikan dan akan 
mempercepat kematian kita,” kata Gandhi kepada orang-orang yang hadir 
di pesta perpisahannya. “Peristiwa ini telah menyerang kehormatan diri 
kita yang paling hakiki.” 23 ^ 

Gandhi mengajak seluruh yang hadir untuk mendisku$ikan lebih 
jauh mengenai hak-hak orang India dan Undang-Undang yang merugi¬ 
kan mereka itu. Di akhir diskusi itu mereka memutuskan Untuk melaku- 
kan pengorganisasian dan mengerucut pada dibentuknya sebuah komite 
perlawanan. Perkumpulan tersebut meminta Gandhi untuk tinggal selama 
beberapa bulan. Temyata, Gandhi tinggal di Afrika Selatan selama 21 
tahun, hingga kemudian dia baru meninggalkannya pada Juli 1914. Ber- 
kenaan dengan keputusannya untuk tetap tinggal di Afrika Selatan, Gandhi 
mengatakan: “Demikianlah, selama aku menetap di Afrika Selatan, Tuhan 
yang Maha Kuasa telah meletakkan suatu dasar pijakan dan pegangan 
hidup bagiku. Tuhan jualah yang telah menaburkan benih-benih 
perjuangan demi menegakkan kehormatan dan kedaulatan bangsa.” 24 

Mentalitas dan perlakuan orang-orang Eropa terhadap orang-orang 
India merupakan salah satu prkatek diskriminasi paling kasar yang terjadi 
di Afrika Selatan. 25 Orang kulit putih di sini menyebut orang India ‘kuli’ 
tanpa pandang bulu apa pun pekerjaan mereka. 26 Sehingga, sebutan 
(profesi) untuk orang-orang India adalah ‘guru kuli’, ‘pedagang kuli’, 
‘dokter kuli’ dan ‘pengacara kuli’ 27 . Demikianlah, secara sosial dan politik 
orang Eropa memperlakukan orang India sebagai ‘kuli’. 28 

Gandhi, yang hampir selama 25 tahun tinggal di Afrika Selatan selalu 
melakukan perlawanan politik, adalah sosok rendah had, bahkan terkesan 
pemalu. Tetapi, tiba-tiba dia tampil sebagai juru kampanye yang handal 
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dan pemimpin yang mampu menggugah semangat rakyat. Di hadapannya . 
ada dua tugas utama yang menanti. Pertama, menyadarkan orang-orang 
Eropa bahwa sikap mereka terhadap orang-orang India sangatlah tidak 
sesuai bagi orang yang beradab. Kedua, mengangkat orang-orang India 
agar keluar dari kelemahan diri dan mentalitas yang mudah menyerah. 
Gandhi menyusun petisi serta meyampaikannya kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Natal dan pemerintahan Inggris. Petisi tersebut ditandatangani 
oleh ribuan orang India yang menetap di Afirika Selatari. 29 Dia menulis 
naskah pidato, menulis di surat kabai; dan mengirim surat terbuka kepada 
pejabat-pejabat penting, sebagai protes terhadap praktek ketidakadilan 
diskriminasi rasial. Dengan semua hal yang telah dilakukannya, meskipun 
tidak bisa mencegah pengesahan Undang-Undang yang merugikan, 30 
Gandhi telah berhasil menarik perhatian publik dan pers di Natal, Inggris 
dan India. Sehingga, penderitaan orang-orang India di Natal bisa ter- 
publikasikan secara luas. Hal tersebut sangat penting karena Gandhi 
tidak berjuang demi kekuasaan politik orang-orang India. Dia berjuang 
demi terciptanya tatanan sosial di mana orang-orang India bisa hidup 
terhormat dan bermartabat serta terbebas dari hukum yang didasarkan 
pada prasangka buruk rasialis. 31 , 

Selain melakukan kampanye politik, Gandhi juga gencar meng- 
kampanyekan nilai-nilai sosial di kalangan kawan-kawan sebangsanya. 
Gandhi memperingatkan mereka untuk selalu berjiwa progresif, baik 
dalam kehidupan sosial maupun moral. Orang India harus melupakan 
perbedaan kasta dan agama di antara mereka. Mereka harus memper- 
barui cara-cara bisnis yang menyimpang, mengubah kebiasaan mereka 
yang kurang memperhatikan kesehatan. Dengan semua itu, orang India 
akan mampu meraih kehormatan diri dan saling menghargai di antara' 
sesamanya. Penghormatan atas nilai-nilai moral dan sosial oleh orang- 
orang India sendiri adalah bagian dari perjuangan Gandhi yang lebih 
tinggi daripada sekadar melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. 

Untuk meraih dua tujuan utama tadi, Gandhi mendirikan Natal 
Indian Conggres (Konggres Rakyat India di Natal) pada Agustus 1894. 32 
Organisasi politik yang dibdngun secara bersama ini, dalam jangka waktu 
yang cukup lama, dicita-citakan menjadi alat pemersatu yang palingkuat 
serta merekatkan solidaritas keberagaman di kalangan masyarakat India 
dalam perjuangannya untuk reformasi politik dan sosial. 
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Pada 1896 Gandhi pulang ke India untuk menjemput istri dan anak- 
anaknya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk meraih simpati publik 
dan dukungan di India demi nasib orang-orang India di Afrika Selatan. 
Hal itu dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin 
kaum nasionalis India yang terkemuka dan berpidato dalam pertemuan- 
pertemuan publik. Gandhi juga menulis pamflet tentang penderitaan 
orang India di Afrika Selatan. 33 Pamflet mi dicetak dan dijilid dengan 
wama hijau. Kemudian pamflet ini dikenal dengan sebutan ‘Green 
Phamflet’ (Pamflet Hijau). 34 

Upaya Gandhi dalam meraih simpati publik diliput secara besar- 
besaran dalam berita South African Press. Orang kulit putih merasa sangat 
terhina dan mereka marah besar terhadap Gandhi. Oleh karena itu, 
ketika Gandhi beserta keluarganya tiba kembali di Durban, pada Februari 
1897, dia diserang dan dipukuli oleh segerombolan orang kulit putih. 
Bahkan, mereka ingin membunuh Gandhi. 35 Pemerintah Natal, atas 
permintaan dari Joseph Chamberlain dan perwakilan pemerintah Inggris 
untuk negara jajahan, meminta agar mengusut insiden penyerangan yang 
menimpa Gandhi ini. Tetapi Gandhi menolak untuk bekerja sama, dengan 
cara menceritakan bahwa kesalahan utama tidak terletak pada orang- 
orang yang mengeroyoknya. Mereka adalah orang- orang yang salah paham. 
Gandhi menekankan bahwa kesalahan utama terletak di pundak para 
pemimpin mereka. Gandhi yakin bahwa para pelaku pengeroyokan atas 
dirinya itu akan segera menyesali tindakan mereka ketika kebenaran 
yang sesungguhnya bisa terungkap. 36 

Gandhi tidak menyimpan dendam terhadap orang-orang Eiopa. Oleh 
karena itu, ketika teijadi Perang Boer, pada 1899, dia meminta kawan- 
kawan India-nya-kaum yang menuntut hak-hak kewarganegaraan-untuk 
merasa berkewajiban menunaikan tanggung jawabnya ketika krisis 
menimpa Afrika Selatan. 37 Dia menyiapkan 1.100 relawan regu per- 
tolongan (Corp Ambulance) yang memberikan pelayanan kesehatan 
selama peperangan. 38 Relawan itu memberikan pelayanan yang menga- 
gumkan di garis terdepan medan pertempuran. Gandhi berharap keteguh- 
an orang-orang India dan tanggung jawab mereka untuk bekeija sama 
akan membantu mengubah sikap orang kulit putih dan memperbaiki ke- 
adaan orang India. 
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Tetapi, harapan tersebut mulai hancur setelah berakhimya Perang 
Boer. Kebijakan politik pemerintah lebih menitik-beratkan pada kese- 
taraan bagi seluruh ras atau bangsa yang berkulit putih” dan jelas-jelas 
bertentangan dengan “kese taraan bagi seluruh bangsa atau ras beradab 
di Afrika Selatan.” 39 Kebijakan politik seperti ini merupakan kesepakatan 
yang dibangun antara orang-orang Boer dan orang-orang Inggris. Orang- 
orang India senantiasa berada dalam situasi di mana mereka masih 
dipandang sebagai “sampah masyarakat”. 40 

Meskipun demikian, Gandhi terus melanjutkan perjuangannya. Dia 
menyerukan keyakinannya bahwa suatu nilai keu tamaan yang terkandung 
dalam tradisi bangsa Inggris dan termaktub dalam Queen’s Proclamation 
pada 1858, telah mengakui kesetaraan hak warga negara bagi seluruh 
bangsa yang bergabung dalam Kerajaan Inggris Raya.” 41 Strategi yang 
diperlihatkan Gandhi adalah dengan mengedepankan sentimen kerajaan 
Inggr is Raya. Sebagaimana yang dia ungkapkan, “Apa yang dipeijuangkan 
dan yang terjadi di Afrika Selatan mestinya bukan membangun bangsa 
kulit putih, bukan pula persaudaraan sesama bangsa kiilit putih, tetapi 
persaudaraan antara sesama warga yang bemaung di bawah Kerajaan 
Inggris Raya”. 42 

Dengan maksud untuk menunjukkan semangat orang-orang India 
bahwa mereka memiliki kemampuan menghormati dan memenuhi ke- 
wajiban-kewajibannya sebagai warga negara, Gandhi mengesampingkan 
semua perbedaan di antara kaumnya dengan orang-orang kulit putih. Hal 
ini terbukti ketika pecahnya pemberontakan Zulu pada 1906. Gandhi 
bersama orang-orang India lainnya, sejumlah 20 orang, membentuk regu 
kecil. Mereka bergabung bersama Angakatan Bersenjata Inggris dan ber- 
tugas memberikan bantuan kesehatan dan membawa perlengkapan 
perang. 43 

Perang untuk memadamkan pemberontakan Zulu berlangsung 
selama satu bulan. Pemberontakan tersebut akhimya bisa ditumpas dengan 
mildah. Tetapi, semua hal yang terjadi di saat perang itu meninggalkan 
kesan yang sangat dalam dan tak terlupakan bagi Gandhi. Seluruh penga- 
lamannya bergulat di garis terdepan dalam pertempuran menimbulkan 
terjadinya perubahan mendasar bagi sikap hidupnya. Pengalaman meng- 
obati dan merawat luka-luka dalam peperangan membuat Gandhi sadar 
bahwa keikhlasan total merupakan prasyarat utama sehingga seseorang 
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bisa memberikan jiwa dan raganya untuk mempersembahkan pengabdian 
bagi bangsa dan seluruh rakyatnya. 

Kesadaran untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan seluruh umat 
manusia tumbuh semakin kuat seiring perjalanan hidup Gandhi, bahkan 
semakin kokoh dan tidak tergoyahkan ketika dia bersumpah untuk men- 
jalani brakhmacharya, pantang melakukan hubungan seksual, demi meraih 
kesucian di akhir sisa hidupnya. 44 Pada saat bersumpah untuk menjalani 
brakhmacharya, Gandhi barn berusia 39 tahun dan memiliki empat orang 
anak. Istrinya, Kasturbai, bisa menerima keputusan dan tekad Gandhi. 
Berkaitan dengan hal ini Robert Payne memaparkan: 

“Sumpah yang dijalani Gandhi sejak Juli 1906 sangat memberikan 
wama di tahun-tahun terakhir dalam sisa hidupnya... Sumpah 
tersebut menandakan kembalinya Gandhi ke akar religiusitasnya, 
serta pensucian dirinya secara ikhlas demi menyongsong tugas-tugas 
ke depan yang maha berat. Dengan sumpah ini, Gandhi telah men- 
capai transformasi hidup menuju kesempumaan, hingga kemudian 
membawanya pada sebutan yang sangat terkenal: Mahatma (Jiwa 
Yang Agung).” 45 

Pada 22 Agustus 1906, Pemerintah Transvaal mengumumkan satu 
peraturan yang sangat merendahkan kaum India di Afrika Selatan. Dalam 
pengumuman itu dimaklumatkan bahwa orang-orang India, laki-laki 
maupun perempuan, serta anak-anak mereka yang berumur di atas 8 tahun, 
wajib melapor kepada penguasa setempat. Mereka harus patuh dengan 
membubuhkan cap jari, kemudian mereka menerima sertifikat yang harus 
selalu dibawa kapan dan ke manapunmereka pergi. Seseorangyang tidak 
melapor dan tidak membubuhkan sidik jarinya akan kehilangan hak 
memiliki tempat tinggal, bisa dipenjara, masuk dalam daftar pencarian 
orang, didenda atau dideportasi dari Transvaal. 46 Bagi orang-orang India, 
Pengumuman ini digambarkan sebagai “Undang-Undang Hitam”. 

Di bawah pimpinan Gandhi, orang-orang India mengadakan 
pertemuan massal di Johannesburg pada 11 September 1906. Mereka 
menyampaikan protes dan berikrar untuk menentang jika pengumuman 
tersebut sampai diresmikan menjadi hukum tertulis dalam sebuah undang- 
undang. Mereka juga bersumpah akan menanggung semua penderitaan 
yang ditimbulkan akibat penentangan yang mereka lakukan. Mereka 
juga siap menerima hukuman, bahkan bertekad siap menyongsong maut 
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daripada harus tunduk pada aturan yang merendahkan martabat kema- 
nusiaan. 47 Keunikan tekad orang-orang India yang ditegaskan dalam 
resolusi itu tidak terletak pada keinginan untuk menentang hukum, tetapi 
pada pilihan mereka yang bersedia untuk menanggung segala penderitaan 
akibat penentangan mereka. 

Sebenamya, para penentang hukum ini bisa saja memilih untuk 
membayar denda atau meninggalkan wilayah Transvaal. “Tetapi, setelah 
memikirkannya dengan serius dan mempertimbangkan semua pilihan, 
masyarakat India memutuskan untuk mengabaikan kedua pilihan ter¬ 
sebut”. Di sinilah letak keunikan, keanggunan dan kekuatan pilihan 
mereka. Jika orang-orang India bersedia membayar denda, ini sama artinya 
mereka mengakui keberadaan aturan tersebut dan merupakan pembenar- 
an atas keputusan Pemerintah. Dan inilah yang memang diinginkan 
Pemerintah. Jika orang-orang India memilih meninggalkan Wilayah Koloni 
Transvaal, orang-orang kulit putih akan bersorak gembira... Maka kami 
tidak akan melakukan keduanya. Jika kami melakukannya, berarti kami 
menghinakan diri sendiri dan bersikap pengecut. Masuk ke dalam penjara 
adalah langkah yang unik, perbuatan suci. Dan hanya dengan menempuh 
langkah-langkah itulah masyarakat India bisa memelihara dan memper- 
tahankan kehormatan dirinya”. 48 Semangat ini merupakan awal dan cikal 
bakal dari gerakan Satyagraha (keteguhan berpegang pada kebenaran) , 49 
sebuah metode perjuangan baru yang diperkenalkan Gandhi. Satyagraha 
menekankan sebuah perjuangan menentang ketidakadilan melalui 
kesediaan diri menanggung penderitaan, dan melawan pelaku kejahatan 
dengan cara nir-kekerasan (non-violence). 

Sebagaimana telah diduga, Gandhi beserta para pengikutnya 
ditangkapi dan dimasukkan ke dalam penjara karena mereka menolak 
menaati hukum yang berlaku, meski tidak lama kemudian mereka dilepas- 
kan lagi. Setelah lepas, mereka kembali menolak tunduk pada aturan 
itu, kemudian mereka kembali dimasukkan ke dalam penjara. 50 Demikian- 
tah, perlawanan itu terus berlanjut, makin banyak dan makin banyak 
lagi orang yang bergabung dalam gerakan tersebut. Berpijak dari keyakinan 
bahwa “gerakan ini merupakan perjuangan terbesar di jaman modem, 
karena paling mumi dalam tujuannya, begitu juga metode yang ditempuh- 
nya”, 51 Gandhi bertekad untuk maju terus mengobarkan semangat 
perlawanan. 
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Pada saat itulah, Gandhi juga memulai perlawanan dengan mogok 
makanatau berpuasa. Sebagai seorang penganut agama Hindu yang taat, 
nilai-nilai agamanya teiah mengajarkan bahwa berpuasa merupakan pintu 
bagi pensucian-diri ( self-purification ). Gandhi mewarisi ajaran ini dari 
ibunya. Tetapi, Gandhi tidak membatasi puasanya semata-mata untuk 
pensucian bagi dirinya sendiri. Dia berpuasa juga demi mewujudkan 
kesucian bagi sesamanya. 

Gandhi meyakini bahwa tidak ada batasan secara tegas antara 
moralitas pribadi dan moralitas publik di masyarakat. Karena itulah dia 
menyimpulkan bahwa dirinya bisa menebus dosa-dosa orang lain dengan 
menanggungkan dosa-dosa itu bagi dirinya sendiri, dan dia akan melaku- 
kan penebusan dosa untuk mereka. 52 Keyakinan dan tindakan Gandhi 
semacam ini juga memiliki pengaruh kuat terhadap ikatan komunitas 
yang terdiri dari murid-murid dan para pengikutnya. Mereka memiliki 
hubungan yang sangat dekat dengan Gandhi. 

Gerakan perjuangan Satyagraha semakin kuat ketika pada Maret 
1913 53 pengadilan menyatakan bahwa pemikahan yang tidak diseleng- 
garakan sesuai dengan ritual ajaran Kristiani dan tidak didaftarkan ke 
Lembaga Pencatat Perkawinan, dinyatakan tidak memiliki status hukum. 
Peraturan ini melahirkan konsekuensi ketidak-sahan bagi status hukum 
seluruh pemikahan yang dijalankan menurut ritus agama Hindu, Persia 
dan Islam. Semua pemikahan ini diang ga p tidak sah. 54 Hal ini berarti 
bahwa istri-istri mexeka dianggap gundik dan anak-anak mereka dianggap 
anak-anak haram. Atas dasar pemberlakuan hukum yang semena-mena 
ini, semua istri orang-orang Hindu, Persia dan Muslim bisa diperintahkan 
untuk meninggalkan Koloni Afrika Selatan. Berkenaan dengan hal ini 
Gandhi mengatakan, “Kami tidak bisa membayangkan sebuah keadaan 
yang lebih hina”. 55 

Bersamaan dengan pemberlakuan peraturan mengenai pemikahan, 
pada saat itu juga diberlakukan Undang-Undang Peraturan Imigrasi yang 
bam. Undang-Undang ini semakin memperparah keadaan dan menambah 
penderitaan yang ditanggung orang India. 56 Ratusan orang India memilih 
untuk mengorbankan mata pencaharian, bahkan kemerdekaan mereka, 
daripada hams tunduk pada aturan yang bertentangan dengan kehormatan 
dan martabat kemanusiaan. Kepemimpinan Gandhi semakin menguatkan 
keyakinan mereka. SebagaimanadiungkapkanThoreau, “seorang pejuang 



l6 ♦ Francis Alappatt 

yang benar-benar sabar dan. lkhlas, sudah cukup untuk meraih kemenang- 
an bagi tegaknya kebenaran”. 57 

Di puncak gerakan Satyagraha, pada 1913, ribuan orang yang bekeija 
di pabrik pertambangan memutuskan untuk berhenti bekerja. Dengan 
gagah berani mereka menanggungkan siksaan sangat berat di penjara: 
dipukuli, bahkan ditembak. 58 Kejadian ini sangat mengerikan, pahit dan 
menyakitkan perjuangan orang-orang India sebagai kaum minoritas. 
Tetapi, yang lebih buruk lagi barangkali adalab propaganda hitam terha- 
dap Pemerintah Afrika Selatan. Pada-khimya, atas tekanan dan Pemerin- 
tah India dan Inggris, Gubemur Jenderal Afnka Selatan, Jan Christian 
Smuts, setuju untuk melakukan negosiasi dengan Gandhi. Kemudian, 
pada30 Juni 1914 tercapailahpenyelesaiansecarakompromi. 

Meskipun keuntungan yang didapatkan komunitas India itu kecii 
bila dibandingkan dengan diskriminasi dan penderitaan yang mereka 
alami, Gandhi tetap berkeyakinan bahwa secara substansi kaum India 
telah meraih kemenangan. Bahkan dia menyebut kemenangan ini dengan 
“Magna Carta” kemerdekaan bagi orang-orang India di Afrika Selatan. 59 
Bagi Gandhi, kemenangan itu sangat berarti. Bukan hanya dengan 
menghitung keuntungan yang diperoleh orang-orang India, tetapi lebih 
penting dari itu adalah bahwa kemenangan tersebut merupakan bukti 
dari kekuatan dan keberhasilan Satyagraha. Setelah berlangsung selama 
8 tahun, perjuangan takkenallelahitu akhimya harus berhenti. Karena, 
pada 18 Juli 1914 Gandhi harus pergi meninggalkan Afrika Selatan, 
setelah dia menetap selama 21 tahun. Gandhi akhimya harus kembali ke 
India. 

1.3. Di India 

Ketika tiba di India, Gandhi disambut dengan hangat. Dia tiba di 
Bombay pada 9 Januari 1915. Dia segera menyusun strategi supaya lebih 
memahami India. Gandhi melakukan peijalanan ke berbagai pelosok 
negeri India. Dalam perjalanan itu, dia melakukan pertemuan dengan 
banyak orang serta para pemimpin nasional. Waktu tersebut merupakan 
kesempatan bagi dirinya untuk bersentuhan secara langsung dengan 
masyarakat India, berikut seluruh problematika yang melilit kehidupan 
mereka, sebagaimana yang direkomendasikan kepada Gandhi oleh salah 
seorang tokoh India, Gokale. 60 
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Pada Mei 1915, Gandhi mendirikan Ashram di Kochrab dekat 
Ahmedabad, dan kemudian pindah ke Sabarmati. 61 Ini merupakan Ashram 
ketiga yang didirikan Gandhi. Ashram yang pertama dan kedua didirikan 
ketika masih menetap di Afhka Selatan. 62 Tidak seperti di Ashram yang 
pertama dan kedua, para penghuni Ashram di India ini diharuskan meng- 
ikuti sumpah bahwa mereka hanya akan mengatakan kebenaran, ber- 
pegang pada prinsip nir-kekerasan ( non-violence ), menjalani kehidupan 
seiibat, mengendalikan selera makan, tidak mencuri, tidak mempunyai 
hak milik, swadeshi , 63 tidak takut, dan siap menerima dan memperlakukan 
kaum tak berkasta (kaum pariah) setara dengan dirinya. 64 Bagi Gandhi, 
tujuan Ashram adalah belajar tentang bagaimana berbakti dan meng- 
abdikan seluruh hidupnya kepada tanah air. 65 

Perjuangan pertama yang dipimpin Gandhi dan bisa meraih kerne- 
nangan di India teijadi pada 1917. Ketika itu Gandhi berjuang untuk 
para petani pribumi India yang sangat miskin, di Bihar. Mereka ditipu 
dan dieksploitasi oleh para tuan tanah selama bertahun-tahun. Segera 
setelah tiba di sebuah tempat bemama Champaran, Gandhi melakukan 
investigasi tentang penderitaan yang dialami oleh para petani miskin itu. 
Pada saat itu dia diperintahkan oleh penguasa setempat untuk segera 
meninggalkan Champaran. Perintah ini didasarkan pada alasan bahwa 
wilayah itu dalam keadaan sangat aman, teratur dan tidak ada masalah 
berarti. 

Gandhi menolak patuh terhadap perintah penguasa Champaran, dan 
berucap kepada Hakim yang mengadilinya pada tanggal 18 April 1917: 

Karena sebuah hukum yang mengikat seluruh warga negara, hal 
pertama yang tersirat dalam naluri saya adalah patuh terhadap 
hukum itu. Tetapi, ketika saya mencoba mematuhinya, temyata saya 
tidak bisa melakukannya tanpa melakukan tindakan kekerasan 
terhadap apa yang saya yakini sebagai kewajiban kepada kaum dari 
mana saya berasal.... Saya menyadari sepenuhnya atas kenyataan 
bahwa dalam kehidupan publik di India, seseorang yang meyakini 
dan bersikap seperti yang saya lakukan, harus ekstra hati-hati... 
Saya mengesampingkan hukum yang diberlakukan kepada saya, 
bukan karena katiadaan rasa penghormatan kepada otoritas hukum. 
Tetapi lebih karena ketaatan saya terhadap hukum yang lebih tinggi, 
yang berlaku dalam kehidupan kita semua: suara hati nurani. 66 
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Perin tah untuk menangkap Gandhi kemudian dibatalkan. Hal ini 
terjadi karena adanya campur tangan dari penguasa yang lebih tinggi 
daripada penguasa yang ada di Champaran. Gandhi pun melanjutkan 
investigasinya. Diakhirpekerjaannyaitu, Gandhi menemukanbuktinyata 
bahwa dari 8000 petani penyewa, mereka harus membayar berbagai 
pungutan liar yang dipaksakan dalam jumlah sangat bariyak. Akhimya, 
Pemerintah India turun tangan dan membentuk komite untuk mengatasi 
persoalan tersebut. Setelah mexnpelajari persoalan di Champaran, dengan 
suara bulat komite itu merekomendasikan penghapusan terhadap sistem 
yang menindas petani. 67 

Kemenangan perjuangan Gandhi di Champaran terutama dikarena- 
kan adanya upaya tak kenal lelah yang dia lakukan sehingga dia mengeta* 
hui dengan pasti keadaan yang terjadi. Selain itu, Gandhi juga memiliki 
kemampuan dan metodologi- untuk mengangkat persoalan ketidakadilan 
yang cukup rumit ke dalam bahasa yang jelas dari konkret. Inilah salah 
satu karakteristik yang sangat khas dari pendekatan yang dilakukan 
Gandhi dalam mengatasi problem masyarakat. Pendekatan semacam ini 
juga benar-benar berpengaruh dalam melumpuhkan pihak lawan. 

Keberhasilan di Champaran yang diperoleh relatif mudah, memberi- 
kan kontribusi sangat besar dalam metode-metode yang ditempuh Gandhi 
dalam membangkitkan kesadaran tentang kepentingan nasional. Kekuatan 
dan pengaruh Satyagraha selanjutnya masih bisa diperlihatkan secara 
meyakinkan, yaitu dua pengalaman yang bisa diambil dari pemogokan 
buruh pabrik di Ahmedabad 68 dan Satyagraha di Kheda pada 1918. 69 

Dalam konteks kemunculan Gandhi sebagai pemimpin nasional di 
kancah politik India, peristiwa Rancangan Undang-Undang Rowlatt pada 
1919 70 merupakan momentum sangat penting. RUU ini dimaksudkan 
untuk menindas gerakan nasionalis India, memberikan kewenangan 
kepada para penguasa untuk memenjarakan orang-orang yang dicurigai 
melakukan hasutan dan aktivitas-aktivitas anti'pemerintah lainnya, tanpa 
melalui proses pengadilan. Di seluruh negeri India bermunculan protes 
yang menentang RUU ini. 

Pada 6 April 1919, Gandhi mengumumkan hari itu sebagai Hari 
Satyagraha. Dia menyerukan ke seluruh penjuru negeri untuk menghor- 
mati Hari Satyagraha ini dengan menjalankan puasa dan berdoa. 71 Seruan 
ini memunculkan aksi mengagumkan yang menggetarkan seluruh India, 
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di mana-mana orang berpuasa dan berdoa. Tetapi, aksi yang sebenamya 
ditujukan sebagai aksi mogok secara damai atau hartal, di beberapa tempat 
temyata berujung pada aksi kekerasan. Demi mencegah meluasnya tindak 
kekerasan, Gandhi segera mengeluarkan seruan untuk menghentikan 
gerakan. 72 Dia menyadari bahwa rakyat India belum benar-benar terdidik 
dengan semangat Saytagraha yang sesungguhnya. Gandhi juga meng- 
umumkan bahwa dia akan berpuasa selama 72 jam sebagai penebusan 
dosa timbulnya aksi kekerasan. 73 

Insiden kekerasan mencapai puncaknya dalam peristiwa pembu- 
nuhan secara besar-besaran terhadap orang-orang India yang mencapaii 
hampir400 orang. Ketika itu massa sedang menghadiri pertemuan akbar 
di Jallianwala Bangh, pada 13 April 1919. 74 Peristiwa tersebutmenyebab- 
kan permusuhan yang tak terelakkan dari orang-orang India terhadap 
Pemerintah Inggris. Sebaliknya, Pemerintah Inggris juga semalcin meng- 
abaikan aspirasi bangsa India. Mereka melakukan semua upaya -seringkali 
dengan kekerasan- untuk menindas gerakan nasionaiis. 

Pada 1920 Gandhi muncul sebagai figur paling dominan di kancah 
politik India. Sebelumnya, tidak pemah ada pemimpin politik India yang 
memiliki pengaruh sebesar Gandhi. Dia melakukan pembaruan di 
Konggres Nasional India (Indian National Congress) dan mengubahnya 
dari sebuah partai kaum elit menjadi partai massa. Dalam kepemimpinan 
Gandhi, partai ini memiliki akar di desa-desa dan perkotaan di seluruh 
India. Pesan Gandhi sangat sederhana dan lugas: “bukanlah kekuatan 
senjata bangsa Inggris, tetapi ketundukan tanpa syarat bangsa Indialah 
yang menyebabkan tanah air ini tetap berada dalam perbudakan bangsa 
asing”. 

Gandhi memimpinperjuangannon-kooperasi ( non-cooperative ) dan 
nir-kekerasan (non-violence) melawan Pemerintah Inggris. Gerakan 
tersebut meliputi boikot terhadap seluruh barang dan jasa produksi Inggr is, 
termasuk terhadap seluruh institusi yang dioperasikan atau diperuntukkan 
bagi orang-orang Inggris, seperti sekolah, kantor pengadilan, dewan per- 
wakilan, dan lain-lain. 75 Gerakan ini benar-benar membangkitkan 
semangat baru bagi rakyat India. Gandhi juga memecahkan belenggu 
ketakutan rakyat India terhadap penguasa asing. Gerakan yang dipimpin 
Gandhi ini berbuah pada penangkapan dan penahanan terhadap ribuan 
satyagrahis (aktivis gerakan satyagraha) di seluruh India. Mereka ditahan 



10 ♦ Francis' Alappatt 

karena menentang pemerintah Inggns. Meskipun demikian, mereka 
fl pn g an suka cita memasuki penjara dan rela menderita demi mewujudkan 
kemerdekaan tanah aimya. 

Kadang-kadang, gerakan satyagraha ini berujung pada kekerasan. 
Untuk itulah Gandhi selalu bersiap diri untuk melakukan penebusan 
dosa <ipngan caranya yang khas. 76 Pada 5 Februari 1922 Gandhi kembali 
menyerukan penghentian gerakan pembangkangan sipil. Seruan ini dipicu 
oleh peristiwa pembunuhan secara brutal terhadap 23 orang polisi, dalam 
sebuah kerusuhan massa di Chauri Chaura, sebuah desa terpencil di India 
Selatan. Penghentian gerakan yang dilakukan Gandhi —pada saat gerak- 
an berada dalam puncak kemajuan— memang menimbulkan ketidak- 
puasan di kalangan pengikutnya, juga para pengritiknya. Tetapi, tindakan 
ini justru memperlihatkanbahwa nir-kekerasan (non-violent) bagi Gandhi 
adalah masalah keyakinan, bukan semata-mata alat politik. 77 “Pembalikan 
secara drastis atas gerakan yang sangat agresif secara politik memang 
lemah dan tidak taktis. Tetapi dalam had saya tidak ada keraguan bahwa 
secara agamis, alasannya sangat kuat.. .” 78 

Gandhi sendiri ditangkap pada 10 Maret 1922 dengan tuduhan 
menyebarkan hasutan. Dengan tuduhan ini pula, Gandhi diadiU dan 
kemudian dihukum 6 tahun penjara. Meski demikian, tekadnya untuk 
berjuang melawan Inggris sampai tercapainya tujuan bangsa India, justru 
semakin kuat. Dalam artikelnya yang dimuat di Young India, Gandhi 
mengungkapkan: 

Tiada imperium yarig mabuk dengan anggur kekuasaan dan telah 
merampok bangsa yang lebih lemah bisa bertahan lama di dunia ini. 
Dan inilah “Imperium Inggris” yang didirikan di atas eksploitasi 
•terorganisir terhadap bangsa-bangsa yang lebih lemah di seluruh 
penjuru dunia. Kekuasaan imperium ini terus-menerus memperlihat- 
kan kekuasaannya yang brutal. Tetapi kekejaman ini akan berakhir, 
dan imperium itu tidak akan lagi bisa bertahan ketika keadilan 
Tuhan tegak menguasai semesta... Inilah saatnya bagi bangsa Inggris 
untuk menyadari bahwa perjuangan yang diawali pada 1920 adalah 
perjuangan tanpa akhir, hingga terwujudnya cita-cita..." 79 

Pada Februari 1924, Gandhi dibebaskan dari penjara. Situasi politik 
telah banyak berubah akibat absennya Gandhi dari kancah politik. Partai 
Konggres telah terpecah menjadi dua kelompok. Selain itu, di partai ini 
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juga telah tumbuh rasa saling curiga antara kaum Hindu dan penganut 
agama Islam. Padahal, keduanya merupakan agama terbesar yang dianut 
bangsa India. Maka, setelah pembebasannya dari penjara, Gandhi 
mengkonsentrasikan perhatiannya lebih pada upaya mendesak masyarakat 
India untuk menghilangkan semangat fanatisme dan saling mencurigai 
di antara bangsanya sendiri. 

Bahkan, pada 1924 Gandhi pemah melakukan puasa tanpa berbuka 
selama tiga minggu. Hal ini dia lakukan sebagai penebusan dosa atas 
terjadinya perpecahan serius di masyarakat. Gandhi berharap dengan 
puasa yang dijalaninya bisa membangkitkan kesadaran rakyat akan 
pentingnya hidup damai, harmonis dan penuh persaudaraan di seluruh 
bangsa India. 80 

Pada 1927, pemerintah Inggris membentuk Komisi yang dipimpin 
Sir John Simson, 81 ahli hukum dan politisi terkemuka dari Inggris. Tokoh 
ini memiliki perhatian ciikup tinggi terhadap penderitaan bangsa In¬ 
dia. Celakanya, Komisi yang dipimpinnya sama sekali tidak memasukkan 
orang India. Oleh karena itu, Komisi ini kemudian diboikot oleh Partai 
Konggres maupun partai-partai lainnya. Iklim politik di India kembali 
mengalami ketegangan. Dalam pertemuan Partai Konggres yang diseleng- 
garan di Kalkutta pada Desember 1928, Gandhi mengubah resolusi 
penting menuntut status dominion bagi India di bawah pengawasan 
gerakan Satyagraha di seluruh India. 82 

Dari pihak Pemerintah Inggris, mereka sama sekali tidak melaku¬ 
kan tindakan berartL Maka, Partai Kongres meneruskan peijuangan untuk 
mewujudkan kemerdekaan yang sejati bagi bangsa India, dan pada 26 
Januari 1930 ditetapkan sebagai tonggak perjuangan ifieraih kemerde¬ 
kaan. 83 Pada hari itu, Gandhi menyusun sendiri deklarasi kemerdekaannya 
dan mengemukakan penjelasannya kepada Raja Muda (Wakil Raja 
Inggris di India), yang terdiri dari sebelas poin. Poin-poin itu “sangat 
sederhana tetapi merupakan kebutuhan vital bagi rakyat India”. 84 

Fase paling dramatis pada masa peijuangan meraih kemerdekaan di 
bawah kepemimpinan Gandhi diawali dengan peluncuran gerakan 
satyagraha untuk menentang pemungutan pajak garam yang diberlaku- 
kan Pemerintah Inggris. Peraturan pajak garam ini diberlakukan di seluruh 
India, bahkan kepada kaum yang paling miskin. Gandhi memohon 
penghapusan pajak garam ini dan permohonan ini merupakan salah satu 
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dari sebelas poin yang dia susun dan disampaikan kepada Raja Muda. 
Tetapi, Raja Muda di India menolak permohonan Gandhi. 

■ “Meskipun aku telah memohon dengan menekukkan lututku demi 
penghidupan bangsa India, yang aku terima justru hujan batu, 85 reaksi 
Gandhi atas penolakan Pemerintah Inggris. 

Sikap Pemerintah Inggris yang tidak memperhatikan tuntutan peng- 
hapusan pajak sangat menyentuh Gandhi. Dia bertekad untuk menerus- 
kan rencananya, yaitu melawan Undang-Undang Garam. Gandhi 
menyampaikan, “Menurut saya, pemberlakuan pajak garam inimerupakan 
bentuk ketidakadilan yang paling tidak manusiawi di antara sekian bentuk 
ketidakadilan yang terjadi pada kaum miskin. Sebagai sebuah gerakan 
kemerdekaan, penting sekali upaya menyadarkan dan mengajak kaum 
termiskin di negeri ini untuk mengawali perjuangan kemerdekaan dengan 
menghapuskan kejahatan pajak ini”. 86 

Seruan Gandhi menentang pajak menimbulkan gaung yang luar 
biasa. Ini merupakan sinyal bagi seluruh bangsa India untuk bergabung 
dalam gerakan nir-kekerasan (non-violence) menentang segala bentuk 
kpknasaan Pemerintah Inggris. Tepat sebelum berangkat dalam long march - 
nya dari Ashram Sabarmati menuju Dandi—pantai tempat dia berencana 
untuk mendapatkan garam dengan tangannya sendiri—Gandhi menyata- 
kan? “Saya yakin bahwa kebenaran adalah jalan kita dan kesucian adalah 
senjatakita. Dan dimanaadatujuan dan cara yang bersih, takdiragukan 
lagi Tuhan pasti akan hadir dengan segala rakhmat-Nya. Dan di mana 
ada tiga orang bersatu, kekalahan adalah hal yang mustahil... Tuhan 
memberkati kita semua dan buanglah rintangan dari jalan perjuangan 
kita, mulai saat ini dan seterusnya”. 87 

Pada 12 Maret 1930, di pagi buta Gandhi berangkat dari Sabarmati 
bersama 78 sukarelawan menuju Dandi. Mereka mengenakan dhoti 
(pakaian khas India) yang sederhana dan membawa tongkat bambu. 
Dalam perjalanan ini, Gandhi bertekad untuk tidak akan pemah kembali 
la gi ke Ashram-nya di Sabarmati hingga su/araj (kemerdekaan untuk 
mengatur negeri sendiri) terwujud di negeri India. Perjalanan ini menem- 
puh rute sepanjang 241 mil, selama 24 hari, Gandhi bersama para pengikut- 
nya tiba di Dandi pada 5 April 1930. Keesokan harinya, mereka melakukan 
perlawanan terhadap undang-undang garam dengan cara membuat garam 
sendiri, yang diambil langsung dari air laut di pantai Dandi. Gandhi 



Sejarah Kehidupan Mahatma Gandhi ♦ 1 } 

meyakinkan bahwa perlawanan ini merupakan “pertempuran antara 
Kebenaran melawan Kekuasaan”. 88 

Seluruh masyarakat India tersulut semangatnya untuk bergabung 
dengan gerakan yang dipimpin Gandhi, dan gerakan satyagraha muncul 
di mana-mana. Keadaan ini menimbulkan reaksi sangat keras dari Peme- 
rintah Inggris. Perang rakyat India melawan Pemerintah Inggris dengan 
metode nir-kekerasan (non-violence) yang dipimpin Gandhi menyebabkan' 
penjara-penjara di Indian dipenuhi dengan aktivis-aktivis satyagraha. 

Seluruh pemimpin terkemuka Partai Konggres, termasuk Gandhi, 
dijebloskan ke dalam penjara. Suasana di India dipenuhi ketegangan, di 
mana-mana penuh kekacauan. Tindakan-tindakan represif yang dilaku- 
kan Pemerintah Inggris semakin memperburuk keadaan. Di tahun ber- 
ikutnya, sejumlah pembicaraan yang diprakarsai Raja Muda Lord Irwin 
dengan para pemimpin Partai Konggres yang dipenjarakan memberikan 
dampak positif. Kemudian, Gandhi menyampaikan seruan untuk 
menghentikan kampanye satyagraha. Pada saat itu juga, dia pergi ke Lon¬ 
don imtuk menghadiri Konferensi Meja Bundat Konferensi ini dirancang 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di India. Konggres 
Nasional India secara bulat telah memilih Gandhi sebagai satu-satunya 
wakil yang berangkat ke London. 89 

Setelah didera berbagai keraguan, akhimya Gandhi bersedia 
mengemban misi menjadi duta negeri India. Dia mengatakan: “Jika saya 
berpijak pada cita-cita ke depan, yaitu kemerdekaan penuh bagi India, 
terus-terang saya tidak berharap apa-apa terhadap Kopferensi ini. Tetapi. 
sebagai orang yang optimistik, saya berharap Konferensi itu mendatangkan 
suatu perubahan yang berujung pada kesuksesan, khususnya dalam sudut 
pandang Konggres Nasional India”. 90 

Konferensi Meja Bundar merupakan “kekeliruan maha-besar”, 91 
karena konferensi itu lebih mengkonsentrasikan perhatian pada persoalan 
pemeluk agama minoritas di India, bukannya secara serius membahas isu 
penting, yaitu pengalihan kekuasaan ke tangan rakyat India. Gandhi tidak 
yakin bahwa Pemerintah Inggris akan memperlakukan India sebagai mitra 
sejajat Kesetaraan itu hampir mustahil. Tetapi, Pemerintah Inggris sama 
sekali tidak mengakui kenyataan ini. Akhimya, Konferensi itu tidak 
menghasilkan apa-apa, dan Gandhi kembali ke India, setelah sebelumnya 
mengunjungi Perancis, Swiss dan Roma. 
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Berikut ini adalah keyakinan Gandhi yang diungkapkan ketika 
pulang ke India: 

“Sekarang makin jelas bagi saya, bahwa pertempuran yang sesung- 
guhnya tidak berlangsung di London, tetapi di India... Kita harus 
berjuang untuk keselatnatan kita di India. Sejauh mungkin, kita 
• akan melakukannya melalui jalan perundingan. Tetapi, kita juga 
harus siap melakukan gerakan perlawanan apabila keadaan menun- 
tut kita.” 92 

Gandhi tiba di India pada Desember 1931. Pada saat itu dia men- 
dapatkan bahwa partainya tengah menghadapi tekanan dan serangan 
luar biasa dari Lord Willington, Raja Muda pengganti Lord Irwin. Ber- 
sama-sama dengan ribuan aktivis gerakan satyagraha, Gandhi kembali 
ditangkap dan dijebloskan ke daiam penjara tanpa melalui proses peng- 
adilan. Selama menjalani hukuman di daiam penjara, dia bertekad untuk 
“berpuasa tanpa makan sampai mati” sebagai protes perlawanan terhadap 
politik Pemerintah Inggris. Politik tersebut adalah Konstitusi baru yang 
memuat keputusan untuk memisahkan daerah pemilihan bagi kaum tidak 
berkasta (untouchable atau kaum pariah). Meski keputusan ini bisa diarti- 
kan bahwa pemerintah menjamin legitimasi partisipasi politik bagi kelas 
yang selalu ditindas ini, Gandhi yakin bahwa keputusan membuat daerah 
pemilihan secara terpisah akan menimbulkan dampak yang sangat merusak. 
Pemisahan itu berarti mencabut mereka selamanya dari keutuhan 
masyarakat Hindu, dan mereka dianggap sebagai kaum yang tidak setara 
di antara sesama anggota masyarakat. 93 Gandhi ingin mencegah sejauh 
mungkin berlakunya aturan yang menciptakan situasi tidak adil ini. 

Gandhi mulaiberpuasa pada 20 September 1932. Puasanya ini menim- 
bulkan efek emosional yang sangat dahsyat di seluruh penjuru negeri 
India. Berkomentar atas puasanya, Gandhi mengungkapkan: 

Apa yang saya dambakan, apa yang membuat saya tetap bersemangat 
hidup, dan apa yang harug saya perjuangkan hingga ke titik darah 
penghabisan, adalah penghapusan ketidakadilan atas kaum yang 
dianggap sangat rendah hingga tidak boleh disentuh oleh sesama 
manusia- karenanya mereka tidak berkasta (untouchability atau di- 
pariah'kan atau dinajiskan). Saya ingin menghapusnya hingga ke 
akar-akamya, ke cabang-cabangnya... Perjuangan saya menentang 
ketidakadilan ini adalah perjuangan menentang kekejian atas 
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kemanusian. Teriakan saya akan terus bergema hingga mencapai 

Singgasana Tuhan Yang Maha Kuasa. 94 

Masyarakat India menyambut semangat puasa Gandhi dengan men- 
jadikannya sebagai titik awal bagi tumbuhnya kampanye besar-besaran 
demi terhapusnya ketidakadilan dan penderitaan yang menimpa kaum 
tak berkasta yang dinajiskan ( 1 untouchable atau kaum pariah). Bagi mereka 
yang selalu tertiridas ini, Gandhi menamainya dengan Harijan, yang berarti 
“anak-anak Tuhan”. 95 Gandhi mengakhiri puasanya pada 26 September 
1932. Ketika itu tercapailah kesepakatan antara Konggres, kaum tidak 
berkasta (kaumpariah), danPemerintah Inggris, mengenaipenyusunan 
daerah pemilihan altematif. 96 

Tetapi, pada Mei 1933, dalam keadaan masih dipenjara Gandhi 
kembali berpuasa tanpa berbuka. Hal ini dia lakukan karena dia merasa 
sangat terguncang atas meningkatnya tindak ketidakadilan dan kekejian 
yang terus-menerus menimpa kaum tidak berkasta (kaum pariah). Gandhi 
berpuasa selama 21 hari demi terwujudnya keadilan bagi sang Harijan. 
Gandhi memaknai puasa ini dalam kata-katanya dengan mengungkapkan, 
“sebuah hati yang bermohon demi kesucian diri dan kerabatnya, demi 
kehati'hatian dan kepedulian,” 97 terkait dengan upaya mengatasi 
persoalan. 

Bermula dari keprihatinannya, Gandhi mulai lebih berkonsentrasi 
pada persoalan Harijan dan Program Konstruktif ( Constructive Programme ) 98 
yang dia rumuskan. Program-program berikut ini dirancang untuk 
membangun bangsa ( Nation) dari kelas yang paling bawah," yaitu men- 
didik masyarakat pedesaan India, tempat di mana 85% rakyatnya 
bermukim. Berjuang melawan ketidakadilan sistemik, yaitu paham yang 
memaksakan adanya satu kaum yang dianggap sangat rendah hingga 
tidak boleh disentuh oleh sesama manusia- karenanya mereka tidak 
berkasta (untouchability atau kaum pariah), serta perlawanan atas segala 
bentuk ketidakadilan Iainnya, serta mempromosikan pemintalan dengan 
tangan, kerajinan tenun dan industri-industri pedesaan Iainnya untuk 
menghapuskan kemiskinan atas masyarakat pedesaan yang tidak mem- 
punyai pekerjaan, menciptakan harmoni komunal, dan menciptakan 
sistem pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
pedesaan India, tempat di mana Gandhi memusatkan perhatiannya. 
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Gandhi mundur dari kepemimpinannya di Partai Konggres pada 1934. 
Langkah ini dia tempuh sebagai akibat adanya perbedaan pandangan 
yang serius, terutama mengenai hal-hal penting, termasuk prinsip nir- 
kekerasan (non-violence) yang bagi orang-orang Partai Konggres hanya 
dipandang sebagai alat atau persoalan politik. Gandhi mengungkapkan: 
“Setelah 14 tahun telah diuji, bagi sebagian besar orang-orang Partai 
Konggres, nir-kekerasan (non-violence) masih selalu dianggap sebagai alat 
dan persoalan politik. Padahal, bagi saya nir-kekerasan (non-violence) 
adalah keyakinan yang sangat fundamental”. 100 

Meskipun demikian, mundumya Gandhi dari Partai Konggres tidak 
berarti dia mengundurkan diri dari pengabdian terhadap bangsa India. 
Dalam siaran pers, Gandhi menjelaskan tentang keputusannya: 

...Pengunduran diri saya dari Partai Konggres tidak berarti saya 
kehilangan semangat pengabdian terhadap negeri ini. Sebaliknya, 
pengabdian saya akan selalu dipersembahkan bagi negeri ini. Bagi 
orang-orang seperti saya, kehadiran di Partai Konggres, di mana telah 
terjadi perbedaan-perbedaan mendasar mengenai berbagai persoalan 
yang sangat fundamental dengan banyak rekan seperjuangan, pasti 
akan menjadi sumber kelemahan dan bukarmya melahirkan kekuat- 
an. Begitulah keputusan saya. 101 

Dengan bantuan Partai Konggres, Gandhi segera mendinkan Asosiasi 
Industri Pedesaan Seluruh India (AH India Village Industries Association ). 102 
Perkumpulan ini segera menjadi organisasi non-politik yang bertujuan 
pada “perbaikan ekonomi, moral dan kesehatan masyarakat pedesaan di 
seluruh India”. 103 Gandhi memulainya dengan membangun desa per- 
contoban, yaitu sebuah desa di dekat Wardha, India Tengah. Desa 
percontohan ini disebut Sevagram. 104 Di tempat inilah Gandhimelewatkan 
sisa hidupnya, dan percontohan ini menjadi pusat berbagai aktivitas 
ekonomi, sosial dan politiknya. . * 

“Bagi Gandhi, mewujudkan kebidupan ekonomi, tatanan moral 
dan kemajuan fisik yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan 105 di seluruh 
India merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dia yakin, 
Swaraj (kemerdekaan mengatur negeri sendiri) yang sesungguhnya hanya 
bisa terwujud apabila desa-desa di India mampu mandiri bertumpu pada 
dan mencukupi bagi dirinya sendiri (self-reliant). Sebab, desa-desa yang 
mandiri merupakan infrastruktur yang sangat kokoh. 
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Dengan pecahnya Perang Dunia II, peij uangan meraih kemerdekaan 
India memasuki fase paling akhir, sekaligus fase paling krusial. Gandhi 
adalah sosok yang menentang keras paham fasisme sebagaimana dia sangat 
keras menentang perang itu sendiri. Kongres Nasional India telah bersiap 
diri untuk mendukung Negeri Inggris apabila kewenangan mengelola 
pemerintah sendiri dijamin bagi India. Gandhi tidak sepakat dan memilih 
berseberangan dengan sikap orang-orang Konggres ini, Berkaitan dengan 
hal tersebut Gandhi mengungkapkan: 

Apabila pandangan saya seperti itu, di mana saya percaya serta 
menyetujui penggunaan kekerasan demi meraih kemerdekaan, dan 
kemudian menolak keterlibatan dalam perang sebagai bayaran atas 
kemerdekaan, saya akan menganggap diri ini sangat bersalah karena 
bersikap sangat tidak patriotik. Satu hal mendasar yang saya pegang 
teguh adalah keyakinan bahwa hanya jalan nir-kekerasan (non-vio¬ 
lence) lah yang dapat menyelamatkan negeri India, bahkan seluruh 
dunia, dari ancaman kehancuran. Atas dasar keyakinan inilah, saya 
harus melanjutkan misi ini, apakah saya seorang diri ataupun saya 
dibantu oleh sebuah organisasi atau individu-individu. 106 

Pada Maret 1942, Inggris mengirimkan Sir StanfFord Cripps ke India 
dengan tawaran status dominion” sebagai solusi kompromistis. Tawaran 
ini tidak diterima baik oleh Gandhi maupun pimpinan Partai Konggres. 107 
Misi Cripps gagal total, dan pada Agustus 1942, Konggres, dibawahinsiatif 
Gandhi, mengeluarkan resolusi “Tinggalkan India”. Resolusi ini menuntut 
agar Inggns segera pergi meninggalkan India. 108 Perjuangan berikutnya 
adalah perjuangan “hidup atau mati”. Dengan semangat inilah Gandhi 
menggugah aktivis-aktivis gerakan satyagraha untuk siap mati demi 
kemerdekaan daripada terns hidup dalam penindasan. "Satu-satunya jalan 
supaya Negeri ini tetap selamat hanya apabila rakyatnya siap sedia 
menyongsong maut demi perjuangan”. 109 Menghadapi gerakan ini, 
Pemerintah Inggris bereaksi sangat keras. Seluruh pemimpin Konggres 
ditangkap dan dijebloskan ke penjara. 

. Sementara Gandhi dan rekan-rekan sepeijuangannya berada dalam 
penjara, gerakan separatis Muslim menuntut negara terpisah khusus bagi 
orang-orang Muslim. Mereka menuntut pemisahan negara atas dasar 
agama. Hal ini menjadi persoalan yang sangat berat, mengguncang 
harmoni yang terjalin di antara masyarakat Hindu dan Muslim. Gandhi 



18 ♦ Francis Alappatt 

berjuang sangat keras untuk memadamkan ketegangan yang terjadi. Di 
mana-mana telah timbul ketidakpercayaan komunal, permusuhan, dan 
kerusuhan meledak serta menyebabkan pertumpahan darah dan kematian 
ribuanorang, teru tama di Propinsi Bengali dan Bihar. 110 Peristiwa ini terjadi 
tepat pada waktu ketika. Inggris akhimya bersiap untuk memberikan 
kemerdekaan bagi India. 

Gandhi selalu memimpikan terwujudnya India baru, negeri yang 
terbebas dari dominasi bangsa asing dan selalu bersetia kepada ahimsa 
(nir-kekerasan)-. Di negeri inilah dua komunitas agama besar, Hindu dan 
Muslim, selalu hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan dan 
harmoni komunal. Tetapi, tepat pada saat impian kemerdekaan yang 
sangat didambakan tengah dirundingkan dengan Inggris, impian 
terwujudnya negeri India yang damai, bersatu, nir-kekerasan justru telah 
hancut Persatuan antara kaum Hindu dan Muslim merupakan salah satu 
cita-cita hidup Gandhi. Tetapi, perpecahan temyata telah menyebabkan 
negeri India mengalami kemunduran sangat jauh. 111 

Salah satu kekecewaan terbesar dalam hidup Gandhi adalah 
kenyataan bahwa kemerdekaan India bisa tercapai tetapi tanpa keter- 
wujudan persatuan dan kesatuan India. Gandhi menentang dengan 
sekuat tenaga gagasan pemecahan India dan pembentukan Pakistan. Dia 
meyakini bahwa ll Jika Hindustan hanya diartikan sebagai tanah air 
orang-orang Hindu, dan Pakistan hanya bagi orang-orang Muslim, maka 
Pakistan dan Hindustan akan menjadi tanah yang penuh racun . 112 Tetapi, 
akhimya pemisahan itu tetap disetujui. Kenyataan ini menyadarkan bahwa 
impian yang didambakan sepanjang hidupnya telah hancur. 113 

Kemudian Gandhi mengerahkan kekuatan hati dan jiwanya untuk 
sebuah tugas penyembuhan luka-luka dan guratan-guratan akibat konflik 
komunal. Dia berjalan berkeliling ke wilaya-wilayah yang dipenuhi dengan 
kerusuhan, Bengali dan Bihar. Dia menghibur para korban dan mencoba 
melakukan tindakan rehabilitasi kepada para pengungsi. Gandhi terus 
berharap dan berupaya untuk mengembalikan perdamaian di tengah- 
tengah masyarakat yang dilanda perang. Pada saat itu, atmosfer India 
penuh dengan rasa saling curiga dan permusuhan. Maka, misi yang 
diemban Gandhi adalah tugas yang sangat sulit ditunaikan. 

Gandhi merasa sangat terluka, dia bahkan ditolak dan tidak diakui 
oleh kedua belah pihak yang bermusuhan. Bagi orang-orang Hindu, 
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Gandhi ditolak karena dia dianggap kawan kaum Muslim. Sedangkan 
bagi kaum Muslim, dia ditolak karena dia sendiri beragama Hindu. Tetapi, 
Gandhi tetap teguh mempertaruhkan keyakinannya atas kebenaran dan 
ahimsa (nir-kekerasan). 

Selama masa permusuhan antara kaum Hindu dan Muslim, Gandhi 
“berpuasa tanpa berbuka dan siap mati” demi tercapainya perdamaian 
dan harmoni di negeri India. Temyata, pengaruh puasa Gandhi luar biasa. 
Pada September 1947, puasa yang dijalani Gandhi telah menghentikan 
kerusuhandi Kalku tta. 114 Pada Januari 1948, kerusuhan-kerusuhan besar 
di India bisa dihentikan oleh semangat saling memaafkan dan harmoni 
komunal. 115 Tepat beberapa hari setelah puasanya demi perdamaian 
bersama di New Delhi pada 30 Januari 1948, Gandhi ditembakmati oleh 
seorang Hindu fanatik. Seperti halnya dilakukan Gandhi saat secara rutin 
melakukan majelis doa pada malam hari, dia jatuh ke tanah dengan 
berteriak ‘he Rama’ (O, Tuhan). 

2. Sumber-Sumber Utama yang Sangat Berpengaruh 
terhadap Kehidupan dan Pemikiran Mahatma Gandhi 

Satu hal utama dan menonjol pada diri Gandhi adalah, dia lebih 
termasyur sebagai penghayat-dengan semangat pencarian agama-dari- 
pada sebagai tokoh reformasi sosial atau politisi. Seluruh pemikiran dan 
tulisannya tertuang dalam berbagai bidang, seperti politik, reformasi sosial, 
pendidikan, kesejahteraan dan lain-lain, tumbuh dari semangat kedalam- 
an beragama dalam dirinya. Dalam pengantamya pada Autobiografi, dia 
menulis: 

. Apa yang ingin saya raih, dan apa yang telah saya perjuangkan untuk 
meraihnya selama 30 tahun ini, adalah kesadaran diri, untuk men- 
jumpai Tuhan secara face to face, mencapai Moksha. 116 Saya hidup 
dan bergerak, dan telah melewatkan hidup ini untuk mencapai 
tujuan itu. Semua yang saya lakukan dengan cara berbicara dan 
menulis, juga seluruh aktivitas saya di bidang politik, ditujukan demi 
tujuan ini pula. 117 

Kita bisa membaca hal yang sama dalam sebuah surat yang ditulis 
Gandhi buat teman Kristennya di Transvaal. Dia mengungkapkan: “Saya 
tidak punya kapak untuk menggerinda. Saya tidak punya ambisi luar 
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biasa yang harus diikuti. Satu-satunya tujuan hidup saya adalah menjumpai 
Tuhan secara face to face ...” U8 Pada saat yang sama dia merasa sangat 
tidak nyaman dengan setiap julukan ‘santa’ (orang suci) yang ditujukan 
pada dirinya. Dia selalu menyatakan bahwa dirinya “hanyalah seorang 
hambahinapencari kebenaran.” 119 

Demikianlah, percariannya yang tertinggi adalah spiritual. Meskipun 
d^miVign, tidak seperti kebanyakan rekan-rekannya yang menarik diri 
dari dunia dan segala umsannya untuk bermeditasi dan merenungkan 
Yang Maha Absolut dalam kesendirian demi dirinya sendiri, Gandhi lebih 
me milih untuk tetap terlibat dengan aktivitas kehidupan dunia. Bagi 
dia, kebenaran bukanlah sesuatu yang ditemukan dalam kesendirian dan 
mengisolasi diri atas kehidupan dan keberagamaannya, dan praktek 
agama tidak harus dipisahkan dari kehidupan dunia. Kebenaran harus 
ditegakkan dan agama hams diterapkan dalam konteks kehidupan sosial, 
politik dan ekonomi. 120 

Dengan demikian, agama bagi Gandhi tidak identik dengan satu 
bentuk agama tertenm. Setiap agama mengandung sesuatu yang tran- 
senden, tetapi tetap menyatu dalam kehidupan. Agama itu mempenga- 
mhi hidup itu sendiri. Ketika menjelaskan konsep keber-agamaannya, 
Gandhi mengungkapkan: 

Bukanlah agama Hindu yang saya junjung tinggi di atas agama- 
agama lainnya, tetapi transedensi agama Hindu. Hal inilah yang 
mengubah setiap orang secara alamiah, yang mengikat seseorang 
secara tak terpisahkan dengan kebenaran yang terkandung di dalam- 
nya dan setiap jiwa akan dimumikan olehnya. Semuanya itu merupa- 
kan unsur permanen yang selalu melekat dalam diri manusia secara 
alamiah. Dalam rangka mencapai semua im, tiada harga yang terlalu 
besar untuk menemukan perwujudan seutuhnya, dan membebaskan 
jiwa resah bertanya tiada henti, hingga bisa menemukan dirinya 
sendiri, mengenali Sang Penciptanya dan mengapresiasi keterkaitan 
sejati antara Sang Pencipta dan dirinya sendiri. 121 

Nilai-nilai agama mewamai dan mempunyai pengamh sangat kuat 
dalam kehidupan Gandhi. Hal ini bisa ditelusuri dari atmosfir keluarga- 
nya, khususnya sang ibu. Ibunya adalah orang yang sangat taat dalam 
menj alankan ibadah. 122 “Kesan itu begitu mendalam, kata Gandhi, Ibu 
saya menginggalkan memori kesucian dan ‘kesantaari yang sangat kuat. 
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Dia adalah sosok yang sangat religius”. 123 Hasrat Gandhi untuk memper- 
dalam dan merenungkan ajaran-ajaran agama mendapat dorongan sangat 
besar ketika dia berada di Inggris, kemudian di Afrika Selatan. Di sinilah 
Gandhi banyak berkenalan dengan teman-temannya yang menganut 
Kristen. Mereka seringkali membujuk Gandhi untuk berpindah agama, 
ikut menganut Kristen. 124 

Gandhi sangat terpesona oleh ajaran-ajaran Yesus Kristus, khusus- 
nya nilai-nilai yang terkandung dalam Khotbah di Atas Bukit. Dalam 
ungkapan Gandhi, “ajaran itu langsung menancap ke hati saya yang pal¬ 
ing dalam” . 125 Di akhir tahun 1920 Gandhi menulis, “Saya menaruh takzim 
yang sangat dalam terhadap Injil. Bahkan, hingga saat ini, Khotbah di 
Atas Bukit yang diajarkan Kristus selalu memenuhi hati saya dengan 
kebahagiaan. Kelembutannya masih melahirkan kuasa yang mampu 
meredam kepedihan jiwa saya.” 126 

Satu hal yang paling menarik bagi Gandhi barangkali adalah 
kemiripan antara Khotbah di Atas Bukit dengan ajaran-ajaran yang 
termuat dalam Bhagavad Gita. Gandhi mengungkapkan: 

Ayat-ayat seperti, “Tetapi, kusampaikan kepadamu, janganlah 
engkau membalas kejahatan yang kau terima. Tetapi, jika seseorang 
menampar pipi kananmu, berikanlah kepadanya pipi kirimu. Dan 
apabila ada seseorang meminta jubah yang kau kenakan, maka 
lepaskan dan berikanlah kepadanya”. Kutipan ini sangat menggugah 
hati dan pikiranku. Pikiran dan jiwa muda saya mencoba menelaah 
kembali ajaran-ajaran Bhagavad Gita... dan Khotbah di Atas Bukit. 
Keikhlasan sebagai manifestasi tertinggi dari agama sangat 
mengesankan hati saya. 127 

Pengaruh lain yang bersumber dari ajaran Kristen terhadap Gandhi 
juga teijadi melalui tulisan-tulisan Leo Tolstoy, terutama melalui buku 
The Kingdom of God is Within You. Buku ini meninggalkan kesan sangat 
mendalam serta sangat mewamai semangat Gandhi. 128 Gandhi juga 
mempunyai hubungan korespondensi dengan Leo Tolstoy. 129 Tulisan-tulisan 
Tolstoy inilah yang menjadi perantara hingga Gandhi “sangat sadar dan 
kian menyadari bahwa cinta universal itu tiada berbatas”. 130 

Gandhi membaca Injil dan Al-Quran dalam bahasa terjemahan. 
Dia mempelajari Kitab-Kitab Hindu dan ajaran-ajaran filsafatnya. 
Pembacaannya terhadap karya-karya teologi yang ditulis oleh kawan- 
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kawan Kristen-nya, studi tentang perbandingan agama dan diskusi dengan 
para tokoh intelektual, membawa Gandhi pada kesimpulan bahwa semua 
agama itu benar Meskipun demikian, dia juga menyimpulkan bahwa setiap 
a gama itu tidak sempuma. Karena, setiap agama pasti diinteiprestasikan 
oleh Vaiim intelektual yang memiliki kelemahan dan kekurangan. 
Bahkan, agama sering dipahami oleh para hati yang jauh dari kesem- 
pumaain, juga sangat niscaya melakukan kesalahan interprestasi. 

Jauh di dalam hatinya, Gandhi masihsetiamenganut agama Hindu, 

agama kelahirannya, terutama semua ajaran yang termaktub dalam kitab 
Bhagavad Gita. “Kitab itu benar-benar merupakan sumber pengetahuan 
tentang Kebenaran”. 131 Dan kitab inilah yang memberikan pengaruh 
p aling besar dalam kehidupan Gandhi. Kitab Bhagavad Gita senantiasa 
melekat sepanjang hidup Gandhi, sebagai kitab referensi spiritual yang 
p alin g dihargai. Kitab ini juga menjadi sumber harapan sekaligus pelipur 
laranya. 132 Gandhi mengungkapkan: 

...Bagi saya, Bhagavad Gita merupakan tuntunan perilaku yang 
sempuma. Kitab ini menjadi kamus referensi keseharian saya, persis 
seperti ketika saya menggunakan kamus bahasa Inggris untuk 
menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang tidak saya 
pahami. Saya juga selalu mengacu pada kamus perilaku keseharian 
saya untuk memberikan solusi yang tepat bagi berbagai kesulitan 
dan godaan yang saya alami. 133 

Semua hal di atas merupakan pencarian religius luar biasa yang 
dilakukan Gandhi. Semangat mencari ini membuat Gandhi menjadi 
sangat peka terhadap karya-karya etis, terutama karya-karya yang meng- 
ajak setiap orang untuk mengamalkan apa yang telah mereka ketahui 
sebagai kebenaran dan kewajiban moral. Salah satu karya yang memiliki 
pengaruh sangat besar terhadap Gandhi adalah karya William MacIntyre 
Salter, Ethical Religion. 134 Berikut ini adalah salah satu kutipannya: 

Kita hams mengikuti jalan yang kita ketahui bahwa itu benar, apakah 
jalan itu sudah lazim bagi kita ataupun tidak. Dengan kata lain, 
manakala kita mengetahui bahwa satu jalan tertentu adalah jalan 
yang benar, kita hams menitinya tanpa rasa takut. Kita akan bisa 
meraih kemajuan hanya apabila kita mematuhi hukum-hukum 
moralitas dalam kerangka agama. Dengan cara inilah moralitas yang 
sesungguhnya, peradaban yang sesungguhnya, dan kemajuan yang 
sesungguhnya, akan selalu bisa diketemukan sekaligus. 135 
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...Moralitas tidak bisa dipatuhi tanpa kepatuhan terhadap agama. 
Karena itulah bisa dikatakan bahwa moralitas harus dipatuhi 
sebagaimana agama. 136 

Gagasan-gagasan di atas dinukil dari karya Salter dan berkembang 
subur dalam keyakinan Gandhi. Kita bisa melihat bahwa semua itu 
dipraktekkan dan ditegaskan terus-menerus dalam kehidupan Gandhi 
dan karya-karyanya. 

Sumber lain yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan 
Gandhi adalah karya John Ruskin, Unto This Last. Karya ini merupakan 
kritik terhadap kapitalisme. Buku ini dibaca Gandhi selama 24 jam tanpa 
berhenti. Ketika itu dia tengah berada dalam peijalanan naik kereta api 
di Afrika Selatan pada 1904. 137 Buku ini sangat menarik dan menyita 
perhatian Gandhi. Ketertarikan ini tidak semata-mata karena kebaruan 
ide-ide yang diungkapkan dalam buku itu, tetapi lebih karena Gandhi 
mendapati bahwa dalam kata-kata Ruskin terdapat ungkapan yang sangat 
jelas dan penegasan dari keyakinan dan kerinduannya yang sangat dalam. 
Inilah hal-hal yang selalu dia coba untuk merumuskan dan mengungkap- 
kannya. Gandhi mengungkapkan: “Saya yakin bahwa saya menemukan 
beberapa keyakinan diri yang paling dalam temyata termuat dalam karya 
besar Ruskin ini. Dan karena itulah, buku ini sangat memikat saya dan 
telah mengubah kehidupan saya. 138 

Kemudian, Gandhi membuat ringkasan yang didasarkan pada 
pemahamannya atas karya Ruskin. Berikut ini adalah kutipannya: 

1. Bahwa dalam kebaikan untuk seorang individu terkandung kebaikan 
untuk semua. 

2. Bahwa pekerjaan seorang ahli hukum akan memiliki nilai yang sama 
dengan pekerjaan seorang tukang cukur, semuanya memiliki hak 
yang setara. Mereka berhak mendapatkan penghasilan untuk hidup 
mereka dari pekerjaan yang mereka lakukan. 

3.. Bahwa hidup ini adalah kerja, karena itu kehidupan para petani 
yang menggarap sawah dan pengrajin adalah kehidupan yang mulia. 

Apa yang terkandung dalam poin nomor satu, saya sudah tahu. Poin 
kedua juga telah saya sadari. Tetapi, poin yang ketiga sama sekali belum 
terlintas dalam pikiran saya. Unto This Last telah menjelaskan kepada 
saya seterang-terangnya, seperti sinar di siang hari, bahwa poin kedua dan 
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ketiga telah termaktub dalam poin pertama. Saya mendapatkan pen- 
cerahan seperti fajar pagi, dan siap untuk mempraktekkan prinsip- 
prinsip itu. 139 

Diilhami oleh Ruskin, Gandhi merasakan ketertarikan yang tak 
tertahankan terhadap pola hidup sederhana, kerja keras dan kerja fisik 
atau keija kasat Salah satu hasil dari perenungannya itu, Gandhi men- 
dirikan lahan pertanian bersama di Phoenix, dekat Durban, Afirika 
Seiatan. 140 Di tempat inilah Gandhi, bersama kawan-kawan yang ber- 
gabung dengan dirinya, bisa hidup dari hasil kerja keras dan cucuran 
keringat mereka sendiri, sesuai dengan yang dituangkan dalam poin ketiga 
dari buku yang merupakan ringkasan karya Ruskin. 141 Dari semua buku 
yang telah dibaca Gandhi, satu buku yang melahirkan perubahan secara 
spontan dan langsung dipraktekkan dalam kehidupannya adalah Unto 
This Last . 142 Dari sinilah semuanya berawal. 

Perubahan yang terjadi pada Gandhi tidak berlangsung sesaat, tetapi 
senantiasa melekat hingga akhir hidupnya. Dalam rangka membebaskan 
dirinya dari cengkeraman dan ketertarikan kepada uang, hak milik 
pribadi, harta benda, Gandhi berjuang keras untuk menjadikan hidupnya 
sebagai bagian dari kehidupan komunitas. Perkebunan Phoenix (Phoenix 
Farm) adalah awalannya. Enam tahun kemudian, Gandhi mendirikan 
komunitas lainnya di dekat Johannesburg. Komunitas ini bemama Per- 
kebunari Tolstoy (Tolstoy Farm). 143 Kedua komunitas ini merupakan awal 
bagi Ga ndhi untuk mengembangkan komunitas berikutnya, yaitu komu- 
nitas di dalam Ashram, yang didirikan di India tepatnya di Sabarmati 144 - 
wilayah dekat Ahmedabad-dan Sevagram 145 di dekat Wardha. Ashram 
ini merupakan komunitas Gandhi yang lebih terstruktur dengan baik, 
dan lebih terkenal daripada komunitas yang didirikan di Afrika Seiatan. 

Berkomentar atas pengaruh Leo Tolstoy dan Ruskin terhadap 
Gandhi, Woodcock mengungkapkan: 

Jika Tolstoy menjadi guru pembimbing Gandhi dalam mengem- 
bangkan teori dan praktek nir-kekerasan, yang kemudian dibahasa- 
kan Gandhi dengan satyagraha, Ruskin adalah sosok yang telah 
menuntun Gandhi saiiipai pada kesimpulan bahwa tatanan yang 
menyebabkan ketidakadilan sosial, pemisahan dan diskriminasi 
pekerjaan, merupakan penyebab kemustahilan bagi tegaknya nilai 
nir-kekerasan (non-violence). 146 
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Kesetaraan dalam hal nilai penting semua jenis pekerjaan merupakan 
pengaruh langsung dari konsep Ruskin terhadap gagasan ekonomi Gandhi. 
Menunxt Robert Payne, doktrin ekonomi Gandhi yang terpenting itu mengacu 
pada mspirasi Ruskin. Yakni, penegasan bahwa kekayaan bukanlah tujuan 
utama; yang terpenting adalah kehidupan manusia. Bagi Gandhi, prinsip 
itu sudah final dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Berpijak pada hal inilah 
Gandhimengembangkan konstruksi gagasan-gagasan ekonominya. 147 

Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience ), sebuah esai yang ditulis 
Henry David Thoreau, 148 adalah karya lain yang mengoreskan kesan sangat 
dalam bagi Gandhi. Gandhi membaca karya Thoreau ini ketika dia berada 
di Afnka Selatan, dalam keadaan dipenjara, karena kasus pembang¬ 
kangan sipil yang merupakan bagian dari perjuangan gerakan satyagraha 
yang dia pimpin. Esai tentang pembangkangan sipil itu menjadi satu 
sumber yang kian meneguhkan keyakinan politik, gagasan, dan aksi- 
aksi Gandhi. Kepada para pengamat dari Inggris, Gandhi menjelaskan 
bahwa dia tidak semata-mata meniru Thoreau. Tetapi, dia juga tidak 
memungkiri kenyataan bahwa gerakannya memang dipengaruhi oleh 
Thoreau, 149 khususnya yang terkait dengan pembangkangan sipil. 

Gandhi menyukai penegasan Thoreau, bahwa berpegang pada 
kebenaran jauh lebih mulia daripada sekedar taat kepada hukum. Dia 
juga sepakat dengan gagasan Thoreau tentang revolusi damai, yang di 
dalamnya memuat “hak untuk melawan, menolak setia kepada peme- 
rintah, ketika pemerintah itu bertindak sangat tiran, dan penolakan itu 
memang sangat efektif bagi keberhasilan perjuangan dan tidak ada lagi 
altematif lainnya”. 150 Pemikiran-pemikiran tersebut telah muncul dalam 
gerakan perjuangan Gandhi sejak dia masih berjuang di Afrika Selatan. 
Pemikiran-pemikiran ini berakar sangat dalam dalam pikirannya, terutama 
melalui studi yang dia lakukan atas pemikiran Thoreau. 

Perbedaan antara Gandhi dengan ribuan orang lainnya yang telah 
membaca karya Leo Tolstoy, Ruskin dan Thoreau adalah bahwa sementara 
ribuan orang lainnya membaca dan menyetujuinya secara serta merta 
dan sepenuh hati, Gandhi akan mencema seluruh kata-katanya dan 
mengembangkannya dalam gagasan-gagasan yang lebih serius. Ketika 
Gandhi menerima sebuah gagasan yang sangat prinsip, maka dia merasa 
telah berbuat tidak jujur apabila dia tidak mempraktekkannya. Ber- 
komentar terhadap hal itu, Louis Fischer mengungkapkan: 



♦ Francis Alappatt 

Ranah antara kata-kata dan keyakinan adalah ketidak-benaran (un¬ 
truth). Ketidaksesuaian antara keyakinan dan perbuatan adalah akar 
dari berbagai kesaiahan yang jumlahnya tak terhitung dalam per- 
adaban kita; inilah kelemahan dari semua gereja, negara, partai 
dan perorangan. Hal ini menjadi akar penyebab bagi keretakan 
institusi dan tidak konsistennya manusia. Dalam upaya untuk 
membangun harmoni antara kata-kata, keyakinan dan perbuatan, 
Gandhi ingin menghancurkan problem sentral yang terjadi pada 
manusia. 151 ♦ 

Catatan-catatan 

» 

1 Julukan ‘Mahatma’ diberikan kepada Gandhi oleh Rabindranath Tagore 
(1861-1941), penyair dan novelis besar dari India. Rabindranath Tagore meng- 
gambarkan Gandhi debagai “sosok berjiwa agung dalam jubah seorang pengemis”. . 
Terhadap julukan tersebut, Gandhi mengatakan bahwa dirinya tidak mengang- 
gapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Seringkali julukan itu justru sangat 
melukai saya; saya tidak memiliki kesempatan lagi untuk menariknya bahkan 
ketika julukan itu barangkali dimaksudkan untuk sekedar menyenangkan saya”. 
(The Collected Works of Mahatma Gandhi, New Delhi, Divisi Publikasi Pemerintah 
India, 1958, Vo. XXXIX, hal. 3. Karya ini kemudian disingkat derigan CWMG). 

} Bandingkan dengan Louis Fischer, The Life of Mahatma Gandhi, New York: 
Collier Books, 1973, hal. 22. 

5 “Dengan terlahir sebagai seorang Waisnawa, saya telah diajarkan ahimsa 
sejak masa kanak-kanak. Saya memperoleh manfaat yang sangat banyak dari 
karya-karya keagamaaan penganut Jainisme, sebagaimana saya juga memper- 
olehnya dari kitab-kitab suci kepercayaan-kepercayaan besar di dunia ini” 

(CWMG, Vol. XIII, hal. 294). 

4 Bandingkan dengan CWMG, Volume I, hal. 18. Lihat juga G.S. GHURYE, 
C aste, Class and Occupation, Bombay: Popular Book Depot, 1961, hal. 43. 

5 Bandingkan dengan Michael EDWARDS, British India, London; Sigwick 
and Jackson, 1967, hal. 15-31. Larry COLLINS and Dominque LAMPIERE, 
Freedom at Midnight, London, William Collins and Co, 1975, hal. 11-14. 

6 Bandingkan dengan CWMG, Volume I, hal. 343. 

7 Robert PAYNE, The Ufe and Death of Mahatma Gandhi, London, Bodley 
Head; 1969, hal. 73. 

8 Bandingkan dengan CWMG, Volume I, hal. 44,343. 
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9 Dalam rangka menjelaskan kesulitan-kesulitan yang harus dia atasi supaya 
bisa pergi ke London, Gandhi mengatakan dalam sebuah wawancara: “Meskipun 
ayah saya adalah seorang perdana menteri di sebuah negara bagian, dia tidak 
pemah menimbun uang ..., maka praktis kami ditinggalkan tanpa uang tunai 
yang memadai. Dia hanya meninggalkan sedikit kekayaan dan... semua itu 
menjadikan masalah uang bukanlah sesuatu yang besar dalam hidup saya”. 

10 Bandingkan dengan CWMG, Volume I, hal. 3. 

11 Bandingkan dengan CWMG, Volume I, hal. 16. 

12 Bandingkan dengan CWMG, Volume I, hal. 46, Volume XXXIX, hal. 39. 

13 Bandingkan dengan CWMG, Volume I, hal. 48, Volume XXXIX, hal. 37. 

14 Bandingkan dengan CWMG, Volume I, hal. 50,55. 

15 Bandingkan dengan CWMG, Volume I, hal. 58. 

16 Gandhi akhimya melepaskan turban dalam rangka mematuhi aturan di 
Pengadilan Tmggi. Lihat CWMG, Vol. XXXIX, hal. 121422. 

17 Bandingkan dengan Mohandas Karamchand GANDHI, AnAuthobiography 
or The Story of My experiment With Truth , Edisi Kedua, Ahmedabad: Navajivan 
Publishing House, 1940, hal. 80-81. Karya ini selanjutnya disingkat An 
Authobiography. 

18 Bandingkan dengan An Authobiography, hal. 84. 

19 Bandingkan dengan Louise FISHER, Op.cit, hal. 49-50. 

20 CWMG, Volume XXIX, hal. 39. 

21 An Authobiography L hal. 100. 

22 Bandingkan dengan CWMG, Volume I, hal. 129,134; Volume II, hal. 11. 

23 AnAuthobiography, hal. 103. 

24 Ibid, hal. 104. 

25 Bandingkan dengan CWMG , Vol. I, hal. 167, 185, 186, 201, 211-214, 
Vol. II, hal. 3-7; Vol. Ill, hal. 252-254. 

26 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXIX, hal. 36. Volume yang sama 
memuat tulisan Gandhi berjudul Satyagraha in South Africa. Karya ini ditulis 
Gandhi pada saat dia berada di penjara Yervada Central Lihat hal. 1-270. 

27 CWMG, Vo. II, hal. 51. Pada saat kedatangan Gandhi, di Natal telah 
berkumpul sekitar 40.000 orang India (Lihat CWMG, Vol. II, hal. 2). (Lihat 
CWMG, Vol. I, hal. 171). Orang-orang India di seluruh Afrika Selatan berjumlah 
sekitar 100.000 orang. Mereka berasal dari koloni-koloni Inggris di Cape dan 
Natal, dua republik di Transvaal atau Repubiik Afrika Selatan dan Negara 
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Merdeka Orange, sebuaK Koloni Kerajaan Zululand, Teritori Rodesia, Teritori 
Portugis Delagoa Bay atau Lorenzo Marquez dan Beira. (Lihat CWMG, Vol. II, 
hal. 35.) Perlakuan diskrimantif yang didasarkan pada prasangka buruk wama 
kulit tidak hanya ditemui di Teritori Portugis. (Lihat CWMG, Vol. II, hal. 50). 
“Di Afrika Selatan kami mendapatkan panggilan yang mengandung kebencian 
dan menjijikkan: ‘kuli’. Panggilan ini bemada penghinaan.” (CWMG, Vol. 
XXXIX, hal. 230) 

28 Dalam rangka menjelaskan perlakuan yang diterima oleh orang-orang 
India, Gandhi menuliskan: “Orang-orang di jalan membenci mereka, meludahi- 
nya, dan seringkali mendorongnya hingga jatuh di jalanan... Pers selalu kompak 
untuk menyebut orang-orang India dengan nama yang sesungguhnya. Mereka 
selalu menyebutnya... “Kuli”; menyebutnya “orang kulit hitam”. Dan julukan- 
julukan lain yangbersifat melecehkan. Julukan-julukan bahkan biasa digunakan 
wilayah-wilayah yang sakral dan terhormat sepertidi Pengadilan. Seolah-olah 
“kuli” adalah nama •yang sah dan tepat diberikan untuk semua orang India. 
Saya seringkali mendengar ekspresi yang menyakitkan dalam panggilan “kuli 
juru tulis”, yang muncul dari mulut orang yang sebenamya tahu mana hal yang 
lebih baik.” (CWMG, Vol. I, hal. 185.) 

29 Bandingkan dengan CWMG, Vol. I, hal. 128-157, 228-242. Lihat juga 
B.R. NANDA, Mahatma Gandhi, A Biography, Bombay; Blackie and Sons (India) 
Ltd. 1975, hal. 38. 

30 Bandingkan dengan CWMG, Vol. I, hal. 157. 

31 Bandingkan dengan CWMG, Vol. I, hal. 287 - 288; Vol. II, hal. 14,96; 
Vol. Ill, hal. 120. Dalam rangka menjelaskan apa yang diinginkan orang-orang 
India di Afrika Selatan, Gandhi menuliskan: “...Orang-orang India, yang 
tinggal di negara ini, harus mendapatkan kemerdekaan sebagai warga sipil. 
Yakni, hak untuk berpindah secara bebas, hak memiliki tanah -hak yang selama 
ini dilarang, yang barangkali didasarkan pada spekulasi untuk mencegah 
pengambilalihan-hak untuk berdagang dalam perdagangan yang adil... Ingat, 
hak-hak yang diserukan ini sama sekali tidak mengarah pada klaim politik. 
Orang-orang India hanya nienginginkan sesuatu yang bisa diberikan dengan 
mudah. .."(CWMG, Vol. V, hal. 389.) 

“Apa yang diminta orang-orang India sangat sederhana. Mereka tidak 
menuntut hak-hak politik... Semua yang mereka inginkan hanyalah kemer¬ 
dekaan di mana mereka bisa tinggal di mana saja, diijinkan berdagang, ber¬ 
pindah,dan memiliki tanah tanpa larangan-larangan dari hukum yang berlaku. 
dan mereka meminta pencabutan perundang-undangan yang mendiskriminasi 
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mereka hanya karena dianggap sebagai kulit berwama.” (CWMG, Vol. Ill, hal. 
398. Lihat juga Vol. VI, hal. 251). 

32 Bandingkan dengan CWMG, Vol. I, hal. 162-163. 

33 Bandingkan dengan CWMG, Vol. II, hal. 2-50. 

34 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXXIX, hal. 138 

35 Bandingkan dengan CWMG, Vol. II. hal. 163,175; Vol. XXIX, hal. 46-54. 

36 Bandingkan dengan CWMG, Vol. II. hal. 127; Vol. XXXIX, hal. 158. 

37 Bandingkan dengan CWMG, Vol. IQ. hal. 194-195,260-261. 

38 Bandingkan dengan CWMG, Vol. in. hal. 164,174-175,193; Vol. XXXIX, 
hal. 174. 

39 CWMG, Vol. III. hal. 220. 

40 Robert PAYNE, op.cit. hal. 123. 

41 Bandingkan dengan CWMG, VoL I. hal. 163,175; Vol. QI, hal. 27,431-433. 

42 CWMG, Vol. III. hal. 245. 

43 Bandingkan dengan CWMG, Vol. V. hal. 353,368-369. 

44 Bandingkan dengan An Authobiography, hal. 155-156. 

45 Robert PAYNE, Op.cit., hal. 161 

46 Louise FISHER. Op.cid., hal. 81. Lihat juga CWMG, Vol: n. hal. 400-402, 
404,411-412,429-430; Vol. VI, hal. 5; Vol. XXIX, hal. 84. 

47 Bandingkan dengan CWMG, Vol. V. hal. 417,419-426,439-443 

48 Bandingkan dengan CWMG, Vol. V. hal. 417, 419-426,439-443 

49 CWMG, Vol. V. hal. 462. 

50 Secara harfiah, satyagraha berarti ‘kekuatan dalam kebenaran’. (CWMG, 
Vol. VIII, hal. 23). Satyagraha merupakan kekuatan moral yang lahir dari ketaatan 
yang teguh terhadap kebenaran dan Gandhi sering melukiskannya sebagai 
‘kekuatan jiwa’. (Lihat CWMG, Vol. EX, hal. 393,509; Vol. Xffl, hal. 517 - 518). 
“Maka, satyagraha secara harfiah bermakna berpegang pada Kebenaran. Itu 
artinya, merupakan kekuatan-Kebenaran. Kebenaran adalah jiwa atau semangat. 
Karena itu, dikenal sebagai kekuatan-jiwa. Kekuatan ini menafikan penggunaan 
kekerasan... kata yang diciptakan di Afrika Selatan ini dimaksud-kan untuk 
membedakan gerakan perlawanan nir-kekerasan yang dilakukan orang-orang 
India di Afrika Selatan dengan gerakan ‘perlawanan pasiP... yang dipahami 
selama ini” (CWMG, Vol. XIX, hal. 466.) 

51 Bandingkan dengan CWMG, Vol. VII, hal 37-58; Vol. IX, hal. 92-94, 
120-124. 
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52 CWMG, Vol. IX, hal. 506 

53 Bandingkan dengan Robert PAYNE, Op.cid., Kal. 256. 

54 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XII, hal 566-569. 

55 Bandingkan dengan CWMG, VoL XII, hal. 15; Vol. XI, hal 496,504'505. 

56 CWMG, Vol. XI, hal. 497. 

57 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XII, hal. 99-100,109-110,576-584. 

» CWMG, Vol. XII, hal 58. 

39 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXXIX, hal 130; Louise FISHER, Op.du, 
hal. 116-118 

60 “Dalam pandangan sederhana saya, hal ini merupakan Magna Carta dari 
kemerdekaan kami di tanah ini. Saya memberinya nama yang historis, bukan 
karena hal itu memberikan hak-hak yang tidak pemah kami nikmati. Tetapi, 
kemenangan tersebut muncul setelah kami mengalami penderitaan berat 
setelah 8 tahun berjuang... Hal ini tidak hanya melahirkan perubahan 
kebijakan pemerintah terhadap kami dan menegakkan hak-hak kami -tidak 
hanya mengenai hal-hal yang telah dirundingkari dengan kami. Semua ini 
telah menunjukkan bahwa perlawanan pasif tidak bertentangan dengan hukum. 
Ini adalah perlawanan yang sah, bersih dari senjata, dan telah memberikan 
kekuatan baru kepada komunitas...” 

61 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXXIX, hal. 304. 

62 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXXIX, hal 340. 

63 Pertama kali dikenal sebagai Phoenix Farm yang dibangun sejak 1904 
(lihat An A uthobiography, hal 225-226). Namun selanjutnya disebut Tolstoy 
Farm yang dibuat di dekat Johannesburg tahun 1910. (Lihat CWMG, Vol. X, 
hal 272-273). 

64 Swadeshi berarti menggunakan barang-barang buatan industri rumah 
tangga. 

65 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XIII, hal. 91-93; Vol. XXXVI, hal. 398- 

410. 

66 CWMG, Vol. XIII, hal. 91 

67 CWMG, Vol. XIII, hal. 375. 

68 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XIII, hal. 578-600. Lihat juga B.R. 
NANDA, Op.cit., hal. 102 

69 Keberhasilan dari pemogokan yang dipimpin oleh Gandhi ini terletak 
pada penggunaan kekuatan nir-kekerasan untuk menyelesaikan persoalan buruh 


o 
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tanpa menciptakan dendam atau permusuhan antara pemilik pabrik dan buruh. 
(Lihat CWMG, Vol. XIV, hal. 115,185-186,214-215,217-220,222-228,230- 
240, 242—243, 246—259, 264—272, 283—286,) Di akHir perlawanan, Gandhi 
menuliskan: “Hal ini telah menunjukkan kepada saya bahwa seiring berjalannya 
waktu, tidak hanya Ahmedabad, tetapi seluruh India akan bangga dengan 
gerakan dua puluh dua-hari ini. Dan India akan melihat bahwa kita punya 
banyak harapan dari gerakan yang dilakukan dengan cara ini. Dalam gerakan 
ini tidak ada dendam. Saya tidak pemah begitu menyukai satu hal, sebagaimana 
menyukai cara ini.” (CWMG, Vol. XIV, hal. 268.) 

70 Gerakan satyagraha di Kheda berujung pada penolakan pemerintah 
terhadap petisi yang disampaikan para petani untuk mencabut pemungutan 
pajak selama satu tahun karena terjadi kerugian panen, yang diakibatkan oleh 
banjir di Kheda, sebuah distrik di Gujarat. Gerakan di Kheda dilakukan dalam 
bentuk pembangkangan terhadap hukum dengan menolak untuk membayar 
pajak dan pada akhimya berakhir dengan adanya kemauan yang ditunjukkan 
oleh Pemerintah untuk memberikan konsesi terhadap para petani. Meskipun 
hasil yang diperoleh dari penyelesaian akhir itu tidak terlalu besar, tetapi gerak¬ 
an ini memberikan kesempatan lagi kepada Gandhi untuk menguji kekuatan 
satyagraha dalam skala besar dan mendidik rakyat dengan prinsip-prinsip 
perjuangansatyt^gra/w. “Kita telah menjalani peijuangan ini untuk membangkit- 
kan negeri ini dan mengajarkan kepada rakyat tentang satyagraha .” (CWMG, 
Vol. XIV, hal. 307. Lihat tentang keseluruhan gerakan satyagraha di Kheda, 
CWMG, Vol. XIV, hal. 182-420.) 

71 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XV, hal. 110-118. 

72 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XV, hal. 177-178, 382; Vol. XXXIX, 
hal. 366 

73 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XV, hal. 436; Vol. XX, hal. 527; Vol. 
XXII, hal. 415; Vol. XXXIX, hal. 373. 

74 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XV, hal. 223. 

75 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XV, hal. 515; Vol. XVII, hal. 553-554. 

76 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XVIII, hal. 5-7,13-14,55-57. Gandhi 
menyerukan agar negeri India memprokalirkan kepada Pemerintahan Inggris 
bahwa “Anda mungkin bisa menggantung kami di tiang gantungan, anda 
mungkin bisa mengirimkan kami ke penjara, tetapi anda tidak akan bisa 
memaksa kami untuk bekerja sama”. (CWMG, Vol. XVIII, hal. 66.) 

77 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXI, hal. 465. Pada 19 November 
1921, di samping melakukan puasa selama 5 hari untuk menentang kekerasan 
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yang pecah di kota Bombay -terkait dengan gerakan hartal untuk memprotes 
kunjungan Prince of Wales ke India, Gandhi mengumumkan keputusannya 
untuk berpuasa selama 24 jam di setiap hari Senin, hingga swaraj benar-benar 
tegak di India. 

78 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXII, hal. 412, 418. Ini adalah kali 
ketiga Gandhi menyerukan penghentian terhadap perlawanan satygraha karena 
menyebabkan pecahnya kekerasan. Dia kembali melakukan puasa selama 5 
hari sebagai penebusan dosa atas kekerasan yang terjadi. (Lihat CWMG, Vol. 
XXII, hal. 397,415,419.) 

79 CWMG, Vol. XXXII, hal 417. 

80 CWMG, Vol. XXXII, hal 458. 

81 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXV, hal 157-171 

82 Bandingkan dengan Robert PAYNE, Op.cit., hal. 383. 

83 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXXII, hal. 287,291,295. 

M Bandingkan dengan CWMG, Vol. XLII, hal. 398-399,426-428. 

85 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XLII, hal. 434. 

86 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XLIII, hal. 51. 

87 CWMG, Vol XLffl, hal. 7. 

“CWMG, Vol. XLII, hal. 48. 

89 CWMG, Vol. XLII, hal. 180. 

90 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XLV, hal.403; Vol. XIVI, hal. 430; Vol. 
XLVII, hal. 367-368. 

91 CWMG, Vol. XLVII, hal. 397. 

92 Robert PAYNE, Op.cit., hal. 411,416. 

93 CWMG, Vol. XLVIII, hal. 436. Lihat juga Vol. XLIX, hal. 190-191. 

94 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XLVIII, hal. 449. 

95 CWMG, Vol. LI, hal. 118-120. 

96 B.R. NANDA, Op.cit., hal. 192. 

97 Bandingkan dengan CWMG, Vol. U, hal. 463-465. 

98 CWMG, Vol. LV, hal. 74. 

99 “Program Konstrukttf” adalah sebuah booklet yang ditulis Gandhi di 
tahun 1941. Didalamnya memuatseruan supayaNegeri India berpegang teguh 
pada kebenaran dan melaksanakan program rvir-kekerasan demi tercapainya 
Pooma Swaraj atau Kemerdekaan Sejati, di mana kemerdekaan dari dominasi 
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asing hanya merupakan salah satu bagian di dalamnya. (Lihat CWMG, Vol. 
LXXV hal 146-166.) 

100 CWMG, Vol. LXXVm, hal. 218. 

101 CWMG, Vol. LIX, hal. 6. 

102 CWMG, Vol. LIX, hal. 175. 

103 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LIX, hal. 183. 

104 CWMG, Vol. LIX, hal. 304. 

105 Sevagram berarti desa pelayanan. 

106 CWMG, Vol. V, hal. 1; Vol. LX, hal 18. 

107 CWMG, Vol. LXXV, hal. 190. 

108 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXVI, hal. 28-29; B. R. NANDA, 
Op.cit., hal. 223-224. 

109 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXVI, hal. 380,459. 

1,0 CWMG, Vol. LXXVI, hal. 403. 

1,1 Bandingkan dengan Robert PAYNE, Op.cit., hal. 516-526. 

112 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXI, hal. 388-390. 

1,3 Louis FISHER, Op.cit., hal. 463. 

,H Sejak tahun 1919 Gandhi telah menyatakan, “Ada dua hal di mana 
hidup saya ini diabdikan, yaitu persatuan untuk selamanya antara uniat Hindu 
dan Muslim dan satyagraha ...” (CWMG, Vol. XV, hal. 296.) 

115 Louis FISHER, Op.cit., hal. 475. 

116 Bandingkan dengan Louis FISHER, Op.cit., hal. 91. 

117 Secara harfiah berati kemerdekan dari kelahiran dan kematian atau 
keselamatan. 

118 AnAuthobiography, hal. X. 

1,9 CWMG, Vol. XXIII, hal. 267. , 

120 CWMG, Vol. XXm, hal. 198. 

121 Kepada seorang kawan yang menyarankan kepada Gandhi supaya dirinya 
menarik diri dan masuk gua seorang diri di Himalaya demi melakukan meditasi 
dan pencarian terhadap Tuhan, Gandhi menjawab, “Saya adalah seorang 
pencari kebenaran yang sederhana. Saya tidak cukup sabar untuk mencapai 
kesempumaan diri... Kewajiban saya terhadap bangsa merupakan bagian dari 
latihan saya untuk membebaskan jiwa saya dari perbudakan nafsu badaniah... 
Saya tidak memiliki keinginan terhadap hal-hal yang fana di dunia ini. Saya 
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betjuang demi tegaknya KerajaanSurga yaitu MofesKa. Untuk mencapai tujuan 
saya ini tidak perlu dilakukan di gua terpencil. Menurut saya, jalan menuju 
pembebasan dan keselamatan terletak pada upaya kerja keras secara terus- 
menerus tak kenal lelah di dalam melakukan tugas pengabdian kepada negeri 
saya dan meiaiui jalan kemanusiaan... Maka, patriotisme saya, bagi saya 
merupakan satu tahapan dalam perjalanan saya menuju negeri di mana tercipta 
kemerdekaan dan perdamaian abadi.” (CWMG, Vol. XXIII, hal. 349.) 

122 CWMG, Vol. XVII, hal. hal. 406; Lihat juga Vol. XXIII, hal. 196. 

123 Bandingkan dengan Louis FISCHER, Op.rit., hal. 22. 

124 An Authobiography, hal. 2. 

125 Bdk. dengan An Authobiography, hal. 88-89,100-102,197. Berkomentar 
atas upaya teman-teman kristennya untuk mengajak berpindah agama, Gandhi 
menulis, “Meski saya tidak menjadi penganut Kristiani, saya tetap berhutang 
banyak pada teman-teman Kristiani karena mereka telah membangkitkan saya 
untuk melakukan pencarian religius.” (An Autobiography , hal. 102.) 

126 An Autobiography , hal. 51. Pada saat dia tinggal di London sebagai seorang 
mahasiswa, itulah kali pertama dia membaca Bhagavad Gita dan Injil. 

127 CWMG, Vol. XIX, hal. 178. 

Kepada peserta yang hadir dalam Konferensi Misionaris-yang diselenggara- 
kan di Madras pada tanggal 14 Februari 1916—Gandhi mengatakan, “Saya 
telah berusaha keras untuk mempelajari Injil. Saya menganggapnya sebagai 
bagian dari kitab Suci yang saya yakini. Semangat yang ada pada Khotbah di 
Atas Bukit sangat serupa dengan ajaran dalam Bhagavad Gita -di mana keduanya 
telah memenuhi hati saya.” (CWMG, Vol. XIII, hal. 220.) 

128 An Authobiography, hal. 51. 

129 An Authobiography , hal. 102. Gandhi membaca The Kingdom of God is 
Within YoUj karya Leo Tolstoy di sepanjang 1893-1894. Saat itu dia masih di 
Pretoria, Afrika Selatan. 

130 Bandingkan dengan CWMG, VoLIX, hal. 444-446, 528-529, 593; Vol. 
X, hal. 410,512-514. 

131 An Authobiography, hal. 119. 

Dalam suratnya yang terakhir kepada Gandhi, Tolstoy menuliskan, “Semakin 
lama saya menjalani hidup -dan terutama pada saat ini ketika semakin dekat 
dengan kematian- saya semakin terdorong untuk mengekspresikan kepada 
orang lain tentang perasaan-perasaan yang sangat kuat mendorong hidup 
saya... Yaitu, bahwa apa yang disebut dengan tidak melawan (non-resistance), 
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pada kenyataannya tidak lain adalah disiplin dari semangat cinta, dan tidak 
dinodai dengan interprestasi-interprestasi yang keliru. Cinta adalah aspirasi 
untuk mewujudkan kesatuan dan solidaritas dengan jiwa-jiwa yang lain... Cinta 
adalah hukum yang tertinggi dan sangat khas dalam hidup manusia...” 
(CWMG, Vol. X, hal. 512.) 

132 An Authobiography, hal. 30. 

133 Sebuah ayat dari Bhagavad Gita telah menyelamatkan saya dari rasa 
putus asa. Yaitu ayat yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah buah dari 
keija keras.” (CWMG, Vol. I, hal. 161; lihat juga Vol. XXXIV, hal. 410.) 

l3 * An Authobiography, hal. 198. 

135 William MacIntyre Salter adalah pendiri dari Masyarakat Budaya Etis 
( Society of Ethical Culture) di Chicago. Bukunya yang beijudul Ethical Religion 
pertama kali diterbitkan di Amerika pada tahun 1889 dan kemudian diterbitkan 
di Inggris pada tahun 1905. Di halaman media Indian Opinion , Gandhi meringkas 
sebanyak 8 bab dari buku tersebut.) Lihat CWMG, Vol. VI, hal. 273 - 342.) 

136 CWMG, Vol. VI, hal. 280 

137 CWMG, Vol. VI, hal. 313. 

138 John Ruskin (1819-1900) adalah serang kritikus dari Inggris dan penulis 
tentang masalah-masalah sosial, industri, pendidikan, moral dan keagamaan. 
Unto This Last adalah buku yang terdiri dari sekitar 80 halaman. Pada awalnya 
diterbitkan sebagai serial Essai di London, dalam majalah ComhiU Magazine di 
tahun 1860. Dua tahun kemudian, serial tersebut diterbitkan menjadi sebuah 
buku. (Lihat CWMG, Vol. VIII, hal. 240.) Gandhi membuat terjemahan bebas 
atas buku ini dan menebitkannya sebagai serial artikel dalam media Indian 
Opinion , dalam judul l Sarvodaya\ Karena pokok bahasan dari karya Ruskin ini 
adalah kesejahteraan untuk semua dan *S arvodaya* memang bermakna itu. 
(Lihat CWMG, Vol. VIII, hal. 239-242,250-258,269-271,281-283,289-290, 
303-305,324-326,337-339,371-375.) Serial ini kemudian diterbitkan dalam 
bentuk buku. (Lihat Unto This Last, A Paraphrase, diterjemahkan ke dalam 
bahasa Inggris oleh V.G. Desai, Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 
1951.) 

139 An Authobiography, hal. 224. 

140 An Authobiography, hal. 224. 

141 Bandingkan dengan An Authobiography, hal. 225-226. 

142 Bandingkan dengan Louis FISCHER, Op.cit., hal. 76. 

143 An Authobiography, hal. 224. 



4& ♦ Francis Alappatt 

144 Perkebunan Tolstoy didirikan pada 30 Mei 1910. Tempat ini terutama 
diperuntukkan bagi aktivis satyagraha di Afrika Selatan. Oleh karena itu, jumlah 
penghuninya sangat bervariasi. (LiKat louis FISCHER, Op. Cit., Hal. 111-113.) 

145 Sabarmati Ashram pertama kali didirikan di Kbchrab, dekat Ahmedabad, 
pada 20 Mei 1915 dan kemudian pindah ke Sabarmati. 

146 Gandhi mulai tinggal di Sevagram pada 1936. Nama asli dari tempat ini 
adalah Segaon yang kemudian diubah menjadi Sevagram, yang berarti ‘desa 
pelayan’ ‘yang sesuai dengan semangat aktivitas yang dilakukan Gandhi di 

• tempat ini. (Lihat R. V. RAO, Sevagram edisi ketiga, Wardha: Sevagram Ashram 
Pratishtan Publication, 1969, hal. 1-3.) 

147 G. WOODCOCK, Mohandas Gandhi (Modem Master 15), New York; 

The Viking Press, 1971, hal. 23-24. . 

148 Bandingkan dengan Robert PAYNE, Op.cit., hal 147. 
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Kesejahteraan Integral 
dan Landasan Moralnya 


Konsep-konsep Gandhi menengarai pembedaan tegas antara 
kemajuan ekonoxni dan kemajuan moral. 1 Kedua aspek ini merupakan 
unsur pokok dari kesejahteraan integral, baik untuk individu-individu 
maupun masyarakat secara keseluruhan. Gandhi menegaskan, perbedaan 
tersebut bukan karena keduanya tidak memiliki keterkaitan, tetapi justru 
karena di antara keduanya tidak bisa dipisahkan, masing-masing saling 
meliputi. Dengan demikian, keduanya harus dibangun bersama-sama, 
secara cermat, serta penuh kesadaran dan pertimbangan. 

Kemajuan ekonomi berarti terjadinya peningkatan material dalam 
hal kontribusi nasional kaitannya dengan terciptanya peningkatan standar 
kehidupan rakyatnya yang stabil, diukur dengan uang. Kemajuan moral 
berarti kemajuan dalam hal penegakan kebenaran melalui ahimsa (nir- 
kekerasan/non-vioience) dan nilai-nilai kebajikan lain yang saling terkait. 
Kebenaran (truth) dan nir-kekerasan (non-violence), menurut Gandhi, 
tidak dapat dicapai melalui cara pengasingan diri atau bertapa menjauh 
dari hiruk pikuk dunia, sebagaimana yang disalahpahami oleh banyak 
orang. Prinsip-prinsip dan kebenaran abadi harus diterapkan dalam setiap 
langkah manusia dan dalam setiap aspek aktivitas manusia. 2 Oleh karena 
itulah, Gandhi meyakini dan sepakat dengan gagasan Ruskin, dan 
berpendapat bahwa: 

Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa urusan manusia harus 
dikelola atas dasar pertimbangan untung dan rugi. Keadilan harus 
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menjadi pijakan. Oleh karena itu, manusia harus membuang jauh- 
jauh semua pemikiran yang mendorong timbulnya keinginan yang 
tertuju pada kemanfaatan bagi dirinya sendiri tanpa mcrnperhatikan 
pertimbangan moral. 3 

Mengacu pada konsep di atas, Gandhi berpikir bahwa satu-satunya 
dasar yang kuat bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam aspek 
ekonomi, adalah jika kesemuanya itu bermuara pada kebahagiaan dan 
kepuasan yang sesungguhnya. Tentu saja, hal ini tidak dimaksudkan bahwa 
setiap orang harus berjalan dalam garis kontrol yang absolut. Tetapi, 
seseorang bisa bebas meniti jalannya tanpa melalaikan bahwa hasil dari 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral pasti mengarah pada kebaikan . 4 
Keyakinan ini tertanam kokoh dalam pemikiran Gandhi dan menjadi 
pedoman bagi dirinya dalam pencarian atas Kebenaran, yang dilakukan- 
nya dengan sangat hikmad. Menurut Gandhi, Tuhan adalah Kebenaran 
dan Kebenaran adalah Tuhan, 5 dan “pencarian atas Kebenaran adalah 
kemestian dalam hidup”. 6 Setiap tindakan yang dilakukan manusia harus 
menjadi bagian dari pencarian Kebenaran itu. 

Konsep Gandhi tentang kemajuan dan kesejahteraan selalu cliukur 
dari sudut pandang kebahagiaan. Meskipun kebahagiaan itu bukanlah 
hasil yang bisa diukur, sebagaimana kesejahteraan, di sini pasti akan selalu 
ada cara bagi manusia untuk meraih kebahagiaan, dan kebahagiaan itu 
hanya dapat diraih dengan mematuhi prinsip-prinsip moral. Oleh karena 
itu, posisi moralitas selalu lebih tinggi daripada material. Prinsip tersebut 
merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam pemikiran dan kehidupan 
Gandhi. Gandhi adalah sosok yang sangat moralis. Demikian halnya 
ketika dia harus mengatasi persoalan politik, sosial dan ekonomi yang 
membelit negeri India. “Saya harus mengakui,” kata Gandhi, “bahwa 
saya tidak bisa menggambarkan secara tepat atau memberikan pembedaan 
yang tegas antara aspek ekonomi dan etika. Kegiatan ekonomi yang 
melukai kesejahteraan moralitas individu atau merugikan bangsa adalah 
tindakan tidak bermoral dan itu jelas berdosa”. 7 

Ekonomi harus diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia, dan 
kesejahteraan manusia mustahil terwujud tanpa kepedulian yang dalam 
terhadap kesejahteraan moralitas manusia. “Ekonomi yang bertentangan 
dengan moralitas tidak bisa disebut ekonomi dalam pengertian yang 
sebenamya”. 8 Gandhi berusaha keras untuk mendasarkan pemikirannya 
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yang berkaitan dengan ranah ekonomi di atas pijakan basis moral yang 
kuat. Dia yakin bahwa * ekonomi yang benar hams mengikuti dan ber- 
pedoman pada etika”. Keyakinan itu tak tergoyahkan, bahkan ketika 
keyakinan itu tidak bisa digambarkan secara konkret dengan kata-kata. 

Kewajiban kita adalah berjuang dengan keyakinan yang tertancap kuat 
dalam hati kita,’* kata Gandhi . 9 

Menurut Gandhi, dalam tatanan masyarakat harus tercipta per- 
paduan yang harmonis antara kemajuan moral dan material. Hanya 
dengan cara inilah masyarakat bisa mencapai kesejahteraan yang sesung- 
guhnya bagi setiap warganya dan masyarakat itu sendiri secara keseluruh- 
an. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan integral menurut pemikir- 
an dan tulisan Gandhi. Konsep ini benar-benar mempertimbangkan secara 
serius baik segi moral maupun material yang melekat pada kehidupan 
manusia. Pengabaian terhadap salah satu aspek, baik moral maupun ma¬ 
terial, akan menjadi penyebab rusaknya kemajuan dan kesejahteraan 
manusia. Gandhi mengungkapkan: “Manusia bukan semata-mata makhluk 
intelektual. Tetapi dia juga bukan sekedar jasmani hewaniah semata. 
Dia juga tidak hanya memiliki jiwa atau hati saja. Kombinasi yang tepat 
dan harmonis dari unsur intelektual, jasmani dan jiwa merupakan prasyarat 
mutlak bagi terwujudnya manusia seutuhnya... ” 10 

Tujuan ekonomi adalah kesejahteraan manusia. Dan kesejahteraan 
itu tidak akan benar-benar manusiawi apabila pada saat yang bersamaan 
tidak mencakup keseluruhan unsur hidup manusia. Di sinilah terletak 
makna penting bahwa ekonomi harus didasarkan pada pijakan landasan 
moral yang kuat. Penegasan ini sejalan dengan sikap dan pendekatan 
yang diberikan dan secara empati dikuatkan oleh tokoh cendekiawan 
Perancis terkemuka, Lebret. Dia menulis: “Kita tidak mempercayai dan 
tidak bisa menerima pemisahan ekonomi dari kemanusiaan maupun 
pembangunan, karena hanya melalui perpaduan antara ekonomi dan 
kemanusian-lah peradaban itu bisa eksis. Apa yang paling penting bagi 
kita adalah manusia, setiap manusia, setiap manusia beserta kelompoknya, 
dan mencakup keseluruhan aspek kemanusiaannya .” 11 

Kita bisa mendapatkan filosofi yang serupa dalam pemikiran Bernard 
Haring. Dia adalah seorang teolog terkemuka, yang mengatakan: “Moral- 
itas dan kemerdekaan kita hanya akan tetap menjadi impian belaka jika 
tidak melahirkan dampak pada kehidupan sosial-ekonomi dan politik ”. 12 
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T j» mhaga gereja, dalam ajaran-ajaran sosialnya, selalu menyebutkan 
kejahatan yang melekat pada persaingan secara berlebihan. Secara 
berulang-ulang, gereja selalu menekankan pentingnya pengelolaan 
ekonomi yang didasarkan pada basis keadilan dan derma. Dalam rangka 
merumuskan kembali ajaran-ajaran yang telah disampaikan para 
pendahulunya, Paus Yohanes XXIII menulis dalam Surat Ensiklik-nya 
Mater et Magistral 

Organisasi yang mengelola urusan. ekonomi harus sesuai dengan 
prinsip-prinsip moralitas praktis. Kepentingan individu maupun 
masyarakat harus diharmonisasi dengan ketentuan demi tercapainya 
kebaikan bersama... Seseorang tidak bisa beranggapan bahwa 
kepentingan individu berada di atas kepentingan kelompok. Kita 
juga tidak bisa membiarkan kegiatan ekonomi berlangsung dalam 
persaingan yang tidak terkendali... Satu hal yang jauh lebih penting 
adalah bahwa penyelenggaraan ekonomi harus dikelola berdasarkan 
keadilan dan derma (charity). Ini harus menjadi hukum yang 
mendasari tatanan kehidupan sosial, 13 

Dalam Surat Ensiklik-nya, Pacem in Terris., kembali ditegaskan bahwa 
kebaikan bersama (common good) harus menyentuh aspek manusia 
seutuhnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya”. 14 Oleh karena 
itu, setiap upaya untuk mencapai keutuhan ini harus dilakukan secara 
simultan memperhatikan kesejahteraan material dan spiritual kemanusia- 
an. 15 Kombinasi yang seimbang inilah yang dimaksudkan Gandhi dengan 
kesejahteraan integral. Konsep tersebut juga ditegaskan lagi oleh Dewan 
Vatikan Kedua ketika lembaga ini menyatakan bahwa tujuan pengem- 
bangan ekonomi tidak bisa tidak adalah melayani kemanusiaan, dengan 
segenap totalitasnya. 

Tujuan dasar produksi tidak semata-mata diperuntukkan bagi 
peningkatah ketersediaan barang-barang, juga tidak dimaksudkan untuk 
sekedar meraih keuntungan, apalagi meraih dominasi. Tetapi, produksi 
harus menjadi media pelayanan bagi manusia dengan segenap totalitasnya, 
yakni memberikan perhatian atas kebutuhan-kebutuhan material dan 
intelektual manusia serta tuntutan spiritualnya secara tepat dan propor- 
sionaL Selain itu, keseimbangan itu juga meliputi keadilan bagi kebutuh- 
an seseorang atau beberapa orang, sekelompok orang, bagi sekelompok 
ras atau wilayah. Dengan demildan, pengelolaan ekonomi harus dilakukan 
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sesuai dengan metode-metode dan hukum-hukum yang mengacu pada 
tatanan moraL Melalui cara inilah rencana iuhan atas manusia bisa 
terwujud. 16 

I. Kewajiban Lebih Utama daripada Hak 

Manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk mempeijuang- 
kan hak-hak mereka dan siap bangkit melakukan perlawanan ketika 
hak-hak mereka diabaikan atau dilanggar. Peijuangan yang dirintis Gandhi 
di Afrika Selatan, kemudian dikembangkan di India, sesungguhnya juga 
dipicu oleh pengabaian atau pelanggaran atas hak-hak asasi mannsip , 

Tetapi, pada saat yang sama, Gandhi juga menyadari adanya 
kemungkinan akan teijadinya kekacauan dan kekisruhan luar biasa 
ketika tuntutan atas hak-hak menjadi gerakan yang eksklusif dan sepihak. 
Berkenaan dengan hal ini Gandhi mengatakan: “Saat ini telah menjadi 
model dan kebiasaan untuk mengabaikan kewajiban-kewajiban dan lebih 
mendesakkan hak-hak... kekerasan pasti akan menjadi keniscayaan 
ketika upaya untuk mempeijuangkan hak ddak mengacu pada kewajiban 
yang mesti ditunaikan”. 17 

Gandhi selalu menekankan bahwa hak dan kewajiban hariis 
diletakkan dalam posisi yang sejajat Prinsip inilah yang menjadi pijakan 
Gandhi dalam mensikapi berbagai keadaan. Maka, pada 1899, ketika 
Perang Boer teijadi di Afrika Selatan, Gandhi bersikeras meyakinkan 
orang-orang India bahwa sebagai warga negara yang bertanggung jawab 
mereka harus memenuhi kewajiban mereka terhadap tanah airnya. Hal 
ini Gandhi lakukan karena dia yakin bahwa “pemenuhan atas hak -hak 
seseorang sangat bergantung pada sejauh mana dia telah melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya”. 18 

Lebih dan itu, Gandhi berpegang teguh pada keyakinan bahwa “hak- 
hak itu sesungguhnya merupakan akibat dari pelaksanaan kewajiban... 
Ketika setiap orang menginginkan hak-haknya terpenuhi, maka siapa 
yang akan bertugas untuk memenuhi tuntutan mereka itu?” 19 Demikian- 
lah, Gandhi lebih suka melihat konteks hubungan timbal balik di masyara- 
kat berdasarkan sudut pandang pemenuhan atas kewajiban-kewajiban 
daripada melihat dengan kerangka penuntutan hak-hak. “Hak akan 
mengikuti pelaksanaan kewajiban”, kata Gandhi. 20 
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Keyakinan bahwa mendahulukan kewajiban lebih utama daripada 
menuntut bak semakin diperkuat oleh berbagai pengalamannya dalam 
peijuangan, baik ketika di Afrika Selatan maupun di India. “Pengalaman- 
pengalaman dalam hidup ini telah memperlihatkan kepada saya bahwa . 
kita bisa meraih keadilan dengan cara yang paling tepat adalah dengan 
memberikan keadilan kepada pihak di luar din kita”. 21 Bagi Gandhi, 
ungkapan tersebut tidak berhenti sebagai teori. Dia memiliki keyakinan 
kuat untuk menjadikannya sebagai praktek yang melekat dengan 
semangat keberagamaannya. 

Dalam ungkapan yang disampaikan kepada para pengikutnya, 
Gandhi mengatakan: "... agama kita tediri dari empat huruf: ‘D-U-T-T 
(kewajiban), bukannya lima huruf: ‘R-I-G-H-T’ (hak).” 22 Kiranya, sangat 
masuk akal ketika Gandhi menyimpulkan bahwa manakala di dalam 
masyarakat semua orang melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain 
malfa perlindungan terhadap hak-hak setiap orang bisa dijamin. Oleh 
karena itulah, Gandhi memberikan penekanan yang sangat tegas bahwa 
kewajiban itu lebih utama daripada hak. Hal ini berbanding lurus dengan 
keyakinannya bahwa jalannir-kekerasan (non-violence) adalah cara yang 
p alin g tepat untuk melindungi hak-hak semua orang di masyarakat, 
bahkan lebih luas lagi yaitu di dunia. 

Bukannya mendesakkan hak-hak mereka, setiap orang mestinya 
memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan cara inilah, tatanan dan 
aturan yang tepat bisa berlaku stabil di antara umat manusia. Jika anda 
menerapkan prinsip ini, dari hal yang paling sederhana hingga urusan 
y ang mendunia..., anda akan menjumpai bahwa hubungan yang paling 
membahagiakan temyata bisa diwujudkan dalam setiap langkah 
kehidupan kita tanpa menciptakan gangguan dan perpecahan. Hal ini 
bisa kita wujudkan di negeri India ini maupun di bagian lain dari dunia 
ini. 23 

Gandhi sangat rindu untuk “membangun konsep kebebasan yang 
berpijak pada pandangan bahwa kewajiban-kewajiban terhadap sesama 
itu setara nilainya dengan keberadaan dirinya. Selain itu, hams meme- 
lihara semangat kesuka-relaan sebagai hal yang mendasar bagi kebebas¬ 
an.” 24 Bagi Gandhi, secara esensial kekebasan adalah pengendalian-diri, 
dan pengendalian-diri terdiri dari keseimbangan dalam pemenuhan atas 
kewajiban dan hak. 25 Menurut Gandhi, beberapa halangan yang 
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menghambat pemenuhan hak-hak bisa diatasi secara efektif melalui 
instrumen satyagraha. Terkait hal ini J.V Bondurant berkata, “Filosofi 
pemikiran yang telah dirumuskan Gandhi menegaskan bahwa kewajiban 
memang mutlak dan bersifat imperatif. Tetapi, metode satyagraha, yang 
sangat menekankan pemenuhan kewajiban, bisa menjamin tercapainya 
pemenuhan hak.” 26 

Satu hal yang sangat mendasar adalah, Gandhi berpijak pada 
keyakinan bahwa pelaksanaan kewajiban itu sangat penting dan terkait 
erat dengan tuntutan terhadap pemenuhan hak. Orang yang menutut 
hak tanpa melaksanakan kewajibannya, adalah perbuatan yang sangat 
tidak terpuji. Kebaikan bersama (common good) dan kebaikan untuk 
semua, tidak mungkin terwujud dan bisa bertahan lama tanpa adanya 
kesadaran dari setiap orang untuk menghayati dan melaksanakan tugas 
dan kewajiban-kewajibannya. 

Paus Yohanes XXIII menegaskan hal yang senada, ketika beliau 
mengatakan: “Siapa pun yang menyatakan hak-haknya, tetapi pada saat 
yang sama dia melupakan atau melalaikan pemenuhan kewajiban atas 
sesamanya, dia termasuk orang yang menggunakan satu tangannya untuk 
membangun sekaligus menggunakan tangan yang lainnya untuk merusak”. 27 

2. Pentingnya Keterkaitan antara Metode dan Tujuan 

Dalam beberapa program yang dia laksanakan, Gandhi sangat 
berhati-hati dalam memilih metode yang digunakan dalam rangka 
mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Gandhi, metode ini sangat 
penting, setara nilainya dengan tujuan itu sendiri. Maka sangatlah jelas 
bagi Gandhi, seperti cahaya di siang bolong, bahwa seberapapun agungnya 
tujuan itu, ia bisa menjadi rusak atau rendah apabila metode yang dipilih 
untuk mencapainya temyata hina, jauh dari mulia. Cara-cara yang kotor 
pasti akan bermuara pada tujuan yang tidak bersih. Dengan demikian, 
sangatlah jelas bahwa kebenaran tidak bisa ditegakkan melalui ketidak- 
benaran (kepalsuan, kebohongan, kecurangan, dan lain-lain). Keadilan 
tidak mungkin diwujudkan melalui kekerasan, dan cinta tidak mungkin 
lahir melalui permusuhan. 28 

Metode atau cara yang dipilih harus sama bersihnya dengan tujuan 
yang hendak diraih. Sebaliknya, tujuan yang mulia tidak mungkin bisa 
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diraih apabila cara yang digunakan tidak mulia. Dalam surat Gandhi 
yang ditujukan kepada Nehru-dia tidak terlalu sepakat dengan Gandhi 
mengenai gagasan tentang berpegang teguh pada “kesucian’ ketika harus 
menerapkan metode dalam kancah politik—diungkapkan: 

Pengertian yang paling jelas bahwa kita tidak bisa mencapai tujuan 
beserta kemuliaannya akan terjadi manakala kita tidak mengetahui 
dan tidak menggunakan cara yang mulia untuk meraihnya. Karena 
itu, secara prinsip saya berpegang teguh pada pentingnya memelihara 
kemurnian atas metode yang digunakan, berikut konsekuensi' 
konsekuensi yang menyertainya. Saya tahu bahwa apabila kita 
mam pn tnp.mikirkannya, pencapaian tujuan itu bisa dipastikan. Saya 
juga merasa bahwa kemajuan dalam pencapaian tujuan kita harus 
berbanding lurus dengan kemurnian metode yang kita gunakan. 29 

Gandhi menolak keras teori yang mengatakan bahwa tujuan meng- 
halalkan cara. 30 Gandhi bersikukuh menekankan bahwa ada keterkaitan 
antara metode dengan tujuan. Keterkaitan itu persis seperti biji dan pohon 
y ang tumbuh berasal dari biji itu. “Metode,” kata Gandhi, “mungkin bisa 
diumpamakan dengan biji dan tujuan bisa diumpamakan sebagai pohon . 
Di sini jelas ada keterkaitan yang tidak bisa diganggu gugat antara cara 
dan tujuan, sebagaimana keterkaitan antara biji dengan pohon. Sebagai 
konsekuensi logisnya, Gandhi berpegang teguh pada keyakinan bahwa 
ketika metode sungguh- sungguh ditempuh melalui pertimbangan yang 
benar, tujuan itu tidak bisa tidak pasti akan tercapai. “Saya sering menga- 
takan bahwa jika seseorang bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam 
menerapkan metode, maka tujuan itu akan tercapai dengan senduinya. 

Gandhi menyadari* adanya kenyataan bahwa pendekatan yang 
dilakukannya bukanlah hal yang mudah dan menarik, terutama ketika 
dikaitkan dengan gerakan massa di mana orang-orang tidak sabar untuk 
segera melihat hasilnya secepat mungkin. Terkait dengan hal ini Gandhi 
mengatakan: “Metode ini mungkin tampak sangat jauh, bahkan terlalu 
jauh. Tetapi saya yakinbahwa inilah metode yang paling tepat. 33 Gandhi 
tetap meyakini adanya keterkaitan erat antara penggunaan metode 
• dengan pencapaian tujuan, meskipun karena keyakinannya ini dia harus 
menerima berbagai kritik yang sangat tajam. Dalam pergolakan memper- 
juangkan kemerdekaan, Gandhi juga harus menghadapi banyak 
penolakan atas sikapnya yang tidak bersedia berkompromi. 
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Dalam rangka menjawab berbagai kritik dan penolakan, Gandhi 
menulis: 

Mereka mengatakan ‘metode itu berdiri sendiri, tidak terkait dengan 
hal-hal lainnya’. Tetapi saya mengatakan bahwa ‘metode itu terkait 
dan bisa mempengaruhi semuanya’. Demikian halnya dengan 
tujuan... Antara cara dan tujuan tidak boleh ada dinding pemisah. 
Memang, Sang Pencipta telah memberikan kontrol kepada kita 
(meski sangat terbatas) dalam hal menentukan metode, tetapi hal 
ini tidak berlaku untuk ‘tujuan’. Tak ada satu pun yang bisa mengen- 
dalikan tujuan secara pasti. Pencapaian atas tujuan itu susungguhnya 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penerapan metode. 
Hal ini merupakan dalil yang tidak bisa tidak harus diakui, tanpa 
pengecualian. Inilah keyakinan yang akan selalu saya pegang teguh. 
Saya bertekad untuk terns berjuang meraih dan mempertahankan 
kedaulatan negeri ini dengan cara damai, sah dan masuk akal. 34 

Gandhi percaya bahwa cara dan tujuan merupakan unsur yang tidak 
bisa dipisahkan. Oleh karena itu, keduanya memiliki posisi yang sejajar, 
tidak ada yang lebih penting antara satu dengan yang lain. 35 Sesungguh- 
nya, metode bersifat dinamis dan secara kreatif selalu berorientasi pada 
pencapaian tujuan. Dengan kata lain, metode adalah tujuan yang masih 
berproses atau dalam fase ‘menjadi’. 36 

Berpijak pada keyakinan ini, kita bisa melihat bahwa Gandhi berupaya 
keras untuk memikirkan dan mempertimbangkan secara cermat atas 
metode yang digunakan dalam mewujudkan transformasi sosial, politik 
dan ekonomi di India. 

“Apabila dikotomi antara tujuan dan cara itu bisa diterima 1 secara 
logis,” tulis Bondurant, “persoalan yang sangat krusial bagi pemikiran 
sosial dan politik adalah keselarasannya dalam ranah aksi dalam realitas”. 37 
Teori Gandhi tentang metode telah menawarkan sebuah solusi dengan 
menjadikan cara itu sebagai bagian yang bersifat dinamis dan melekat 
dengan tujuan. Dengan demikian, akan melenyapkan dikotomi itu sendiri. 

3. Nilai-Nilai Hakiki dalam Kehidupan 

Setelah mencermati hal-hal yang sangat prinsip dalam pemikiran 
Gandhi, yaitu pentingnya mendahulukan kewajiban daripada tuntutan 
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terhadap hak, serta penekanan atas kesetaraan posisi dan nilai cara dan 
tujuan, sekarang kita mencoba untuk menelaah nilai-nilai moral atau 
kebajikan-kebajikan yang hams dilestarikan supaya perjuangan untuk 
meraih kesejahteraan integral bisa terwujud. 

3.1. Kebenaran (Truth) 

Gandhi berpegang teguh pada keyakinan bahwa kebenaran 
merupakan prinsip tertinggi. Prinsip ini senantiasa mewamai perjalanan 
hidupnya serta ajaran-ajaranyang disampaikannya. Keselumhan hidupnya 
adalah perjalanan religius yang didedikasikan bagi pencariannya atas 
kebenaran. Pencarian ini dia lakukan sepanjang hidupnya, sepanjang 
kemampuan yang melekat pada dirinya. Kesemuanya itu dia lakukan 
dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, bahkan ketika dia dituntut untuk 
memberikan pengorbanan dalam hidupnya. 

Sebagai ungkapan atas kesungguhan komitmen hidupnya terhadap 
kebenaran, Gandhi memberikan sebutan untuk otobiografinya adalah 
“Cerita tentang Eksperimen-eksperimen Saya dengan Kebenaran”. 38 
Keselumhan hidupnya tidak lain dipenuhi dengan berbagai eksperimen 
untuk meraih Kebenaran. Apa sebenamya yang dimaksud Gandhi sebagai 
kebenaran itu? Ini bukan sebuah pertanyaan yang mudah dijawab dan 
. kita harus melihatnya dengan cermat setiap kali Gandhi mengungkapkan 
istilah Kebenaran. 

Satu hal yang utama dari kesemuanya adalah bahwa kebenaran itu 
melekat dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan. Hal ini tidak hanya 
terkait dengan kebenaran relatif atas persepsi dan konsepsi yang ada 
pada kitat, tetapi juga terkait dengan Kebenaran Absolut, Prinsip yang 
Kekal dan Abadi, yaitu Tuhan. Dalam uraian yang diungkapkan Gandhi: 

Bagi saya, Kebenaran adalah prinsip tertinggi, yang di dalamnya 
mencakup berbagai prinsip lainnya. Hal ini tidak sekedar terkait 
dengan kebenaran yang tercermin dalam kata-kata saja. Tetapi, 
kebenaran itu juga hams melekat pada pemikiran. Tidak hanya 
terkait pada kebenaran relatif menumt konsepsi kita, tetapi tertuju 
pada Kebenaran Absolut, Prinsip Abadi, yaitu Tuhan. Barangkali 
kita bisa menjumpai berbagai macam definisi tentang Tuhan... Tetapi, 
saya menyembah Tuhan yang satu yaitu Kebenaran. Saya memang 
belum menjumpai Dia, tetapi saya akan selalu mencari Dia. Saya 
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telah mempersiapkan diri untuk mengorbankan hal-hal yang paling 
saya cintai demi mencapai apa yang saya rindukan dalam pencarian 
ini. Bahkan jika pencarian itu menuntut pengorbanan jiwa dan 
kehidupan saya, saya berharap saya telah siap dan bisa memberikan 
pengorbanan itu. 39 

Bagi Gandhi, Prinsip Absolut dan Kekal itu tidak lain adalah Tuhan, 
dan inilah Kebenaran. Satu-satunya tujuan yang dirindukan dalam 
kehidupan Gandhi adalah merijumpai Tuhan secara langsung (face to 
face). Pemahaman Gandhi tentang Dzat Yang Absolut sangat diwamai 
oleh ajaran Hindu tradisional. Pandangannya tentang Tuhan tentu saja 
sesuai dengan ajaran Hindu, yang menyerap ajaran tentang Brahma. Pada 
saat yang sama, Gandhi juga menyadari bahwa Dzat Yang Absolut tidak 
bisa dikenali secara sempuma atau bisa diraih sepenuhnya oleh pikiran 
manusia 40 yang terbatas dan jauh dari kesempumaan. Apa yang bisa 
dipahami oleh pikiran manusia hanyalah kebenaran relatif, yang akan 
melindungi dan membimbing seseorang dalam pencariannya atas Dzat 
Yang Absolut. “Tetapi, sejauh saya belum bisa mencapai dan meraih 
Kebenaran Absolut ini,” kata Gandhi, “sebisa dan sejauh mungkin saya 
akan berpegang pada kebenaran relatif, selama saya memahaminya. 
Berarti, pada saat yang bersamaan, kebenaran relatif itu harus menjadi 
sumber energi, perisai, dan sandaran saya”. 41 

Jika seseorang dibimbing ke arah Dzat Yang Absolut atas petunjuk 
dari kebenaran relatif yang diyakininya, maka muncullah persoalan terkait 
dengan relativitas persepsi, dan berujung pada relativitas kebenaran. Satu 
realitas yang sama akan dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda. 
Seseorang mungkin saja memiliki persepsi yang salah. Kesalahan ini akan 
berakibat pada keyakinannya. 42 Apa yang dianggap kebenaran oleh 
seseorang sangat mungkin dianggap bukan kebenaran oleh orang lainnya. 
Gandhi menyadari persoalan serius dan tak terelakkan ini. Terkait dengan 
hal ini, Gandhi mengajukan solusi bahwa persoalan tersebut bisa disikapi 
dengan secara terus-jnenerus menciptakan keterbukaan terhadap sesama 
manusia beserta perbedaan-perbedaan yang menyertainya. Lebih penting 
dari semua itu adalah kesediaan untuk melakukan koreksi yang didasar- 
kan pada ketulusan dan keikhlasan, pada saat kapanpun keadaan 
meminta. Gandhi mengungkapkan: “Seorang hamba dari Kebenaran... 
harus selalu menanamkan keyakinan pada dirinya untuk bersikap terbuka 
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kepada semua koreksi, dan kapanpun dia mendapati dirinya melakukan 
kesalahan maka dia hams mengakuinya. Apa pun konsekuensi yang bisa 
timb uldari sikap itu, dia hams bertobat untuk menebus kesalahannya. 

Melalui pengalamari-pengalaman yang ditempuhnya, Gandhi 
mengetahui bahwa: “Pengakuan atas kesalahan itu bisa diumpamakan 
sebagai sebuah sapu yang akan menyapu selumh kotoran dan akan men- 
jadikan permukaannya lebih bersih dari sebelumnya... Tidak pemah ada 
seorang pun yang bisa berhasil meraih tuj uannya, tanpa dia pemah meng- 
alami kekhilafan dalam meniti jalan yang lums. Orang itu pasti pemah 
melakukan kesalahan”. 44 Maka, seorang pencarikebenaran hams bersikap 
rendah hati. Dia hams merendah, bahkan lebih hina daripada sebutir 
debu”. 45 

Gandhi juga berpikir bahwa relativitas atas persepsi tentang ke- 
benaran itu bukanlah hal luar biasa. Hal ini justm meniscayakan bagi 
terjadinya sebuah pencanan yang jujur dan bebas dari kepentingan-diri 
(self interest). Tuhan menampakkan keberadaan-Nya dengan cara yang 
berbeda, kepada orang yang berbeda. Setiap orang diharapkan untuk 
mengikuti-Nya sebatas dan sesuai dengan cahaya atau petunjuk yang 
dicapainya. Menurut Gandhi, keyakinan terhadap Tuhan itu bersifat 
naluriah. Pemikiran ini dipertegas oleh pengalaman-pengalaman yang 
telah dijalaninya. Maka, dia berkesimpulan bahwa ketika seseorang 
mengalami salah langkah dalam pencariannya, dia pasti akan tersandung 
dan kemudian dia harus kembali ke jalan yang benar. 

Setiap orang bisa mengikuti Kebenaran sesuai dengan petunjuk yang 
diyakininya. Hal ini tidak bisa disalahkan, karena inilah yang menjadi 
kewajiban bagi setiap orang untuk menjalaninya. Kemudian apabila ada 
sebuah kekeliruan terjadi pada seseorang yang tengah mencari Kebenar- 
, an, secara otomatis dia harus kembali ke jalan yang benar Pencarian atas 
Kebenaran itu hams melibatkan tapascharya, pengorbanan-diri, kapanpun 
itu diminta, bahkan apabila tuntutannya adalah mati... Perjalanan meniti 
Kebenaran ini harus disertai dengan kerelaan untuk melakukan 
peniadaan-diri. Apabila seseorang bisa menjalani itu semua, dia pasti 
tidak akan tersesat dan tidak akan kehilangan arah dalam waktu yang 
lama. Begitu dia menempuh jalan yang kelim, dia akan segera merendah 
dan terbuka terhadap koreksi, dan dia akan segera kembali ke jalan 
yang lums. 46 
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Sebagai penjelasan mengenai makna kebenaran yang ditujukan 
kepada para penghuni Ashram-nya, pada Juli 1930, Gandhi menulis 
tentang “Kebenaran adalah Tuhan”. Menurut Gandhi, ungkapan ini 
selangkah lebih maju daripada ungkapan yang mengatakan bahwa “Tuhan 
adalah Kebenaran”. 47 Berikut ini adalah uraian mengenai renungannya: 

Kata ' satya ’ berasal dari sat. Satya berarti realitas yang ada. Tidak 
ada sesuatu apa pun yang eksis dalam realitas kecuali Kebenaran. 
Karena itulah, sat atau satya adalah sebutan yang tepat bagi Tuhan. 
Sesungguhnya akan lebih tepat apabila kita mengatakan bahwa 
‘Kebenaran adalah Tuhan’, daripada kita menyebut ‘Tuhan adalah 
Kebenaran’... Bagaimanapun juga, dalam pemikiran yang lebih 
mendalam, kita akan menyadari bahwa sat atau satya adalah satu- 
satunya nama yang tepat ketika kita menyebutkan Tuhan. 48 

Gandhi mengatakan bahwa dirinya sampai pada kesimpulan bahwa 
“Kebenaran adalah Tuhan” ini setelah dia menjalani pencarian tanpa 
henti dan tidak mengenai lelah selama bertahun-tahun. Tetapi, Gandhi 
tidak meneruskannya dalam bentuk pengkajian filosofis. Meskipun begitu, 
kesimpulan tersebut telah memberikan dasar filosofis dan teologis bagi 
orang-orang yang sangat dekat dengan Gandhi. Mereka adalah orang- 
orang dengan keyakinan dan iman yang berbeda. Bahkan, banyak di 
antara mereka yang tidak secara formal menyatakan dirinya sebagai 
orang yang percaya kepada Tuhan. Memang, pencarian atas kebenaran 
itu bisa menimbulkan ketertarikan pada siapa saja, bahkan bagi orang- 
orang yang mengaku dirinya tidak ber-Tuhan atau atheis. Meskipun 
mereka menyangkal eksistensi Tuhan, pada saat yang sama dia tidak bisa 
menyangkal adanya kebenaran. 

Sebagai seorang “pencari Kebenaran” dan menyatakan “tengah 
mencari jalan untuk mencapainya,” 49 Gandhi lebih disibukkan dengan 
ranah praktis daripada wilayah teoritis. Karena itu, renungan-renungan 
dan karya-karyanya tentang kebenaran lebih bersifat etis daripada 
metafisis. Karya-karya Gandhi lebih mengarah pada “sebuah pemahaman 
tentang implikasi etis dari metafisika yang dia anut dan tindakan-tindakan 
yang didasarkan dan didedikasikan pada keyakinannya itu. 50 Penekanan 
aspek etis ini semakin kuat hingga akhimya Gandhi menemukan jalan 
pencapaian Kebenaran, yaitu ahimsa atau non-violence. Beberapa hal terkait 
dengan prinsip ahimsa ini akan dibahas lebih jauh dalam bab berikutnya. 
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Bagl Gandhi, pencarian atas Kebenaran bukanlah susuatu yang bisa 
dilakukan dengan cara menarik diri dari semua urusan duniawi <Jan 
masuk ke dalam sebuah pengasingan diri serta terpusat dalam kehidupan 
individual. Meniti jalan Kebenaran berarti melebur ke dalam cinta dan 
misi pelayanan terhadap sesama dan kemanusiaan, karena kebenaran 
itu merupakan bagian dari dan satu paket dengan situasi dan kondisi 
kenyataan kemanusiaan sehari-hari, lengkap dengan segala kebutuhan 
dan problematikanya. 51 Dengan demikian, sebuah keterlibatan secara 
aktif di bidang politik, ekonomi, pembaharuan sosial dan berbagai aktivitas 
lannya, bagi Gandhi, semua itu merupakan jalan untuk niencapai Tuhari. 
Jalan itu bisa dicapai dengan cara melayani Dia, yaitu dengan melayani 
makhluk-Nya. 

Untuk bisa melihat universalitas alam raya seisinya dan menyerap 
segenap ruh Kebenaran secara langsung (face to face), seseorang hams 
bisa mencintai selumh makhluk sebagaimana dia mencintai dirinya 
sendiri. Dan seorang manusia yang mendambakan hal tersebut mustahil 
bisa meraihnya manakala dia menarik diri dan tidak terlibat secara aktif 
dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itulah, mengapa peng- 
abdian (devosi) saya untuk mencapai Kebenaran justrn saya tempuh 
dengan cara meleburkan diri saya ke ranah aktivitas politik... Orang- 
orang yang mengatakan bahwa agama sama sekali tidak memiliki 
keterkaitan dengan kehidupan politik adalah orang-orang yang tidak 
memahami makna agama yang sesungguhnya. 52 

Meskipun selumh kehidupannya selalu disibukkan dengan urusan 
keagamaan, inti sari dari ajaran-ajaran Gandhi justrn terletak pada aspek- 
aspek yang terkait dengan umsan dan kebutuhan yang melekat pada 
kehidupan manusia secara nyata. 53 Hal inilah yang menyebabkan selumh 
pembicaraan dan karya-karyanya tentang ekonomi dipenuhi dengan 
semangat religius. Lebih jauh lagi, Gandhi mengaplikasikan prinsip 
religiusitas ini ke dalam tindakan-tindakan yang konkret dalam konteks 
untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat miskin di India yang 
sudah sangat kronis. 

3.2. Ahimsa atari Nir-kekerasan (non-violence) 

Seacara harfiah, ahimsa 54 memiliki makna tidak menyerang, tidak 
nielukai atau tidak membunuh. Ahimsa mempakan ajaran klasik dari 
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agama Hindu dan merupakan prinsip etis yang umumya sudah sangat 
tua. Tidak menyerang, tidak melukai atau tidak membunuh, tidak 
diragukan lagi memang merupakan bagian ahimsa, yang kemudian populer 
dikenal dengan makna nir-kekerasan (non-violence) . Tetapi, bagi Gandhi, 
makna yang terkandung dan ahimsa itu lebih dari sekedar ungkapan di 
atas, yang lebih menekankan pada aspek ‘tidak’ atau penegasian, dan 
tidak jarang pula ahimsa dimaknai secara negatif. 

Ahimsa bukanlah sesuatu yang bersifat mentah dan kasat mata. 
Memang tidak diragukan lagi bahwa tidak melukai makhiuk hidup 
adalah bagian dari ajaran ahimsa. Tetapi, itu hanyalah sebagian kecil 
dari makna yang terkandung di dalamnya. Prinsip ahimsa seringkali 
dikacaukan oleh berbagai pemikiran yang keliru dan menyesatkan, oleh 
ketergesa-gesaan yang tidak pada tempatnya, oleh kebohongan, oleh rasa 
permusuhan, oleh berbagai hal yang melemahkan manusia. Ahimsa juga 
diselewengkan oleh pemahaman kita tentang apa yang melekat pada 
kebutuhan-kebutuhan duniawi. 55 

Maka, ahimsa lebih menekankan pada makna penolakan atau 
penghindaran secara total terhadap semua keinginan, kehendak atau 
tindakan yang mengarah pada bentuk penyerangan atau melukai. Dalam 
bentuk positifhya, ahimsa adalah cinta, karena hanya cinta yang bisa 
muncul secara spontan dan memungkinkan seseorang bertindak selaras 
dengan pikiran dan ha tiny a. “Nir-kekerasan ( non-violence) adalah cinta”, 
kata Gandhi. Dia menambahkan, “Nir-kekerasan (non-violence) itu 
bertindak menyatu dalam diam, nyaris terselubung dalam kerahasiaan 
sebagaimana yang dilakukan cinta”. 56 

“Agama kita didasarkan pada ahimsa, yang di dalamnya terkandung 
makna cinta dalam bentuknyayang positif. Cinta yang tidak hanya tertuju 
kepada orang-orang di sekelilingmu, bukan hanya cinta yang diperuntuk- 
kan bagi teman-temanmu, tetapi bahkan cinta yang harus engkau berikan 
kepada orang-orang yang mungkin menjadi musuh-musuhmu”. 57 Dengan 
demikian, ahimsa harus kita maknai sebagai cinta yang mampu mengatasi 
permusuhan. Aspek inilah yang disebut Gandhi sebagai makna secara 
positif dari ahimsa dan tidak sekedar bentuk penegasian. 

“Dalam bentuk positifhya, ahimsa bermakna sebagai cinta yang 
tertinggi, dharma yang paling agung”. 58 Lebih dari itu, nir-kekerasan (non¬ 
violence) adalah kualitas pikiran... Menjadi seorang penganut nir- 
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kekerasan (non-violence) berarti dia mampu memberikan cinta bahkan 
kepada musuh. Dia harus bisa berbuat baik kepada orang yang telah 
menyakitinya. Dia harus mampu membalas tindak kejahatan dengan 
tindak kebaikan. Semua itu bukanlah sesuatu yang aneh, tetapi itu 
merupakan kewajiban yang melekat pada seseorang secara alamiah ”. 59 

Identifikasi makna ahimsa dengan cinta bisa dilihat dalam seluruh 
tulisan Gandhi. Harus diakui, makna tersebut sangat dekat dengan konsep 
Kristen tentang derma (charity) . 60 “Inti dari nir-kekerasan (non-violence) 
adalah kekuatan diri untuk beramai atau melakukan derma. Pauline 
memaknai ahimsa sebagai ‘cinta’, dan pemaknaan ini serupa dengan 
pemaknaan yang dilakukan St. Paul, meskipun saya tahu bahwa St. Paul 
memiliki definisi yang sangat bagus terhadap semua hal yang terkait 
dengan tujuan-tujuan praktis .” 61 

Prinsip dasar dari gagasan ahimsa adalah penghormatan tertinggi 
terhadap setiap manusia tanpa memandang apa yang telah dia lakukan. 
Menurut Gandhi: 

Manusia dan perbuatannya adalah dua hal yang berbeda. Suatu 
perbuatan baik akan menimbulkan kebaikan, dan perbuatan jahat 
akan menimbul keburukan. Tetapi, sang pelaku perbuatan tersebut, 
apakah berbuat baik ataupun jahat, senantiasa berhak untuk 
mendapatkan penghormatan sebagaimana pantas dia menerimanya . 62 

Kita tidak boleh melukai seseorang karena tindakan melukai orang 
lain itu, pada dasamya, sama dengan melukai diri kita sendiri, karena 
kita semua adalah anak'anak dari Tuhan yang sama, yaitu Sang Pencipta 
Yang Maha Tunggal. Dan kita semua diberkati dengan kekuatan suci 
yang sama. Maka, perlawanan terhadap tindak kejahatan atau tatanan 
sistem yang jahat harus dipandang secara jelas. Dan kita harus benar- 
benar mampu memisahkan antara pelaku dari perbuatan tertentu atau 
sang kreator dari sebuah sistem. Lebih jauh lagi, Gandhi menjelaskan 
dan menekankan hal tersebut secara khusus dan berulang-ulang. Hal ini 
sangat penting, terutama apabila dikaitkan dengan konteks perjuangan 
meraih kemerdekaan di mana nir-kekerasan (non-violence) benar-benar 
harus diuji dalam skala yang sangat luas. 

Kita memang harus melawan dan menyerang sebuah sistem. Tetapi, 
melawan dan menyerang pelaku dari sistem tersebut sama halnya kita 
melawan serta menyerang diri kita sendiri. Bagi kita, kita semua adalah 
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rumput-rumputan dan semak belukar yang tumbuh dari tanah yang sama. 
Kita semua adalah anak-anak dari Tuhan yang sama, yaitu Sang Pencipta 
Yang Maha Tunggal. Dan kekuatan suci adi-manusiawi yang meliputi 
kita sama-sama tiada berbatas. Tatkala kita melihat penampakan suatu 
makhluk, pada saat yang sama kita juga tengah melihat pengejawaritahan 
Keagungan Yang Suci (Tuhan). Maka, melukai suatu makhluk sama 
artinya dengan melukai Tuhan, dan melukai seluruh dunia. 63 

Dengan demikian, Gandhi menekankan pentingnya sebuah pema- 
haman yang utuh tentang penghapusan kekerasan dengan segala bentuk- 
nya. Baik kekerasan yang ada dalam pikiran, kata, ataupun perbuatan, 
kekerasan tersembunyi maupun secara terang-terangan. 64 Kekerasan, apa 
pun bentuknya, merupakan ancaman dan serangan terhadap kemanusia- 
an, baik dikaitkan dengan pelaku kekerasan itu sendiri maupun dengan 
korban kekerasan. Bagi Gandhi, upaya pensucian-diri {self-purification) 
dari segala bentuk kekerasan adalah langkah pertama dan utama bagi 
setiap orangyang mentahbiskan diri sebagai penganut nir-kekerasan (non¬ 
violence). 65 

Kesamaan substansial antara sikap Gandhi dan ajaran Katolik terlihat 
sangat nyata, sebagaimana digambarkan dalam sabda Paus Yohanes Paulus 
II: “Kekerasan senantiasa melahirkan ancaman dan serangan. Dan itu 
semua merupakan penghinaan atas kemanusiaan, baik kepada manusia 
yang melakukan kekerasan itu sendiri maupun terhadap korban yang 
menderita karena kekerasan tersebut”. 66 

Dalam ajaran Gandhi, nilai-nilai ahimsa ini menjadi basis dan 
karakter utama dari seluruh pencariannya atas kebenaran. Ajaran ini 
tercermin dalam sikap bahwa amal perbuatan harus didasarkan atas dan 
diilhami oleh semangat ahimsa , yakni cinta. Tetapi, persoalannya sekarang 
adalah bagaimana karakter tersebut bisa diejawantahkan dalam praktek 
hidup keseharian? Jawaban yang sangat praktis atas persoalan ini adalah 
introspeksi. “Seseorang yang setia berpegang pada ajaran nir-kekerasan 
(non-violence) akan selalu dan otomatis menghadirkan cahaya pencarian 
atas kebenaran ke dalam dirinya sendiri. Dengan cahaya itu dia akan 
meniti dan menemukan sikap dan cara yang paling tepat dalam melayani 
dan memperlakukan orang lain -lebih luas lagi sesama manusia- sebagai¬ 
mana dia juga mensikapi perlakuan orang lain terhadap dirinya”. 67 Untuk 
sampai pada ranah ini, seseorang harus melebur dalam proses pencarian 
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secara total dan terus-menerus. Proses ini bukanlah sesuatu yang setengah- 
setengah, tetapi merupakan proses yang melibatkan keseluruhan dan 
keutuhan aktivitas manusia. 68 Inilah arti yang sesungguhnya dari pemak- 
naan ketika seseorang menerima ajaran nir-kekerasan (non-violence) 
sebagai syahadat (kesaksian) dalam hidupnya. 

“Nir-kekerasan (non-violence) sebagai syahadat adalah totaUtas yang 
hams meliputi keseluruhan aktivitas kehidupan. Saya tidak bisamengata- 
kan bahwa saya adalah penganut nir-kekerasan (non-violence) dalam segala 
aktivitas yang terkait dengan pribadi saya, sementara pada saat yang sama 
kita melakukan kekerasan terhadap orang lain. H&l ini sama artinya 
dengan sekedar menjadikan prinsip nir-kekerasan (non-violence) sebagai 
sebuah kebijakan atau strategi, bukan sebagai sikap hidup. Inilah nilai 
dasar dari nir-kekerasan (non-violence) sebagai sebuah syahadat hidup. 
Gandhi selalu berjuang untuk menyebarluaskan nilai ini ke seluruh 
India, meskipun tidak banyak orang yang mendukung cara pandang 
tersebut. 

Sementara itu, ahimsa adalah kategori sebuah amal perbuatan. Pada 
saat yang s ama, amal perbuatan itu senantiasa bersifat aktif dan hams 
selalu disandingkan dengan prinsip kebenaran, karena kebenaran dan 
ahimsa adalah dua sisi dari mata uang yang sama dan merupakan pengeja- 
wantahan dari realitas yang sama. Keduanya saling terkait dan jalin- 
menjalin. Sangatlah mustahil kita berlaku sebagai pencari dan penemu 
kebenaran tetapi pada saat yang sama kita mengabaikan ahimsa. “Ahimsa 
dan kebenaran”, kata Gandhi, “keduanya saling terkait. Dalam praktek- 
nya, kita tidak mungkin melepaskan dan memisahkan antara keduanya. 
Keduanya sama seperti dua sisi dari mata uang yang sama.. .” 69 

Dalam kesatuan yang tak terpisahkan antara kebenaran dan ahimsa, 
ahimsa adalah jalan atau cara yang hams ditempuh dalam mencapai suatu 
tujuan, yaitu kebenaran. Oleh karena itu, ahimsa adalah kewajiban ter- 
tinggi seorang manusia. Dalam kata-kata Gandhi: “.. .ahimsa adalah jalan 
dan Kebenaran adalah tujuannya. Jalan atau cara itu harus selalu lekat 
dalam langkah kita, dan dengan demikian ahimsa menjadi kewajiban 
kita yang tertinggi... manakala kita tengah menapak di jalan atau cara 
yang tengah kita tempuh, pada saat yang sama kita juga semakin 
mendekati dan kian sampai pada tujuan kita, cepat atau lambat”. 70 



Kesejahteraan Integral dan Landasan Moralnya ♦ 65 

Kesatuan yang tak terpisahkan antara kebenaran dan ahhnsa, antara 
tujuan dan cara, memberikan petunjuk dan isyarat yang jelas atas pema- 
haman tentang teorl “tentang metode”(theory of means ) menurut Gandhi. 
Apa yang ada dalam kuasa kita, dan apa yang perlu kita perhatikan adalah 
bagaimana kita menentukan pilihan cara yang tepat dan menerapkannya 
dengan tepat pula. Tujuan adalah sebuah kepastian, karena pada dasamya 
cara dan tujuan merupakan istilah-istilah yang dapat saling dipertukarkan 
(convertible). Keyakinan ini merupakan cerminan dari sikap Gandhi, 
sebagaimana halnya ketika dia menegaskan bahwa tidak ada pilihan lain 
yang terbuka untuk manusia, karena “Kebenaran adalah satu-satunya 
tujuan yang harus dicapai oleh manusia. Kemudian, Kebenaran itu tidak 
akan bisa dan tidak akan pemah bisa diraih kecuali dengan jalan nir- 
kekerasan (non-violence ).” 71 

Ajaran tentang ahimsa yang digambarkan Gandhi tidak terbatas 
hariya untuk manusia saja. “Nir-kekerasan (non-violence) yang sesung- 
guhnya adalah peniadaan hasrat dan kehendak untuk membunuh semua 
makhluk hidup”. 72 Prinsip nir-kekerasan (non-violence) itu harus diberlaku- 
kan terhadap seluruh makhluk. Kemudian, di sini kita jumpai beberapa 
hambatan serius ketika kita mencoba mengaplikasikan ajaran tersebut 
secara total dalam kehidupan sehari-sehari. Gandhi menyampaikan solusi 
atas problem tersebut dalam ungkapan berikut ini: 

Manusia tidak bisa hidup, meskipun hanya sebentar, tanpa melaku- 
kan tindakan himsa (kekerasan). Contoh yang paling nyata dari 
aktivitas hidupnya - makan, minum dan berjalan - sedikit banyak 
pasti menimbulkan tindak himsa, perusakan atas hidup makhluk 
lainnya. Tetapi, itu semua bisa dibatasi dengan waktu yang sangat 
singkat. Oleh karena itu, seorang penganut ahimsa yang setia tetap 
sanggup mempertahankan keyakinannya apabila buah dari seluruh 
amal perbuatannya adalah cinta kasih. Apabila dia mampu meng- 
hindarkan dirinya dengan cara sebaik mungkin yang dia mampu, 
sehingga dia bisa terhindar dari tindakan melukai makhluk yang 
paling lemah sekalipun... Dia akan senantiasa tumbuh dalam 
pengendalian-diri dan penuh cinta kasih. Meskipun demikian, dia 
tidak akan pemah benar-benar bisa terbebas dari berbuat himsa . 73 

Gandhi menolak dengan tegas tuduhan bahwa nir-kekerasan (non¬ 
violence) adalah prinsip untuk orang yang lemah. 74 Gandhi menjelaskan 
dan menunjukkan bahwa nir-kekerasan (non-violence) hanya dapat 
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diterapkan oleh manusia yang berjiwa besar dan kuat. Nir-kekerasan (non¬ 
violence) dari seseorang yang penakut bukanlah nir-kekerasan (non-vio¬ 
lence) yang sesungguhnya. “Nir-kekerasan (non-violence) yang lahir dari 
rasa takut atau kelemahan diri bukanlah. nir-kekerasan (non-violence) 
sejati. Seseorang yang benar-benar bisa disebut sebagai penganut nir- 
kekerasan (non-violence) adalah mereka yang memadukan antara kekuat- 
an dan energi”. 75 

“Nir-kekerasan (non-violence)... adalah perwujudan sempuma dari 
jalan kemanusiaan. 76 Karena itu, adalah sesuat;u yang mustahil apabila 
seseorang bisa menerapkan ahimsa tanpa memiliki keberanian dan telah 
terbebas dari ketakutan. Tindak kepengecutan adalah sebuah kejahat- 
an. 77 Karena itu Gandhi mengatakan bahwa “ketika kita dihadapkan 
hanya pada satu pilihan antara kepengecutan dan kekerasan, dengan 
sangat tetpaksa saya akan menyarankan untuk memilih kekerasan...” 
Bagi Gandhi, keberanian bersikap ini adalah hal paling utama dari 
terbebasnya seseorang terhadap rasa takut. Lebih jauh lagi, keberanian 
tersebut juga berarti kesiapan dan kesediaan seseorang untuk berkorban 
dalam perjuangan meraih kebenaran dengan meniti jalan ahimsa . 16 Uraian 
tersebut sekaligus mengantarkan kita pada tema berikutnya, yaitu 
semangat pengorbanan dan melayani. 


3.3. Semangat Berkorban dan Melayani 

• Lantas, apa makna nir-kekerasan (non-violence) ketika dihadapkan 
pada situasi yang menyebabkan kekerasan terhadap kemanusiaan? 
Jawaban atas pertanyaan ini tidak lain adalah kesadaran untuk menang- 
gung penderitaan-diri (self-suffering). Kesediaan untuk menanggung 


an tanpa perlawanan terhadap situasi kekerasan, tetapi lahir dari tekad 
perlawanan melalui penolakan bekeija sama, dalam bentuk apa pun, 
dengan kehendak pelaku kejahatan. 

• Nir-kekerasan (non-violence) dalam kondisi dinamisnya memiliki 
makna kesadaran-diri untuk menanggung penderitaan yang lahir dari 
siVap pengorbanannya. Sikap ini tidak berarti sama dengan tunduk dan 
pasrah tanpa perlawanan terhadap kehendak pelaku-kejahatan. Tetapi, 
nir-kekerasan (non-violence) itu harus dimaknai sebagai pengorbanan- 
diri ( self-suffering) seseorang, dengan keseluruhanjiwanya, dalam rangka 
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menentang hasrat sang tiran. Itu semua adalah suatu keniscayaan. Dengan 
mengacu pada semangat nir-kekerasan (non-violence), individu seorang 
diri pun memiliki peluang untuk melakukan perlawanan terhadap sebuah 
kerajaan yang tangguh tetapiberwatak tiran. Dia seorang diri, demi mem- 
pertahankankan kehormatan dirinya, siap menentang ketidak-adilan . 79 

Sekali lagi, jiwa yang siap berkorban dalam penderitaan-diri adalah 
makna ahimsa dalam artian positif dan aktif, yaitu cinta. Cinta adalah 
hukum bagi kehidupan kita . 80 Dan ujian yang nyata dari cinta adalah 
kerelaan untuk berkorban dan siap menerima pengorbanan demi tercapai- 
nya kebenaran . 81 Gandhi meyakini bahwa pengorbanan bisa menjadi solusi 
yang sangat mujarab dan ajaib dalam mengatasi berbagai keadaan. 
Keyakinan inilah yang menjadi pijakan dari ajaran-ajarannya di ranah 
dunia religius . 82 

Kemudian, sebagaimana sebuah pelatihan sangat dibutuhkan dalam 
seni aplikasi kekerasan, begitu juga halnya dengan pelatihan juga sangat 
dibutuhkan dalam menegakkan seni nir-kekerasan (non-violence) . Pelatih¬ 
an dalam semangat nir-kekerasan (non-violence) adalah pelatihan tentang 
kerelaan dan kemampuan untuk melakukan pengorbanan-diri (self-suf¬ 
fering). 

Sebagaimana halnya seseorang harus belajar tentang bagaimana seni 
membunuh dalam pelatihan untuk melakukan kekerasan, seseorang juga 
harus belajar seni agar sanggup bersedia mati dalam rangka pelatihan 
untuk nir-kekerasan (non-violence)... Seorang penganut nir-kekerasan 
(non-violence) harus mampu mengembangkan kerelaan untuk menempuh 
pengorbanan hingga bentuk yang tertinggi, yaitu membebaskan diri dari 
belenggu rasa takut . 83 

Sebagaimana halnya ketundukan pasif atas situasi ketidakadilan 
bukanlah bagian dari semangat rela berkorban dan menderita, Gandhi 
juga menegaskan tentang adanya perbedaan motivasi dari proses kedua- 
nya. Kesediaan untuk menderita dan berkorban sesungguhnya merupa- 
kan bagian dari perlawanan aktif terhadap kejahatan. Semangat pengor¬ 
banan menjadi dasar bagi perjuangan demi melindungi martabat dan 
kehormatan diri individu, bahkan seluruh bangsa, meskipun pengorbanan 
itu menuntut nyawa sebagai taruhannya. 

Meskipun doktrin tentang pengorbanan dan kesediaan menanggung 
penderitaan barangkali tidak terlalu menarik bagi manusia modern, 
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setidaknya di jaman ini kita masih memerlukan pemikiran dan acuan 
yang meniscayakan bahwa semangat pengorbanan diri (self 'Suffering), 
babkan pengorbanan jiwa dan raga, demi menguatkan integritas spiri- 
tualitas kita merupakan sebuah keharusan yang mesti ditempuh oleh 
individualitas kita. 84 

Bagi Gandhi, pengorbanan juga meliputi semangat untuk melayani. 
Lebih tepatnya, pengorbanan itu merupakan semangat melayani itu 
sendiri, 85 karena “cinta yang tertinggi...adalah ahimsa, yaitu pelayanan 
tertinggi.” 86 Sesungguhnya, jiwa raga ini dicipta dan diadakan semata- 
mata demi menjalankan pelayanan. “Demikianlah, melayani itu bukan 
sekedar roti dalam hidup kita. Bagi kita, melayani adalah makanan pokok 
dalam hidup ini. Kita makan dan minum, tidur dan teijaga, itu semua 
semata-mata demi menjalankan pelayanan terhadap sesama”. 87 

Gandhi menyadari bahwa hidup dengan menegakkan semangat 
melayani menuntut Sebuah pengorbanan yang sangat besar. Karena itu, 
dia berulangkali menegaskan kepada para pengikutnya untuk bisa meraih 
semangat itu sehingga mampu menyediakan duinya secara total demi 
tugas pelayanan terhadap kemanusiaan. Sesuatu yang khas dari semangat 
melayani adalah bahwa jika kita menunaikan pelayanan tanpa pairyih, 
hidup kita akan dipenuhi kebahagiaan* karena “pelayanan, sebagaimana 
kebajikan, tidak pernah menuntut balas ataupun penghargaan”. 88 Pahala 
yang diharapkan dari pelayanan adalah semangat melayani itu sendiri . 

Jika sebuah pengorbanan demi tugas pelayanan tersebut tidak 
melahirkan kebahagiaan, maka di dalamnya tidak akan tumbuh gerak 
dinamis, dan semangat itu tidak akan bisa berkeinbang dan bertumbuh. 
“Satu hal yang ingin saya tandaskan,” kata Gandhi, “...adalah bahwa 
seseorang yang sudah bertekad lebur dalam pengorbanan dan pelayanan, 
dalam dirinya tidak lagi ada penderitaan yang dirasakan. Pengorbanan 
dan pelayanan yang tulus menjadikan hilangnya rasa sakit dan derita. 
Pengorbanan akan mensucikan semua rasa sakit, dan semuanya akan 
bermuara pada kebahagiaan sejati". 89 

Bagi Gandhi secara pribadi, semangat melakukan pelayanan 
sesungguhnya memiliki motif religius yang sangat kuat. Dia menyadari 
hal tersebut, hingga akhimya dia berkeyakinan bahwa pengorbanan dan 
pelayanan adalah manifestasi nyata dari semangat ke-Tuhan-an. Dalam 
keseluruhan hidupnya, Gandhi mendedikasikan dirinya untuk berkorban 
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dan melayani. Sesungguhnya, semua itu dia lakukan dalam rangka pen- 
canannya atas Tuhan. Gandhi berucap, “Manakala saya mendapati diri 
saya ini betul-betul tengah larut dalam tugas pelayanan terhadap 
masyarakat, motivasi paling kuat yang mendasari hasrat saya adalah 
keinginan untuk mewujudkan kesadaran-diri (self-realisation). Saya telah 
menjadikan agama sebagai semangat pengorbanan dan pelayanan itu 
sendiri, sebagaimana saya menyadari bahwa Tuhan bisa dicapai hanya 
melalui jalan pengorbanan dan pelayanan terhadap sesama ”. 90 

3.4. ToleransiBeragama 

Gandhi memiliki pandangan bahwa pluralisme beragama akan selalu 
ada di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa persepsi kita tentang manifes- 
tasi-manifestasi Tuhan itu bisa berbeda. Gandhi berkata: 

Manakala kita melihat alam raya seisinya, kita akan mendapati bahwa 
alam itu dipenuhi dengan berbagai perbedaan. Demikian halnya 
ketika kita dihadapkan pada manifestasi-manifestasi Tuhan. 
Sehingga, Tuhan yang sesungguhnya tunggal bisa dimaknai secara 
bermacam-macam. Berharap bahwa akan tiba suatu masa dalam 
sejarah ras manusia di mana seluruh manusia di dunia ini hanya 
memeluk satu agama dan berpegang pada satu kepercayaan yang 
sama, menurut saya, itu sama halnya dengan melawan hukum alam. 
Hukum alam yang mensyaratkan keragaman, apabila dipaksa untuk 
disamakan, pasti akan berujung pada kekacau-balauan... Oleh 
karena itu, perbedaan agama dan keyakinan adalah satu fenomena 
yang tidak bisa dielakkan . 91 

Gandhi bisa memahami sebuah prinsip yang menegaskan bahwa di 
dunia ini hanya ada satu agama yang sempuma , 92 sebagaimana dia mema- 
hami prinsip keesaan Tuhan. Tetapi, realitas mengatakan bahwa pikiran 
kita menerima dan memahami Tuhan Yang Esa dan penyembahan 
terhadap Dia dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda. Hal tersebut 
melahirkan perbedaan-perbedaan dalam hal keyakinan dan agama. 
Manusia itu sendiri adalah makhluk yang tidak sempuma. Demikian 
halnya dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, itu juga tidak 
sempuma. Oleh karena itu, dalam ketidak-sempumaan pemahaman ini 
pasti muncul kemungkinan menginterpretasikan kembali sebuah agama . 93 
Apabila hal itu terjadi, maka keteguhan sikap nir-kekerasan (non-vio- 
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lence) dan sikap keberagamaan yang tepat adalah tolerarisi. Sikap toleran 
ini harus bisa menenggang keyakinan orang lain, yang mungkin ber- 
beda. 94 

Kebenaran, sebagaimana halnya Tuhan, memiliki ribuan aspek 
perbedaan. Oleh karena itu, saya tidak bisa bersikukuh bahwa pandangan 
saya tentang kebenaran adalah satu-satunya yang benar, sedangkan 
pandangan orang lain salah. Berpijak pada kesadaran inilah kemudian 
saya menyadari bahwa kita hams bertekad untuk mewujudkan abad saling 
toleransi dan saling mencintai. 95 

Toleransi yang dipegang teguh Gandhi berimplikasi pada sikap untuk 
tidak membeda-bedakan agama apa pun yang dianut oleh seseorang. 
Sebaliknya, seorang pencari kebenaran hams memiliki penghormatan 
tinggi kepada semua agama. 96 Sikap toleran akan membuat seseorang 
lebih arif, dan kecintaan kepada agama yang dianutnya juga lebih mumi. 
“Toleransi akan semakin memperkaya pandangan spiritualitas kita, yaitu 
pandangan beragama yang jauh dari fanatisme... Pengetahyan agama 
y ang sejati akan menghancurkan sekat-sekat antarkeyakinan yang satu 
dengan keyakinan lainnya. Menumbuhkan semangat toleransi pada 
keyakinan orang lain akan menjadikan kita sampai pada pemahaman 
yang lebih mendalam. Toleransi akan mengantarkan kita untuk lebih 
meyakini keyakinan yang kita dianut. 97 

Meskipun Gandhi mengakui bahwa “semua agama lahir dari 
semangat ke-Tuhan-an,” 98 dia tidak percaya bahwa agama yang dianut¬ 
nya adalah satu-satunya wahyu yang disucikan. Di mala Gandhi, semua 
ag ama besar di dunia memiliki deraj at yang setara. Agama lebih dilihat 
sebagai bentuk pemahaman atau cara pandang manusia, yakni, sebuah 
upaya kemanusiaan untuk mencapai Tuhan. 

Kata Gandhi, “Kita harus hidup sesuai dengan jalan yang kita 
tempuh, cahaya yang kita ikuti. Tetapi, kita hams tetap berbagi dengan 
sesama dalam rangka mencapai yang terbaik. Dengan demikian, kita 
hams senantiasa memperkaya diri dengan berbagai ajaran dan upaya 
manusia untuk sampai kepada Tuhan”. 99 “Maka, sesuatu yang kita cari 
dan upayakan bukanlah kesatuan agama. Tetapi, yang mesti kita kern- 
bangkan adalah toleransi atas tujuan kita yang sangat mungkin berbeda- 
beda”. 100 Sikap toleransi serriacam ini membuat Gandhi selalu merasa 
berada di mmahnya sendiri, walau ke manapun dia pergi. “Karena, saya 
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menghargai semua agama dengan penghargaan yang sama, sebagaimana 
saya menghormati agama yang saya anut ”. 101 

Demikianlah, toleransi yang dikembangkan Gandhi bukanlah tole- 
ransi berjenjang, yakni sebuah toleransi yang di dalamnya masih menyim- 
pan anggapanbahwa keyakinannya lebih baik daripada keyakinan orahg 
lain, meskipun dia bisa menerima perbedaan tersebut. Toleransi Gandhi 
adalah semangat penghormatan sejati kepada semua agama dan mem- 
bangun persaudaraan sejati antara penganut agama yang berbeda- 
beda . 102 

Pendekatan yang dilakukan Gandhi sangat relevan dengan situasi 
negeri India, di mana di negeri ini tumbuh berbagai agama yang peng- 
anutnya hidup sating berdampingan. Gandhi menyadari betul bahwa 
persatuaii India bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan secara politis. 
Persatuan itu harus diciptakan melalui kesatuan hati dari jutaan orang 
yang menganut agama dan keyakinan yang bebeda. Kesatuan komunal 
semacam ini menjadi item utama dalam Constructive Program yang 
dipelopori Gandhi. Kesatuan dan persatuan sejati inilah yang akan 
memerdekakan India dan membangun kembali negeri tercinta . 103 

Setelah melihat berbagai uraian tentang pemikiran Gandhi, sese- 
orang barangkali akan bertanya apa relevansi semua ajaran Gandhi 
dengan persoalan ekonomi. Bagaimana nilai-nilai kebajikan yang di- 
kembangkan Gandhi bisa diintegrasikan dengan aktivitas-aktivitas 
eknomi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bahwa nilai- 
nilai kebajikan itu harus diraih, dilestarikan dan dikembangkan dalam 
semua aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Karena, dengan 
cara inilah kesejahteraan seutuhnya bagi seluruh manusia bisa tercapai. 
Bernard Haring mengatakan: 

Sungguh tidak mudah bagi kita untuk merumuskan norma-norma 
etis secara konkret sebagai pijakan aktivitas ekonomi. Tetapi, manusia 
ekonomi dapat mencari nilai-nilai kebajikan sejati. Kita bisa memperdalam 
pengetahuan tentang nilai-nilai etis itu. Sehingga ekonomi bisa menjadi- 
kan semua orang lebih bermartabat. Nilai-nilai etis akan mengantarkan 
kita kepada kemerdekaan, kesetiaan dan solidaritas sejati. Sebagai 
manusia ekonomi, kita harus menatap tanggung jawab sosial-ekonomi 
ini dalam cahaya yang di dalamnya dipenuhi dengan pengabdian terhadap 
kemanusiaan . 104 
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Catatan-catatan 

* Bandingkan dengan CWMG, Vol. XIH, hal. 310-316.- 

2 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXV, hal. 125-126. 

3 CWMG, Vol. Vm, hal. 257-258. 

Dengan mengacu pada hukum ekonomi di mana dalam melakukan 
pembelian dengan harga semurah mungkin dan menjual dengan harga setnahal 
mungkin, Gandhi mengatakan, “Praktek ini merupakan salah satu hukum yang 
paling tidak manusiawi, yang ditetapkan oleh para ekonom modem. Kita sebagai 
umat manusia tidak bisa diatur dengan hukum yang mendasarkan pada 
pertimbangan-pertimbangan yang kotor dan kasar. Seseorang berkebangsaan 
Inggris lebih suka untuk membayar tenaga kerja dari Inggris dengan upah yang 
lebih mahal (dan sudah sepantasnya) daripada upah yang diberikan kepada 
buruh berkebangsaan Italia. Upaya untuk memberlakukan upah buruh yang 
murah di Inggris akan melahirkan revolusi... Ekonomi yang mengabaikan 
pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan ibarat patung lilin yang 
sama sekali tidak mirip dengan obyek aslinya.” (CWMG, Vol. XXI, hal. 357.) 

4 CWMG, Vol. VHI, hal. 258. 

5 Menurut Gandhi, dua aftrmasi ini memiliki makna berbeda. Lihat hal. 69 
(dibuku aslinya). 

6 CWMG, Vol. XXXIX, hal. 203. 

7 CWMG, Vol. XXI, hal. 290. 

8 CWMG, Vol. LXXVffl, hal. 174. 

9 CWMG, Vol. LXII, hal. 241. 

10 CWMG, Vol. LXV, hal. 74. 

" L. J. LEBRET O. E, Dynamique Concrete du Development, Paris; Economic 
et Humanisme, Les Editions Ouvrieres, 1961, hal. 28. 

12 Bernard HARING, Free and Faithfull in Christ, Vol 3, Middlegreen, Slouth; 
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Tatanan Ekonomi 


I. Gagasan-Gagasan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan 

Integral 

1.1. Prinsip Nir-kekerasan (Non-violence) 

Pemikiran Gandhi tentang ekonomi memberikan posisi sentral bukan 
pada kekayaan, tetapi pada manusia. “Pertimbangan tertinggi adalah 
manusia,” kata Gandhi. 1 Dalam halini, yang dimaksudkan Gandhi adalah 
personal individu manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki 
martabat dan kebebasan harus mendapatkan tempat yang selayaknya, 
apa pun harga yang mesti dipertaruhkan. Dengan mengatakan hal 
tersebut, Gandhi tidak bermaksud mendukung prinsip individualisme 
atau anarki. Ketika Gandhi memahami individu sebagai pertimbangan 
tertinggi, dia ingin meletakkan pondasi yang paling kuat untuk 
mewujudkan masyarakat yang sehat. Karena, ketika individu-individu 
manusia tidak diperhatikan lagi, lantas apa yang tertinggal dari sebuah 
masyarakat? 

Kemerdekaan individu itu sendiri bisa mengantarkan seorang 
manusia ke dalam penyerahan dirinya secara suka rela. Dia benar-benar 
tulus terlibat dalam aktivitas pelayanan terhadap masyarakat. Apabila 
kemerdekaan direbut dari manusia, manusia akan menjadi robot, dan 
masyarakat akan menuju ke jurang kehancuran”. 2 

Dalam buku ini kita tidak akan mengalami kesulitan untuk melihat 
bagaimana ajaran Gandhi sangat erat kaitannya dengan ajaran sosial 
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yang termuat dalam tradisi klasik Gereja. Ajaran tersebut berkisar pada 
pokok individu manusia sebagai pondasi dan tujuan dan semua institusi 
sosial. Poin utama ajaran ini,” tulis Paus Yohanes XXIII dalam Risalah 
Mater et Magistra, “adalah bahwa individu manusia merupakan pondasi 
yang sangat penting. Dia menjadi sebab dan tujuan dari keberadaan semua 
institusi sosial. Sejauh mungkin, apa pun yang kita lakukan hams mengacu 
pada prinsip kemanusiaan, baik secara sosial maupun alamiah...” 3 
Pemyataan ini dipertegas oleh Second Vatican Council , bahwa individu 
manusia adalah referensi utama bagi seluruh aktivitas ekonomi dan 
kehidupan sosial, “karena manusia adalah sumber daya utama, sentral, 
dan tujuan dari semua aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial”. 4 

Dengan tetap menjadikan individu manusia sebagai petimbangan 
tertinggi, Gandhi menolak teori sosial utilitarian, sebuah teori yang 
menginginkan kebaikan yang terbesar bagi kaum yang terbanyak. 55 
Gandhi bisa menerima prinsip ini hanya apabila kebaikan yang terbesar 
itu dipemntukkan bagi semua manusia. Karena, prinsip itulah yang selaras 
dengan semangat nir-kekerasan (non-violence). 6 Berkaitan dengan hal 
ini, Gandhi menulis: 

Kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa seorang penganut 
ahimsa yang setia akan senantiasa berjuang demi mewujudkan ke¬ 
baikan terbesar untuk semuanya, dan dia rela mati untuk mewujud¬ 
kan cita-citanya itu. Karena itu, dia akan merelakan kematiannya, 
apabila memang dengan cara itu orang lain bisa mempertahankan 
hidupnya. Dia akan menyerahkan dirinya meski hams menempuh 
kematian. Kebaikan terbesar untuk semuanya pasti akan menjadi 
kebaikan terbesar bagi sebagian manusia. Dengan demikian, seorang 
penganut ahimsa dan penganut utilitarian akan bertemu pada beberapa 
kesamaan... Tetapi, pada saatnya mereka juga akan sangat berbeda, 
dan perbedaan ini tidak bisa dielakkan. Karena, logika seorang 
penganut utilitarian tidak pemah sampai pada semangat pengorbanan- 
diri (self-suffering). 7 

Memberikan pertimbangan tertinggi untuk manusia dan berjuang 
demi kebaikan terbesar untuk semuanya, termasuk dalam bidang ekonomi, 
adalah prinsip yang dimaksudkan Gandhi sebagai konstmksi ekonomi 
yang didasarkan pada prinsip nir-kekerasan (non-violence). Dalam ranah 
ekonomi, eksploitasi adalah esensi dari kekerasan, dan di dalam eksploitasi 
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ini tidak akan pemah ada ruang bagi pemerataan produksi dan peme- 
rat fian kema km uran. Semangat nir-kekerasan (non- violence) secara aktif 
dan positif atau ahimsa adalah cinta. Oleh karena itu, gagasan-gagasan 
ekonomi Gandhi berpijak pada esensi cinta ini. 

Gandhi juga menolak teori “motif ekonomi semata-mata demi 
ekonomi” dari Adam Smith (1723-1790). Adam Smith dan para peng- 
ikutnya mengajarkan bahwa ekonomi manusia tidak memerlukan 
landasan moral atau ajaran etis, karena ekonomi bisa bersandar semata- 
mata pada kepentingan-diri/pribadi (self-interest) dari setiap individu. 8 
Mereka meyakini bahwa mekanisme pasar bebas dan keseluruhan 
kepentingan-diri/pribadi ( self-interest ) dari setiap individu akan tumbuh 
menjadi sebuah harmoni yang utuh, dan pada akhimya akan men- 
datangkan kemanfaatan bagi semua. 

Setiap individu senantiasa mengusahakan dirinya sendiri untuk 
meraih keuntungan yang paling maksimal dari seluruh pengembang- 
an modal yang dia miliki. Memang, kemanfaatan yang dia miliki 
adalah untuk dirinya sendiri, dan tidak diperuntukkan bagi masyara¬ 
kat. Tetapi, ketika dia semakin belajar dan bisa membedakan antara 
kemanfaatan yang sesungguhnya dengan kemanfaatan yang kurang 
perlu, maka dengan sendirinya dia akan cenderung pada pengem- 
bangan modal yang mendatangkan kemanfaatan paling meng- 
untungkan bagi masyarakat. 9 


Meskipun Adam Smith berargumentasi bahwa pemenuhan terhadap 
kepentingan diri/pribadi ( self-interest) pada akhimya akan menuju pada 
kemanfaatan terbesar untuk seluruh masyarakat, Gandhi tidak sepakat 
dengan prinsip ini. Gandhi melihat bahwa dalam prinsip tersebut semata- 
mata mengarah pada semangat mementingkan diri sendiri yang sangat 
kasan 10 Kemudian, orang-orang dengan semangat ini akan menjadi sosok 
y ang selalu ingin mendapatkan kemanfaatan lebih dan lebih lagi, di mana 
kemanfaatan itu selalu didasarkan pada kalkulasi untung dan rugi. 


Sependapat dengan Ruskin, Gandhi berkeyakinan bahwa Tuhan tidak 
pemah mengajarkan bahwa urusan manusia harus dilaksanakan atas dasar 
prinsip untung dan rugi. Keadilan harus menjadi basis dari semua aktivitas 


manusia. 


«u 


Terkait dengan penolakan terhadap semangat mementingkan diri 
sendiri sebagai kekuatan utama yang menggerakkan aktivitas ekonomi, 
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Gandhi tidaklah sendirian. Salah satu tokoh ekonomi terkemuka di jaman 
kita, E. Fritz Schumacher mengatakan bahwa di era kontemporer ini, 
ekonomi tengah berada pada ‘pertumbuhan yang tetap’ (constant growth). 
Pandangan ini juga diperkuat oleh pemikiran Keynes. Mereka mengatakan 
bahwa penyelenggaraan ekonomi lebih didasarkan pada pemanfaatan daya 
kekuatan dari motivasi manusia untuk memperjuangkan kepentingan 
dirinya (human selfishness), bukannya berpegang pada prinsip-prinsip 
agama atau nilai-nilai tradisi kemanusiaan. 

Lebih jauh lagi, E. Fritz Schumacher dan Keynes menegaskan: 
“Apabila salah satu sumber kejahatan manusia, yakni sifat tamak dan iri 
yang berujung pada persaingan bebas itu temyata dikembangkan secara 
sistematis, maka akibat yang tidak terelakkan tidak lain adalah tum- 
bangnya supremasi akal budi.” 12 Kehancuran akal budi ini akan membawa 
manusia itu sendiri kepada penurunan harkat dan martabat manusia. 
Lebih parah lagi, manusia akan menjadi budak dari ekonomi itu sendiri. 
Menurut Schumacher, untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang sehat, 
“kita membutuhkan pendekatan yang halus, semangat nir-kekerasan (non¬ 
violence)... Kita harus ttielibatkan diri kita dalam upaya penegakan ke- 
adilan dan melihat hukum yang berlaku. Hanya inilah yang akan men- 
jadikan kita mampu untuk menjadi pencipta dan penegak perdamaian.” 13 . 

Gandhi merumuskan prinsip-prinsip dan hukum ekonomi yang tepat 
dengan mengacu pada ajaran-ajaran yang disarikan dari Kitab-Kitab Suci 
berbagai agama besar di dunia, bukannya berpegang pada risalah atau 
teori-teori ekonomi dari para ahli. 14 Penolakan terhadap motif ekonomi 
mumi, yaitu motif mementingkan kepentingan sendiri, dan penegasan 
pertimbangan faktor kemanusiaan, dalam ranah ekonomi, menurut 
Gandhi akan melahirkan dua prinsip dasar. Pertama, semangat pelayanan 
dan pengorbanan harus menjadi bagian hidup seseorang dalam 
berinteraksi dengan sesama manusia dan seluruh masyarakat. “Satu- 
satunya prinsip yang nyata, bermartabat, manusiawi,” kata Gandhi, 
“adalah kebaikan terbesar untuk semua, dan hal ini hanya bisa dicapai 
dengan totalitas pengorbanan diri.” 15 Kedua, penyelenggaraan ekonomi 
harus didasarkan pada etika. 16 Hal ini harus menjadi prinsip dasar apabila 
ilmu ekonomi benar-benar hendak diterapkan untuk mensejahterakan 
manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai moral harus menjadi bagian tak 
terpisahkan dari ekonomi “Ekonomi bisa diartikan menyimpang, manakala 
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ia mengabaikan atau tidak menghargai nilai-nilai moral. Penyebarluasan 
hukum-hukum nir-kekerasan (non-violence) dalam ranah ekonomi tidak 
lain dimaksudkan bahwa nilai-nilai moral harus menjadi faktor yang 
dipertimbangkan dalam perumusan regulasi perdagangan intemasional. 

Keseluruhan pemikiran di atas didasarkan pada keyakinan luhur 
bahwa “manusia hidup bukan untuk kekayaan, tetapi hidup manusia 
itulah yang harus dihargai.” 18 Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi 
hams benar-benar didasarkan atas dan ditujukan untuk manghargai dan 
menjujung tinggi kehidupan. Apabila un benar, hukum ekonomi yang 
sebenamya adalah bahwa manusia hams dilindungi dengan kesej ahteraan 
yang sebaik mungkin, baik kesej ahteraan jasmam maupun rokharu hams 
sama-sama berada dalam tingkat penghormatan yang tertinggi.” 19 

Kiranya tidak perlu dikatakan lagi bahwa Gereja selalu berpegang 
teguh pada prinsip keutamaan manusia dan keutamaan nilai-nilai moral, 
sebagai nilai-nilai yang menjadi pijakan manusia dalam menyelenggarakan 
berbagai urusan kemanusiaannya. Mengacu pada realitas yang sering 
terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cendemng 
semata-mata mengabdi pada semangat mementingkan diri sendin, Paus 
Yohanes Paulus II mengingatkan selumh umat manusia mengenai prinsip 
yang sangat penting. Dia menulis: 

Untuk memulihkan kesadaran akan keutamaan nilai-nilai moral, 
yang di dalamnya terkandung nilai-nilai ajaran untuk selumh umat 
manusia. Satu tugas besar yang hams kita hadapi di jaman ini adalah 
pembaruan masyarakat, yakni agar masyarakat kembali memiliki 
makna hidup yang sejati dan kembali berpijak pada nilai-nilainya 
yang fundamental. Hanya kesadaran akan keutamaan nilai-nilai 
inilah yang bisa menjadikan manusia mampu menggunakan potensi- 
potensi kemanusiaannya yang sangat besar, suatu potensi yang 
mempakan anugerah tertinggi dari Tuhan. Ilmu pengetahuan harus 
diaplikasikan dalam kerangka untuk mewujudkan kemajuan yang 
sesungguhnya bagi umat manusia, terutama demi mengantarkan 
manusia dalam mencapai kebenaran sejati, meraih kemerdekaan 
dan menegakkan harkat dan martabat dirinya. 20 

1.2. Pelestadan Nilai-NilaiKemanusiaan 

Gandhi metnandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh— 
antara tubuh dan jiwa-dan menegaskan bahwa ekonomi yang meng- 
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anggap manusia hanya terdiri dari tubuh saja, sama artinya dengan 
menyamakan manusia dengan mesin. Anggapan semacam itu harus 
diluruskan, dengan memasukkan jiwa sebagai bagian manusia yang tidak 
terpisahkan . 21 Sebaliknya, ekonomi yang mengabaikan jiwa manusia 
adalah sesuatu yang tidak bisa kita hargai, apalagi diterapkan dalam 
kehidupan. 

Manusia tidak bisa hidup dari motif ekonomi semata. Oleh karena 
itu, tatanan ekonomi yang bertujuan untukmewujudkan kehidupan yang 
layak dan manusiawi harus berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan 
dan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Pertumbuhan 
materi atau kekayaan hanyalah salah satu bagian dari kesejahteraan in¬ 
tegral. 

Secara khusus, Gandhi telah mengingatkan adanya sejumlah efek 
merusak yang ditimbulkan oleh ketidak-manusiawian sistem produksi 
modem dalam memperlakukan manusia. Adanya tuntutan efisiensi dalam 
produksi menyebabkan penurunan derajat manusia, kar ena manusia hanya 
dianggap sebagai alat atau bagian dari mesin ekonomi . 22 Hal ini harus 
dihindarkan demi kebaikan individu maupun keberlangsungan sistem 
produksi ke depan. 

Gandhi berpandangan bahwa manusia akan mampu melakukan yang 
terbaik dan menghasilkan sebanyak mungkin, bukan ketika dia berada 
dalam situasi yang penuh tekanan dan tidak manusiawi. Situasi yang 
dibutuhkan untuk hal itu adalah keadaan di mana manusia benar-benar 
dianggap sebagai individu yang penting. Dengan mengacu pada pemikiran 
Ruskin, Gandhi menulis: “Mesin yang bemama manusia tidak bisa 
digerakkan dengan bahan bakar berwujud uang (money- fuel) sehingga 
mereka bisa bekerja dengan tingkat produktivitas yang maksimum. 
Seorang manusia akan menghasilkan karya terbaiknya hanya ketika dia 
mendapatkan sentuhan kasih sayang dan berada dalam iklim yang 
dipenuhi dengan cinta kasih .” 23 

Cinta dan kasih sayang akan mendapatkan perwujudannya terutama 
melalui hubungan inter-personal, sebuah hubungan di mana pribadi 
manusia merupakan tujuan utama dan sebuah relasi yang memberikan 
perhatian tulus terhadap manusia. Relasi semacam itu akan memberikan 
kekuatan yang sangat besar untuk memotivasi produktivitas. Hal inilah 
yang ditekankan Gandhi dalam pandangan-pandangan ekonominya. 
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Berkaitan dengan semua jenis industri dan relasi-relasi bisnis, Gandhi 
berpandangan bahwa penerapan aturan dan disiplin yang keras itu sendiri 
tidak akan serta-merta meningkatkan produktivitas sebagaimana yang 
diharapkan. Apa yang paling penting adalah memberikan rasa aman dan 
jaminan kesejahteraanbagi para pekerja itu sendiri, ketika mereka berada 
dslam sistem produksi. Hal ini bisa dicapai hanya melalui kepedulian 
dan perhatian yang tulus bagi para pekerja. 24 

Berkenaan dengan pandangan tentang pentirignya cinta dan 
kepedulian, Gandhi tidaklah sendirian. Dalam sejarah tentang penge- 
tahuan organisasional, kita melihat bahwa elemen manusia bisa sangat 
diperhitungkan dan bisa juga kurang diperhitungkan. Dia bisa ditekan 
hingga ke derajat yang lebih rendah dan bisa pula diangkat ke derajat 
yang lebih tinggi. Satu contoh terbaik berkenaan dengan pengakuan 
tentang potensi produktif dari relasi kemanusiaan (human relationship) 
dalam sistem produksi bisa dilihat dalam kemunculan pemikiran Aliran 
Relasi Kemanusiaan (Human Relations School) yang dipelopori Elton Mayo. 25 

Penekanan terhadap unsur kemanusiaan digencarkan oleh antu- 
siasme pembaharuan dalam teori-teori tentang organisasi modem. Teori- 
teori itu mengakui dan menegaskan tentang kebutuhan untuk menata 
kondisi'kondisi organisasional dan metode-metode operasional sehingga 
masyarakat bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan, melalui cara 
yang paling baik, serta dengan mengarahkan upaya mereka sendiri hingga 
bisa selaras dengan tujuan organisasional. 26 

Oleh karena itu, managemen akan semakin didorong untuk sungguh- 
sungguh memperhatikan sebuah proses yang “menciptakan berbagai 
peluang, mampu mengatasi berbagai tantangan, membangkitkan 
pertumbuhan, memberikan pedoman” 27 kepada individu-individu, 
sehingga memungkinkan bagi para individu itu untuk menemukan 
lingkungan kerja yang baik. Yaitu, sebuah tempat yang menimbulkan 
rasa bahagia ketika mereka bekerja, dan dengan demikian mereka akan 
memberikan kontribusinya yang terbaik. 

Gereja selalu berseberangart dengan teori-teori ekonomi yang 
cenderung memperlakukan manusia hanya sebagai instrumen produksi. 
Perlakuan tersebut akan menimbulkan keruSakan yang tidak bisa 
dipulihkan lagi, terutama bagi martabatnya sebagai seorang manusia, 28 
demikian juga halnya dengan kesehatan jiwanya, sebagai kreator dan 
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pengatur kerja. 29 Kerja adalah satu alat di mana melalui kerja ini “manusia 
tidak hanya menurutkan naluri alamiahnya”, tetapi juga “demi mencapai 
kesempumaannya sebagai makhkuk yang berakal budi.” 30 

Oleh karena itu, setiap upaya mesti ditujukan untuk “menjadikan 
industri sebagai suatu kebajikan, di mana di dalamnya terkandung satu 
tatanan sosial tentang kerja. Tatanan tersebut akan menjadikan manusia 
yang bekerja itu “akan lebih nianusiawi dan tidak akan terdegradasi oleh 
kerja itu sendiri... terutama degradasi yang menyebabkan kerusakan 
martabat dan subyektivitas dirinya. 31 Lebih jauh lagi, Paus menyampaikan 
pemyataan yang lebih eksplisit: “Kita harus menekankan dan memuliakan 
keutamaan manusia dalam proses produksi. Jelas, kita harus berpegang 
pada prinsip keutamaan manusia atas benda-benda. 

Segala sesuatu yang terkandung. dalam konsep kapital, dalam pe- 
ngertiannya, tidak lain hanyalah sebagai kumpulan benda atau materi. 
Manusia merupakan subyek kerja, dan dia sendiri bersifat independen 
atas kerja-kerja yang dia lakukan, karena manusia itu sendiri adalah 
pribadi individu.” 32 Kebenaran tersebut tidak bisa dicapai pemenuhan- 
nya oleh bidang ekonomi, apabila tujuannya adalah kekayaan manusia. 
“Ajaran-ajaran gereja selalu mengungkapkan keyakinan yang kuat dan 
mendalam bahwa kerja manusia tidak hanya berkaitan dengan bidang 
ekonomi. Kerja itu terutama berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. 
Sistem ekonomi dan proses produksi itu sendiri dapat dikategorikan 
mendatangkan manfaat justru ketika nilai-nilai kemanusiaan benar-benar 
dihormati.” 33 

1.3. KerjaMexican Nafkah 

Dengan membaca karya-karya Tolstoy tentang kerja sebagai sumber 
mata pencaharian (Tolstoy mengistilahkannya dengan bread, labour), 
Gandhi sampai pada suatu keyakinan bahwa hukum alam telah meng- 
atur bagaimana seharusnya manusia itu hidup, sekaligus bagaimana 
mestinya manusia itu bekerja. 34 Tetapi, meskipun belum pemah mem¬ 
baca Tolstoy, gagasan tersebut sudah muncul dalam pikiran Gandhi, 
terutama sejak dia melakukan studi atas pemikiran Ruskin yang 
terkandung dalam buku Unto This Last. Kemudian, Tolstoy sekali lagi 
meyakinkan hukum alam tersebut. 
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Lebih*jauh lagi, Gandhi menyadari akan keberadaan hukum Ilahi 
bahwa manusia hams mendapatkan makanannya melalui bekerja dengan 
menggunakan tangannya sendiri. Kesadaran ini dia peroleh atas 
pembacaannya terhadap Injil 35 dan Bhagavad Gita. 36 Demikianlah, Gandhi 
selalu memiliki pijakan yang kuat dalam Kitab-Kitab Suci dan dalam 
karya-karya tokoh besar. Semua pijakan itu menjadi pedoman baginya 
ketika dia mulai mempraktekkan, mengembangkan dan menyebarluaskan 
gagasan tentang kerja mencari nafkah (bread labour ). 

Bagi Gandhi, prinsip tentang ketja mencari nafkah (bread labour) 
terutama tidak dimaknai semata-mata sebagai hukum yang dipaksakan 
dari Yang Di Atas dan kemudian ditaati dengan setengah ha.ti, tetapi 
prinsip tersebut hams dikaitkan dengan sifat dari martabat dan kesetaraan 
manusia. Di mata Gandhi, kern.cim.puan manusia untuk bekerja dan 
berproduksi itu sangat luar biasa dan menakjubkan. Bagi Gandhi, 
kehormatan manusia itu bisa dikaitkan dengan kehormatan kerjanya. 
“Seseorang yang tidak bisa menerima kerja sebagai kehormatan,” kata 
Gandhi, “dia sendiri tidak akan memiliki kehormatan.” 37 Oleh karena 
itu, Gandhi tems-menems menegaskan bahwa tidak boleh ada seorang 
pun yang memiliki hak untuk bebas dari kerja, hanya karena dia merasa 
sudah cukup kaya meskipun tidak bekerja. 

Ketidakmauan untuk bekerja merupakan penyimpangan besar dalam 
kehidupan seseorang, dan itu sama artinya dengan melebih-lebihkan peran 
uang dalam masyarakat. Manakala kita kehilangan diri kita sendiri dan 
memberi mang untuk uang, sesungguhnya kita tengah tersesat.” 38 Oleh 
karena itu, Gandhi mengundang orang-orang kaya di India untuk keluar 
dari perilaku kemewahan mereka. Gandhi menghimbau agar mereka 
segera menempatkan diri secara tepat dalam masyarakat, yaitu dengan 
melakukan kerja produktif dan dengan demikian berarti mereka telah 

memberikan contoh yang baik kepada sesama manusia. 

Menumt ajaran Katholik, kerja mempakan kewajiban manusia yang 

luhur. Kerja juga merupakan ciri dari manusia dan kemanusiaan itu 
sendiri. Kerja mempakan karakter manusia yang khas. Berkaitan dengan 
masalah kerja, Paus Yohanes Paulus II sangat menekankan hal itu dalam 
Risalah L aborem Exercens. Dalam paragraf pembukanya, kita akan 
membaca: “Sejakdariawalmula, Dia menyemkan untuk bekerja. Bekerja 
adalah salah satu karakteristik yang membedakan manusia dari makhluk 
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lainnya... Dengan demikian, keija mengandung satu ciri khas dari 
manusia dan kemanusiaan, yaitu ciri dari bagaimana seseorang berperan 
dalam masyarakatnya .” 39 

Gandhi memiliki pandangan bahwa jika prinsip keija mencari nafkah 
(bread labour) ini bisa diterima oleh seluruh manusia, termasuk orang- 
orang kaya, maka perbedaan kedudukan, kelas, dan perasaan-perasaan 
superioritas kasta beserta konflik-konflik yang ditimbulkannya bisa 
dikurangi secata drastis. Ketiadaan perbedaan tersebut akan memuncul- 
kan basis kesetaraan, sebuah pengakuan bahwa semua orang setara, karena 
semua orang mendapatkan makanannya dari hasil keringatnya sendiri. 
Dalam situasi semacam ini, meskipun orang-orang kaya masih tetap ada, 
mereka akan lebih cenderung untuk memahami diri mereka sendiri 
sekedar sebagai penjaga dari kekayaan mereka. Dan mereka akan 
menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang tepat, yaitu demi kebaikan 
bersama . 40 Ini merupakan tema yang akan dibahas lebih jauh dalam bab 
setelah ini, yaitu bab tentang perwalian ( trusteeship ). 

Bagi Gandhi, keija mencari nafkah (bread labour) adalah sebuah 
pengorbanan. Ini merupakan pengorbanan: pertama, dilihat dari sudut 
pandang bahwa keija keras itu dibutuhkan ketika seseorang harus meme- 
nuhi kebutuhan makannya sehari-hari; kedua, setiap orang diharapkan 
untuk membatasi hasrat kerja mereka hanya sebatas demi mendapatkan 
makanan mereka. Pembatasan ini akan memberikan peluang kepada 
orang lain untuk mendapatkan kesempatan juga, sehingga mereka juga 
bisa memperoleh makanan sehari-hari. Seseorang yang secara suka rela 
membatasi dirinya dari keinginan keija secara berlebihan dan dengan 
sadar membatasi demi memberikan kesempatan bagi sesamanya oleh 
Gandhi dilukiskan sebagai bentuk pengorbanan tertinggi . 41 Semua 
orang yang bekeija dengan tubuh dan pikirannya serta menjadikan keija 
sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang ditujukan untuk 
kebaikan bersama, Gandhi menyebutnya dengan keija yang didasari 
cinta. 

Gandhi menekankan bahwa manusia tidak boleh mendapatkan 
nafkah untuk kehidupan sehari-harinya dengan semata-mata meng- 
andalkan keija intelektual. “Kebutuhan-kebutuhan tubuh harus dipenuhi 
oleh tubuh itu sendiri .” 42 Dia berpegang teguh pada prinsip ini. Bahkan, 
hal ini menjadi acuan ketika dia menyiapkan satu prasyarat yang esensial 
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mengenai hak pilih di Partai Konggres. “Formula saya,” kata Gandhi, 
“siapa yang tidak bekerja, dia tidak memiliki hak pilih.” 43 

Hal lain yang menjadi alasan penting bagi penekanan Gandhi atas 
kerja mencari nafkah (bread labour) bisa ditelusuri dalam kondisi sosial- 
ekonomi negeri India. Di mana, sekelompok minoritas orang-orang kaya 
tidak mau melakukan kerja-kerja manual, sementara, di sisi lain, sebagian 
besar orang- orang yang sangat miskin harus mengemis demi mendapatkan 
makanan. Padahal, dua kelompok masyarakat ini hidup berdampingan 
dalam masyarakat yang sama. Gandhi mengamati fenomena di atas 
sebagaimana diungkapkan dalam Autobiography: 

Kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di negeri kita sudah sangat 
menyedihkan. Kondisi tersebut menyebabkan semakin banyak orang 
yang terpaksa menjadi pengemis. Jumlah pengemis ini terus 
• meningkat dari tahun ke tahun. Mereka benar-benar sudah putus 
asa dan tidak lagi memiliki harapan untuk bisa mendapatkan nafkah, 
demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keputusasaan ini telah 
memaksa mereka untuk menghilangkan semua perasaan mereka, 
terutama rasa yang terkait dengan norma kepantasan dan harga 
diri. Sementara itu, kaum dermawan yang ada di masyarakat kita 
bukannya memberikan pekerjaan untuk mereka, tetapi lebih suka 
memberikan sedekah. 44 

“Dan ahimsa-ku,” kata Gandhi, “tidak akan memberikan toleransi 
kepada satu gagasan tentang pemberian makanan secara cuma-cuma 
kepada orang yang tidak bekerja dengan cara-cara yang jujur..., 45 
meskipun pemberian itu didasari alasan untuk mensejahterakan”. Karena, 
pemberian semacam itu merupakan derma yang keliru. Dalam beberapa 
hal, pemberian ini bisa menjadi sebab bagi terjadinya degradasi moral 
dan kemalasan yang melanda seluruh negeri India. 46 

Selain penekanan terhadap pentingnyaseseorang harus bekerja demi 
mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Gandhi 
juga menekankan keharusan untuk menyediakan lapangan kerja bagi 
semua. Kemudian, tatanan ekonomi yang digambarkan Gandhi memberi- 
kan perhatian yang sangat besar terhadap penekanan untuk membatasi 
penggunaan mesin, dan lebih mendukung penggunaan tenaga manusia. 
Hal ini sangat penting demi memberikan lapangan kerja yang lebih luas 
kepada semua. Gagasan ini akan dibahas lebih jauh dalam bab berikutnya. 
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Kebanyakan gagasan Gandhi sangat menekankan pentingnya 
aktivitas kerja sebagai hukum fundamental bagi kehidupan kita, baik 
sebagai Individu maupun sebuah bangsa. 47 Pengabaian terhadap hukum 
tersebut sama artinya dengan tidak menghargai kemerdekaan dan harga 
din yang kita miliki. Sesungguhnya, penerapan dan perwujudan dan 
hukum tentang kerja ini terkait erat dengan ahimsa dalam pengejawan- 
tahannya secara aktif dan positif. Kerja dengan gotong-royong ini akan 
membawa masyarakat ke dalam situasi yang dipenuhi dengan semangat 
kerja sama dan kekeluargaan. Hal ini jelas merupakan bagian dari 
perwujudan semangat nir-kekerasan (non-violence) dalam bentuknya yang 
positif. Tanpa penerapan kerja gotong-royong dan keharusan semua orang 
untuk bekerja, maka perwujudan ahimsa tidak akan sempuma. Oleh 
karena itulah, Gandhi terus-menerus mengkampanyekan Constructive 
Programme , sebagai sebuah gerakan untuk membangun India dimulai 
dari lapis masyarakat terbawah. Inilah sebagian wujud nyata dari praktek 
ahimsa. Gandhi mengatakan: 

Selama 34 tahun dari seluruh pengalaman saya, dan selama itu pula 
saya selalu bereksperimen dengan kebenaran dan nir-kekerasan 
( non-violence ), telah meyakinkan saya bahwa nir-kekerasan (non- 
violence) tidak bisa dipertahankan keberlangsungannya kalau tidak 
dikaitkan dengan kesadaran manusia untuk melakukan kerja-kerja 
manual. Eksperimentasi dengan nir-kekersan akan mendapatkan 
perwujudannya melalui kontak dengan kehidupan keseharian di 
seluruh lingkungan di sekitar kita, dari lingkungan terkecil, sampai 
skala seluruh negeri. Inilah semangat dari Constructive Programme. 48 

Tetapi, Gandhi tidak ingin memaksakan kepada semua orang terkait 
dengan hukum tentang keharusan untuk bekerja. Hal ini dia lakukan 
karena dia benar-benar memahami bahwa hanya dengan penerimaan 
secara suka rela itulah yang bisa melahirkan hasil sebagaimana yang dia 
harapkan. Pemaksaan pasti akan bermuara pada perbudakan dan ketidak- 
puasan. .. .Kepatuhan yang dipaksakan atas hukum tentang keharusan 
bekerja akan menyebabkan kemiskinan, penyakit dan ketidakpuasan. 
Ini akan membawa kita pada situasi perbudakam Sebaliknya, kepatuhan 
secara suka rela akan membawa kita pada kepuasan dan kesejahteraan.” 49 

Demikianlah, Gandhi sangat berharap dan terus berjuang bagi 
tercapainya penerimaan dengan suka rela atas hukum tentang keharusan 
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untuk bekerja. Hal ini akan mendatangkan kemanfaatan bagi semua 
dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun gagasan tersebut tidak 
mudah untuk benar-benar direalisasikan, Gandhi tetap berpandangan 
bahwa kita harus selalu beijuang untuk mewujudkannya, sebagaimana 
kita akan beijuang sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan pokok 
kita sehari-hari. “Saya benar-benar gila demi menegakkan gagasan tentang 
kerja-manual,” kata Gandhi, “karena gagasan tersebut bisa meliputi 
semua hal yang penting. ’ ,5 ° 

1.4. Kesederhanaan dalam Keinginan dan Kebutuhan 

Gandhi memiliki pandangan bahwa ekonomi yang dilekati oleh 
karakter kerakusan dan kecenderungan untuk melipatgandakan 
keinginan-keinginan dan kebutuhan manusia dalam tingkatan yang tidak 
terbatas serta cenderung mengabaikan penegakan kekuatan dan prinsip- 
prinsip moral, pasti tidak akan membawa manusia lebih dekat dengan 
kebahagiaan, kepuasan dan kedamaian. 51 Pandangan tersebut didasarkan 
pada dua pertimbangan. 

Pertama, pelipatgandaan kebutuhan dan keinginan dalam tingkat 
yang tak terbatas sesungguhnya bukan merupakan ungkapan dari 
keinginan manusia untuk menjadi lebih baik dan lebih puas dalam 
pemenuhan kebutuhannya. Hal ini bisa terjadi karena manusia mem- 
perbudak dirinya untuk melayani hasratnya. Berarti, manusia menye- 
diakan dirinya sebagai budak dari hasrat-hasratnya. Perbudakan semacam 
ini jelas merupakan pembalikan dari kebebasan, kepuasan, dan kebaha¬ 
giaan. Sesungguhnya, kebahagiaan manusia terietak pada kepuasan. Dia 
yang tidak pemah puas, berapapun banyaknya yang dia miliki, adalah budak 
dari keinginannya sendiri. Temyata, tidak ada perbudakan yang bisa 
mengimbangi hasratnya. Semua guru bijak yang pemah terlahir di dunia 
ini telah mengajarkan bahwa manusia bisa menjadi musuh paling jahat 
bagi dirinya sendiri, sebagaimana dia juga bisa menjadi sahabat terbaik 
bagi dirinya. Pilihan untuk menempuh jalan kebebasan atau jatuh sebagai 
budak, itu berada dalam genggaman tanganhya sendiri. Dan apa yang 
benar bagi individu maka benar pula bagi masyarakat. 52 

Kedua, penciptaan keinginan yang tidak ada batasnya dan selalu 
berusaha memenuhi semua keinginan tersebut bukanlah satu proses yarig 
mengarah pada kemajuan manusia, tetapi justru membawa manusia ke 
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jurang kehancuran. Keingirian untuk memenuhi dan memanjakan 
kenikmatan badaniah merupakan penghalang yang nyata bagi kewajiban 
seseorang untuk melayani kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun pada 
tingkatan tertentu pemenuhan kebutuhan manusia itu memang sangat 
esensial, sehingga menjadikan seseorang lebih mampu dan bebas untuk 
menunaikan tugas pelayanan, pencarian terus-menerus hingga tingkatan 
yang tidak terbatas demi mencapai kepuasan, menurut Gandhi, hanya 
akan mendatangkan dampak negatif. “Dalam tingkatan tertentu, 
harmonisasi antara kebutuhan fisik dan kesenangan memang diperlukan. 
Tetapi, dalam tingkatan yang berlebihan, kepuasan fisik itu hanya akan 
menjadi penghalang, bukannya membantu manusia. 

Oleh karena itu, gagasan untuk menciptakan keinginan dan ke¬ 
butuhan yang tidak terbatas dan hasrat untuk memenuhi semua itu bisa 
menjadi perangkap dan khayalan yang menipu manusia.” 53 Maka, upaya 
suka rela untuk membatasi dan menyederhanakan keinginan-keinginan 
dan kebutuhan-kebutuhan seseorang menjadi sangat penting, demi menjaga 
agar seseorang tetap berada di jalur kewajibannya, yaitu melayani sesama 
manusia sebagai bagian dari jalan menuju Tuhan. 54 

Kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan fisik, meskipun itu berupa 
kebu tuhan- kebu tuhan intelektual, hams dibatasi pada tingkat tertentu. 
Pembatasan ini sangat penting, sebelum dia membawa manusia ke dalam 
kebanggaan dan bermewah-mewah dalam keinginan badaniah dan 
intelektualnya. Seorang manusia hams menata fisik dan lingkungan di 
sekelilingnya, sehingga kesemuanya itu tidak menhalangi dirinya dalam 
melalukan tugas pelayanannya terhadap kemanusiaan. Mestinya, untuk 
kewajiban melayani inilah selumh energinya difokuskan dan dikonsentrasi- 
kan. 55 

Gandhi menghimbau kepada individu-individu maupun kelompok 
untuk memunculkan kesadaran akan pentingnya pembatasan dan kontrol 
terhadap keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan manusia. 
Kesederhanaan hams menjadi bagian dari pendisiplinan diri. Kedisiplinan 
diri mempakan syarat mutlak yang diperlukan dalam aktivitas pelayanan. 
Setidaknya, kita tidak boleh meyakini bahwa “pelipatgandaan keinginan 
dan kebutuhan akan menjadi mesin penggerak, dan mesin penggerak ini 
akan berkerja dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginan manusia serta menjadi satu-satunya langkah untuk lebih 
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mendekati tujuan.” 56 Singkat kata, kultur dan peradaban tidak boleh 
ditandai oleh dosa atas pemanjaan-diri (self'indulgence). Kita harus 
membangun peradaban yang dipenuhi dengankebajikan atas pengorbanan 
dan peniadaan kesenangan diri (self'denial) P 

Hal ini tidak berarti bahwa gagasan yang didukung Gandhi adalah 
gagasan a gar kemiskinan di negeri India bisa diterima sebagai bagian 
dari semangat keberagamaan. Sebaliknya, kemiskinan di India yang sudah 
mencapai tingkatan sangat ekstrem, betul-betul melukai Gandhi. Gandhi 
menyoroti. secara langsung bahwa tidak adanya pembatasan atas tingkat 
pencapaian kemakmuran material bisa membawa bangsa India jatuh ke 
dalam kehancuran moral (moral degradation). 56 Bagaimanapun juga, 
Gandhi sepakat dengan St. Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa 
“Pemenuhan yang tepat dan secukupnya atas kebutuhan-kebutuhan 
material sangat penting dalam hidup manusia. Tanpa pemenuhan 
kebutuhan tersebut, amal dan kebajikan adalah mustahil.” 59 

Sesungguhnya, Gandhi tidak berkeberatan terhadap semua ke¬ 
makmuran dalam hidup manusia. Dia sungguh-sungguh mendambakan 
kemakmuran bagi negeri India, tetapi dia keberatan terhadap kemak- 
muran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. 

Apabila yang anda maksud dengan kemakmuran adalah bahwa 
setiap orang memiliki sesuatu yang cukup untuk makan dan minum 
sehari-hari, menutupi tubuhnya dengan pakaian yang layak, cukup 
untuk tetap menjaga agar pikirannya benar-benar terlatih dan 
terdidik, saya akan sangat puas. Tetapi, saya tidak menginginkan 1 
•sesuatu yang lebih untuk mengisi perut saya. Saya hanya mengingin- 
kan apa yang bisa saya cema. Dan saya sama sekali tidak mengingin- 
kan segala sesuatu yang tidak bisa saya gunakan sebagaimana 
mestinya. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa saya meng- 
inginkan kemiskinan... di India. 60 

Singkat kata, Gandhi sangat mendambakan pembatasan kebutuh¬ 
an dan keinginan secara suka tela. Pembatasan ini harus dilakukan dengan 
konsisten dan senang hati serta didasarkan pada landasan spiritual. 
Keyakinan semacam ini pasti akan mendatangkan kemanfaatan bagi 
sesama manusia. Gandhi mengatakan: 

Dalam pandangan hidup yang mencerahkan, pelipatgandaan 
keinginan dan kebutuhan-kebutuhan material tidak akan menjadi 
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tujuan hidup. Tujuan hidup lebih diarahkan pada pembatasan dan 
pengendalian diri secara konsisten- dan suka rela. Bagi saya, untuk 
mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit. Bahkan untuk 
menjadikan supaya gagasan tersebut bisa menarik perhatian tnassa... 
dalam pengertian ekonomi. Keberhasilan upaya tersebut sebagai 
bagian dari eksperimen ekonomi pasti akan membuahkan hasil yang 
luar biasa dan tanpa disadari akan menumbuhkan manfaat-manfaat 
spiritual. 61 

Satu hal yang paling sulit bagi seorang individu dan sebuah masya- 
rakat adalah menjaga agar tetap tercipta kesejahteraan dan menjaga 
keseimbangan antara kemakmuran dan kesederhanaan. Ini tidak lain 
adalah sikap moderat. 62 

Paus Paulus VI menyatakan hal yang sama dalam Ensiklik Populorum 
Progresio, di mana dia menegaskan pentingnya penerapan s tandar nilai 
yang tepat terkait dengan persoalan kepemilikan dan penggunaan 
kekayaan material. Risalah ini sama sekali tidak mengandung ajaran 
yang mengarah pada kekikiran. Kekikiran merupakan salah satu bentuk 
kemunduran. Selain itu, risalah ini juga menekankan bahwa apa yang 
baik untuk individu-individu juga baik untuk bangsa dan negara. 

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu sah, dan kerja 
yang dilakukan demi meraih itu semua merupakan satu kewajiban... 
Tetapi, kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan sesaat bisa 
bermuara pada keserakahan, satu sikap yang tidak pemah puas, demi 
menuruti keinginan untuk mendapatkan yang lebih dan lebih lagi... 
Kepemilikan yang selalu bertambah bukanlah tujuan utama, baik 
bagi individu maupun bangsa... Kepemilikan itu satu hal yang 
penting, apabila dengan kepemilikan itu manusia menjadi lebih 
berkembang dan manusiawi. Tetapi, hak milik itu bisa memenjarakan 
manusia, apabila manusia itu beranggapan bahwa hak miliki adalah 
hal yang utama, maka hak milik ini bisa mempersempit visinya... 
Baik untuk bangsa maupun individu, sikap kikir adalah satu bentuk 
yang paling nyata dari kondisi ketertinggalan atau kemunduran. 63 

1.5. Upah yang Adll 

Meskipun tidak melalui proses keilmuan yang kompleks, ketika 
Gandhi menegaskan bahwa upah yang adil adalah kebutuhan riil, dia 
berulangkali menegaskan tentang hak pekeija untuk mendapatkan upah 
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yang adil. Gandhi berpandangan bahwa keberadaan hukum yang 
menekankan adanya persaingan di lapangan kerja telah membawa akibat 
rendahnya upah yang diberikan kepada pekerja. Ini jelas tidak adil, 
terutama jika diterapkan di satu negara di mana ketersediaan tenaga 
kerja sangat berlimpah dan tidak sebanding dengan ketersediaan 
lapangan kerja. Ketidakadilan ini menyebabkan orang yang kaya akan 
semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. 

Oleh karena itu, jika hukum persaingan kerja tetap diterapkan, 
yang terjadi adalah efek di mana pekerja akan mendapatkan upah yang 
semakin rendah dan semakin rendah. Sementara, sang pemilik modal 
akan semakin kaya dan semakin kaya. Kondisi demikian tidak bisa tidak 
pasti akan mengarah pada kehancuran bangsa di masa depan. Penegakan 
hukum yang tepat dan benar harus bisa menjamin adanya upah yang adil 
untuk setiap pekerja. 

Persaingan tetap diinginkan karena hal itu akan mengurangi tingkat 
pembayaran upah. Si kaya akan semakin kaya, dan sebaliknya si miskin 
akan semakin miskin. Kompetisi atau persaingan semacam itu memung- 
kinkan terjadinya kehancuran yang menimpa satu bangsa kelak di 
kemudian hari. Penegakan hukum tentang permintaan (demand) dan 
penawaran (suply) harus menjamin adanya pembayaran upah yang adil 
bagi setiap pekerja sesuai dengan nilai yang dia kerjakan. 64 

Kenyataan bahwa pemberian upah yang adil itu dikaitkan dengan 
nilai atau kemampuan seseorang menunjukkan bahwa Gandhi tidak 
bermaksud untuk menentang sepenuhnya prinsip persaingan di dunia 
kerja. Pandangan Gandhi jelas^jelas memberikan ruangbagi terciptanya 
persaingan atau kompetisi yang sehat dalam urusan-urusan kemanusia- 
an. Kompetisi yang sehat akan memberikan insentif bagi orang-orang 
untuk meraih keahlian^keahlian baru serta menggunakan dan me- 
ngembangkan potensi-potensi mereka secara maksimal. Penerapan hukum 
persaingan yang tidak adil dan diskriminatif merupakan satu bentuk 
kejahatan yang harus dihapuskan. Kondisi semacam itu banyak terjadi 
di negeri-negeri yang penduduknya sangat banyak dan masuk dalam 
kategori negara terbelakang. 65 

Menurut Gandhi, besaran upah yang adil adalah upah yang di- 
dasarkan pada asas kelayakan. 66 Kelayakan dalam artian cukup untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam hidup manusia. Kebutuhan- 
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kebutuhan dasar tersebut terdiri dari pangan, sandang dan perumahan. 
Kesemuanya itu merupakan syarat minimal bag! kelayakan hidup 
manusia.Gandhi menyatakan bahwa “penetapan gaji harus didasarkan 
pada standar yang mampu menjamin satu kehidupan yang layak. Ini 
berarti adanya keseimbangan dalam pemenuhan pangan, sandang dan 
rumah sebagai tempat tinggal. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut 
harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.” 67 

Singkat kata, para pekeija harus mendapatkan jaminan atas satu 
kehidupan yang layak melalui pendapatan upahnya. Hal ini merupakan 
satu prinsip yang sangat mendasar dalam sistem ekonomi yang menge- 
depankan semangat nir-kekerasan (non-violence). 

Upah yang bisa menjamin pekeija bisa hidup dengan layak oleh 
Gandhi diistilahkan dengan “gaji pokok” 68 untuk bisa hidup. Sebagai 
implikasinya, besar gaji pokok ini bisa senantiasa berubah tergantung 
dengan tingkat biaya standar hidup minimal. Perubahan ini juga sangat 
dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, serta fluktuasi biaya hidup. Menurut 
Gandhi, “penetapan besamya gaji pokok ini bisa dilakukan dengan cara 
terbaik, yaitu melalui proses yang dilakukan oleh badan arbitrase. Badan 
ini setiap tahun akan menetapkan upah yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup, dengan standar yang sesuai harga makanan pokok.. 
Gandhi menempuh selangkah lebih maju ketika dia menyatakan 
harapannya tentang terwujudnya keadaan di mana para pekerja bisa 
mendapatkan kenaikan gaji setiap tahun secara proporsional, sebagaimana 
keuntungan yang diterima para pemegang saham satu perusahaan. 70 

Pembedaan-pembedaan penerimaan upah yang didasarkan atas 
perbedaan jenis kelamin merupakan satu hal yang ditentang keras oleh 
Gandhi. Dia tidak menemukan satu pun alasan yang rasional mengapa 
wanita tidak bisa mendapatkan gaji yang sama sebagaimana yang diterima 
pria. Menurut Gandhi, keduanya melakukan pekeijaan yang sama. Ketika 
melihat perbedaan perlakuan serta jenis-jenis pekeijaan yang dilakukan 
baik oleh perempuan maupun pria, Gandhi mengatakan, “Sejujumya, 
baik pria maupun perempuan harus mendapatkan upah yang setara. Ini 
adalah hak perempuan. Dan inilah satu-satunya aturan yang adil.” 71 

Perbedaan yang menyolok dalam penerimaan upah yang diterima 
oleh seseorang, dengan pertimbangan perbedaan'bentuk-bentuk pekeijaan 
selalu menjadi persoalan yang menyita perhatian Gandhi. Meskipun dia 
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mengkonsentrasikan perhatiannya dalam upaya untuk menjamin keadilan 
bagi mereka yang menerima lebih sedikit, satu gagasan yang dijunjung 
tinggi Gandhi adalah bahwa orang-orang bisa menerima kerja sebagai 
pengorbanan yang terhormat dan bisa terpenuhinya kesetaraan upah, 
entah apa pun kerja yang mereka lakukan. 

“Apabila semua orang bisa menjadi baik dan bijaksana”, kata Gandhi, 
“mereka akan menerima upah yang setara untuk setiap kerja yang mereka 
lakukan. Kemudian, kerja akan menjadi wahana yajna. n Tetapi, saat 
seperti itu masih jauh”. 73 Dari kesemuanya itu, Gandhi meyakini bahwa 
satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi di India adalah keharusan 
untuk mengurangi jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin. 
Hal ini hanya bisa terjadi melalui perjuangan untuk mewujudkan 
kesetaraan ekonomi. Kesetaraan ini merupakan satu bentuk kesesuaian 
dengan prinsip nir-kekerasan (non-violence). Di atas prinsip milah, Gandhi 
mendasarkan gagasan-gagasannya tentang ekonomi. 

Ajaran Katholik dari Paus Leo XIII secara tegas menekankan hak 
pekerja untuk mendapatkan upah yang adil. Lebih jauh dinyatakan, “upah 
itu ditentukan dengan mengacu pada kriteria-kriteria keadilan dan 
pemenuhan atas kebutuhan dasar. Oleh karena itu, secara proporsional 
jn ga harus disediakan sumber-sumber daya yang diberikan kepada para 
buruh dan keluarganya sesuai dengan standar kehidupan yang layak, 
sehingga mereka bisa hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. 
Penetapan upah ini tidak pemah bisa dibiarkan begitu saja, apalagi tunduk 
dalam pengaruh iklim persaingan yang tidak terarah atau patuh di bawah 
kemauan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Penetapan upah yang 
adil ini merupakan persoalan utama di mana norma-norma keadilan dan 
kesetaraan harus benar-benar ditegakkan secara tegas. 75 

Ajaran Katholik mengakui bahwa kerja itu lebih daripada sekedar 
komoditi yang bisa dibeli dan dijual di pasar sesuai dengan harga yang 
be rlak u di pasar bebas itu. “Gaji pokok didasarkan pada kenyataan bahwa 
melalui kerjalah seseorang mempunyai hak atas kebutuhan-kebutuhan 
ekonomi demi mendukung kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya 
sesuai dengan kebutuhan minimalnya.'” 76 

Problem praktis yang membutuhkan perhatian serius akan muncul 
ketika upah yang adil sesuai dengan standar sosial yang ada temyata 
berada di atas kemampuanperusahaan yang bersangkutan. Kemampuan 
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perusahaan tersebut benar-benar tidak bisa menjangkau gaji pokok. Ber¬ 
nard Haring menyarankan bahwa ketika perusahaan itu sendiri tidak 
mampu memberikan gaji pokok sesuai dengan standar sosial, upaya-upaya 
sosial-politik, seperti pembebasan pajak dan bantuan-bantuan lain, harus 
ditempuh demi memberikan tambahan terhadap upah yang tidak 
memenuhi standar minimal. 77 

2. Desentralisasi Ekonomi 

Metode yang dikembangkan Gandhi, dengan pikiran yang sangat 
hati-hati dan cermat demi mengorganisir struktur ekonomi di India, dan 
didasarkan pada prinsip nir-kekerasan ( non-violence ), adalah metode 
desentralisasi. Dalam bidang ekonomi, desentralisasi menurut Gandhi 
adalah kebalikan dari industrialisasi dalam skala luas dan produksi massal, 
karena keduanya akan menghasilkan sistem produksi yang sangat 
sentralistik dan akan bertumpu pada metode-metode teknologi modem 
dan berorientasi pada pertumbuhan industri. 78 

Gandhi meyakini bahwa kebanyakan kejahatan ekonomi di dunia 
ini muncul dari monopolisasi atas alat-alat produksi, melalui sistem yang 
sangat efisien dan sentralistis. Gandhi memiliki keberatan-keberatan 
terhadap sistem tersebut, 79 yang didasarkan pada beberapa alasan berikut 
ini: 

(1) Keuntungan atau laba sifatnya terbatas. Laba bisa berkurang 
secara fluktuatif jika produksi mengabaikan kebutuhan akan kese- 
imbangan konsumsi. Akibatnya, produksi massal akan berakhir dalam 
tragedi dunia jika distribusi secara simultan dalam skala yang sama massal- 
nya dengan produksi temyata tidak bisa dipertahankan. Argumentasi 
Gandhi sangat sederhana: 

Ambillah contoh perusahaan mobil Tuan Ford. Titik kejenuhan akan 
sampai, entah cepat maupun lambat. Apabila melampaui titik jenuh 
itu, produksi mobil tidak bisa ditingkatkan lagi. Lantas, apa yang 
akan terjadi? Produksi massal tidak memberikan perhatian pada hal- 
hal yang benar-benar menjadi kebutuhan bagi para konsumen. Apabila 
produksi massal dilakukan demi pembenaran terhadap produksi itu 
sendiri, hal itu akan mengarah pada kemampuan untuk melakukan 
pelipatgandaan dalam jumlah yang tidak terbatas. Tetapi, kita bisa 
membaca secara nyata bahwa produksi massal akan mengarah pada 
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keterbatasannya sendiri. Apabila semua negeri di dunia ini menerap- 
kan sistem produksi massal, maka tidak akan ada lagi pasar yang 
cukup besar sehingga bisa menampung produk-produk mereka. 
Kemudian, produksi massal akan tiba di titik pemberhentian. 80 

(2) Konsentrasi produksi di beberapa wilayah menciptakan pro- 
blem serius mengenai distribusi. Hal ini akan berakibat terjadinya 
kelangkaan yang disengaja dan menyebabkan adanya perbedaan Karga. 
Untuk mengatasi hal ini, satu hal yang haras ditempuh adalah pembaru- 
an sistem distribusi. Tetapi, dalam pandangan Gandhi, kelemahan itu 
melekat dengan sistem distribusi itu sendiri. Gandhi yakin bahwa dis¬ 
tribusi bisa diseimbangkan hanya ketika produksi itu juga diseimbang- 
kan. Dengan kata lain, distribusi haras simultan dengan produksi. 
Distribusi tidak akan pemah seimbang sej auh produksi itu dipusatkan di 
satu wilayah tertentu. Pemusatan semacam ini memunculkan kebutuhan 
untuk membuka sumber-sumber pasar yang jauh, demi menjual barang- 
barang y ang sudah diproduksi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan 
Gandhi adalah upaya untuk melakukan lokalisasi baik aspek produksi 
maupun distribusi. “Ketika produksi dan konsumsi bisa dilokahsii, godaarl 
untuk melakukan percepatan produksi hingga tingkatan yang tidak 
terbatas, serta pelipatgandaan tingkat harga, bisa dihapuskan. Maka, 
segala kesulitan dan problem tak berkesudahan yang memenuhi sistem 
ekonomi kita di jaman ini pada akhirnya akan berakhir. 

(3) “Sentralisasi sebagai sebuah sistem tidak sesuai dengan straktur 
masyarakat yang didirikan di atas prinsip nir-kekerasan (non-violence). 
Hal ini teratama karena “sentralisasi tidak bisa terns berlangsung dan 
bertahan tanpa adanya kekuatan yang menopangnya.” 83 

(4) Sentr alis asi tidak sesuai dengan penegakan paham kebebasan, 
yaitu penerapan nilai tentang pengendalian-diri (self-rule) yang 
sesungguhnya. Menurat Gandhi, sebuah pemerintahan yang baik tidak 
akan menggantikan sama sekali adanya keharusan untuk memerintah- 
diri-sendiri (self'govemTnsnt) Oleh karena itu, Gandhi tetap tidak 
percaya kepada setiap upaya untuk melakukan pemusatan yang mele- 
takkan kekuasaan sosial, politik ataupun ekonomi dalam genggaman 
tangan sekelompok kecil orang. Tidak peduli, dalam genggaman tangan 
siapa pun yang melakukan pemusatan itu. 



Tatanan Ekonomi ♦ 99 

Bisa dipastikan, di negeri India ini tidak akan ada kebebasan sejauh 
masih ada seorang manusia, tidak peduli betapapun tingginya tempat 
dia berada, yang di dalam genggaman tangannya dia menguasai 
kehidupan, hak milik dan kehormatan dari jutaan manusia lainnya. 
Ini adalah sesuatu yang direkayasa, tidak alamiah dan satu bentuk 
institusi yang tidak beradab. Perjuangan untuk mengakhiri pemusat- 
an itu semua merupakan tujuan esensial bagi tegaknya Pemerintahan 
yang Merdeka (Swaraj). 85 

Paus Pius XI menyampaikan hal yang serupa dengan Gandhi. Dalam 
seruannya, dia memperingatkan bahaya atas kejahatan yang melekat pada 
akumulasi kekuasaan melalui akumulasi kekayaan. Paus Pius XI menulis: 
“akumulasi kekuasaan adalah pandangan khas yang melekat pada 
tatanan ekonomi modem, yaitu mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya 
dari persaingan bebas dan tidak terbatas... 86 Menurut Paus Pius XI, 
“konsentrasi kekuasaan itu akan bermuara pada pergolakan yang 
berdimensi tiga lapis dominasi”: dominasi di bidang ekonomi, dominasi 
di ranah kekuatan politik suatu negara, dan dominasi atas negara-negara 
lain. Semua ini akan berujung pada bencana yang tidak akan bisa 
dielakkan. 87 

Argumen dari teman-teman dan para pengritik Gandhi tampak 
seperti memelihara dan memanfaatkan peluang-peluang metode produksi 
sentralistis demi menghapus kemiskinan di India. Mereka, pada saat yang 
sama, ingin menghapuskan kejahatan-kejahatan sentralisasi dengan 
melakukan nasionalisasi atau menjadikan alat-alat produksi sebagai milik 
sosial, dengan meletakkan alat-alat produksi itu di bawah kontrol negara 
dan rakyat. Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India pertama sejak 
merdeka, adalah salah seorang pendukung terkuat atas teori nasionalisasi 
dan hak sosial ini. 88 

Dalam hal tindakan nasionalisasi, Gandhi berbeda pendapat dengan 
Jawaharlal Nehru. Gandhi memiliki keyakinan bahwa “kejahatan- 
kejahatan itu selalu melekat secara inheren pada sistem industrialisme 
dan tidak ada proses sosial yang bisa menghapuskan kejahatan-kejahatan 
itu.” 89 Lebih jauh lagi, meskipun tujuan dari kepemilikan oleh negara 
dan kontrol terhadap alat-alat produksi yang dilakukan demi kemakmuran 
bersama itu merupakan satu hal yang baik, sebenamya hal tersebut bisa 
dicapai dengan cara-cara nir-kekerasan (non-violence). Dan pencapaian 
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kemakmuran bersama dengan cara-cara nir-kekerasan (non-violence) akan 
bertahan lebih lama. 

“Saya yakin”, tulis Gandhi, “bahwa tujuan ini bisa dicapai hanya 
ketika prinsip-prinsip nir-kekerasan (non-violence) benar-benar diterima... 
sebagai dasar di mana tatanan sosial yang adil itu didirikan. Saya percaya 
bahwa adanya pemusatan kekuasaan di tangan kaum proletar melalui 
jalan kekerasan hanya akan bermuara pada gagalnya pencapaian tujuan. 
Apa yang didapatkan dari tindak kekerasan pasti akan lenyap manakala 
dihadapkan pada tindak kekerasan yang lebih hebat.” 90 

(5) Gandhi tidak mempercayai peradaban industri modern 
sebagaimana yang dia saksikan di dunia Barat, sebuah sistem yang ditandai 
dengan penekanan tunggal pada efisiensi dan pertumbuhan material, 
dengan mengorbankan dan menafikan semua pertimbangan moral. 
Meskipun beberapa kritik diajukan oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti - 
Rabindranath Tagore dan Jawaharlal Nehru, yang mengatakan bahwa 
p fmrlflng an-pandang an Gandhi terhadap peradaban modem terpaku pada 
satu sisi dan bersifat sepihak, Gandhi tetapmenolak peradaban modem. 
Penolakan Gandhi ini didasari oleh keyakinannya, dan itu bersifat final. 
Gandhi menyatakan: 

Melalui peradaban Barat saya memahami gagasan-gagasan bahwa 
masyarakat Barat telah memasuki jaman modern dan peradaban 
mereka senantiasa didirikan d( atas dasar gagasan-gagasan sebagai 
berikut: supremasi kekuatan yang brutal, penyembahan terhadap 
uang sebagai Tuhan, meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk 
meraih kesenangan duniawi, berani mengambil resiko yang maksimal 
demi mengejar kesenangan duniawi... pembelanjaan tak terbatas 
untuk menciptakan alat-alat destruktif, di mana kebajikan moral 
hanya dipandang sebelah mata oleh orang Eropa. Peradaban semacam 
ini, dalam pandangan saya, sudah sepantasnya ditolak. 91 

Meskipun pandangan Gandhi mungkin bisa dikatakan sepihak, 
kebenaran yang terkandung dalam apa yang dia katakan ternyata 
mendapatkan dukungan yangsangat kuat dari Paus Pius XII, terutama 
dalam pidatonya untuk memperingati Pesta Natal pada 1953. Ketika itu 
Paus Pius XII menyampaikan peringatan kepada umat manusia di seluruh 
dunia berkenaan dengan fakta-fakta yang terjadi di abad modern, 
satu abad yang ditandai dengan kemajuan luar biasa yang dimotori oleh 
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penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi, kemajuan ini pada 
saat yang juga ditandai dengan fenomena berbagai penderitaan y ang 
disebabkan oleh hilangnya penghormatan terhadap martabat manusia. 

Apa yang dicapai di abad ini memang merupakan “maha karya yang 
agung”, karena “telah mengubah mannsia itu sendiri dan menjadikannya 
sebagai tokoh besar dalam tatanan alam. Sebelumnya, tatanan dunia ini 
lebih didasarkan pada kekuatan supra-natural dan eternal.” 92 Sekali lagi, 
Paus Yohanes XXIII juga memandang dengan prihatin terhadap sikap 
sebagian besar masyarakat di negara-negara yang maju secara ekonomi. 
Mereka cenderung mengabaikan, bahkan menyangkal, nilai-nilai spiri¬ 
tual. Mereka lebih suka mengejar kemajuan material. “Meski demikian,” 
tulis Paus, “sementara mereka mengejar kemajuan di bidang ilmu penge ¬ 
tahuan, teknologi dan kehidupan ekonomi, mereka juga menghasilkan 
manfaat-manfaat ekstemal, yang menurut sebagian besar kalangan di 
antara mereka dianggap sebagai kebaikan tertinggi dalam hidup ini.” 93 
Tetapi, pada saat yang sama, Paus juga menyampaikan bahwa kita semua 
harus mengakui adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 
memberikan kontribusi sangat besar terhadap peradaban di dunia ini. 94 

Melanjutkan pemikiran yang segaris dengan uraian di atas, Dewan 
Vatican Kedua (Second Vatican Council) telah menyatakan bahwa “per¬ 
adaban modem itu sendiri seringkali menyulitkan upaya pendekatan 
terhadap Tuhan. Kesulitan ini tidak didasari oleh beberapa alasan yang 
esensial, tetapi lebih didasarkan pada realitas bahwa urusan-urusan 
duniawi dianggap lebih membuahkan hasil dan lebih memikat. 95 Atas 
dasar kenyataan itulah, Paus Paulus VI mengingatkan negara-negara 
berkembang agar tidak meniru secara membabi buta segala sesuatu yang 
datang dari negara-negara yang sudah maju di bidang industri dan 
pencapaian material. Negara-negara berkembang harus bersikap selektif 
untuk “menghilangkan hal-hal yang memperdayakan, yang hanya akan 
menyebabkan degradasi gagasan-gagasan kemanusiaan. Sikap yang harus 
dikedepankan adalah benar-benar hanya menerima nilai-nilai yang masuk 
akal dan bermafaat.. .’ ,96 Meskipun kata-kata Gandhi mengenai peradaban 
modem sangatlah pedas, dia mendukung penuh semangat selektif ini. 
Sikap selektif inilah yang didorong Gandhi untuk kemajuan India. 

Penolakan terhadap industrialisasi dalam skala besar merupakan salah 
satu metode yang sangat prinsip bagi kemajuan ekonomi India. Gandhi 
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mengatakan bahwa desentralisasi ekonomi yang merupakan sistem yang 
mengedepankan aktivitas ekonomi utama harus dilakukan di seluruh 
wilayaK pedesaan India. Dalam pandangannya, sistem desentralisasi 
ekonomi ini sejalan dengan semangat d hints a dan kesejabteraan integral 
bagi seluruh masyarakat India. 97 Di sini, hal yang paling penting bukanlah 
menjadikan negeri India sebagai negara industri, tetapi mendorong negeri 
India menjadi bangsa yang rajin dan tekun. Gandhi mengatakan: 

Menjadikan India sebagai negara industri dengan mengkonsentrasi- 
kan pekerja di satu tempat sama artinya dengan membunuh bangsa • 
ini. Yang penting bagi kita adalah menjadikan negeri India ini 
sebagai bangsa yang rajin dan tekun, dengan menyediakan pekerjaan 
' b a gi rakyatnya. Sehingga, mereka bisa memenuhi kebutuhan- 
kebutuhan hidupnya serta menjamin kesehatan masyarakatnya. 
Ketersediaan lapangan kerja yang berbasis industri kerakyatan akan 
menjamin terwujudnya kesehatan dan kemakmuran India. Melalui 
kesemuanya ini, kebahagiaan dan kepuasan rakyat bisa tercapai. 

Gagasan di atas merupakan tujuan Gandhi. Tetapi, dari semua hal 
yang diungkapkan di atas, tidak harus diartikan bahwa Gandhi sama 
sekali menolak segala bentuk sentralisasi dalam aktivitas-aktivitas 
ekonomi di India. Sebagaimana akan bisa kita lihat kemudian, Gandhi 
mengakui perlunya disediakan tempat-tempat tertentu yang didasarkan 
pada beberapa kepentingan, untukmengakomodasi sentralisasi industri- 
industri kelas berat (heavy industries )." Program yang dicanangkan Gandhi 
berkenaan dengan desentralisasi ekonomi terutama ditujukan pada 
aktivitas-aktivitas ekonomi yang berkaitanxiengan produksi dan distribusi 
barang-barang kebutuhan manusia sehari-hari. Aktivitas ekonomi se- 
macam itu harus diselenggarakan di ribuan desa yang tersebar di India. 

Berawal dari kesadaran yang mendalam tentang efek-efek deh.um.an- 
isasi yang ditimbulkan oleh sistem produksi yang sentralistis dan berbasis 
pada tenaga mesin, Paus Pius XII mengungkapkan pemyataan yang tegas 
yang menyarankan sistem desentralisasi produksi demi kepentingan 
kemanusiaan. Paus Pius XII menyampaikan pandangannya bahwa 
manfaat-manfaat sentralisasi bisa ditingkatkan dalam tingkatan yang lebih 
luas, dengan melibatkan unit-unti kecil untuk bisa bergabung bersama 
dan melakukan kolaborasi antara satu dengan lainnya. Usaha kecil dan 
menengah di bidang pertanian, seni dan kerajinan, perdagangan dan 
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industri, harus didorong agar lebih kuat dan lebih maju. Usaha-usaha ini 
harus bergabung dan bekerja sama dalam satu masyarakat yang saling 
membantu ( mutual-aid societies). Apabila hal ini bisa diwujudkan, 
keuntungan-keuntungan dan layanan-layanan yang selama ini dilakukan 
oleh perusahaan-perusahaan besar bisa dialihkan kepada usaha kecil dan 
menengah. 100 

2.1. Industri Kecil di Pedesaan 

Menurut Gandhi, problem ekonomi di India sangat unik dan khas, 
yaitu: bahaya kelaparan yang sangat kronis, dan tingginya angka kematian 
jutaaii rakyat yang disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk 
mendapatkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan mereka. 101 Sebelum 
memberikan satu jalan keluar, perhatian utama Gandhi diarahkan pada 
upaya untuk menemukan penyebab sesungguhnya dari tragedi yang hebat 
itu. Salah satu alasan yang mendasari fenomena kelaparan kronis yang 
menimpa masyarakat India adalah terjadinya banjir dan tidak adanya 
hujan. Terhadap kedua fenomena alam ini, hingga saat ini tidak ada upaya 
yang serius untuk menangani ataupun mengontrol tingkat bahayanya. 

Alasan lain yang lebih penting sebagaimana dikatakan Gandhi 
adalah bahwa dia menemukan satu kenyataan di- mana rakyat tidak 
mampu mendapatkan pekerjaan altematif selama masa menunggu, ketika 
mereka tidak lagi mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan lahan 
pertanian. Mereka terjebak pada kemalasan. Apabila rakyat memiliki 
beberapa pekerjaan tambahan atau altematif, hal ini akan sangat ber- 
manfaat bagi ekonomi di pedesaan. Rakyat kebanyakan tidak akan 
menjadi korban dari kejamnya kelaparan yang sangat kronis. Di sinilah 
terletak kunci untuk mengatasi problem ekonomi di India. Hal ini juga 
merupakan kunci untuk memahami pandangan-pandangan ekonomi 
Gandhi secara tepat, yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat 
pedesaan di India. 

Sesungguhnya, India memiliki berbagai kesempatan dan peluang 
kerja untuk rakyatnya, sebelum negeri ini tunduk dalam penjajahan 
Inggris. Kesempatan dan peluang kerja ini adalah memintal dan me- 
nenun. India memiliki industri manufaktur yang cukup bagus di bidang 
katun dan sutra. Bahkan, produknya sudah diekspor ke pasar Eropa dan 
Asia. Kebijakan perdagangan dari British East India Company secara 
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sistematis telah menghancurkan industri-industri yang berbasis pedesaan 
di India. Kebijakan ini dibuat demi keuntungan sebesar-besamya bagi 
Inggris. 

Gandhi menyimpulkan bahwa dukungan aktivitas ekonomi In¬ 
dia telah tersedot oleh Inggris. Ini, menurut Gandhi, merupakan penyebab 
yang sangat penting atas terjadinya kemiskinan massal di India. 102 Hal 
inilah yang membawa Gandhi pada keyakirian kuat bahwa kebangkitan 
kembali industri-industri yang pemah ada di wilayah pedesaan India akan 
naenjadi kunci utama bagi kebebasan ekonomi dan politik India. Pada 
saat yang sama, bangkitnya industri rakyat ini akan menjadikan rakyat 
bisa memperoleh kembali semangat untuk bertumpu pada kekuatannya 
sendiri (self-reliance ). Teori ekonomi Gandhi tentang swadeshi ini kemudian 
mengejawantah dalam semangat bertumpu pada kekuatannya sendiri (self- 
reliance). 103 

Gandhi meyakini adanya kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi 
untuk memproduksi pakaian yang benar-benar diperlukan di India. 
Gandhi juga mempunyai kepedulian sangat tinggi untuk membangkit- 
kan kembali industri pakaian ini sesuai dengan prinsipnya tentang ahimsa 
dan desentralisasi, yang juga lahir dari ahimsa. Hanya saja, pilihannya 
tidak dengan menggunakan tenaga mesin yang bisa memproduksi pakaian 
dalam jumlah sangat besar dengan waktu yang sangat singkat, sebagai- 
mana cara yang dilakukan Inggris. Pilihan Gandhi lebih menitik-beratkan 
pada pembangunan kembali industri pakaian di India dengan basis kerak- 
yatan, khususnya di wilayah pedesaan India. Menurut Gandhi, hanya 
dengan pendekatan inilah sistem desentralisasi bisa dipertahankan dan 
pada saat yang sama bisa menyediakan lapangan kerja bagi jutaan pen- 
duduk di India yang tidak mempunyai pekerjaan, ataupun mereka para 
pengangguran terselubung. Jumlah mereka hampir mencapai 85% dari 
seluruh penduduk India, dan mereka tersebar di 700.000 desa di India. 104 

Teori Gandhi tentang industri kecil berbasis rakyat di pedesaan 
menghasilkan beberapa manfaat: 

(1) Sistem ini benar-benar sesuai dan konsisten dengan teori desentral¬ 
isasi. 

(2) Sistem ini menghindarkan kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan 
oleh industrialisasi skala besar dan produksi massal melalui sistem 
produksi yang sentralistis. 
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(3) Sistem ini menyediakan lapangan kerja secara rutin dan memberikan 
pendapatan yang stabil bagi sebagian besar penduduk India yang 
tinggal di kawasan pedesaan tanpa menyebabkan mereka harus 
pindah dan tempat di mana mereka tinggal. 

Bersamaan dengan industri manufaktur pakaian, industri-industri 
di pedesaan bisa mencakup semua produk yang bisa diadakan di pedesaan 
dan bisa dihasilkan oleh para penduduk di desa. Dalam istilah Gandhi, 
Ekonomi pedesaan tidak bisa disempumakan tanpa memasukkan industri- 
industri desa yang sangat penting. Misalnya, penggilingan dan penghancur- 
an batu secara manual, pembuatan sabun, kertas dan korek api secara 
manual, penyamakan, pemerasan-minyak goreng dan lain-lain.. .” 105 Pada 
saat yang sama, upaya tersebut harus disertai dengan pendidikan-kembali 
(re-education) terhadap opini publik supaya masyarakat bisa memiliki 
wawasan-pedesaan (village-minded ). Upaya ini sangat penting sehingga 
bisa mendorong masyarakat untuk “merasa terhormat apabila mengguna- 
kan produk-produk yang dihasilkan industri pedesaan, kapanpun dan di 
manapun mereka berada. Apabila perasaan dan kebutuhan semacam ini 
bisa diciptakan, maka tak diragukan lagi bahwa sebagian besar kebutuhan 
kita bisa dipenuhi oleh produk-produk dari desa. Ketika kita benar-benar 
memiliki village-minded , kita tidak menginginkan lagi barang-barang 
imitasi yang diproduksi dari Barat... Yang kita inginkan adalah 
mengembangkan cita rasa nasional yang sejati dengan tetap berpegang 
pada visi terwujudnya India baru di mana kemiskinan, kelaparan dan 
kemalasan tidak dikenal lagi.” 106 

Dalam konteks India, sebagaimana yang telah kita lihat, Gandhi 
beranggapan bahwa khadi bisa menjadi industri pedesaan yang sangat 
penting. Industri jenis ini harus mendapatkan perhatian dan kepedulian 
sangat besar. Sungguh, khadi adalah lingkar utama atau pusat dari industri- 
industri pedesaan lainnya, sekaligus menjadi roda penggerak yang 
menyebabkan industri-industri lainnya bisa berputar dan terorganisir. 107 
Pakaian adalah salah satu kebutuhan primer manusia dan karenanya 
setiap orang pasti memerlukannya, kapan dan di manapun. 

India telah memiliki kesiapan untuk bisa menghasilkan kapas yang 
cukup dan rakyatnya juga telah memiliki keahlian yang memadai untuk 
memproses kapas menjadi baju, di pedesaan-pedesaan. Khadi memiliki 
potensi paling besar untuk bisa menyediakan lapangan kerja dan 
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memberikan pendapatan kepada jutaan penduduk India di wilayah 
pedesaan. 108 

Berikut ini uraian yang disampaikan Gandhi: 

Anda tidak perlu memiliki pengetahuan ekonomi untuk memahami 
kebenaran yang sederhana bahwa apabila kita bisa mendistribusikan 
uang sejumah 600 juta rupee di kalangan jutaan penduduk India 
yang mengalami kelaparan, 109 maka tidak ada satupun di antara 
mereka yang akan mengalami kelaparan lagi. Uang senilai 600 juta 
rupee tersebut nilainya sama dengan uang yang dibelanjakan untuk 
membeli pakaian-pakaian produk asing, yang banyak membanjiri 
pasar India. Begitu juga, anda tidak perlu memiliki pengetahuan 
yang luar biasa tentang ilmu berhitung ketika anda ingin memahami 
kenyataan bahwa apabila kita bisa memproduksi semua pakaian yang 
dibutuhkan oleh rakyat India, maka kita memiliki kesempatan untuk 
mencegah uang senilai 600 juta rupee sehingga tidak hilang ke luar 
negeri. Ini semua adalah satu hal yang telah kita lakukan selama 
ratusan tahun yang lalu. 110 

Penghematan dalam jumlah yang cukup besar itu, kemudian, bisa 
digunakan masyarakat India untuk memproduksi sendiri pakaian-pakaian 
yang mereka butuhkan. Distribusi dari seluruh produk tadi, dalam rangka 
memenuhi kebutuhan massa, bisa dijamin melalui struktur desentralisasi 
produksi pakaian di wilayah pedesaan. 111 Oleh karena itu, tempat sentral 
dari produksi khadi adalah industri di kalangan pedesaan. 

Menurut Gandhi, khadi merupakan model terpenting bagi proses 
desentralisasi ekonomi. Produksi khadi ini mencakup penanaman, 
pemetikan, pembersihan, penyisiran, pemutihan, pemintalan, pengukuran 
atau penyesuaian, pencelupan, penenunan, dan penyucian kapas. Setiap 
satu tahapan dari proses-proses tersebut secara efektif bisa dilakukan di 
pedesaan. 112 

Desentralisasi bisa dimulai sejak awal. Di sini tidak akan ada 
masalah, apakah penanaman kapas terutama bertujuan untuk dikirimkan 
ke pasar yang jauh, apakah dipasar di India ataupun di luar negeri, 
ataukah untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur pakaian. 
Seluruh proses tersebut, sejak dari menanam kapas hingga membuat 
pakaian sampai jadi, sejauh mungkin dilaksanakan di pedesaan. Hal ini 
penting untuk menghindari terjadinya ketidakpastian, spekulasi dan 
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eksploitasi pasar. 113 Pekerjaan, pendapatan dan pemenuhan atas 
kebutuhan-kebutuhan dasar benar-benar bisa didapatkan pada saat yang 
bersamaan. Gandhi menggambarkan proses produksi semacam ini —yaitu 
produksi skala kecil dan berbasis pedesaan—sebisa mungkin bisa 
menjangkau dan diterapkan pada semua kebutuhan manusia, tidak hanya 
kebutuhan pakaian. Kemudian, struktur ekonomi yang berbasis-pedesaan 
akan menjadi penopang utama bagi sistem ekonomi India. Hanya melalui 
proses inilah bisa terwujud kebijakan industri yang humanis di India. 114 

Menurut Gandhi, kebijakan ekonomi yang humanis merupakan 
esensi dari ekonomi politik. Karena, esensi ini akan memberikan per- 
timbangan yang tepat terhadap barang apa yang ingin kita produksi, proses 
produksi dan distribusi dari hasil-hasil produksi tersebut. Sependapat 
dengan Ruskin, berikut ini Gandhi merumuskan perbedaan antara 
ekonomi-politik dan ekonomi-perdagangan ( economy-mercantile ). 

Ekonomi politik terdiri dari produksi, pemeliharaan dan distribusi, 
yang didasarkan pada pertimbangan waktu dan tempat yang paling tepat, 
asas kemanfaatan dan hal-hal yang menghasilkan kepuasan. Seorang 
petani yang memetik hasil panennya pada waktu yang tepat, seorang 
tukang bangunan yang memasang batu bata secara tepat, tukang kayu 
yang mengerjakan kayu dengan hati-hati, seorang perempuan yang 
memasak di dapur secara efisien, benar-benar merupakan satu pendekatan 
ekonomi-politik, karena semua itu bisa menambahkan pendapatan 
nasional. 115 

Sesuatu yang ingin Gandhi wujudkan melalui program desentral- 
isasinya dan penciptaan industri kecil berbasis pedesaan sesungguhnya 
adalah: produksi dan distribusi atas hal-hal yang benar-benar dibutuh- 
kan dan dimanfaatkan, pada waktu yang paling tepat dan di tempat- 
tempat di India yang paling tepat. 

Di sini ada satu esensi yang berbeda dengan ekonomi-perdagangan 
(economy-mercantile ), di mana sistem ekonomi-perdagangan mempunyai 
karakter untuk melakukan akumulasi kekayaan, juga akumulasi 
kekuasaan dan kejahatan-kejahatan yang ditimbulkannya. 

Ekonomi-perdagangan (economy-mercantile) hanya berurusan dengan 
individu-individu yang hanya berorientasi untuk mengumpulkan beberapa 
keping logam dan menjadikannya sebagai alat untuk memperoleh 
keuntungan dengan tetap membiarkan orang lain tidak memilikinya atau 
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membuat barang itu menjadi langka... Apa yang sesungguhnya diinginkan 
melalui kepemilikan atas kekayaan adalah kekuasaan atas orang lain - 
kekuasaan untuk mengambil keuntungan dari kerja yang dilakukan para 
buruh, pedagang kecil dan para perajin. Dengan kekuasaan tersebut, 
kemudian kita bisa secara langsung menjadi bagian yang menyebabkan 
kemiskinan atas orang lain. 116 

Hal itulah yang ingin dihindari Gandhi, terutama ketika dia me- 
rumuskan gagasan-gagasannya tentang ekonomi. Untuk itu, Gandhi 
sepaham dengan Ruskin bahwa sirkulasi kekayaan dalam masyarakat 
ibaratnya seperti sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Konsentrasi atau 
pemusatan hanya di bagian tertentu, tidak bisa tidak pasti akan mem- 
bahayakan seluruh tubuh masyarakat. 117 Pemusatan ini bisa dihindari 
dengan cara yang paling baik melalui proses desentraUsasi ekonomi, dan 
penciptaan industri-industri kecil. “Dalam pikiran saya, tidak ada 
keraguan lagi”, tubs Gandhi, “bahwa kita bisa meningkatkan kekayaan 
nasional, apabila kita membantu industri-industri kecil... Hanya ke- 
bijakan itulah yang bisa membantu jutaan orang yang terpinggirkan.” 118 

Melalui proses tersebut Gandhi berharap bisa menciptakan basis 
kemerdekaan ekonomi dan kesetaraan untuk semuanya di India. Ini 
setnua merupakan kebalikan dari proses yang sedang terjadi. 119 Yaitu, 
kebalikan dari kebutuhan yang mengedepankan keinginan untuk 
mendapatkan kekayaan dengan segala cara. Menurut Gandhi, basis 
kemerdekaan ekonomi ini sangat penting demi mewujudkan India yang 
bebas dan bertumpu pada kekuatan sendiri ( self-reliant ), utamanya desa- 
desa di negerinya. Tanpa ini semua, kemerdekaan ekonomi tidak bisa 
dipertahankan. Dengan prinsip bertumpu pada kekuatan sendiri ( self- 
reliant ), kemerdekaan politik akan sangat berarti bagi setiap rakyat India. 

Bernard Haring mengemukakan, upaya Gandhi untuk menghin- 
dari sentralisasi dan menciptakan industri kecil, di samping memanfaat- 
kan potensi lebihnya tenaga kerja di negara-negara berkembang, juga 
memberikan manfaat atas tersedianya lapangan kerja yang bisa memuaskan 
rakyat, 120 serta memberikan ruang bagi munculnya kreativitas dan 
keterlibatan secara personal dalam dunia kerja. Keseluruhan gagasan ini 
benar-benar seiring dengan E. Fritz Schumacher yang menyerukan 
pentingnya “orientasi baru ilmu pengetahuan dan teknologi untuk lebih 
bersifat organik, lembut, nir-kekerasan (non-violence), elegandancantik”. 
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Dia juga menekankan pentingnya teknologi-teknologi tepat guna sehingga 
bisa cukup murah dan setiap orang mempunyai kesempatan dan 
kemampuan untuk menggunakannya. Teknologi semacam ini sesuai 
dengan aplikasi untuk industri kecil; dan selaras dengan kebutuhan 
manusia untuk berkreasi.” 121 Schumacher mendukung penciptaan sesuatu 
yang kecil di tengah-tengah tempat yang “besar.” 122 Melalui cara inilah 
bisa mengembalikan manusia modem untuk peka terhadap nuansa 
kelembutan, kreativitas dan kepuasan. 

2.2. Desa Swasembada 

Dalam pidatonya di Madras pada 24 Maret 1925, Gandhi menga- 
takan: “India yang sesungguhnya tidak didirikan di atas beberapa kota, 
tetapi berdiri di atas ratusan ribu desa yang terhampar di atas permukaan 
sepanjang 1.900 mil dan lebar 1.500 mil.” 123 Hamparan ini adalah India 
yang sangat dicintai Gandhi, dan dia berjuang untuk membangun kembali 
melalui semua program-programnya tentang pembangunan nasional, 
khususnya kembali membangkitkan industri-industri pedesaan dan 
kerajinan. Gandhi berharap bisa membebaskan desa-desa dari keter- 
gantungan yang kronis terhadap wilayah perkotaan, terutama dalam hal 
pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 124 Jika kondisi semacam 
itu terus dibiarkan, kawasan pedesaan itu akan mati secara perlahan. 
Proses mi harus dihentikan. Orang pedesaan hams berusaha untuk mem- 
produksi sendiri semua hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar hidup mereka. Mereka, sampai ke tingkat tertentu, juga harus bisa 
memenuhi kebutuhan orang kota. Maka, menurut Gandhi, “rumusan 
yang hams dikembangkan sejauh mungkin adalah, setiap desa hams 
memproduksi semua kebutuhannya dan meningkatkannya hingga prosen- 
tase tertentu sehingga bisa memenuhi kebutuhan orang kota.” 125 

Ketidakadilan utama yang diderita oleh kalangan pedesaan di India 
adalah bahwa mereka bisa menjadi produsen terbesar, tetapi mereka tidak 
bisa menjadi pedagang yang besar. Oleh karena itu, mereka dipaksa untuk 
menjual produk-produk mereka kepada orang-orang yang mengambil 
keuntungan sebesar-besamya dari keterpaksaan tersebut. Apabila mereka 
sendiri bisa mengubah bahan mentah yang mereka miliki menjadi barang- 
barang jadi, mereka tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan lebih 
banyak dari keija mereka, 126 tetapi mereka juga bisa memperkuat diri 
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mereka sendiri, dan mereka semakin dekat ke arah satu komunitas yang 
lebih independen. Esensi dari desa swasembada {self'Sufficiency village) 
terletak pada kemampuan setiap desa atau beberapa desa untuk melaku- 
kan secara bersama-sama proses produksi mengubah bahan mentah— 
dengan kerja mereka sendiri—menjadi barang-barang yang bisa diguna- 
kan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka dan juga kebutuhan 
orang lain. Proses semacam ini bisa mengurangi eksploitasi ekonomi 
terhadap desa-desa dan membuat mereka benar-benar bebas dan bisa 
memenuhi kebutuhan sendiri secara swasembada dan bertumpu pada 
kekuatan sendiri (self -reliant ). 

Kebangkitan kembali kawasan pedesaan hanya dimungkinkan 
ketika di kawasan ini tidak ada lagi eksploitasi. IndustrialiSasi dalam 
skala massal pasti akan bermuara pada eksploitasi baik secara pasif 
maupun aktif. Eksploitasi ini akan menyeret desa-desa ke dalam 
persoalan kompetisi dan pasar bebas. Oleh karena itu, kita harus 
berkonsentrasi di area pedesaan dengan menjadikan mereka sebagai 
wilayah yang mandiri dan mampu menghasilkan sendiri untuk 
memenuhi kebutuhan dasamya . 127 

Menurut Gandhi, ke-swasembada-an pedesaan yang dipahami 
dengan pemahaman di atas merupakan pondasi terkuat bagi masyarakat 
nir-kekerasan (non-violent). “Desa,” kata Gandhi, “harus menjadi desa 
swasembada. Saya tidak melihat ada solusi lain, apabila seseorang benar- 
benar ingin menegakkan ahimsa .” 128 “Kita tidak bisa membangun 
peradaban nir-kekerasan (non-violence) di atas budaya industri pabrik. 
Peradaban ini hanya bisa dibangun di atas desa-desa yang mandiri... 
Ekonomi pedesaan, sebagaimana yang saya pahami, harus menjauhkan 
diri s ama sekali dari semua bentuk eksploitasi, dan ekspolitasi itu sendiri 
merupakan esensi dari kekerasan.” 129 

Ketika telah bebas dari eksploitasi dan kembali pad.a martabat yang 
dimilikinya, setiap desa diharapkan bisa mandiri dalam produksi dan 
distribusi dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasamya, seperti 
pangan, sandang dan pemmahan. 130 Sebuah desa dengan model semacam 
ini tidak akan kekurangan apa pun demi mewujudkan kehidupan yang 
sehat. Tetapi, konsep ini tidak boleh dipahami secara sempit. Satu desa 
barangkali tidak bisa memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuh- 
kannya. Dan pada saat yang sama, barangkali mereka juga mempunyai 
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kelebihan beberapa hasil produksinya. Oleh karena itu, hams selalu ada 
mang untuk melalukan pertukaran atau perdagangan antar desa-desa. 131 

Menjadi desa mandixi atau swasembada tidak hams selalu bisa memenuhi 
semua kebutuhannya,” 132 di mana mereka sama sekali tidak membutuhkan 
bantuan atau perdagangan dengan pihak luar. Hal ini sangatlah tidak 
mungkin bisa dipenuhi oleh sebuah desa ataupun negara. Kemerdekaan 
dan kemandirian tidak hams dipahami dan diinterprestasikan sebagai 
semangatmementingkandiri (selfish) danpengasingandiri (isolasi) secara 
sempit. “Gagasan saya tentang kemandirian ( self-sufficiency ) bukanlah 
satu gagasan yang sempit. Gagasan ini tidak memberikan ruang kepada 
keegoisan atau arogansi. Saya tidak mengajarkan pengasingan diri 
(isolasi).” 133 Sebaliknya, satu bentuk saling-ketergantungan dan saling- 
membutuhkan adalah bagian dari gagasan saya tentang kemandirian dan 
kemerdekaan, dan ini muncul dari sifat paling dasar manusia. “Apabila 
manusia memiliki hak istimewa untuk menjadi merdeka, hal ini setara 
dengan kewajibannya untuk saling-tergantung dan saling-membutuhkan 
antar sesama manusia.” 134 

Dari perjalanannya yang cukup jauh dan sangat Iuas mengelilingi 
India, Gandhi memiliki pengalaman dan pengetahuan secara langsung 
mengenai kondisi wilayah pedesaan di India yang sangat menyedihkan. 
Gandhi sangat prihatin dan terluka atas kondisi yang terjadi di pedesaan 
India. Oleh karena itu, dalam seruannya “kembali ke desa” 135 dia menyeru- 
kan untuk membangun kembali dan memulihkan desa-desa di India. 
Seruan ini selalu diulang-ulang dan ditujukan kepada seluruh pejuang 
Partai Konggres. Seman-seman ini termuat dalam Program Konstruktif' 
(Constructive Programme). Gandhi berjuang keras untuk mewujudkan 
gagasan ini, dan dia meyakini bahwa kemakmuran yang adil dan permanen 
bagi India hanya bisa dijamin melalui satu rekonstmksi yang tepat atas 
wilayah pedesaan. Langkah ini akan menjadikan mereka benar-benar 
memiliki independensi dalam bidang ekonomi dan mereka akan bertindak 
sebagai unit-unit politik yang independen dalam satu bangsa dan 
negara. 13 ^ 

Berdasarkan kemerdekaan individu dan kolektif serta prinsip keija- 
sama, setiap desa pada akhimya “benar-benar menjadi republik yang 
independen atas tetangganya karena mereka bisa memenuhi sendiri 
kebutuhan-kebutuhan dasamya. Meskipun demikian, mereka tetap saling- 



Til ♦ Francis Alappatt 

tergantung dengan sesama dalam hal pemenuhan kebutuhan lainnya. 137 
Rumusan ini merupakan konsep Gandhi tentang desa yang ideal-sebagai 
unit ekonomi, politik dan sosial. Gagasan ini sangat didambakan dan 
dicita-citakan Gandhi sebagai bentuk kejayaan negeri India. Tetapi, 
kapan gagasan ini bisa terwujud? Gandhi tidak pemah mengkhawatirkan 
masalah ini. “Saya tidak khawatir”, tulis Gandhi. “Kita akanbisa raewu- 
judkan gagasan kita, hanya jika kita bersungguh-sungguh di jalan yang 
kita tempuh dan yakin bahwa hanya inilah jalan yang benar. Kita harus 
mempeijuangkannya tanpa putus dan berhenti.” 138 

2.3. Swadeshi 

D alam rangka menjelaskan makna swadeshi, Gandhi telah membuat 
tulisan pada 1909. Dalam tulisannya, dia mengatakan bahwa makna yang 
p ilin g dekat dengan kata swadeshi adalah “menggunakan apa yang 
dihasilkan oleh negeri sendiri”. Tetapi, kata ini juga mengandung makna 
yang lebih luas, yaitu “bertumpu pada kekuatan sendiri” ( self'reliance ) . l39 

Menurut Gandhi, konsep swadeshi sangat erat kaitannya dengan 
swaraj, pemerintah oleh negeri sendiri (: self-rule) . Karena, pemerintah oleh 
negeri sendiri (self rule) mustahil tercapai tanpa bertumpu pada kekuatan 
sendiri (self reliance). Melalui swadeshi, kita bisa mencapai swaraj, kata 
Gandhi. 140 Oleh karena itu, ketika India berjuang untuk mewujudkan 
swaraj, tidak bisa tidak negeri ini harus belajar untuk bertumpu pada 
dirinya sendiri serta sumber-sumberdaya yang dimilikinya, baik secara 
fisik, mental maupuin spiritual, untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. 
“Satu negara yang rakyatnya tidak mampu memenuhi sendiri kebutuhan- 
kebutuhan sandang dan pangannya, tidak akan bisa menikmati swaraj 
yang sesungguhnya." 141 

Ekspresi paling kuat terkait dengan semangat swadeshi dalam kontek 
swaraj di India adalah gerakan untuk memboikot produk pakaian dari 
luar negeri. “Untuk bisa memasuki gerbang kemerdekaan”, tulis Qandhi, 
“apa yang kita butuhkan adalah swadeshi. Swadeshi berarti boikot terhadap 
pakaian buatan luar negeri.” 142 Secara logika, boikot ini meluas kepada 
seluruh produk luar negeri yang sesungguhnya bisa dihasilkan oleh buruh- 
buruh dan rakyat India. Hal ini sangat penting untuk melindungi kepen- 
tingan nasional bangsa India, dan Gandhi berusaha.keras untuk men¬ 
jelaskan ke dunia luar bahwa aksi ini tidak berarti boikot kepada seluruh 
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produk luar negeri, semata-mata karena mereka berasal dari negeri asing. 
Gandhi menulis, Anda jangan salah paham bahwa aksi ini merupakan 
gerakan boikot kepada semua barang produksi luar negeri. India tidak 
bermaksud untuk menarik diri dari perdagangan intemasional. Barang- 
barang selain pakaian yang bisa diproduksi secara lebih baik di luar In¬ 
dia, India harus menerimanya dengan suka cita dengan syarat didasarkan 
pada prinsip saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terkait.” 143 

Karakteristik utama dari swadeshi telah ditegaskan oleh Gandhi 
dalam uraian sebagai berikut: 

(1) Gerakan swadeshi secara tidak langsung juga mensyaratkan adanya 
boikot kepada barang-barang produksi luar negeri. Barang-barang 
produksi luar negeri ini diboikot bukan semata-mata karena barang- 
barang itu berasal dari negeri asing, tetapi hanya disebabkan karena 
hingga saat ini keberadaan produk asing itu terbukti membahaya- 
kan kepentingan nasional bangsa India. Barang utama yang diboikot 
adalah pakaian yang diproduksi luar negeri, dan aksi ini masuk dalam 
sumpah swadeshi yang dilakukan oleh para pejuang dari Konggres 
dan aktivis-aktivis lainnya. Sumpah ini dilakukan secara suka rela. 
Sumpah tersebut mengharuskan “hanya akan menggunakan pakaian 
terbuat dari kapas, wol atau sutera yang diproduksi di India, baik 
hasil tenunan maupun pemintalan dengan tangan.” 144 Tetapi, boikot 
hanyalah salah satu aspek penegasian dari swadeshi. 

(2) Swadeshi juga bermakna produksi dan menghasilkan secara mandiri, 
karena boikot tidak bisa terns berlangsung dan sekaligus melindungi 
kepentingan nasional, tanpa adanya produksi dan pemasokan 
barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat India. 145 

(3) Swadeshi juga berarti bahwa mendukung industri dalam negeri 
merupakan kewajiban utama bagi setiap warga India. 146 Hal ini harus 
terns berlangsung, pun setelah India meraih kemerdekaannya. Hanya 
dengan cara inilah industri pedesaan di India bisa terlindungi. Di 
mana, keberadaan industri pedesaan ini merupakan hal yang vital 
bagi eksistensi dan kebebasan dalam menyediakan lapangan keija 
bagi jutaan rakyat India yang tinggal di pedesaan. 147 “Dalam artian 
minimal, swaraj bermakna sebagai kekuatan untuk melindungi 
industri-industri di India, yang sangat vital bagi eksistensi pereko- 
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nomian nasional, dan mencegah impor yang bisa mengganggu 
kepentingan nasional ini.” 148 

(4) Semangat swadeshi berimplikasi bahwa setiap individu hams siap 
membatasi dirinya sendiri untuk hanya memakai barang dan jasa 
yang dihasilkan oleh lingkungan terdekatnya. 

Swadeshi adalah semangat di mana kita harus membatasi diri untuk 

hanya menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh lingkungan 

terdekat kita dan menghindari produksi yang dihasilkan jauh dari 
lingkungan kita... Dalam perspektif ekonomi, saya hanya akan 
memakai barang-barang yang dihasilkan oleh tetangga terdekat dan 
melindungi industri-industri tersebut dengan menjadikan mereka 
lebih efisien dan sempuma, jika mereka belum bisa mencapainya. 149 

Semua yang diuraikan di atas telah menyatakan secara jelas bahwa 
semangat swadeshi sebagaimana diterangkan Gandhi merupakan hal yang 
sangat esensial bagi kemakmuran suatu bangsa. Gandhi sangat berhati- 
hati untuk tetap mempertahankan gerakan swadeshi di India benar-benar 
terbebas dari keegoisan dan nasionalisme yang eksklusif. Dalam rangka 
menjawab kritik-kritik yang menentang-salah satunya dari Rabindranath 
Tagore-bahwa gerakan ini secara langsung tampaknya melahirkan satu 
upaya untuk menarik India modem dari pengaruh-pengaruh inter- 
nasional, 150 Gandhi mengatakan bahwa swadeshi itu jauh dari upaya 
tersebut. Gerakan ini hanya bertujuan untuk menghidupkan kembali 
negeri India. "Nasionalisme India bukanlah semangat untuk eksklusif, 
agresif maupun destmktif. Nasionalisme ini untuk mewujudkan kehi- 
dupan yang sejahtera, religius dan sesuai dengan prinsip-prinsip kema- 
nusiaan. India harus belajar untuk hidup sebelum dia bercita-cita untuk 
mati demi memperjuangkan kemanusiaan.” 151 Oleh karena itu, swadeshi 
yang saya pahami merupakan kebutuhan demi eksistensi nasional.” 152 

Semangat swadeshi ini ingin ditanamkan oleh Gandhi dalam rangka 
mewujudkan kebangkitan bangsa India. Karena, dengan semangat inilah 
akan menjadikan India sebagai negeri yang bisa bertumpu pada 
kekuatannya sendiri, sehinggga bisa menikmati kemerdekaan yang sejati. 
Secara mendasar, gerakan swadeshi ini merupakan perubahan dalam 
bersikap dan cara pandang. Gandhi menguraikan: 
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Saya tahu bahwa metode ini merupakan revolusi terhadap cara 
pandang seseorang. Dari revolusi inilah saya bisa menyatakan bahwa 
swaraj itu tercapai melalui swadeshi. Sebuah bangsa yang mampu 
menyelamatkan jutaan rupee per tahunnya dan kemudian men- 
distribusikan jumlah besar tersebut bagi para pemintal dan penenun 
di rumah-rumah mereka, akan memperoleh kekuatan organisasi dan 
industri yang pasti membuat mereka mampu melakukan hal-hal 
penting lainnya demi mewujudkan pertumbuhan secara menye- 
luruh. 153 

Menurut Gandhi, dalam struktur ekonomi nir-kekerasan y an g 
terdesentralisasi, industri-industri pedesaan, desa yang mandiri dan 
swadeshi merupakan satu bentuk yang organis. Desentralisasi melalui 
penguatan industri-industri pedesaan merupakan pembangunan yang 
memasukkan prinsip kemandirian bagi desa-desa. Distribusi produk dari 
industri-industri ini dijamin melalui semangat swadeshi yang menjiwai 
seluruh rakyat dan bangsa India. 

2.4. Peran Mesin dan Industri Berat 

Gandhi seringkali diejek dan dituduh melakukan perlawanan total 
terhadap mesin-mesin modem, sesuatu yang mustahil dilakukan di jaman 
modem ini. Tentu saja, Gandhi menolak tuduhan tersebut, 154 dan penolak- 
an ini bukannya tanpa dasar. Dalam Hind Swaraj, yang diterbitkan pada 
awal 1909, dan untuk pertama kalinya mengungkapkan pikiran-pikiran 
Gandhi ke hadapan publik, Gandhi secara sistematik menguraikan 
gagasan-gagasan tentang apa yang harus dilakukan oleh India demi 
mewujudkan kemerdekaan dalam memerintah negeri sendiri (self-rule). 
Dalam tulisan ini Gandhi mengungkapkan “mesin adalah simbol utama 
dari peradaban modem; dan keberadaannya menunjukkan satu kesalahan 
besar.” 155 Gandhi sampai pada kesimpulan ini karena, menurut dia, pen- 
ciptaan mesin modernlah yang memungkinkan terjadinya eksploitasi 
manusia dalam skala luas. Keberadaan mesin modem telah menjadikan 
sekelompok orang sangat kaya, dan memaksa sebagian besar manusia 
lainnya menjadi budak mesin dan bekeija dalam keadaan yang tidak 
manusiawi. Mesin modem telah merampas kesempatan kerja jutaan orang 
yang tinggal di pedesaan, karena mereka dipaksa meninggalkan kerajinan 
tangan. 156 Menyimpulkan di bagian yang mengulas tentang mesin di me- 
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dia Hind Swaraj, Gandhi menulis, “Oleh karena itu, jangan lupakan satu 
hal yang sangat penting: keharusan untuk menyadari bahwa mesin itu 
sangat buruk.” 157 Sikap Gandhi terhadap mesin ini, secara mendasar, tidak 
pemah berubah hingga akhir hidupnya. 

Gandhi tidaklah sendirian dalam berpegang terhadap sikap atas 
kekhawatirannya terhadap sejutnlah akibat mengerikan yang ditimbul- 
kan oleh dominasi mesin terhadap manusia, yang akan mencabut martabat 
dan kehormatan manusia. Paus Pius XI telah menyampaikan peringatan 
dengan penuh keprihatinan dalam Surat Ensiklik Quadragesimo Anno, 
tentang proses dehumanisasi kaum buruh ketika mereka diperbudak oleh 
mesin modem. “Dan ketika kerja fisik -yang diperintahkan oleh Tuhan 
demi kebaikan jasmani dan jiwa manusia setelah melakukan dosa asal- 
temyata telah diubah menjadi instrumen yang tidak pada tempatnya, 
karena telah digantikan dengan pemujaan terhadap mesin, manusia telah 
dirusak dan turun derajatnya.” 158 

Itu semua adalah pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh mesin 
terhadap manusia, dan hal ini sangat ditakutkan oleh Gandhi. Oleh 
karenanya, penting untuk dicatat bahwa Gandhi tidak menentang mesin 
dengan penolakanbuta. Dia juga tidak puas dengan gagasan untuk kern- 
bali ke metode-motode primitif. Gandhi menyarankan dan mendukung 
metode-metode produksi yang lebih sederhana dan terdesentralisasi 
sehingga sejauh mungkin bisa dilaksanakan di pedesaan. Sebab, Gandhi 
melihat tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia dari perbudak- 
an oleh mesin yang menghinakan serta untuk memberikan pekerjaan 
kepada jutaan orang yang tinggal di pedesaan India. 159 Gandhi berkata, 
“ketika ada jutaan buruh yang menganggur, maka tidak ada gunanya 
berpikir tentang alat-alat yang bisa mengurangi penggunaan tenaga 
kerja... Penyebab dari kemiskinan yang teijadi di negeri kita adalah per- 
luasan industri-industri kita yang menyebabkan banyak pengangguran.” 160 
Dalam konteks lainnya, Gandhi mengatakan: 

Apa yang menjadi keberatan saya adalah ketergila-gilaaft dan 
pemujaan terhadap mesin, bukannya mesin itu sendiri. Kegilaan 
inilah yang mereka sebut dengan mesin penghemat-tenaga kerja. 
Manusia terus mendengungkan “pengurangan tenaga kerja” semen- 
tara ribuan orang lainnya mati karena kelaparan. Saya ingin meng- 
hemat waktu dan tenaga buruh, bukan hanya untuk kebaikan 
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sekelompok manusia, tetapi demi kebaikan seluruh manusia. Saya 
ingin konsentrasi kemakmuran itu tidak hanya berada di tangan 
sekelompok orang, tetapi di tangan semua orang. Pada saat ini, mesin 
hanya membantu sekelompok orang untuk menunggangi punggung 
jutaan orang lainnya. Dorongan yang menggerakkannya bukanlah 
kedermawanan..., tetapi ketamakan. Ini semua bertentangan 
dengan hal-hal yang saya peijuangkan melalui seluruh kemampuan 
saya. 161 

Gandhi hanya bisa menerima penggunaan mesin secara terbatas dan 
selektif, tepatnya demi menyelamatkan manusia dari supremasi mesin 
yang akan memegang kendali atas diri manusia. Dan ketika manusia 
telah tergila-gila kepada mesin, untuk selanjutnya mesin itulah yang akan 
memperbudak manusia, sementara manusia sendiri tidak bisa mengen- 
dalikan akibat-akibat yang tidak terelakkan. “Apa yang ingin saya tekan 
adalah supremasi mesin atas manusia. Pada saat segalanya telah dikeija- 
kan manusia, maka kita semua telah menjadi budak dari mesin.” 162 

Dalam rangka mencegah bahaya perbudakan yang disebabkan oleh 
mesin dan teknologi modem, Paus Yohanes Paulus II telah memperingat- 
kan. Setelah menyampaikan referensi-referensi tentang cara-cara bagai- 
mana teknologi itu bisa menjadi sekutu manusia, Paus meneruskannya 
dalam Surat Ensiklik Laborem Exercens: 

Bagaimanapun juga, harus diakui bahwa dalam beberapa hal 
teknologi bisa berhenti menjadi sekutu manusia dan berbalik menjadi 
musuhnya. Yaitu, ketika proses mekanisasi kerja telah ‘menggusur 
manusia’. Proses ini akan mengikis kepuasan personal, menghapus 
hasrat kreativitas dan tanggung jawab. Ketika hal ini terjadi, kaum 
buruh akan tercabut dari pekerjaan mereka sebelumnya. Ini semua 
terjadi karena pemujaan berlebihan terhadap mesin dan menurunkan 
derajat manusia dalam status budak. 163 

Yang terpenting dari semuanya, Gandhi sangat terluka oleh peng¬ 
gunaan ilmu-ilmu dan penemuan-penemuan ilmiah demi untuk mencapai 
kejayaan manusia. Di mana ilmu dan penemuan ilmiah itu hanya menjadi 
alat dari ketamakan dan eksploitasi yang dilakukan oleh sekelompok 
kecil manusia. Gandhi sungguh-sungguh menghendaki penghentian dari 
penyalahgunaan ini. Paus Yohanes Paulus II juga berpegang pada prinsip 
ini. Meskipun ilmu pengetahuari menawarkan kemungkinan sangat besar 
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bagi pengembangan manusia, “tetapi, sebagaimana konsekuensi yang 
ditimbulkan oleh pilihan-pilihan politis, bahwa dalam memutuskan arah 
serta tujuan riset dan aplikasinya, ilmu pengetahuan seringkali digunakan 
secara bertentangan dengan tujuan asalnya: demi kemajuan umat 
manusia.” 164 Inilah yang disebut dengan penyalahgunaan ilmu pengetahu- 
an yang hanya melayani keegoisan manusia, dan akan berujung pada 
bencana yang akan menimpa manusia. Hanya berusaha keras untuk 
menguasai dunia tanpa terlebih dahulu menguasai manusia atas nafsu- 
nafsunya-terutama hasrat untuk mengeksploitasi lingkungan dan 
makhluk sesamanya—adalah sebuah bencana. Tetapi, itu semua bisa 
dicegah ketika kita secara sadar memilih untuk hanya menggunakan 
mesin secara terbatas. Menurut Gandhi, “.. .pengetahuan-pengetahuan 
dan penemuan-penemuan ilmiah tidak boleh hanya menjadi instrumen 
bagi ketamakan manusia. Sehingga, mesin tidak akan memperbudak kaum 
buruh, tetapi akan membantunya. Saya tidak memiliki tujuan untuk 
menghapuskan seluruh mesin, tetapi hanya membatasinya.” 165 

Sikap Gandhi menjadi sangat jelas. Dia tetap “tidak berkompromi 
dengan semua mesin yang destruktif” 166 dan penggunaannya secara 
sembarangan dan berlebihan, karena Gandhi menyangsikan kontribusinya 
terhadap kemakmuran manusia secara keseluruhan. Gandhi tetap 
memberikan tempat bagi keberadaan mesin dalam kehidupan manusia, 
tetapi hanya terbatas. Gandhi sangat bersuka cita menyambut mesin- 
mesin yang akan melayani manusia dengan membantu manusia dari beban- 
bebannya, dan membuat manusia bisa bekeija dengan lebih baik, produktif 
dan hidup secara lebih layak. 167 

Gandhi mengatakan bahwa manusia adalah pertimbangan dan 
ukuran tertinggi dalam penggunaan semua mesin. Mesin harus mem¬ 
bantu manusia dan memberikan kontribusi bagi tercapainya kemakmuran 
untuk semua manusia. Hal ini harus menjadi tujuan dari setiap proses 
mekanisasi. Pengenalan dan penggunaan mesin tidak boleh dikelola 
berdasarkan keegoisan dan ketamakan, tetapi dengan pertimbangan- 
pertimbangan cinta dan kemanusiaan. 168 

Konsisten dengan teorinya tentang penggunaan mesin, Gandhi 
menolak industrialisasi skala besar dan produksi massal. Penolakan ini 
dikarenakan berbagai kejahatan yang melekait pada sistem ini, yakni 
kejahatan sentralisasi dan eksploitasi. Gandhi berpendapat, jalur industri 
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skala besar benar-benar berbahaya bagi India. Pendapat ini didasarkan 
pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1) Sistem ini tidak sesuai dengan struktur masyarakat nir-kekerasan 
(non~violent), karena pemusatan tidak bisa dilakukan secara efektif 
tanpa disertai dengan penggunaan kekuatan untuk memaksa. 169 

2) Industrialisasi skala-besar dengan penggunaan mesin akan mem- 
buat jutaan rakyat di pedesaan India kehilangan pekerjaan, dan 
mereka dipaksa menjadi miskin. 170 

3) Industrialisasi melibatkan destruksi terhadap individualitas dan 
martabat manusia dalam bekeija, menjadikan manusia hanya sebagai 
penggerak mesin. 171 

4) Negeri India, apabila menjadi terindustrialisasi, akan menjadi 
ancaman bagi bangsa-bangsa lainnya, karena dia pasti akan ber- 
usaha untuk melakukan eksploitasi pasar-pasar luar negeri demi 
meraih keuntungan bagi India sendiri. 172 

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat Gandhi tetap 
memilih dan mendorong tegaknya sistem desentralisasi melalui industri 
kecil bagi India. 

Satu persoalan yang harus segera dihadapi Gandhi adalah mele- 
takkan peran dari beberapa industri berat. Misalnya, mesin-mesin sebagai 
alat manufaktur, industri galangan kapal, mesin pembangkit listrik dan 
lain-Iain. Keberadaan mesin-mesin itu sangat penting bagi kepentingan 
nasional secara keseluruhan, dan hal ini tidak bisa dikelola oleh industri 
kecil. Sistem produksi yang efisien dari mesin-mesin tersebut pasti. 
memerlukan konsentrasi modal dan tenaga kerja, juga membutuhkan 
sistem organisasi yang sangat sentralistis. Solusi yang diajukan Gandhi 
untuk mengatasi persoalan ini adalah melalui satu kebijakan ekonomi 
nasional, dengan satu perlakuan tertentu. Hal ini tidak bisa terelakkan 
demi menyelamatkan kepentingan nasional. 

Pada saat yang sama, Gandhi tetap ingin mempertahankan industri- 
industri berat di atas, sejauh mungkin tetap terbebas dari kejahatan yang 
ditimbulkan oleh pemusatan modal maupun tenaga keija ini. Untuk itu, 
Gandhi mensyaratkan dua hal. Pertama, industri-industri tersebut harus 
dinasionalisasi dan dikontrol oleh negara. “Industri-industri berat harus 
disentralisasi dan dinasionalisasi. Tetapi, industri-industri itu tetap 
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menempati posisi yang sangat minimal dalam aktivitas ekonomi nasional, 
di mana aktivitas utama hams tetap berada di pedesaan.” 173 Kedua, setiap 
upaya yang dilakukan dalam industri-industri berat tersebut harus 
menciptakan dan memelibara kondisi kerja yang manusiawi, temtama 
demi kebaikan individu-individu yang bekeija di dalamnya. 

Industri-industri tersebut hanya bisa bekeija dalam keadaan-ke- 
adaan yang paling tepat dan ideal, tidak berorientasi meraih keuntung- 
an, tetapi demi kemanfaatan bagi kemanusiaan. Ketamakansebagai motif 
penggeraknya barus diubah dengan cinta kasih. Inilah perubahan keada- 
an yang saya inginkan untuk kaum bumb... kaum bumh hams mendapat- 
kan jaminan dan perbndungan, tidak hanya dengan upab yang layak, 
tetapi juga dilindungi dari tugas-tugas yang berbahay'a dan membosan- 
kan. 174 

Bekerja dalam syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas dan 
dengan dikontrol oleh kebijakan negara yang nir-kekerasan (non-violent), 
akan meminimalkan terjadinya kekerasan. Gandhi berpikir bahwa bahaya- 
bahaya yang melekat pada industri-industri yang sentralistis ini bisa diku- 
rangi sampai ke tingkat seminimal mungkin, sehingga industri-industri 
itu benar-benar difungsikan sebagai alat pengabdian bagi rakyat dan 
bangsa. 

2.5. Peran Perdagangan 

Sebagaimana telah kita lihat sebelumnya, Gandhi yakin bahwa India 
hams menganut sistem ekonomi desentralisasi, yang dibangun di atas 
pondasi desa-desa yang mandiri dan berswasembada. Desa-desa ini akan 
menjadi pusat-pusat produksi dan distribusi. Mereka hanya akan mempro- 
duksi untuk keperluan mereka sendiri dan tetangga-tetangga mereka 
yang terdekat, 175 dan bukannya berorientasi pada pasar yang jauh dan 
tidak dikenal, di mana mereka tidak mempunyai kontrol terhadap pasar 
tersebut. Bersamaan dengan penegakan prinsip swadeshi, yang memberikan 
implikasi bahwa setiap orang mengemban kewajiban suci untuk sejauh 
mungkin menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh lingkungan 
terdekatnya. 176 Sebagai hasilnya, akan tercipta lapangan kerja dan tersedia 
pendapatan minimal untuk semua, penghapusan kemiskinan dan tumbuh- 
nya semangat kemandirian di kalangan rakyat. 177 Inilah visi yang dirumus- 
kan Gandhi berkenaan dengan ekonomi di India. 
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Pendekatan di atas tidak boleh diartikan sebagai bentuk isolasi bagi 
desa, provinsi ataupun bangsa. 178 Terpenting dari semua itu, visi di atas 
tidak boleh digerakkan oleh prasangka buruk atau antagonisme terhadap 
orang lain. 179 Menurut Gandhi, desa, provinsi atau negara tetap memiliki 
kebebasan untuk melakukan pertukar'an barang dan jasa sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing. Tetapi, pertukaran ini harus dibatasi secara 
minimal, karena setiap unit ekonomi telah memproduksi demi memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan primemya. Maka, hanya surplus dari setiap unit 
itulah yang akan dipertukarkan dengan surplus dari unit lain atau untuk 
barang-barang yang tidak bisa diproduksi di satu tempat dan hams diper- 
oleh dari tempat lainnya. 180 

Gandhi menekankan bahwa ketergantungan dalam perdagangan 
untuk kebutuhan-kebutuhan primer hams dihindari sejauh mungkin, 
karena dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar inilah satu 
masyarakat bisa menjadi independen dan berinteraksi dalam saling 
ketergantungan dan saling membutuhkan secara bermartabat. Gandhi 
meyakini prinsip ini, apakah untuk perdagangan dalam negeri maupun 
luar negeri. 

Gandhi berpandangan bahwa semua bangsa hams berupaya keras 
untuk membudayakan kebiasaanbertumpu pada kemampuannya sendiri 
(self-sufficiency) dan menghindari penggunaan media perdagangan sebagai 
alat eksploitasi. Berbicara tentang India, Gandhi berkata, “nasionalisme 
kita tidak akan membahayakan bangsa lain, kita akan semaksimal 
mungkin menjauhi semua bentuk eksploitasi sebagaimana kita juga tidak 
membiarkan siapa pun mengeksploitasi kita.” 181 Gandhi memahami betul 
bahwa “Negeri Inggris pada saat ini hams menguasai dunia dalam per- 
budakan demi mengamankan pasar bagi produk-produknya.” 182 Gandhi 
tidak menginginkan India menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh 
Inggris. Karena itu, Gandhi menyemkan kepada Inggris supaya mereka 
membatasi produksi dan perdagangannya, dan menghentikan upayanya 
untuk menumpuk emas sebanyak-banyaknya melalui perdagangan yang 
mengabaikan kepentingan bangsa-bangsa lain di luar negaranya. 

Gandhi yakin bahwa hal itu hanya akan melahirkan tragedi bagi 
dunia apabila suatu bangsa bempaya keras dan berhasil dalam mem¬ 
produksi komoditi-komoditi kebutuhan dasar bagi seluruh dunia. 
Berbicara dengan seorang jumalis dari Amerika, Gandhi mengatakan: 
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Pada saat ini, Amerika bisa menguasai dunia dengan menjual semua 
barang-barang kebutuhan, atau dengan menjual keahliannya yang 
tidak tertandingi. Dia mempunyai hak untuk melakukan itu... 
Amerika mengatakan ‘di mana ada negara lain yang bisa menanam 
sehelai gandum, kami bisa menanamnya dalam jumlah 2000 helai’. 
Maka, Amerika harus mengajarkan seni menanam itu secara cuma- 
cuma kepada orang-orang yang ingin mempelajarinya. Tetapi, dia 
tidak boleh berkeinginan untuk menanam gandum untuk kebutuhan 
di ,seluruh dunia. Apabila hal ini dipaksakan, pasti akan menimbul- 
kan saat-saat yang menyedihkan. 183 

Gandhi mengharapkan adanya sharing tentang ilmu-ilmu penge- 
tahuan dan keahlian-keahlian teknik di level intemasional, bukannya 
peningkatan pasokan barang'barang yang diproduksi oleh negara maju. 

Kebijakan perdagangan India tidak akan melarang barang-barang 
luar negeri semata-mata karena mereka berasal dari negeri asing. Impor 
yang dilakukan harus diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertim- 
bangan kepentingan nasional. Demikian halnya dengan aktivitas ekspor 
ke negara-negara lain. 

Saya tidak pemah menjadi pendukung bagi pelarangan terhadap 
semua barang-barang dari luar negeri semata-mata karena barang- 
barangbetasal dari negeri asing. Keyakinan ekonomi saya adalah 
menabukan semua komoditi luar negeri, sejauh impor terhadap 
barang tersebut akan membahayakan kepentingan asli dari negeri 
kami. Hal ini berarti, kita tidak boleh mengimpor barang-barang 
yang bisa diproduksi dan disediakan oleh negeri kita sendiri. 184 

Gandhi berpandangan bahwa di India, peran perdagangan harus 
dibatasi. Dia lebih menekankan tentang pentingnya bekerja demi me- 
wujudkan kemandirian, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan- 
kebutuhan dasar. Meskipun perdagangan itu penting dan dibutuhkan, 
sejauh mungkin perdagangan harus terbebas dari ketidakadilan dan harus 
dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. 185 

Gandhi menegaskan kembali bahwa dalam aktivitas-aktivitas 
ekonomi di India, prinsip desentralisasi dan kemandirian lokal harus 
diupayakan semaksimal mungkin dan sesedikit mungkin memberikan 
peran untuk perdagangan. Sebagaimana dikemukakan dalam pandang- 
annya, relasi perdagangan antara India dan Inggris ditentukan dan diatur 
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oleh mekanisme perdagangan, yang terutama difungsikan sebagai alat 
eksploitasi. Jika peran perdagangan bisa ditekan sampai ke tingkat min i- 
mal, Gandhi merasa bahwa kemungkinan untuk melakukan eksploitasi 
atau menjadi korban eksploitasi bisa diminimalkan. 

Paus Paulus VI, setelah menyampaikan pandangannya tentang 
eksploitasi terhadap negara-negara miskin yang terus berlangsung atas 
nama perdagangan bebas yang telah melahirkan efek “negara miskin tetap 
miskin sementara negara-negara kaya semakin bertambah kaya,” 186 
menegaskan keharusan untuk keluar dari prinsip persaingan bebas yang 
muncul dari teori liberalisme ekonomi. Hal mi harus dilakukan supaya 
negara-negara miskin bisa terlibat dalam perdagangan secara adil. 
Persaingan bebas akan saling menguntungkan hanya apabila pihak-pihak 
yang terlibat tidak berada dalam penguasaan atau ketidaksetaraan di 
bidang ekonomi. 187 Tetapi, kesenjangan ekonomi antara negara miskin 
dan negara kaya sudah terialu besar, sehingga “pertukaran ekonomi tidak 
bisa lagi didasarkan semata-mata pada prinsip persaingan. Karena, pada 
akhimya nanti, mekanisme itu hanya akan menciptakan kediktatoran 
ekonomi oleh negara-negara kaya atas negara-negara miskin. Kebebasan 
dalam perdagangan harus ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial. 188 
Tujuan Gandhi tidak lain juga demi penghapusan semua bentuk ketidak- 
adilan dan dominasi ekonomi dalam perdagangan dan mewujudkan 
aturan main yang setara dan fair play: 

3. Hak Kepemilikan Pribadi 

Gandhi mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi, pada saat yang sama, Gandhi 
juga menolak apabila institusi kepemilikan pribadi dipahami sebagai hak 
tidak terbatas dari seseorang untuk memiliki kekayaan, sebagaimana yang 
dilakukan oleh para pangeran dan tuan tanah di India. Menurut Gandhi, 
semua tanah itu adalah milik Tuhan dan diberikan kepada umat manusia 
untuk dimafaatkan bersama dan demi kemakmuran bersama. Manusialah 
yang mengenalkan batas-batas pada tanah itu dan menjadikannya sebagai 
milik-milik pribadi, dan seringkali (dilakukan melalui paksaan dan 
kekuasaan. Sesungguhnya, seluruh tanah itu milik semua rakyat. 
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Semua tanah itu milik Gopal, maka adakah batas-batasnya? 
Manusialah yang memberi batas-batas itu. Secara harfiah, Gopal 
berarti gembala, yang juga bermakna Tuhan. Dalam bahasa mod¬ 
em, kata itu diartikan sebagai Negara, yaitu rakyat. Pada saat ini, 
tanah bukan lagi milik rakyat. Tetapi, semua kesalahan ini bukan 
terletak pada ajarannya. Kesalahan kitalah yang tidak menerap- 
kannya dalam kehidupan sehari-hari. 189 

Gandhi tidak banyak melakukan elaborasi mengenai hak kepemi- 
' likan pribadi. Hal ini barangkali disebabkan karena persoalan yang 
dihadapi di India tidak berkaitan dengan tidak adanya pengakuan 
terhadap milik pribadi, tetapi justru terjadinya fenomena kepemilikan 
pribadi yang sangat berlebihan oleh sebagian kecil orang. Terpenting dari 
semua itu, secara tidak langsung, pengakuan Gandhi tentang hak milik 
pribadi tertuang dalam tulisan-tulisannya. “Tidak boleh ada seorang 
manusia pun yang memiliki tanah lebih dari apa yang dia makan. 190 
Dalam konteks India, Gandhi terutama mengkonsentrasikan dirinya 
untuk menekankan adanya fungsi khas dari kepemilikan, yaitu kemak- 
muran untuk semua. Dalam pemikirannya, fungsi inilah yang paling 
penting dari. fungsi kepemilikan itu sendiri. Penekanan ini juga sangat 
ditekankan oleh ajaran sosial agama Katolik. “Tuhan memperuntukkan 
bumi dan segenap isinya untuk digunakan semua manusia dan makhluk 
yang ada. Dengan demikian, di bawah satu kepemimpinam yang adil dan 
semangat kedermawanan yang mulia, maka seluruh makhluk akan 
tercukupi kebutuhannya.’' 191 

3.1. Fungsi Sosial Kepemilikan Pribadi 

Jika tidak ada seorang pun yang diperbolehkan memiliki tanah lebih 
dari yang dibutuhkannya untuk makan sehari-hari, maka secara logika 
hal ini akan diikuti dengan terjadinya bagian surplus (kelebihan) yang 
dimiliki masyarakat dan digunakan untuk kemakmuran bersama. Gandhi 
yakin dengan hal ini, dan dia merasa bahwa kemiskinan massal di India 
terjadi karena rakyat tidak mendapatkan hak milik sebagaimana hak- 
nya. 192 Maka, dia berkeyakinan bahwa orang yang pertama kali mempunyai 
hak untuk menyatakan satu tanah itu sebagai miliknya adalah petani 
miskin yang bekerja di atas lahan itu dan bukannya tuan tanah yang 
tidak pemah mengerjakan lahan itu. 
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Kisdn atau petam miskin, apakah dia seorang buruK tani yang tidak 
memiliki lahan ataupun yang memiliki lahan, harus diutamakan. Dia 
adalah putera kandung dari tanah itu dan hak atas tanah itu harus diper- 
untukkan baginya, bukannya diberikan kepada tuan tanah atau zarmndar 193 
yang tidak pernah tinggal di atas tanah itu.” Prinsip ini merupakan alat 
yang berfungsi sebagai media untuk mendistribusikan kepemilikan tanah 
kepada setiap anggota masyarakat sehingga masing-masing mendapatkan 
bagian yang proporsional. 194 

Apa yang dipahami Gandhi tentang kepemilikan sama artinya 
dengan bahwa semua bentuk kelebihan kekayaan yang dimiliki seseorang 
harus difungsikan demi kesejahteraan sosial. 

Kemudian, persoalan terbesar yang dihadapi Gandhi adalah upaya 
untuk melakukan restrukturisasi relasi kepemilikan pribadi. Dia sangat 
serius memikirkan bagaimaha caranya supaya kepemilikan pribadi benar- 
benar dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kemakmuran 
bersama. Gandhi menolak semua bentuk sosialisme revolusioner yang 
dilakukan dengan kekerasan. Gandhi mengembangkan sebuah teori 
untuk menjadikan kepemilikan pribadi memiliki fungsi sosial, yaitu teori 
yang dikenal dengan Perwalian (Trusteeship). 

Tradisi Katholik selalu menghargai hak atas kepemilikan pribadi. 
Tetapi hak itu bukanlah sesuatu yang absolut dan tidak tersentuh. 
“Sebaliknya, tulis Paus Yohanes Paulus II dalam Surat Ensiklik Laborum 
Exercens , hak atas kepemilikan pribadi harus dipahami dalam konteks 
yang lebih luas, yaitu hak bersama atas semua orang untuk mengguna- 
kan semua yang ada. Hak atas kepemilikan pribadi harus mengabdi pada 
hak bersama, yakni semua yang tersedia harus digunakan demi kebaikan 
bersama. 195 Maka, dalam ajaran Katholik, hak pribadi harus selaras 
dengan kewajiban untuk mengabdi demi kebaikan bersama. 

3.2. Metode Afe/z-Sosialis -kan Kepemilikan —Melalui Model 

Perwalian 

Gandhi menyatakan diri sebagai seorang sosialis, tetapi seorang 
sosialis yang sangat teguh berpegang pada prinsip nir-kekerasan (non¬ 
violence). Maka, penerapan doktrin- doktrin sosiaUs *nya tidak didukung 
oleh kekerasan, tetapi dengan mengefektifkan metode persuasi melalui 
gerakan satyagraha. Gerakan ini merupakan metode yang lebih pasti dan 
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lebih damai. 196 Persuasi—ditujukan bagi teijadinya perubahan dalam 
pemikiran dan hati para orang kaya—yang dilakukan dengan paksaan 
atau kekerasan mustahil untuk mewujudkan keadilan sosial. 197 Gerakan 
HdaV mau bekerja sama secara nir-kekerasan (non-violent non-coopera¬ 
tion) berarti sebuah kemampuan pihak-pihak yang tercabut dari keadilan 
sosial untuk mendapatkan dan memperoleh kembali keadilan melalui 
upaya peijuangan sendiri. 198 

Karakteristik mendasar dari sosialisme model Gandhi adalah 
perwalian ( trusteeship ). Makna yang terkandung dalam prinsip ini adalah 
bahwa si kaya tidak dicabut hak miliknya atas kekayaan mereka dengan 
kekerasan atau paksaan. Tetapi, mereka tidak boleh menguasai seluruh 
kekayaannya. Mereka hanya akan menggunakannya sesuai dengan 
kebutuhan mereka secukupnya. Kemudian, mereka akan bertindak 
sebagai wali dari sisa kepemilikan tersebut (setelah dikurangi untuk 
kebutuhan secukupnya) dan menggunakannya demi kemanfaatan 
masyarakat. 199 Gandhi tidak ingin menghapuskan kepemilikan pribadi. 
Dia ingin mengubahnya ke dalam perwalian, Inilah satu-satunya cara 
, untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi dengan cara nir-kekerasan 200 
dan, pada saat yang sama, “menjamin penggunaan kepemilikan dengan 
cara sebaik mungkin, yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, 
oleh pihak-pihak yang kompeten." 201 

Ketika melakukan interpretasi konsep perwalian dalam ajaran 
Bhagavad Gita, 202 Gandhi menyatakan, “prinsip ini memiliki dasar filosofi 
dan religi’, dan bahwa “tidak ada teori lain yang sesuai dengan prinsip 
nir-kekerasan selain perwalian ini.” 203 

Perwalian, secara mendasar, lebih merupakan teori spiritualistik, 
karena mengajak setiap orang kaya untuk meninggalkan penguasaannya 
secara mutlak terhadap kekayaannya dan mengharapkan mereka untuk 
mengambil jarak bahwa kekayaan mereka sesungguhnya bukan milik 
mereka, tetapi milik masyarakat. Hal ini membutuhkan transformasi spiri¬ 
tual yang luar biasa, hal ini juga tidak bisa diharapkan muncul sebagai 
sebuah kesadaran kelas. 

Gandhi menyadari kesulitan tersebut, dan dia mengatakan bahwa 
perwalian mensyaratkan dua pendekatan sekaligus. Dia .menyerukan 
kepada orang-orang kaya dan memohon dengan sangat kepada mereka 
untuk mengubah sikap mereka dan memenuhi kewajiban mereka 
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terhadap kaum miskin. Pengabaian terhadap hal ini, pasti akan men- 
datangkan bencana yang akan menimpa semuanya, terutama mereka 
sebagai kelompok kaum kaya. “Tujuan saya,” kata Gandhi, “adalah 
menyentuh hatimu dan mengajak anda supaya anda semua bersedia 
mengelola kekayaan pribadi ini dengan bertindak sebagai wali bagi buruh.' 
buruh tani yang bekerja padamu dan menggunakan kekayaan yang anda 
miliki terutama untuk kesejahteraan para buruh tani itu... Saya berjuang 
demi terciptanya kerja sama dan koordinasi antara majikan dan buruh, 
antara tuan tanah dan para buruh tani.” 204 

Menurut Gandhi, inisiatif untuk mewujudkan tatanan sosial yang 
adil hams muncul dari orang-orang kaya dan kaum terpandang. Mereka 
hams menyadari dan lebih mengutamakan kewajiban sosialnya daripada 
sekedar memperoleh keuntungan pribadi, kekayaan ataupun kesenang- 
an-kesenangan lainnya. 205 Gandhi memperingatkan mereka: 

Dalam pada itu, apabila kaum yang berkuasa dan orang-orang kaya 
mengakui tuntutan jaman ini, mereka pasti akan segera menghenti- 
kan dirinya untuk menjadi pemilik-pemilik dari kekayaan yang 
mereka miliki dan kemampuan mereka untuk mendapatkan 
kekayaan. Mereka hams lebih memposisikan diri sebagai wali dan 
menegakkan haknya sebagai wali, yang juga mempunyai hak untuk 
mencari nafkah. Apabila mereka tidak melakukannya, pastilah akan 
bermuara pada bencana yang sangat pahit dan akan melanda si kaya 
dan si miskin tanpa mengenal batas. 206 

Kemudian, apa yang harus dilakukan jika metode persuasi ini tidak 
berhasil mewujudkan transformasi yang hams teijadi di kalangan orang- 
orang kaya? Di sinilah terletak aspek kedua dari pendekatan Gandhi, 
yaitu kaum miskin hams benar-benar teorganisir dan terdidik untuk 
menggunakan perjuangan non-kooperatif dengan prinsip nir-kekerasan. 
Karena, si kaya pasti tidak akan bisa terns mengumpulkan dan menum- 
puk kekayaannya, tanpa adanya keija sama dengan kaum miskin. 207 

Gandhi juga menggambarkan perwalian sebagai institusi hukum di 
mana para individu bertindak sebagai wali dan Negara akan memainkan 
perannya secara tepat. 208 Ketika kepemilikan itu dimiliki dengan basis 
perwalian, maka di sini tidak ada lagi pewarisan kekayaan secara otomatis 
kepada keturunannya. “Seorang wali tidak mempunyai ahli waris, tetapi 
dia bertindak atas nama kepentingan publik.” 209 
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Di antara semua ajaran ekonomi Gandhi, barangkali teori tentang 
perwalian inilah yang paling suUt diterima dan diterapkan secara masuk 
akal. Perubahan personal yang diharapkan muncul dari orang-orang kaya, 
melahirkan kritik kepada Gandhi dan menyebut hal itu utopia belaka. 
Meskipun hams menghadapi berbagai kritik, Gandhi tetap meyakini 
bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengubah relasi kepemilikan 
demi kepentingan orang miskin—yang sesuai dengan prinsip ahimsa. 
Gandhi menulis: 

Memang sangat sedikit orang yang percaya dengan beberapa rencana 
saya, yaitu rencana supaya para Pangeran secara suka rela berperan 
dengan kekuasaannya menjadikan diri mereka sebagai wali-wali. 
Banyak kritik yang mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah uto¬ 
pia dan bertentangan dan sifat manusia. Saya sepakat dengan kritik 
tersebut sejauh berkaitan dengan kemungkinannya untuk diterapkan 
secara praksis. Dunia ini, secara tidak terelakkan, akan bergerak 
menuju penghancuran-diri atau menuju solusi nir-kekerasan atas 
penyakit-penyakit moral, sosial, ekonomi dan politik yang tengah 
terjadi. 210 

4. Hakikat Keadilan Ekonomi 

Semua manusia dilahirkan setara dan oleh karena itu mereka semua 

memilikikesempatan yang setara pula dimasyarakat atau negara. 211 Tetapi, 

pada saat yang sama, Gandhi menyadari bahwa keadilan yang sempuma 
dalam segala hal adalah sesuatu yang mustahil. Perbedaan antara satu 
individu dengan yang lainnya dalam berbagai hal, termasuk dalam hal 
kemampuan fisik dan intelektual dan dalam menggunakan apa yang 
mereka miliki, bisa menghasilkan bagian yang lebih banyak atau lebih 
sedikit. 212 

Satu tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar nir-kekerasan 
tidak berusaha untuk mewujudkan keadilan dengan membatasi bakat- 
bakat dan kecakapan-kecakapan yang dimiliki rakyat. Hal ini jelas sangat 
memgikan rakyat dan bertentangan dengan kepentingan individu dan 
masyarakat. Bertentangan dengan individu, karena kesempatan untuk 
memaksimalkan potensi mereka menjadi terkekang, dan pada akhimya 
akan mengekang pertumbuhan personal. Bertentangan dengan 
masyarakat, karena sumberdaya dari masyarakat adalah jumlah total dari 
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keseluruhan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh individu-individu 
anggota masyarakat dalam ukuran yang berbeda-beda. Kegagalan dalam 
menggunakan potensi ini akan mengundang bencana yang menimpa 
masyarakat itu sendiri, walaupun diatasnamakan dengan keadilan. “Kita 
tidak ingin,” tulis Gandhi, “menghasilkan keadilan yang sempit, ketika 
setiap orang menjadi atau dipaksa tidak memiliki kemampuan untuk 
menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin. Masyarakat wwaram 
ini pasti akan binasa.” 213 

Oleh karena itu, mereka harus mengembangkan dan mengguna¬ 
kan bakat serta kemampuan mereka semaksimal mungkin. Tetapi, 
menurut Gandhi, semua itu harus menggunakannya dengan cara yang 
tepat. Di mana cara ini harus selalu mengedepankan kebaikan untuk 
seluruh masyarakat. Menurut Gandhi: 

Memang ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk men- 
dapatkan yang lebih, dan mereka menggunakan kemampuannya 
untuk mencapai tujuan itu. Apabila mereka menggunakan kemam- 
puannya dalam semangat yang paling baik, mereka akan bekerja 
dan berjuang demi masyarakat... Saya harus mengijinkan orang- 
orang yang memiliki kemampuan intelektual supaya mereka bisa 
mendapatkan yang lebih dan bukannya menghalangi mereka untuk 
menggunakan kemampuan-kemampuannya. 214 

Lantas, apa yang dimaksud Gandhi dengan keadilan ekonomi? 
Menurut dia, keadilan ekonomi mengandung dua hal. Pertama, “keadilan 
ekonomi... berarti bahwa ketidakadilan atau kesenjangan yang sangat 
kejam, sebagaimana teijadi pada saat ini, harus dihilangkan dengan cara 
yang benar-benar sesuai dengan prinsip nir-kekerasan. 215 Penghapusan 
ketidakadilan atau kesenjangan secara kasar antara si kaya dan si miskin 
dapat membawa akibat terjadinya perselisihan dan penderitaan. Oleh 
karena itu, masyarakat harus meyakini adanya keharusan untuk menem- 
puh jalan nir-kekerasan. Kedua , keadilan ekonomi berarti bahwa “setiap 
manusia mempunyai persediaan yang dibutuhkan untuk memenuhi semua 
kebutuhan dasamya dan tidak lebih dari itu.” 216 Meskipun gagasan ini 
tampak asketis, Gandhi mengatakan bahwa inti dari gagasan tersebut 
adalah tidak berkeberatan dengan pemenuhan kebutuhan tambahan 
demi kelangsungan hidup seseorang. 
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Keadilan ekonomi dalam konsepsi saya tidak diartikan bahwa setiap 
orang harus benar-benar memiliki dalam jumlah yang sama. Hal ini 
berarti bahwa setiap orang akan memiliki sesuai dengan kebutuhan- 
kebutuhannya... Saya tidak menabukan kepemilikan atas barang- 
barang yang diperuntukkan bagi kelangsungan hidup... 217 

Dengan demikian, semua anggota masyarakat akan menghasilkan 
sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tetapi, setiap orang hanya 
akan mengariibil sesuai dengan yang mereka perlukan, sekedar untuk 
bisa hidup dengan layak. Inilah makna yang terkandung dalam pengertian 
dari pemerataan yang adil dan keadilan ekonomi dalam karya-karya 
Gandhi. Surplus atau nilai lebih yang diperoleh harus menjadi milik 
masyarakat dan berfungsi untuk kepentingan bersama. Misalnya, untuk 
pendidikan anak-anak yang dikelola dari dana keluarga secara kolektif. 218 

Gandhi menyadari betul bahwa gagasan di atas hanya bisa terlaksana 
dengan adanya perubahan di kalangan individu-individu dan struktur 
masyarakat. Kesemuanya ini memerlukan kesabaran dan proses yang tidak 
mudah dan sederhana. Gagasan ini barangkali tidak akan pemah bisa 
diterapkan secara sempuma. Gandhi mengatakan, “masyarakat yang 
dibangun di atas dasar nir-kekerasan tidak bisa dipelihara dan diper- 
tahankan di atas dasar-dasar lainnya”, dan kewajiban kita adalah bekerja 
tanpa henti untuk mendekati idealitas yang kita cita-citakan. Karena, 
“kian kita sampai pada titik kemajuan dan kian mendekati idealitas kita, 
kita akan mendapatkan kepuasan dankebahagiaan. Demikian juga ketika 
kita berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat nir-kekerasan (non¬ 
violent society). 219 

Bagaimanapun juga, realisasi dari sesuatu yang sulit dicapai dari 
gagasan Gandhi ini membuat dia membatasi dirinya untuk bekerja dan 
berjuang demi tercapainya pemerataan yang layak. Inilah yang diharapkan 
bisa menghapus ketidakadilan atau kesenjangan yang menyolok dan 
berakibat pada konflik antar kelas. “Saya tidak bisa menggambarkan 
kepada diri saya sendiri, satu masa di mana tidak ada satu orang pun 
y ang lebih kaya daripada orang lainnya. Tetapi, saya bisa meyakinkan 
kepada diri saya sendiri sebuah masa di mana si kaya tidak bersikap 
angkuh dan hanya memperkaya dirinya sendiri dengan merugikan si 
miskin. Dan pada saat yang sama, si miskin juga tidak lagi mengobarkan 
kecemburuan pada si kaya. Bahkan, dalam dunia yang paling sempuma 
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pun, kita tidak bisa menghindari ketidakadilan atau kesenjangan. Tetapi, 
kita hams mampu menghindari perselisihan dan kebencian.” 220 

Prinsip di atas pada dasamya merupakan keadilan distributif sesuai 
dengan pemahaman Gandhi. “Kita mengakui bahwa kriteria fundamen¬ 
tal atas kebutuhan manusia didasarkan pada prinsip proporsional, 
bukannya kesetaraan secara matematis.” 221 Prinsip ini memungkinkan 
semua bagian dari masyarakat bisa hidup bersama (co-exist) dalam harmoni 
yang penuh kedamaian. 

Satu prinsip dasar, sebagaimana yang telah kita baca, yang dikem- 
bangkan dan dimaksudkan Gandhi untuk mencapai tujuan keadilan 
ekonomi ini adalah: “Memang, akar dari doktrin pemerataan yang setara 
terletak pada perwalian ( trusteeship ) dari orang-orang kaya atas kelebihan 
kekayaan yang mereka miliki.” 222 Perwalian ini merupakan satu pen- 
dekatan untuk melakukan persuasi kepada orang-orang kaya untuk hcunya 
mengambil apa yang mereka butuhkan dan mencurahkan sisanya untuk 
kemanfaatan masyarakat. Inilah satu pilihan cara yang ada pada sosialisme 
model Gandhi, dan inilah yang membedakan dari semua doktrin sosialis 
lainnya. Menurut Gandhi, persuasi, yang diintensifkan melalui prinsip 
non-kooperasi nir-kekerasan (non-violent non-cooperation), tidak akan 
gagal untuk mempengaruhi si kaya sehingga mereka mau melakukan 
perubahan. 

Eksploitasi terhadap kaum miskin bisa dihentikan tidak dengan 
melakukan destruksi atau penghancuran, tetapi dengan menghilang- 
kan kebodohan dan ketidak-pedulian si miskin dan mendidik mereka 
untuk tidak mau bekerja sama (non-cooperate) dengan para pelaku 
eksploitasi. Hal ini, pada akhimya, juga akan mengubah si pelaku 
eksploitasi itu sendiri. 223 

Inilah prinsip yang diyakini Gandhi dalam berjuang untuk mengu- 
rangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan keadilan. Dia berjuang 
tanpa henti untuk mencapai tujuan ini karena dia merasa bahwa kesen¬ 
jangan yang menganga antara si kaya dan si miskin tidak bisa ditolerir lagi 
keberadannya di India yang merdeka. Kaum miskin hams dapat menik- 
mati kemerdekaan sebagaimana yang dirasakan si kaya. 224 Hal ini hanya 
mungkin tercapai melalui terwujudnya keadilan ekonomi, yang merupa- 
kan kunci utama dari kemerdekaan dalam prinsip nir-kekerasan. 225 ♦ 
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“Industri di India harus berpihak pada rakyat banyak..., buruh yang bekerja 
hams mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan hidupnya, mereka harus 
tinggal dalam rumah yang layaki dan kesejahteraan anak-anak mereka juga 
harus dijamin oleh para majikan.” (CWMG, Vol. LXVI, hal. 270.) 

69 CWMG, Vol. XLU, hal. 276. 

70 I bid, 

71 CWMG, Vol. LXI, hal. 124. Lihat juga Ibid., hal. 297. 

72 yajna berarti pengorbanan. 

73 CWMG, Vol. LXI, hal. 297. 

74 Paus Yohanes XXIII, Encyclical Pacem in Terris, No. 20, AAS ,LV, 1963. 
Lihat juga Paus PIUS XII, Pesan Radio 1 Juni 1941, AAS XXXIII, 1941, hal. 201. 

75 Paus Yohanes XXIII, Encyclical Mater et Magistra, No. 71, AAS LIII, 1961. 

76 Benard HARING, Op. dt., Vol. 3, hal. 299. 

77 Bandingkan dengan Ibid., hal. 300. 

78 CWMG, Vol. XXXI, hal. 478-479; Vol. XXXVm, hal. 243-244; Vol. XLVm, 
hal. 163-167; Vol. LXII, hal. 240-241; Vol. LXXIII, hal. 29-30. 

79 “Menurut saya, konstitusiekonomiIndia... harus memberikan jaminan 
bahwa tidak ada seorangpun di negeri India yang menderita karena kekurangan 
pangan dan sandang. Dengan kata, lain, setiap orang harus mendapatkan 
pekerjaan yang layak sehingga dia memiliki kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan sandang dan pangannya. Gagasan ideal ini secara universal hanya 
bisa diwujudkan apabila alat-alat produksi dari yang menghasilkan kebutuhan- 
kebutuhan dasar tetap berada dalam kontrol rakyat banyak. Alat-alat produksi 
ini harus tersedia bagi rakyat secara cuma-cuma, sebagaimana tersedianya air 
dan udara yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada semua manusia. Alat- 
alat produksi tidak boleh menjadi sarana eksploitasi oleh sekelompok manusia 
kepada manusia lainnya. Monopoli oleh negara atau sekelompok perorangan 
pasti berujung pada ketidakadilan. Pengabaian terhadap prinsip ini akan menye- 
babkan kemelaratan sebagaimana kita saksikan saat ini, tidak hanya di negeri 
yang menyedihkan ini, tetapi juga di bagian dunia lain.” (CWMG, Vol. XXXVII, 
hal. 412). 

80 CWMG, Vol. XLVII, hal. 163. 
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81 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XLVIII, hal. 165. 

“Industrialisme secara keseluruhan bergantung pada kemampuan untuk 
melakukan eksploitasi, pada sejauh mana pasar luar negeri terbuka untukmu, 
dan pada ketidakhadiran pesaing lain. Oleh karena faktor-faktor tersebut 
semakin hari semakin berkurang, maka angka pengangguran di Inggris juga 
semakin meningkat. (CWMG, Vol. XLVIII, hal. 224 - 225.) 

Secara substansial, hal ini bisa dikatakan bahwa fenomena resesi ekonomi 
dunia dan meningkatnya angka pengangguran di negara-negara industri (pada 
saat itu ada 30 juta pengangguran) dalam kerangka perdagangan bebas telah 
melanda di 20 negara^negara perdagangan yang penting, di mana sebetulnya 
mereka memiliki kemampuan untuk bersaing. (Lihat Henry Kissinger, “Saving 
the World Economy”, Newsweek , 24 Januari, 1983, hal. 16-17.) 

82 CWMG, Vol. XLVIII, hal. 164. 

83 CWMG, Vol. LXXV, hal. 216. 

84 CWMG, Vol. LXXI, hal. 56. 

85 CWMG, Vol. XXV, hal. 315. 

86 Paus PIUS XI, Encyclical Quadragesijno Anno, III, 1, AAS XXIII, 1931. 

87 I bid. 

88 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXIV, hal. 73. 

89 CWMG, Vol. LXXIII, hal. 30. 

90 CWMG, Vol. LXXI, hal. 130. 

91 CWMG, Vol. XIX, hal. 178. “Peradaban ini tidak memperhatikan 
moralitas maupun agama. Para pecandunya dengan tenang mengatakan bahwa 
urusan mereka bukanlah mengajarkan agama. Bahkan beberapa di antara mereka 
beranggapan bahwa agama hanya akan menumbuhkan takhayul. Sementara, 
yang lainnya tidak segan-segan berpura-pura mengenakan jubah agama dan 
mengkhotbahkan moralitas... Peradaban ini tidak didasarkan pada agama...” 
(CWMG, Vol. X, hal. 20-21.) Pandangan-pandangan Gandhi tentang 
modemitas sangat dipengaruhi oleh penulis-penuiis dari Barat, terutama karya 
dari Edward CARPENTER, Civilization: Its Cause and Cure. (Lihat CWMG, 
Vol. X, hal. 19.) 

92 Pope PIUS XII, Radio Broadcast Christmas Eve 1953, AAS XLVI, 1954, 
hal 10. 

93 Pope JOHN XXIII, Encyclical Mater et M agism, No. 176, AAS LIII, 1961. 

94 Bandingkan dengan Pope JOHN XXIII, Encyclical Mater et Magistra , No. 
175, AAS LIII, 1961. 
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95 The Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church 
in Modem World, Gaudium et Spes, No. 19, AAS LVIII, 1966. 

96 Paus PAULUS VI, Surat Ensiklik Populorum Progressio, No. 41, AAS LIX, 
1967. 

97 “Tujuan yang harus diupayakan adalah kebahagiaan manusia, yang 
didalamnya terkandung perkembangan mental dan moral... Tujuan ini bisa 
dicapai melalui desentralisasi.” (CWMG, Vol. LXXV, hal. 216), 

98 CWMG, Vol. XXI, hal, 449. 

99 “Saya membayangkan bahwa tenaga listrik, galangan kapal, tambang- 
tambang besi, dan mesin-mesin manufaktur lainnya bisa hidup berdampingan 
dengan kerajinan-kerajinan tangan dari pedesaan.” (CWMG, Vol. LXXI, hal. 
130). 

100 Paus PIUS XII, Radio Massage, September 1“, 1944, AAS XXXVI, 1944, 
hal. 254. 

101 “Di muka bumi ini tidak ada negara yang mempunyai persoalan sebagai- 
mana yang dihadapi oleh India, yaitu mati karena kelaparan yang kronis dan 
kematian perlahan-lahan dari para rakyatnya - ini semua adalah proses dehu- 
manisasi. Oleh karena itu, solusi yang diterapkan harus benar-benar orisinil. 
Dalam upaya untuk menemukan solusi tersebut kita harus mencari sebab- 
sebab dari tragedi dahsyat itu. Rakya India terpaksa mati kelaparan karena 
adanya bencana kelaparan yang kronis... yang disebabkan oleh banjir atau 
kemarau berkepanjangan. Mereka tidak memiliki pekerjaan sebagai penopang 
kebutuhan sehari-hari. Mereka terpaksa terjebak dalam kemalasan... Bencana 
kelaparan dan kemalasan telah menjadi kondisi normal yang mewarnai 
keseharian kehidupan ribuan rakyat India... (CWMG, Vol. XXV, hal. 274.) 

102 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXXVI, hal. 239-242; Vol. LXIV, hal. 
192-193. 

103 “Swadesi berarti bertumpu pada kekuatan sendiri" (CWMG, Vol. IX, 
hal. 118.) 

104 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXI, hal. 288-289; Vol. XXXV, hal. 
10-11,26-27,29-30,92-93,192-193,232-234; Vol. XL, hal. 185,240-241; Vol. 
XLVIII, hal. 41; Vol. LXXV, hal. 150. 

“Apabila pada saat ini jutaan rumah rakyat India telah runtuh, ini disebab¬ 
kan karena kita telah meninggalkan jentera pemintal... Hal lain apa yang bisa 
terjadi di sebuh negara di mana rakyatnya selama 150 tahun, memang telah 
bekerja tetapi empat bulan dalam setiap tahunnya mereka tidak bisa bekerja 
apa-apa?” (CWMG, Vol. XX, hal. 343 - 344.) 
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105 CWMG, Vol. LXXV, hal. 153. 

106 Ibid. Lihat juga Vol. LX, hal. 55. 

“ Bangkitnya industri pedesaan tidak lain adalah sebuah perluasan dari 
usaha khadi... Bagi orang-orang di pedesaan, kebangkitan usaha ini be rati 
kehidupan, dan kehancurannya berarti kematian. Apapun yang barangkali 
bisa dilakukan oleh mesin, itu tidak akan pemah mampu memberikan pekeijaan 
kepada jutaan orang. Model borongan yang dikerjakan dengan tenaga mesin 
hams diganti.” (CWMG, Vol. LX, hal. 55.) 

107 CWMG, Vol. XXI, hal. 55-56. Lihat juga Vol. LXIV, hal. 194. 

108 CWMG, Vol. XXV, hal. 254; Vol. LXIII, hal. 78 “ Kita harus member- 
dayakan kaum miskin hingga mereka bisa mencukupi kebutuhan sandang dan 
pangannya melalui upaya mereka sendiri. Kita tidak akan pemah berhasil 
melakukan hal ini kalau kita tidak kembali mengenalkan jentera-pemintal. 
Tidak ada industri lain yang bisa mengatasi persoalan kemiskinan massal di 
India.” (CWMG, Vol. XIX, hal. 395.) 

109 Ini adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh India dalam tahun fiskal 
1917 -1918, untuk pembelanjaan pakaian ke luar negeri. (Lihat CWMG, Vol. 
XV, hal.329.) 

110 CWMG, Vol. LX, hal. 240. 

1,1 “Kita tidak bisa berpakaian tanpa memintal dan tanpa memintal kita 
tidak bisa mengamankan jutaan rupee yang harus dibelanjakan untuk membeli 
pakaian dari negeri asing. Lebih dari itu, tujuan kita juga tidak akan berguna 
banyak apabila kita hanya menabung sejumlah itu. Jumlah itu harus didistribusi- 
kan ke jutaan orang lnida.” (CWMG, Vol. XXVIII, hal. 52). 

112 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXV, hal. 151. 

1.3 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXI, hal, 51; Vol. LXXV, hal. 151. 

1.4 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXIX, hal. 325. 

“Kita semua harus meyakini bahwa charka (jentera pemintal) adalah simbol 
dari ekonomi nir-kekerasan yang bertumpu pada kekuatan diri-sendiri... Setiap 
desa akan menjadi pusat urat syaraf India yang merdeka. India tidak akan dikenal 
karena kota-kotanya „„ tetapi dikenal karena ada 400 juta orang yang tinggal 
di tujuh juta desanya.” (CWMG, Vol. LXXVIII, hal. 66.) 

1.5 CWMG, Vol. VIII, hal. 289. 

1.6 CWMG, Vol. VIII, hal. 289-290. 

1.7 Bandingkan dengan CWMG, Vol. VIII, hal. 303. 

118 CWMG, Vol. LVIII, hal. 89. 
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119 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXV, hal. 150. 

120 Bandingkan dengan Bernard HARING, Op.Cit, Vol. 3, hal. 193. 

121 E.E SCHUMACHER, Op.Cit, hal. 27. 

122 Ibid., hal. 133. 

“ Saya tidak ragu bahwa sangatlah mungkin untuk memberikan arah baru 
dalam perkembangan teknologi, satu arah yang akan membawa kembali kepada 
kebutuhan riil manusia, dan juga alat-alat yang digunakan harus benar-benar 
sesuai dengan ukuran manusia. Manusia itu kecil, dan oleh karenanya kecil itu 
indah. Apabila kita berorientasi pada sesuatu yang besar dan hebat, itu sama 
artinya dengan menuju kehancuran-diri..., teknologi harus direorientasi 
supaya dia bisa melayani manusia bukannya menghancurkannya.” (Ibid., hal. 
133.) 

123 CWMG, Vol. XXVI, hal. 302. 

124 “Kita harus menyadari bahwa bukanlah kota-kota yang menjadikan India 
sebagai sebuah negeri, tetapi desa-desa. Dan kita tidak bisa membangun desa- 
desa itu kalau kita tidak membangkitkan kembali kehidupan di desa dengan 
kerajinan tangannya yang telah mati. Industrialisasi tidak akan mampu 
membangkitkan kembali desa-desa yang sudah begitu parah. Para petani di 
pondok-pondoknya hanya-bisa bangkit kembali ketika mereka kembali 
mendapatkan kerajinan sebagai mata pencahariannya dan mereka hanya 
bergantung pada kemampuan desa itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-harinya dan tidak dipaksa bergantung ke kota sebagaimana yang terjadi 
pada saat ini.” (CWMG, Vol. LXIX, hal. 228) 

125 CWMG, Vol. LXXV, hal. 150. 

126 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LX, hal. 54. 

127 CWMG, Vol. LXIII, hal. 241. 

128 CWMG, Vol. LXVIII, hal. 266. Lihat juga Vol. LXX, hal. 300. 

129 CWMG, Vol. LXX, hal. 296. 

130 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXIV, hal. 217. 

131 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXVIII, hal. 171. 

• 132 Ibid. 

133 CWMG, Vol. LXXVIII, hal. 370. 

134 CWMG, Vol. XL, hal. 241. 

135 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXV, hal. 205,212. 

136 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXI, hal. 95; Vol. LXXVI, hal. 308- 


309. 
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137 CWMG, Vol. LXXVI, hal. 308. 

138 CWMG, Vol. LXXVIII, hal. 371. 

139 “Swadeshi mengandung makna yang besar dan mendalam. Kata ini tidak 
sekedar berarti menggunakan produk yang dihasilkan oleh negeri sendiri. Hal 
itu memang menjadi bagian dari swadeshi. Tetapi ada arti lain yang harus 
diwujudkan.... Swadeshi berarti bertumpu pada kekuatan sendiri... “Kekuatan 
kita” berarti kekuatan badan, pikiran dan jiwa kita." (CWMG, Vol. IX, hal. 
118.) 

140 CWMG, Vol. XVI, hal. 18. 

141 CWMG, Vol. XV, hal. 487. 

142 CWMG, Vol. XX, hal. 341. 

143 CWMG, Vol. XX, hal. 368. 

m CWMG, Vol. XV, hal. 328. Lihat juga hal. 307-308. 

145 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XV, hal. 438; Vol. XVI, hal. 480. 

146 “Swadeshi adalah dharma kita yang utama. Mengabaikan hal ini dan tetap 
mengharapkan kemajuan bagi India ibarat seseorang yang berharap menemukan 
sekuntum bunga tumbuh di langit.” (CWMG, Vol. XV, hal 376.) 

“Sebagaimana halnya swaraj adalah hakyang melekat sejak kita lahir, maka 
swadeshi merupakan kewajiban yang dibebankan kepada kita sejak kita 
dilahirkan, di manapun kita adanya. (CWMG,. Vol. XV, hal. 469.) 

147 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XV, hal. 305-306. 

148 CWMG, Vol. XX, hal. 376-368. 

149 CWMG, Vol. XIII, hal. 219. 

150 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXI, hal. vii. 

131 CWMG, Vol. XXI, hal. 291. 

152 CWMG, Vol. XV, hal. 470. 

133 CWMG, Vol. XVI, hal. 336. 

134 Dalam sebuah wawancara dengan J. F. Horrabin di London pada bulan 
Desernber 1931, Gandhi berkata, “Para pengritik yang tidak bertanggung jawab 
atau orang-orang yang tidak menyukai saya telah menyebarluaskan rumor 
bahwa saya telah menentang mesin.” (CWMG, Vol. XLVIII, hal. 385.) 

155 CWMG, Vol. X, hal. 58. 

136 Bandingkan dengan CWMG, Vol. X, hal. 57 - 58). “Satu keberatan saya 
yang sangat mendasar terhadap penggunaan mesin terletak pada fakta bahwa 
mesin itu memungkinkan satu bangsa untuk mengeksploitasi bangsa-bangsa 
lainnya...” (CWMG, Vol. XLVIII, hal. 129.) 
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157 CWMG, Vol. X, hal. 59. 

158 Paus PIUS XI, Surat Ensiklik Quadragesimo Anno, III, 3, AAS XXIII, 
1931. 

159 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXXV hal. 491; Vol. LXIV hal. 192- 
193; Vol. LX, hal. 256; Vol. LXII, hal. 166. 

160 CWMG, Vol. LX, hal. 463. 

161 CWMG, Vol. XXV, hal. 251. Lihat juga Vol. XXVIII, hal. 428-429. 

162 CWMG, Vol. XLVIII, hal. 411. Lihat juga Vol. LXXI, hal. 232. 

163 Paus YOHANES PAULUSII, Surat Ensiklik Laborem Exercens, No. 5, 
AAS LXXIII, 1981. 

164 Paus JOHN PAUL II, Apostolic Exhortation Famliaris Consortio, No. 8, 
AAS LXXIV, 1982. 

165 CWMG, Vol. XXV, hal. 251. 

166 CWMG, Vol. XXI, hal. 11-12. 

167 “Alcan tetapi, instrumen-instrumen dan alat-alat sederhana dan mesin- 
mesin yang menghemat tenaga buruh dan meringankan beban jutaan orang 
miskin, saya bersuka cita menyambutnya.” (CWMG, Vol. XXXI, hal. 12.) 

168 “Penghematan atas tenaga yang dikeluarkan para buruh harus menjadi 
tujuan, dan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang jujur -dan bukan- 
nya ketamakan—harus diutamakan... Oleh karena itu, ketamakan harus 
digantikan dengan cinta dan segalanya akan menjadi terang.” (CWMG, Vol. 
XXV, hal. 252.) 

169 “Jika kebutuhan-kebutuhan vital suatu negara dihasilkan melalui 
industri yang sentralistis, maka sistem itu akan terus mempertahankan dirinya 
sebagaimana kaum kapitalis mempertahankan kekayaannya.” Bandingkan 
dengan CWMG, Vol. LXXI, hal. 55-56. 

170 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXI, hal. 288-290; Vol. XXXI, hal. 11; 
Vol. LIX, hal. 355-356; Vol. LXII, hal. 368.) 

171 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXVIII, hal. 266; Vol. XXV, hal. 251. 

Gereja telah memperingatkan bahaya di atas ketika dia mengatakan bahwa 

sebuah tatanan ekonomi -betapapun efisiennya-itu tidak adil, apabila dalam 
sistem itu “martabat manusia dari kaum buruh itu dikalahkan, atau rasa tanggung 
jawab mereka dilemahkan, atau ketika kemerdekaan mereka dicabut...” (Paus 
Yohanes Paulus XXIII, Surat Ensiklik Mater et Magiscra, no. 83,1961.) 

172 (CWMG, Vol. XLVIII, hal. 225. Lihat juga Vol. LXXIII, hal. 29-30) 
“Sesungguhnya, India-ketika dia mulai mengeksploitasi bangsa-bangsa lain- 
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pasti ketika dia menjadi terindustrialisasi-maka dia akan menjadi kutukan 
bagi bangsa-bangsa lain, ancaman bagi dunia ini.” 

173 CWMG, Vol. LXXV, hal. 151. 

174 CWMG, Vol. XXV, hal. 251-252. 

175 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXV, ha. 252. 

176 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXI, hal. 248; Vol XXII, hal. 232. 

177 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXI, hal. 546. 

Kami tidak ingin menarik diri dari dunia. Kami tetap menginginkan 
perdaganganbebas dengansemua negara...” (CWMG, Vol. LXVI, hal. 354.) 

179 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXXI, hal. 74-75. 

180 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXXI, hal. 75. 

181 CWMG, Vol. XLV hal. 399. 

182 CWMG, Vol. XLVIII, hal. 164. 

183 CWMG, Vol. XLVIII, hal. 165. 

184 CWMG, Vol. XXXVII, hal. 413. 

185 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXVI, hal. 354. 

186 Paus PAULUS VI, Surat Ensiklik Popubrum Progressio, No. 57, AAS 
LIX, 1967. 

187 Bandingkan dengan Paus PAULUS VI, Surat Ensiklik Populomm 
Progressb, No. 58, AAS LIX, 1967. 

,88 Ibid., No. 59. 

189 CWMG, Vol. LXIV, hal. 192. 

190 CWMG, Vol. LXXI, hal. 424. 

191 Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in 
Modem World Gaudium et Spes, No. 69, AAS LVIII, 1966. 

192 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXI, hal. 424-425. 

193 CWMG, Vol. LXXVffl, hal. 219. “Semua tanah dan hak milik adalah 
milik. mereka yang mengerjakannya. Celakanya, para pekerja ini tidak tahu 
atau dibiarkan tetap tidak tahu terhadap fakta yangsebetulnya sederhana ini.” 

194 “Orang-orang miskin... Mereka mempunyai hak. Bagaimanapun juga, 
adalah kewajiban masyarakat untuk membantu mereka sehingga bisa 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang kaya harus mengambil inisiatif 
dalam memeratakan kekayaannya dengan semangat rasa bersyukur. Apabila 
mereka menahan diri mereka dengan memiliki kekayaan dalam batas-batas 
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yang wajai; maka kematian karena bencana kelaparan itu akan bisa diatasi 
dengan mudah dan kita semua mendapatkan pelajaran rasa syukur bersama 
orang-orang kaya." (CWMG, Vol. XLIV, hal. 103.) 

195 Paus YOHANES PAULUSII, Surat Ensiklik Laborem Exercens. No. 14 
AAS LXXIII, 1981. Lihat juga Paus PAULUS VI, Surat Ensiklik Populorum 
Progressio, No. 23, AAS LIX, 1967; Paus JOHN XXIII, Encyclical Mater et 
Magistra, No. 119,120,121, AASLIII, 1961; Paus PIUS XII, Pesan Radio 1 Juni 
1941, AAS XXXIII, 1941, hal. 199; Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral 
Constitution on the Church in Modem World Gaudium etSpes, No. 69, AAS LVIII, 
1966; Summa The L II-II, q. 66. pasal. 2 dan 6 (hak pemilikan pribadi). II-II, q. 
134, pasal. 1 dan 3 (fungsi sosial dari pemilikan pribadi.) 

196 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXV, hal. 358-359. 

197 CWMG, Vol. LXXI, hal. 424. 

198 “Kebebasan yang diperoleh dari usaha dukungan pihak-pihak lain - 
betapapun baiknya—pasti tidak bisa bertahan ketika upaya dukungan itu 
ditarik..., kebebasan semacam ini bukanlah kebebasan yang sesungguhnya. 
Akan tetapi, ketika mereka belajar tentang seni mencapai kemerdekaan atau 
kebebasan melalui non-kooperasi dengan nir-kekerasan, setidaknya mereka 
akan merasakan sinamya.” (CWMG, Vol. LXXI, hal. 424.) 

199 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXIX, hal. 218-219; Vol. LXX3I, hal. 
400-401; Vol. LXXX, hal. 223. 

200 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXIX, hal. 219. 

201 CWMG, Vol. LXIV, hal. 385. 

202 “Saya memahami secara lebih jelas melalui perspektif ajaran Bhagavad 
Gita tentang implikasi dari kata ‘wali’... Saya memahami ajaran Bhagavad Gita 
tentang tidak-memiliki (non-possesion) mengandungmaknabahwa orang-orang 
yang menginginkan keselamatan harus bertindak sebagaimana seorang wali. 
Yaitu orang yang meskipun memegang kontrol atas kekayaan mereka yang besar, 
tetapi mereka tidak menganggap kekayaan itu sebagai miliknya.” (CWMG, 
Vol. XXXIX, hal. 212.) “Harta orang-orang kaya adalah amanah yang harus 
dikelola atas nama Tuhan dan diabdikan bagi orang-orang miskin.” (CWMG, 
VoLXXXV, hal. 79.) 

203 CWMG, Vol. LXXI, hal. 28. 

204 CWMG, Vol. LVIII, hal. 247. 

205 Dalam suratnya kepada G. D. Birla pada tanggal 22 Maret 1925, Gandhi 
menulis: “Sejauh kita tidak memiliki kesiapan untuk benar-benar mening- 
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galkan kekayaan kita, kita harus bertindak sebagai walinya, dengan mengguna- 
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Kapital dan Buruh 


I. Relasi antara Kapital dan Buruh 

Gandhi mengakui kenyataan bahwa perbedaan antara kapital, dalam 
pengertian uang dan alat produksi, dan buruh telah ada sejak jaman 
dahu. Dan perbedaan ini akan terns berlangsung dengan mengambil 
berbagai bentuk dan proporsi yang beragam . 1 Baik kapital maupun buruh, 
keduanya sangat penting dalam sistem produksi. Kapital tanpa buruh 
dan buruh tanpa kapital, pasti tetap tidak bisa berproduksi . 2 Hal yang 
sama juga disampaikan Paus Leo XIII, dalam Surat Ensiklik Agung Re¬ 
rum Novarum. Dalam perspektif Paus, kapital tidak bisa bekerja tanpa 
buruh, demikian juga buruh tidak bisa bekerja tanpa kapital .” 3 

Berkenaan dengan relasi antara kapital dan buruh, Gandhi memiliki 
kesimpulan yang sangat tepat: secara intrinsik, antara kapital dan buruh 
keduanya memiliki kepentingan yang tidak pemah bisa dipertentang- 
kan. Apabila dipabami secara tepat, keduanya tidak lain merupakan unsur 
yang komplementer, saling melengkapi. Sesungguhnya, kapitalisme, 
menurut Gandhi, adalah akibat dari penyalahgunaan kapital.* Maka, 
yang terpenting di sini bukanlah penghapusan kapital, tetapi menghapus 
kapitalisme 5 dan mengembalikan kapital ke dalam relasi yang benar 
dengan buruh. 

Swaraj (pemerintahan oleh negeri sendiri) yang kita perjuangkan, 
menurut saya, tidak dipahami sebagai... akhir dari kapital... Saya 
justru berjuang demi tegaknya relasi yang tepat dan benar antara 
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kapital dan buruh... Saya sama sekali tidak menginginkan adanya 
supremasi antara satu unsur atas unsur lainnya. Saya tidak mem- 
punyai pemikiran bahwa ada antogonisme yang tercipta secara 
alamiah di antara kapital dan buruh. 6 

“Antagonisme yang didasarkan pada prasangka ini,” menurut Paus 
Yohanes Paulus II, muncul karena adanya kekeliruan dalam paham-paham 
ekonomi. 7 Yaitu, adanya kecenderungan yang menganggap manusia 
semata-mata sebagai elemen dari produksi. Sebagai akibat dari kekeliruan 
ini teijadilah antagonisme antara buruh dan kapital. Dalam realitasnya, 
kapital itu sendiri ditandai oleh keberadaan buruh dan, karena itu, 
‘kapital tidak bisa dipisahkan dari buruh”. Dengan demikian, tidak ada 
alasan untuk mempertentangkan antara buruh dan kapital atau kapital 
dengan buruh. Tetapi, secara aktual, masih ada orang-orang yangberada 
di belakang konsep-konsep ekonomi yang masih berkeras untuk 
mempertentangkan antara keduanya...” 8 

Gandhi berpegang pada pandangan bahwa konflik yang dimak- 
sudkan sebagai konflik antarkelas itu tidak lain adalah persoalan yang 
terkait dengan penggunaan kapital secara tepat dan penggunaan kapital 
yang tidak tepat. 9 Oleh karena itu, Gandhi tidak melibatkan diri dengan 
upaya penghapusan kelas, tetapi dia lebih berkonsentrasi pada penegakan 
relasi yang benar dan tepat antara buruh dan kapital. Menurut Gandhi, 
peranan kapital yang tepat adalah “kapital itu harus bisa menjadi pelayan, 
bukannya sebagai tuan, bagi para buruh.” 10 

Hal ini bisa terjadi karena kapital itu sendiri adalah produk dari 
buruh dan apa yang dihasilkan oleh buruh tidak diperbolehkan untuk 
menguasai para buruh dengan menjadikan buruh sebagai budaknya. 

Kenyataannya, “buruh, dan bukannya logam, adalah uang yang 
sesungguhnya. Sistem uang kertas yang dihasilkan dan disokong oleh 
buruh adalah sistem yang sama baiknya, jika tidak bisa dikatakan lebih 
baik, dengan sistem uang kertas yang disokong oleh sistem kurs dengan 
emas.” 11 Maka, pada dasamya, bahwa kepentingan yang melekat pada 
kapital itu sendiri adalah untuk melayani buruh sebaik mungkin, karena 
buruh adalah kapital yang hidup. 

Sependapat dengan John Ruskin dan ahli ekonomi dari Inggris Sir 
D. Hamilton, Gandhi berkeyakinan bahwa “adalah sesuatu yang salah 
ketika kita berpikir bahwa yang bisa menghasilkan produksi dalam jumlah 
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yang banyak adalah kapital... apabila kita melihat ke sumbemya, buruh 
itul ah kapital yang sesungguhnya. Dalam pengertian ekonomi, buruh itu 
merupakan kapital hidup yang tidak bisa berkurang dan tidak akan pemah 
adahabisnya.” 12 

Kemudian, Gandhi berupaya merumuskan definisi yang tepat, bahwa 
kapital mempunyai peran sebagai pelayan bagi buruh dan bukannya 
sebagai tuan yang memperbudak buruh. Secara prinsipil, Gandhi lebih 
cenderung untuk mengesampingkan adanya antagonisine antara kapital 
dan buruh. “Saya mencita-citakan adanya koordinasi yang sebaik dan 
sesempuma mungldn antara kapital dan buruh,” 13 kata Gandhi. Memang 
benar bahwa kapital dengan kekuasaan dan kepentingan yang melekat 
rlalam dirinya bisa tergoda untuk menjadikan dan memperlakukan buruh 
sebagai budaknya. Demikian juga halnya dengan buruh, dia bisa tergoda 
untuk melakukan upaya penghapusan para pemilik kapital. Menurut 
gagasan ekonomi Gandhi, yang didasarkan pada prinsip nir-kekerasan 
( non-violence ), kedua pendekatan ini sangatlah keliru. Gandhi ingin 
melihat tumbuhnya satu kemitraan di antara kapital dan buruh. Kemitra- 
an ini harus didasarkan pada prinsip saling bekerja sama dan saling 
menguntungkan. 

Jika kapital adalah kekuatan dan kekuasaan, demikian juga halnya 
dengan kerja. Salah satu kekuatan dari keduanya (kapital dan 
buruh) bisa digunakan secara destruktif, tetapi bisa juga digunakan 
secara konstruktif dan kreatif. Begitu para buruh menyadari kekuatan 
yang ada pada dirinya, dia akan segera bersikap dan mengambil 
posisi sebagai mitra sejajar (cosharer) dengan kaum pemilik kapital, 
bukannya tetap memposisikan diri sebagai budak dari kapital. Jika 
dia in gin menjadi satu-satunya pemilik kapital, itu sama artinya dia 
membunuh seekor ayam betina demi mendapatkan telur-telumya. 14 

Selain menolak adanya antagonisme antara kapital dan buruh, 
Gandhi juga menolak semua gagasan tentang “pertentangan antarkelas”. 
Menurut Gandhi, negeri India memiliki nilai karakteristik yang khas. 
Nilai-nilai itu akan menjadikan India memiliki kemampuan untuk 
mengembangkan satu bentuk komunisme-yang selama ini lebih 
didasarkan pada nilai-nilai Barat-yang didasarkan pada.hak-hak funda¬ 
mental semua manusia dan keadilan untuk semua.” 15 Gandhi memandang 
Sosialisme dan Komunisme Barat sebagai ideologi yang didasarkan atas 
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keyakinan adanya sifat dasar manusia untuk lebih meinentingkan dirinya 
sendiri ( selfishness ). Kedua ideologi tersebut juga mengajarkan tentang 
perlunya penggunaan kekuatan untuk menegakkan aj aran- aj arannya. 

Tetapi, manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri 
atau mengontrol keinginan-keinginannya. Dia juga mampu menjawab 
panggilan jiwanya. Dengan keyakinan ini, Gandhi berpegang teguh pada 
pemikiran bahwa Sosialisme yang kita kembangkan hams didasarkan 
pada prinsip nir-kekerasan (non-violence) dan ditekankan pada penciptaan 
keija sama yang harmonis antara kapital dan bumh, antara tuan tanah 
dan para petani penggarap.” 16 

Gandhi senantiasa melakukan pencarian untuk mengembangkan 
satu bentuk Sosialisme yang lebih tepat untuk India. Sistem ini diharap- 
kan bisa membebaskan India dari lingkaran setan kekerasan dan eksploi- 
tasi yang jahat. Gandhi yakin bahwa Sosialisme Barat bukanlah kata 
akhir untuk menjawab persoalan kemiskinan massal 17 yang terjadi di In¬ 
dia. Menurut Gandhi, satu hal yang paling penting bukanlah menyusun 
atau mempersiapkan pertentangan antarkelas. Sesuatu yang jauh lebih 
penting dari itu adalah mendidik buruh, sehingga mereka memiliki 
pengertian tentang harkat dan martabat yang melekat dalam dirinya, 
dan pengetahuan akan kekuatannya. Jika hal ini bisa dilakukan, hasilnya 
akan sangat bermanfaat bagi bumh: kapital akan selalu berada di jalur 
yang benar dan akan berperan sebagai pelayan bagi masyarakat. 

Persoalan yang kita hadapi bukanlah bagaimana menyusun dan 
mempersiapkan pertentangan kelas. Tetapi yang terpenting bagi kita 
adalah perjuangan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi kaum 
buruh, sehingga mereka memiliki kesadaraan penuh akan harkat 
dan martabat dirinya. Melakukan provokasi kepada buruh untuk 
menentang dan melawan para pemilik kapital, itu sama artinya 
dengan mengabadikan kebencian dan permusuhan antarkelas. Hal 
ini hanya akan bermuara pada efek-efek jahat yang ditimbulkan 
oleh perang antarkelas. Perselisihan adalah satu bentuk lingkaran 
kejahatan yang hams kita hindari semaksimal mungkin, berapapun 
biaya yang hams kita tebus... Ketika kaum buruh sadar betul akan 
harkat dan martabat dirinya, maka kapital pun akan mendapatkan 
posisinya yang tepat... 18 

Gandhi menggambarkan satu keadaan di mana kaum buruh akan 
bersatu dan terorganisir atas dasar prinsip nir-kekerasan. Situasi semacam 
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ini akan menjamin bahwa kapital juga akan memainkan perannya yang 
tepat, yaitu melayani masyarakat. Penerapan prinsip nir-kekerasan untuk 
mengorganisir kapital dan buruh, secara progresif akan menghapuskan 
semua perbedaan dan antagonisme antara keduanya. Oleh karena itu, 
“Kaum pemegang kapital sebisa mungkin harus menjadi tetangga terbaik 
dari kaum buruh. Demikian juga halnya dengan kaum buruh, dia juga 
harus bisa menjadi tetangga terbaik dari kaum pemegang kapital. 
Keduanya harus berusaha bekeija sama dengan sebaik-baiknya.” 19 

Tujuan akhir dari semua itu adalah terciptanya relasi kemitraan 
antara kapital dan buruh, di mana kaum buruh akan menjadi mitra sebagai 
pemilik-bersama (co-owners) dengan kaum pemilik kapital dalam men- 
jalankan sistem produksi. Kemudian, kaum pemilik kapital akan menjadi 
dewan perwalian yang mengelola kekayaan kaum buruh. Dengan demi¬ 
kian, keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan 
satu kesatuan organis. 

Ekonomi sosial yang sesungguhnya mengajarkan kepada kita 
bahwa para pekerja, pegawai dan pemilik kapital adalah bagian- 
bagian dari satu organisme yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Di 
antara kesemuanya tidak ada satu pun yang lebih kecil, ataupun 
lebih besar dari yang lainnya. Kepentingan-kepentingan di antara 
mereka tidak boleh dipertentangkan; kepentingan-kepentingan itu 
bersifat identik dan saling memiliki ketergantungan antara satu 
dengan lainnya. 20 

Pemikiran Gandhi tentang relasi buruh dan kapital cocok dengan 
sikap tradisi Katholik. Keduanya berkeyakinan dan mengajarkan “prinsip 
memberikan prioritas atau mengutamakan buruh daripada kapital”. Dalam 
proses produksi “buruh selalu menjadi faktor penentu utama dalam hal 
efisiensi, sementara kapital, sebagai keseluruhan dari alat produksi, 
hanyalah menjadi faktor instrumental semata." 21 Oleh karena itu, sikap 
Gandhi yang secara tegas menyatakan bahwa peranan kapital yang tepat 
adalah menjadi pelayan buruh, dan bukannya menjadi tuan yang 
memperbudak buruh, selaras dengan ajaran Katolik. Paus Yohanes Paulus 
II menekankan, “Sekali lagi, prinsip fundamental yang harus dihormati 
adalah: hirarki nilai-nilai dan makna yang lebih kuat dari kerja itu sendiri 
mengharuskan bahwa kapital harus menjadi pelayan bagi buruh, bukannya 
buruh menjadi pelayan kapital.” 22 
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Paus menyatakan gagasan yang dipahaminya bahwa peran yang tepat 
dari kapital adalah sebagai pelayan bumh. Dan peran ini bisa dijamin 
konsistensinya hanya melalui revisi yang bersifat konstruktif terhadap 
kapitalisme buta . Yaitu, dengan cara sejauh mungkin memasukkan kelas 
buruh ke dalam asosiasi kepemilikan kapital. Proses ini berlangsung secara 
bertahap. 23 Melalui proses im, antagonisme praktis antara kapital dan 
buruh bisa dikurangi dan akhimya akan bermuara pada kerja saxna yang 
sehat dan kemitraan yang bisa menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi 
keduanya, baik kapital maupun buruh. 

2. Peranan Serikat buruh 

2.1. Pentingnya MengorganisirKaum Pekerja ke dalam Serikat 

Buruh 

Sebagaimana telah kita ketahui, Gandhi telah menggambarkan 
tatanan ekonomi yang ideal bagi India, salah satunya adalah sistem 
ekonomi yang menganut prinsip desentralisasi. Ciri lainnya adalah 
produksi oleh dan untuk masyarakat pedesaan demi terciptanya masyarakat 
yang bertumpu pada kekuatannya sendiri dan bisa memenuhi kebu- 
tuhannya sendiri ( self-sufficient ), terutama dalam hal pemenuhan kebu- 
tuhan-kebutuhan primemya. Penggunaan mesin-mesin tidak dimaksud- 
kan sebagai alat untuk melipatgandakan produksi. Karena, penggunaan 
mesin ini, pada tingkatan tertentu, akan menyebabkan manusia hanya 
menjadi elemen dari proses produksi. Fenomena ini kemudian akan 
bermuara pada ketidakberdayaan korban dalam pasar dunia kerja. Para 
pekerja harus diberikan perhatian dan kepedulian yang maksimal, dan 
mereka harus bisa menikmati iklim keija yang sesuai dengan kepribadian 
dirinya sebagai manusia dan mereka berhak atas upah yang adil. Relasi 
antara kapital dan buruh bisa dibangun sebaik mungkin ketika relasi ini 
didasarkan pada hubungan saling-ketergantungan ( interdependence ) dan 
kemitraan. 

Manusia harus menjadi tujuan, dan upaya untuk bisa mencapai 
tujuan im harus dilakukan secara terus-menerus. Alat-alat produksi harus 
digunakan untuk transformasi menuju tatanan ekonomi yang lebih 
konsisten dengan tujuan tersebut. Karena itu, keseluruhan dari tatanan 
ekonomi itu harus didasarkan pada prinsip nir-kekerasan ( non-violence ). 
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Hal ini berarti bahwa proses transformasi sistem ekonomi ini akan bersifat 
gradual, karena tujuannya adalah transformasi tatanan ekonomi melalui 

proses transformasi orang-orang atau masyarakat. 

Demikianlah, buruh menjadi salah satu dari faktor yang sangat 
penting da\am keseluruhan proses ekonomi. Buruh memiliki peranan yang 
sangat efektif dan menentukan dalam mewujudkan tatanan ekonomi 
yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan dan kebebasan. 
Persyaratan pertama yang sangat esensial supaya buruh bisa memainkan 
perannya secara tepat dan kreatif untuk mewujudkan reformasi yang 
dibutuhkan dalam tatanan ekonomi negara adalah mengorganisir para 
buruh itu sendiri dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka bisa bergabung 
dalam serikat buruh. Sebagaimana uang bisa menjadi kapital ketika uang 
itu dikumpulkan dan diinvestasikan secara cerdas, demikian juga para 
pekerja. Mereka akan menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan, ketika 
para buruh itu bergabung bersama dan bersatu secara cerdas, yaitu dengan 
menyatukan kesadaran dan kekuatan mereka. 24 Kesadaran para buruh 
yang melekat dengan kekuatannya ini akan bisa tercapai hanya dengan 
kesadaran akan peran positif dan kontributifnya dalam proses produksi. 
Proses ini bisa dilakukan tanpa harus melenyapkan kapital. 

Hanya ketika para buruh terdidik dengan kesadaran penuh, maka 
serikat-serikat buruh itu bisa menghasilkan aksi-aksi yang kreatif. Oleh 
karena itu, organisasi dan pendidikan terhadap buruh harus dilakukan 
secara bersamaan. Maka, kekuatan para buruh bisa menjelma dari serikat- 
serikat yang terdidik dan terorganisir. “Segera sesudah para buruh itu 
benar-benar dididik serta diorganisir secara tepat dan benan kemudian 
mereka menyadari akan kekuatan dirinya, maka tidak akan ada lagi 
kapital, seberapapun besamya, yang bisa melemahkan mereka. Kaum 
buruh yang terorganisir dan tercerahkan akan mampu mengatur kepen- 
tingan mereka sendiri. 26 

Sementara itu, kaum buruh harus melakukan perbaikan dan per- 
ubahan yang diawali melalui pencerahan dan pengembangan-diri, 
b ukan nya melalui perubahan atas kondisi-kondisi material yang meling- 
kupi dirinya. Dan "untuk mengubah kondisi hidupnya, buruh harus ter- 
organisit” 27 Karena, hanya dengan cara bersatu dan berdiri tegak secara 
bersama-sama, para buruh akan bisa mewujudkan potensi koiektifnya, 
suatu potensi yang bisa menyebabkan kekuatan buruh terus bertambah 
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sehingga mereka dapat menegakkan tuntutan-tuntutan mereka yang 
sah. 

2.2. Pentingnya Mengorganisir Serikat Buruh dengan Prinsip 
Nir-kekerasan 

Hanya dengan mengorganisir para buruh, itu belumlah cukup. Sesuai 
dengan prinsipnya tentang nir-kekerasan, Gandhi yakin bahwa buruh 
harus diorganisir atas dasar prinsip nir-kekerasan. 28 Menurut dia, peng- 
organisasian buruh itu sendiri bisa dikembangkan dan akan mampu 
melahirkan kekuatan yang inhem dengan kaum buruh itu. Kemudian, 
kekuatari ini bisa digunakan untuk tujuan kolaborasi antarkelas, bukan- 
nya masuk ke dalam pertentangan antarkelas. 

Tanpa disiplin keras yang didasarkan pada prinsip nir-kekerasan, 
mereka akan selalu terjebak dalam perselisihan di antara mereka 
sendiri. Dan mereka juga tidak akan pemah bisa mengembangkan 
kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk membuat mereka mampu 
mewujudkan kekuatan yang mereka miliki. Organisasi... dan semua 
hal lainnya harus mengikuti dan menjalankan prinsip nir-kekerasan 
yang fundamental. Kolaborasi antarkelas juga hams didasarkan pada 
prinsip nir-kekerasan... Dengan cara inilah, mereka akan menyadari 
bahwa buruh itu sama berharganya dengan logam mulia. Keadaran 
semacam ini hanya bisa terealisasi melalui prinsip nir-kekerasan. 29 

Ketika kaum buruh bisa diorganisir dalam bentuk serikat-serikat, 
di sini masih ada bahaya yang selalu mengancam. Ketika buruh menyadari 
akan kekuatan dirinya yang sangat dahsyat, mereka akan tergoda untuk 
menggunakannya dengan cara yang salah, yaitu dengan memaksakan 
kepentingan mereka secara sepihak dan kemudian mereka akan menjadi 
kekuatan yang lebih tiranik daripada kapital itu sendiri. 30 Prinsip nir- 
kekerasan bisa bertindak sebagai kekuatan pengendali dan menjaga 
kemumiannya dari godaan-godaan. Karena, nir-kekerasan (non-violence) 
itu melahirkan kekuatannya yang berasal dari kebenaran. 

Gandhi merasa bahwa apabila organisasi buruh tidak berpegang pada 
prinsip nir-kekerasan, mereka pasti akan dilekati hasrat untuk menguasai 
kapital dan mereka sendiri akan menjadi kaum kapitalis itu sendiri. Hal 
inilah yang menyebabkan perjuangan kaum buruh demi menegakkan 
keadilan dan kesetaraan seringkali bermuara pada kegagalan. Merijawab 
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persoalan tentang bagaimana kaum buruh bisa mendapatkan keadilan 
tanpa menggunakan kekerasan, Gandhi menjelaskan: 

... Saya ingin mengatakan mengapa kaum buruh sering mengalami 
kegagalan dalam perjuangannya. Menurut saya, satu hal yang mesti 
dilakukan oleh buruh mestinya bukan menghapuskan kapital. 
(Ketika saya mengatakan hal ini, saya membayangkan diri saya 
sendiri sebagai buruh). Sementara ini, para buruh ingin menguasai 
kapital dan pada akhimya mereka akan menjadi kaum kapitalis itu 
sendiri. Bahkan tidak jarang perilaku mereka lebih buruk dari kaum 
kapitalis. Karena, kaum kapitalis adalah orang-orang yang sangat 
cermat,... terorganisir, dan mereka bisa membaca bahwa di kalangan 
buruh juga ada hasrat yang sangat besar untuk menguasai kapital, 
sebagaimana kaum kapitalis. Maka, kaum kapitalis akan mengguna¬ 
kan kaum buruh juga untuk menekan buruh itu sendiri. Saya menga¬ 
takan ini semua bukannya tanpa dasar dan fakta yang jelas. Ungkap- 
an ini didasarkaan pada pengamatan yang cermat atas berbagai 
fenomena dalam kehidupan. 31 

Penekanan Gandhi tentang pentingnya solidaritas yang didasarkan 
pada prinsip nir-kekerasan di kalangan buruh adalah hal yang mutlak, 
demi pencapaian tujuan kaum buruh yang sah (legitimate). Kekerasan, 
baik terselubung maupuri terang-terangan, adalah hal yang tabu,” kata 
Gandhi. 32 Gandhi juga menegaskan, “penggunaan kekerasan oleh kaum 
buruh sama .halnya dengan bunuh diri”. Lebih jauh dia mengatakan, 
“apabila kaum buruh selalu mengandalkan dan bersandar pada per- 
timbangan jumlah mereka yang cukup besar, atau mereka menggunakan 
kekuatan mereka secara brutal, yaitu cara kekerasan, itu merupakan 
satu kerugian. Dengan bertindak semacam itu, mereka akan mengancam 
dan membahayakan industri-industri di negeri mereka sendiri.” 33 Apa 
yang membuat kaum buruh bisa menjadi satu kekuatan yang tidak dapat 
ditahan dan dibendung lagi adalah lahimya kesadaran atas pentingnya 
solidaritas dan komitmen mereka pada semangat nir-kekerasan. 34 

Memang, Gandhi selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip nir- 
kekerasan di seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, dia terus-mene- 
rus menekankan pentingnya kewajiban dan tanggung jawab kaum buruh, 35 
sebagaimana dia juga selalu menyadarkan kaum buruh tentang hak-hak 
mereka. Kebijakan kaum buruh tidak boieh bersifat anti-kapitalistik. 
Gagasan yang hams diperkuat di pihak kaum buruh adalah adanya posisi 
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tawar kaum buruh yang kuat ketika berhadapan dengan kapital. 36 Mereka 
juga harus memperoleh bagian kepemilikan atas kapital, sebagaimana 
yang seharusnya menjadi hak mereka. Itu saja dan tidak lebih. Pembagian 
kepemilikan kapital ini harus dilakukan dengan cara yang terhormat. 
Hal ini bisa diwujudkan dengan, pertama-tama para buruh harus mampu 
menegakkan kekuatan moral. Kemudian, mereka juga harus melaksana- 
kan prinsip-prinsip nir-kekerasan, dengan cara menunaikan apa-apa yang 
menjadi kewajibannya. Pengejawantahan kekuatan yang teroganisir 
digabungkan dengan kesetiaan terhadap nir-kekerasan akan menjadikan 
kaum buruh mampu berkerja sama dengan kapital. Yaitu, kerja sama 
dalam bentuk yang tepat dan didasarkan pada rasa hormat serta relasi 
saling menguntungkan antara buruh dan majikan. 37 

Gandhi juga menekankan tentang pentingnya demokrasi internal 
dalam sexikat-serikat buruh. Melalui proses demokratisasi internal ini 
para buruh selalu diingatkan tentang pentingnya tanggung jawab para 
buruh untuk tetap melakukan pengawasan terus-menerus kepada semua 
wakil mereka yang bertindak atas nama serikat buruh. 38 Bersamaan 
dengan proses kontrol ini, para buruh juga harus berusaha keras untuk 
selalu bertindak terhormat, demi teijaganya kepentingan masyarakat 
secara keseluruhan. 39 Apabila kaum buruh bisa diorganisir dengan 
didasarkan pada prinsip-prinsip di atas, mereka tidak akan tergoda dengan 
kekuatan uang, kekuasaan, dan motif-motif lain yang bersumber dari 
rasa mementingkan diri sendiri. Gandhi yakin bahwa jika semua semangat 
tadi dipegang teguh oleh kaum buruh, mereka akan bisa memenangkan 
perjuangannya selama ini. Sikap dan keyakinan kaum buruh yang ditekan- 
kan Gandhi, semua itu bersumber dari pengalaman-pengalamannya selama 
dia bekerja baik dengan para majikan maupun dengan buruh. 

2.3. Tujuan Serikat Buruh 

Menurut Gandhi, tujuan utama dan terkait iangsung dengan 
aktivitas-aktivitas serikat buruh bukanlah mengupayakan pemberian ganti 
rugi atas ketidakadilan yang diderita oleh kaum buruh, juga bukan untuk 
memperjuangkan tegaknya hak-hak mereka. “Tujuan langsungnya adalah 
pembaharuan dan evolusi kekuatan internal.” 40 Pembaharuan internal 
melalui proses pendidikan yang tertata adalah sesuatu yang wajib bagi 
kaum buruh di India. Gandhi merasa bahwa pada saat ini, kaum buruh 
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belum mempunyai pemikiran yang benar-benar lahir dari kepentingan 
mereka, baik yang berkaitan dengan persoalan kebijakan buruh secara 
nasional ataupun berkenaan dengan kesejahteraan secara umum bagi 
buruh itu sendiri. 41 

Tanpa adanya pemikiran yang benar-benar lahir dari kaum buruh,' 
mereka tidak bisa bertindak dengan mengatasnamakan kaum buruh. 
Oleh karena itu, satu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa 
ditawar lagi bagi serikat-serikat buruh adalah membebaskan diri mereka 
sendiri dari cengkeraman semua pengaruh dari luar diri mereka. Ber- 
samaan dengan hal itu, kaum buruh juga harus mengembangkan kepe- 
mimpinan mereka sendiri serta menegakkan kepercayaan diri mereka. 
Di samping itu, serikat-serikat buruh ini haruslah mampu menjadi organ- 
isasi yang bisa bertumpu di atas kekuatan mereka sendiri (self-supporting 
organization ). Hal ini sangat penting supaya kaum buruh bisa memutuskan 
dan bertindak yang benar-benar didasarkan pada kepentingan mereka. 
Gandhi yakin, ada hal penting lainnya terkait dengan reformasi organisasi 
buruh, yaitu reformasi akan memaksa para majikan untuk memperlakukan 
buruh secara patut... Saya selalu memberikan penekanan terbesar pada 
prinsip bahwa kaum buruh harus menumbuhkan kekuatan yang berasal 
dari dalam tubuh buruh itu sendiri. Maka, kapital akan benar-benar bisa 
menjadi pelayan bagi buruh.” 42 

Kemudian, apa yang harus dilakukan supaya proses reformasi inter¬ 
nal benar-benar tercapai? Menurut Gandhi, jawaban atas persoalan 
tersebut adalah: 

a) Adanya peiigetahuan dan kesadaran yang jelas tentang kewajiban- 
kewajiban dan hak-hak kaum buruh. 43 

b) Mendahulukan pelaksanaan kewajiban-kewajiban, karena dari 
sinilah pemenuhan hak-hak akan mengikuti. 44 Baik kewajiban 
maupun hak harus mendapatkan penekanan yang sama pentingnya. 

c) Mengembangkan kepemimpinan 45 dan mengumpulkan sumber- 
sumber d,aya material dari kalangan buruh itu sendiri. Semua ini 
sangat penting demi tefbentuknya serikat yang benar-benar mandiri 
dan bertumpu pada kekuatannya sendiri ( self-reliance ) . 46 


Gandhi merasa bahwa hanya melalui proses reformasi internal inilah 
para buruh akan bisa benar-benar terbebas dari kondisi ketidakberdayaan, 
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sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Kaum buruh juga akan terbebas 
dari perbudakan oleh kapital, 47 dan mereka akan mengangkat diri mereka 
sendiri menuju satu kondisi di mana mereka memiliki martabat dan 
mendapatkan penghormatan sebagaimana mereka berhak mendapatkan- 
nya. Semua hal lainnya, secara otomatis, akan mengikuti proses ini. “Oleh 
karena itu, tujuan para aktivis buruh harus tumbuh dari komitmen moral 
dan inteiektualitas yang tinggi,” kata Gandhi. Dia melanjutkan, “dengan 
berpijak pada keluhuran ini, mereka tidak hanya akan memiliki kemam- 
puan untuk menjadikan kondisi material mereka menjadi lebih baik, 
tetapi, lebih dari itu, akan menjadikan buruh sebagai tuan atas alat-alat 
produksi, dan bukannya menjadi hamba yang diperbudak oleh alat'alat 
produksi.” 48 Gandhi menginginkan adanya pengangkatan status kaum 
buruh ke dalam satu keadaan yang menurut dia benar-benar layak, di 
mana hak-hak kaum buruh benar-benar ditegakkan dan terpenuhi. 

3. Relasi antara Serikat Buruh dengan Kapital 

Gandhi menjelaskan secara panjang iebar tentang metode-metode 
pokok dari aksi serikat buruh ketika terjadi situasi-situasiyangmengarah 
pada konflik kepentingan antara buruh dan kapital. Metode itu adaiah 
sebagaimana berikut. 

3.1. Mogok, Metode Non-kooperasiyang Didasarkanpada Ptinsip 

Nir-kekerasan 

a) Hak Mogok 

Gandhi menegaskan pemikiran bahwa hak buruh untuk mogok itu 
inheren dengan perjuangan buruh untuk menyuarakan persoalan- 
persoalannya dan demi menegakkan hak-hak mereka yang sah. “Saya 
menyadari bahwa mogok merupakan hak yang inheren dengan perjuangan 
kaum buruh demi mendapatkan keadilan... ’ ,49 Menurut Gandhi, mogok 
merupakan keputusan kolektif dari para buruh untuk menolak berkeija 
sama dengan kapital, dengan cara menghentikan kerja mereka. Dengan 
penolakan ini, akan menyebabkan kapital menjadi tidak berdaya dan 
tidak mempunyai kekuatan lagi. Satu hal penting di sini adaiah bahwa 
kaum buruh harus cukup tercerahkan sehingga mereka mampu meng- 
galang kekuatan bersama, dan mereka menyadari berbagai implikasi dari 
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kebebasan mereka. Yaitu, ketika mereka secara kolektifbisa mengatakan 
“tidak” kepada kapital manakala terjadi situasi yang memang menuntut 
Hal ini harus terjadi. Gandhi menjelaskan: 

Ada satu kata dalam bahasa Inggris yang memiliki kekuatan sangat 
kuat dibandingkan dengan kata-kata lain: “NO” (TIDAK). 
Rahasianya adalah, ketika kapital menghendaki kaum buruh untuk 
berkata ‘YES’ (YA), kaum buruh harus meneriakkan ‘no’ (tidak). 
Dan «egera sesudah itu, kaum buruh akan segera menyadari bahwa 
dia mempunyai pilihan sebelum dia mengatakan ‘no’ (tidak). Ketika 
dia memang ingin mengatakan ‘no’ (tidak), mereka tidak lagi 
memiliki ketakutan... dan kapital pun akan... benar-benar tidak 
berdaya apabila buruh terus menegaskan martabatnya dengan cara 
sebaik mungkin meneriakkan kata W (tidak) 50 . 

Kaum buruh tidak perlu mengadakan aksi balas dendam dan melaku- 
kan tindakan kekerasan lainnya. Sebaliknya* mereka harus memper- 
siapkan dirinya untuk menanggung penderitaan dan menerima dengan 
hormat segala bentuk kekerasan yang ditimpakan kepada diri mereka, 
sebagai akibat dari keberanian mereka meneriakkan kata ‘no’ (tidak) 
secara konsisten dan gigih. Menurut Gandhi, itu semua adalah aksi non- 
kooperasi atas dasar prinsip nir-kekerasan atau mogok. 

Dalam pemahaman Gandhi, pemogokan ini, pada akhimya, tidak 
hanya akan bermanfaat bagi kaum buruh tetapi juga bermanfaaat bagi 
para pemilik kapital. Keduanya hanya akan memperoleh hal-hal yang 
menjadi tuntutannya ketika cara-cara yang ditempuh mereka benar-benar 
tepat, adil dan bersih. 31 Para buruh akan mencapainya dengan cara 
melakukan pengembangan-diri ( self'development ) dan pemumian-diri- 
(self'purification ). Proses tersebut ditempuh melalui kesiapan menanggung 
penderitaan dan penegakan atas tuntutan-tuntutan yang sah. Kemudian, 
para pemilik kapital akan mencapainya dengan cara melakukan per- 
ubahan pola pikir dan hatinya untuk melihat secara jemih gagasan yang 
dipeijuangkan kaum buruh dan bersedia bekerja sama dengan mereka. 

Prinsip non-kooperasi nir-kekerasan terhadap kapital bukanlah 
sesuatu yang bermuara pada konflik kepentingan antara kapital dan 
buruh. Tetapi, prinsip ini justru akan membawa keduanya ke dalam satu 
langkah kemajuan di mana keduanya saling memahami, saling meng- 
hormati, dan saling bekeija sama. 32 
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Meskipun Gandhi menggambarkan mogok bisa menjadi satu 
kekuatan yang sangah kuat dan dahsyat apabila kaum buruh benar-benar 
bisa menggunakannya untuk memenangkan kerjasama antara kapital dan 
buruh, dia menegaskan bahwa mogok merupakan tindakan yang hanya 
akan digunakan dengan sangat hemat, cermat dan sangat berhati-hati. 
Mogok juga merupakan langkah terakhir, ketika semua cara yang lain 
temyata tidak mampu mengatasi konflik yang terjadi. Tepatnya, karena 
mogok merupakan upaya terakhir, mogok itu harus didasarkan pada 
pertimbangan-pertimbangan yang seksama. Karena, begitu mogok 
dilakukan, maka tidak ada lagi titik balik untuk munduc 

Mogok bisa dilakukan ketika kaum buruh yakin bahwa kemenang- 
an ada di tangan mereka. Untuk itu, kaum buruh harus memahami 
dengan sangat baik tentang akar persoalan yang menyebabkan mereka 
harus beijuang. Mereka juga harus meyakini nilai-nilai kebajikan yang 
terkandung dalam perjuangan mereka. Selain itu, mereka juga harus 
mempersiapkan diri untuk menanggungkan segala bentuk kekerasan yang 
akan ditimpakan kepada mereka, yang mungkin akan timbul sebagai 
akibat dari pemogokan mereka. Apabila di kalangan kaum buruh ini 
temyata ada orang-orang yang memilih untuk tidak setuju terhadap aksi 
mogok dan memiliki sikap yang berbeda, mereka tidak boleh dianaiaya 
ataupun diintimidasi. 

Dalam pendekatan nir-kekerasan, satu-satunya cara untuk meme- 
nangkan perjuangan adalah dengan cara persuasi. Kekuatan moral untuk 
menghindarkan para buruh dari bahaya kesengsaraan sesungguhnya 
berasal dari keadilan atas tuntutan yang mereka kembangkan. Berikut 
ini uraian Gandhi tentang beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya 
mogok yang didasari semangat nir-kekerasan bisa berhasiL Syarat-syarat 
tersebut adalah: 

1. Sebab dari pemogokan harus tepat dan jelas. 

2. Harus ada kebulatan tekad dan suara di antara para pemogok dan 
publik yang mendukung di belakangnya. 

3. Selama periode pemogokan, bumh tidak pemah bergantung pada 
pemberian orang lain demi untuk bertahan hidup dan memelihara 
semangat perjuangan. 

4. Tidak boleh melakukan kekerasan. 

5. Tidak boleh melakukan penganiayaan. 
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6 . Tetap kuat, tidak masalah berapapun lamanya pemogokan itu harus 
berlangsung dan mereka tetap mendapatkan nafkah selama 
pemogokan dari rekan buruh yang lainnya, yang benar-benar tulus 
mendukung perjuangan. 53 

Ajaran sosial agama Katholik telah mengakui bahwa mogok meru- 
pakan metode peijuangan yang sah. Mogok bisa dilakukan demi menegak- 
kan hak-hak kaum buruh. Paus Yohanes Paulus II menegaskan, “kaum 
buruh harus dijamin haknya untuk melakukan mogok.” Sementara itu, 
beliau juga selalu mengingatkan para buruh bahwa mogok itu tetaplah 
sebagai satu metode yang hanya akan digunakan ketika keadaan benar- 
benar mengharuskan dan mendesak. Mogok harus selalu dijaga kemur- 
niannya, jangan sampai disalahgunakan untuk tujuan-tujuan politik. 54 

b) Pentingnya Ketja Tambahan bagi Para Buruh 

Melalui partisipasi mereka dalam pemogokan selama 21 hari, yang 
dimotori oleh para buruh pabrik di Ahmjedabad pada 1918, 55 Gandhi 
sampai pada satu kesimpulan bahwa pekerjaan tambahan (sampingan) 
merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh kaum 
buruh. Baik secara ekonomi maupun psikologis, pekerjaan tambahan ini 
merupakan satu prasyarat penting ketika mereka ingin pemogokan itu 
bisa mencapai keberhasilan. 56 

Secara psikologis, pekeijaan tambahan dibutuhkan karena para buruh 
itu membutuhkan pekerjaan selama periode mogok, untuk menjaga 
moralitas perjuangan dan harga diri mereka. Secara ekonomis, pekeijaan 
tambahan dibutuhkan karena secara psikologis buruh tidak mungkin 
melakukan pemogokan dalam waktu yang tidak terbatas apabila keuangan 
mereka tergantung pada pendanaan dari serikat buruh. “Tidak ada buruh 
yang bisa memperpanjang pemogokan hingga dalam jangka waktu yang 
tidak terbatas, sejauh dia bergantung pada sumber-sumber daya yang 
diberikan oleh serikat-serikatnya. Tidak ada pemogokan yang benar-benar 
bisa berhasil ketika tidak ada kesiapan untuk menghadapi kenyataan 
bahwa pemogokan itu bisa diperpanjang hingga batas waktu yang tidak 
bisa ditentukan.” 57 

Karena itu, salah satu rahasia keberhasilan aksi mogok terletak pada 
kemampuan para buruh untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan 
mereka sendiri melalui pekerjaan yang mereka usahakan sendiri. Gandhi 
mengatakan: 
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... satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pekerja s elam a 
periode mogok atau tidak bekerja adalah istirahat di rumah untuk 
bermalas-malasan. Tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan 
kekuatan moral para pekerja ini daripada kemalasan yang dipaksa 
oleh situasi dan kondisi. Kaum buruh tidak akan pemah merasa 
aman atau bisa mengembangkan rasa keamanan-diri (self-assura nce ) 
dan kekuataan-diri ( self-strength) kalau mereka tidak dipersenjatai 
dengan satu pekerjaan sampingan yang pasti. Pekerjaan ini merupa- 
kan salah satu cara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari' 
hari, dan berperan sebagai tali pengaman cadangan bagi ikatan simpul 
ketika mereka berada dalam masa krisis. 58 

Tindakan ekonomi yang berpririsip pada kemampuan unt uk ber- 
tumpu dengan kekuatan mereka sendiri ( self-reliance ) didukung penuh 
oleh Gandhi. Bahkan, menurut Gandhi, hal tersebut merupakan syarat 
yang sangat diperlukan bagi keberhasilan aksi mogok. 59 Gandhi meng- 
amati dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa seorang buruh 
yang terus-menerus berhadapan dengan ancamaan bahaya kelaparan yang 
menimpa dirinya dan keluarganya, tidak akan bisa diharapkan untuk 
berjuang. Karena itu, pekerjaan sampingan itu memang hams benar-benar 
diupayakan tersedia bagi buruh. Entah bagaimanapun caranya. Satu- 
satunya cara untuk menyelesaikan persoalan ini adalah bahwa para buruh 
hams berusaha maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang 
berbagai macam kesempatan pekerjaan. Dan ini akan menjadikan para 
bumh kuat dalam menghadapi kapitalis. 60 

3.2. Prinsip Arbitrase 

Melebihi semua hal lainnya, Gandhi sangat menghargai prinsip 
arbitrase dan mendukungnya sebagai solusi bagi setiap perselisihan bumh. 
Gandhi beranggapan bahwa sebuah aksi mogok bisa bembah menjadi 
satu bentuk kejahatan ketika bumh tetap mogok padahal majikan sudah 
siap menerima prinsip arbitrase. “Saya mengetahui dan menyadari bahwa 
aksi mogok merupakan sesuatu yang melekat dengan hak bumh... Tetapi, 
aksi mogok harus dipandang sebagai satu bentuk kejahatan ketika hal 
itu tetap dilakukan padahal kaum kapitalis sudah menerima prinsip 
arbitrase.” 61 Gandhi bersikap demikian didasarkan pada tiga per- 
timbangan: 
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Pertama, prinsip arbitrasi menghapuskan seluruh tindak kekerasan, 
baik secara langs nng maupun tidak langsung. Karena, tindak kekerasan 
itu sangat mungkin terjadi, bahkart dalam aksi mogok dan perjuangan 
yang paling damai sekalipun. 

• Kedua, akan selalu ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan 
aksi mogok yang dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan sepihak. 62 
Dan arbitrase akan menjadi sikap dan tindakan yang lebih baik untuk 
memutuskan keadilan atas tuntutan-tuntutanyang diajukan. 

Ketiga, yang terpenting dari semuanya adalah bahwa arbitrase 
memiliki efek mendidik baik kepada para buruh maupun majikan. Karena, 
mereka akan belajar tentang cara bagaimana membangun rekonsiliasi 
dan mengembangkan toleransi. 

Pengalamari pertama yang membuktikan pertimbangan terakhir 
itu terjadi ketika Gandhi terlibat dalam aksi pemogokan buruh di 
Ahmedabad, pada 1918. Pada saat itu Gandhi melakukan puasa tanpa 
dibatasi kapan dia akan berbuka demi mendukung aksi mogok yang 
dilaknkan oleh para buruh di pabrik pemintalan dengan tangan. Akhimya, 
perjanjian damai melalui arbitrase bisa disepakati dan aksi mogok berakhir 
dalam atmosfir yang dipenuhi dengan itikad baik dan kemenangan. 63 

Sebagaimana Gandhi mendukung prinsip arbitrase sebagai jalan 
terbaik untuk menyelesaikan perselisihan, Gandhi juga menekankan 
bahwa sekali penyelesaian damai melalui arbitrase itu disepakati, 
keputusan tersebut hams diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah 
pihak, yaitu bumh dan majikan. 

Apabila pemilik-perusahaan telah menempuh jalan damai melalui 
arbitrase, prinsip panchayat 64 hams diterima dan ditegakkan. Dan, 
sekali panch itu ditetapkan, keputusan mereka harus diterima oleh 
kedua belah pihak, apakah mereka suka atau tidak suka. 65 

Gandhi berharap bahwa ketika buruh bisa lebih terorganisir, 
tercerahkan dan terdidik dalam hal kewajiban-kewajiban dan hak-hak 
mereka, makajumlah pemogokan akan semakinberkurang. Bahkan, akan 
sampai pada tingkatan di mana akhimya “prinsip arbitrase dengan jalan 
damai itu akan menggantikan prinsip aksi jnogok.” 66 Hal ini sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan oleh Gandhi, yaitu terciptanya relasi kemitraan 
antara bumh dan majikan, hingga tidak ada lagi ruang, di mana para 
buruh terpaksa melakukan aksi mogok. 
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Sebagaimana para majikan tidak bisa menjadikan kapital mereka 
berkembang tanpa adanya kerjasama dengan buruh, begitu juga 
buruh tidak akan bisa menjadikan kerja mereka lebih berkembang 
tanpa adanya kerja sama dengan majikan. Dan apabila keduanya, 
baik buruh maupun majikan, sama-sama mengembangkan intelek- 
tualitas yang dianugerahkan kepada mereka dan keduanya memiliki 
keyakinan akan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan mereka 
secara adil, dengan cara bergandengan tangan, maka mereka akan 
saling menghormati dan menghargai masing-masing pihak sebagai 
mitra sejajar dalam perusahaan yang dimiliki bersama (common 
enterprise). 61 

4. Serikat Buruh dan Politik 

Gandhi menginginkan supaya politik benar-benar menjauh dari 
kegiatan-kegiatan serikat buruh. Karena, keberadaan serikat buruh 
terutama dimaksudkan bukan untuk tujuan politik, tetapi lebih dituju- 
kan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para buruh. Tujuan ini akan 
bisa tercapai dengan berkonsentrasi pada pembaharuan internal untuk 
para buruh serta pengembangan kekuatan dan kepemimpinan internal. 
Dengan demikian, semua itu akan membuat serikat-serikat buruh sebagai 
unit-unit yang mandiri (self-existing units ). 

Serikat-serikat buruh itu bisa memainkan peran secara aktif dan 
positif di ranah politik. Karena, sebagai unit-unit yang mandiri dan 
terdidik, mereka akan mampu memberikan penilaian dan mengkritisi 
kebijakan-kebijakan serta aksi-aksi politik. Mereka juga mampu mem¬ 
berikan respon politik secara bertanggung jawab, sejauhkesemuanya itu 
memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para buruh atau nasib 
bangsa secara keseluruhan. Berkenaan dengan apa dan bagaimana 
seharusnya kebijakan buruh itu, Gandhi menuliskan: 

Tujuan secara langsung dari pembaharuan internal kelas buruh itu 
sama sekali bukan ranah politik. Oleh karena itu, saya tidak setuju 
apabila tujuan dari pembaharuan internal dan pengembangan 
kekuatan kelas buruh secara internal... dikaitkan dengan -sekecil 
atau setipis apa pun nuansanya—upaya untuk mengeksploitasi atau 
mengorganisir buruh demi tujuan-tujuan politik secara langsung. 
Tujuan politik secara otomatis akan tercapai dengan sendirinya, 
ketika para buruh itu terorganisir dalam unit-unit yang mandiri (self 



164 ♦ Francis Alappatt 

existing units). Mereka akan memiliki kekuatan politik yang sangat 
diperhitungkan. Dalam pandangan saya, para buruh itu tidak boleh 
menjadi bidak di tangan para politisi yang mengendalikan permainan 
politik. 68 

Pada saat yang sama, Gandhi juga menyadari bahwa para buruh 
memerlukan bantuan dari luar pihak mereka. Bantuan ini sangat penting 
untuk mengembangkan pengorganisasian buruh dan untuk mengarahkan 
mereka sehingga mereka bisa menentukan piBhan dan membuat keputus- 
an. Oleh karena itu, Gandhi mengingatkan para buruh untuk berhati- 
hati dan waspada. Para buruh harus mampu mendesak pihak-pihak luar 
yang mendukung gerakan buruh, hingga para pendukung ini benar-benar 
mengabdikan dirinya untuk melayani buruh, tanpa dicampuri dengan 
motif-motif politik tertentu di luar kepentingan buruh. 69 

Bahaya yang terjadi apabila motif-motif politik memasuki aktivitas- 
aktivitas serikat buruh merupakan bahaya terbesar yang harus diwaspa- 
dai dalam aksi-aksi mogok. Oleh karena itu, Gandhi menentang keras 
kepada mereka yang berpikir bahwa sah-sah saja bagi mereka untuk meng- 
organisir pemogokan-pemogokan buruh yang dimaksudkan untuk meraih 
tujuan-tujuan politik. Menanggapi hal tersebut, Gandhi mengatakan: 

Dalam pandangan saya, adalah satu kekeliruan yang sangat serius 
manakala pemogokan-pemogokan buruh itu digunakan untuk 
mencapai tujuan politik. Saya tidak menyangkal bahwa pemogokan 
buruh itu bisa meraih tujuan politik... Sebenamya, tidak sulit bagi 
kita untuk memahami bahwa memasukkan motif-motif politik ke 
dalam aksi-kasi buruh adalah satu tindakan yang sangat berbahaya. 
Kecuali, para buruh itu benar-benar memahami kondisi politik di 
negaranya dan mereka memang benar-benar telah diorganisir 
sehingga siap untuk berjuang demi terwujudnya kebaikan bersama 
untuk semua (common good). 10 

Berpijak pada hal-hal di atas, terlihat sangat jelas bahwa Gandhi 
, berkeberatan terhadap eksploitasi terhadap para buruh yang dilakukan 
oleh para politisi. Ekploitasi ini lebih menjadikan aksi buruh sebagai sarana 
meraih tujuan-tujuan politik dari para politisi, bukannya sebagai satu 
bentuk partisipasi politik secara sadar yang diputuskan oleh para buruh 
itu sendiri. Maka, Gandhi membuat satu pembedaan antara aksi mogok 
politis dan mogok yang didorong oleh sebab ekonomi. Dia mengatakan, 
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“mogok politis harus diperlakukan sesuai dengan posisi dan kemanfaat- 
annya. Jangan sekali-sekali mogok politis itu dicampuraduk atau dikaifkan 
dengan mogok-mogok ekonomi. Mogok politis memiliki tempat yang jelas 
dalam tindakan nir-kekerasan (non-violence). Jangan sekali'sekali mogok 
politis ini dilakukan secara sembrono dan sembarangan... Mogok politis 
ini harus benar-benar diperhitungkan dan jangan sampai mengarah dan 
berujungpada tindak kekerasan.” 71 Karenaitu, halyangterpentingbukan- 
lah memasukkan motif-motif politik ke dalam serikat-serikat buruh secara 
paksa. Meski motif-motif tersebut seringkali berlindung di balik seiubung 
tujuan-tujuan ekonomis, pemaksaan ini benar-benar hanya akan memba- 
hayakan dan mengancam kepentingan para buruh yang sesungguhnya. 

Bagaimanapun juga, para buruh juga harus mengorganisir dan 
mendidik diri mereka sendiri hingga memiliki kesadaran politik yang 
kritis. Kesadaran ini akan menjadikan mereka sebagai pihak yang 
berperan serta secara bertanggung jawab dalam kancah kehidupan politik 
bangsa. 

Dalam rangka memperbaiki kondisi mereka, para buruh harus benar- 
benar terorganisir... Saya tidak bermaksud menerapkan prinsip 
pengorganisasian buruh demi meraih tujuan-tujuan politis. Para 
buruh harus melibatkan dirinya dalam kancah politik, sebagaimana 
halnya yang dilakukan oleh warga negara lainnya. Tetapi, politik 
tidak boleh menjadi motif dalam membentuk satu organisasi buruh. 72 

Oleh karena itu, Gandhi berpikir bahwa mencampuradukkan antara 
pemogokan-pemogokan buruh dengan peijuangan satyagraha demi 
memenangkan kemerdekaan India bukanlah satu tindakan yang tepat. 
Ketika Partai Sosialis meyakini bahwa pemogokan oleh para buruh dan 
siswa juga merupakan bagian dari satyagraha, Gandhi menjawab sikap 
mereka dengan mengatakan bahwa “tindakan tersebut merupakan satu 
bentuk pembelajaran atas terjadinya ketidak-disiplinan. Apabila saya 
mempunyai jalan dan kemampuan, saya akan mengundang setiap siswa 
untuk tetap berada di sekolah atau kampus mereka... Saya juga akan 
memberikan saran yang serupa kepada para pekeija.” 73 Peijuangan 
satyagraha harus dilakukan secara aktif oleh para satyagrahis (para aktivis 
satyagraha), yaitu mereka yang telah bersumpah untuk menegakkan 
kebenaran dan nir-kekerasan (non-violence). Setiap orang bisa bergabung 
dengan barisan ini. Selain para satyagrahis aktif ini, menurut Gandhi, 
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mereka bisa disebut sebagai para satyagrahis pasif. Kelompok yang terakhir 
inibisa membantu para satyagrdhis aktif “apabila mereka tidak mencampuri 
peijuangan itu dengan menjadikan diri mereka sendiri masuk ke dalam 
penjara, atau membantu dan mempercepat teijadinyapemogokan buruh 
atau siswa.” 74 

Gandhi menerima prinsip aksi pemogokan yang didorong oleh simpati 
perjuangan. Tetapi, sekali lagi, Gandhi memberikan peringatan keras, 
dan dia menegaskan bahwa mereka tidak boleh melakukannya “kecuali 
benar-benar terbukti bahwa orang-or ang yang mengaku bersimpati itu 
benar-benar telah kehabisan semua cara yang sah sesuai dengan kamus 
mereka.” 75 

Sebagai analisis akhir kita bisa mengatakan bahwa, menurut Gandhi, 
tujuan utama dari aktivitas-aktivitas serikat buruh adalah secara progresif 
memperbaiki kondisi kaum buruh. Dengan kortdisi yang membaik ini, 
konflik antara majikan dan buruh secara bertahap bisa dikurangi dan, 
pada akhimya, bisa dihilangkan. Hilangnya konflik ini akan berganti 
dengan lahimya kemitraan yang sehat antara majikan dan buruh, suatu 
kemitraan yang didasarkan pada relasi saling membutuhkan, saling 
bekeija sama, dan saling tergantung. 

Paus Yohanes Paulus II secara tegas juga menentang serikat-serikat 
buruh yang melibatkan diri mereka secara langsung ke dalam partai- 
partai politik dan masuk dalam wilayah perebutan kekuasaan. Sesufig- 
guhnya, tindakan itu akan menjadikan serikat-serikat buruh jauh dari 
perannya yang khas, yaitu untuk menjamin terjadinya keadilan bagi hak- 
hak buruh dalam kerangka terwujudnya kebaikan bersama (common good) 
untuk seluruh anggota masyarakat”, dan menjadikan mereka “sebagai 
instrumen yang bisa digunakan untuk tujuan-tujuan lainnya.” 76 
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Sejarah Munculnya 
Negara Kesejahteraan di Inggris 


I. Ulasan Pendahuluan 

Dalam studi kami tentang Negara Kesejahteraan, kami akan 
mengkonsentrasikan perhatian terutama mengenai Inggris, karena di 
sinilah pertama kali muncul konsep Negara Kesejahteraan. Fokus kajian 
ini akan diarahkan pada muatan-muatandan karakteristik-karakteristik 
Negara Kesejahteraan. Selain itu, kajian ini juga akan membedah sejauh 
mana efek-efek Negara Kesejahteraan terhadap kesejahteraan warganya 
dan pengaruhnya atas ekonomi nasional secara keseluruhan. Pertimbangan 
utama mengapa Inggris dipilih sebagai sudut pandang dari perhatian kami 
adalah karena Inggris memiliki program-program kesejahteraan yang agak 
komprehensif dan telah berkembang selama beberapa abad, Di samping 
itu, pertimbangan ini juga didasarkan pada realitas bahwa cerita dari 
negara-negara demokrasi yang telah maju dalam bidang industrinya, di 
mana mereka juga menerapkan gagasan Negara Kesejahteraan, dalam 
beberapa hal memiliki kemiripan dengan Inggris. 

Dalam kajian ini, kami lebih tertarik untuk membedah mengapa 
Negara Kesejahteraan bisa eksis dan apa yang sebenamya terkandung 
dalam gagasan kesejahteraan rakyat. Kajian ini tidak menukik pada 
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penelitian bagaimana gagasan tentang Negara Kesejahteraan bisa 
menyebar ke seluruh Eropa dan negera-negara lain di dunia ini. 

Sesungguhnya, akar dari konsep Negara Kesejahteraan telah ber¬ 
kembang luas sejak jaman dahulu. 1 Barangkali, nilai-nilai kesejahteraan 
itu sama tuanya dengan usia masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa tergambar- 
kan dalam sebuah tanggung jawab bersama (kolektif) di sebuah masyara- 
kat lokal, di mana mereka merasa bertanggung jawab terhadap kebutuhan- 
kebutuhan anggota masyarakatnya yang kurang beruntung. Mereka juga 
telah melakukan tindakan-tindakan karitatif yang diperuntukkan bagi 
dan dipersiapkan untuk menolong warga yang kurang beruntung itu. 

Derma atau santunan pribadi telah banyak berkembang dengan 
tujuan untuk membantu orang-orang miskin dan kurang beruntung di 
masyarakat. Tetapi, ini semua temyata tidak cukup untuk mengatasi prob- 
lem kemiskinan dalam suatu masyarakat. Derma atau santunan pribadi 
juga tidak bisa memberikan jaminan kepada seluruh warganya bahwa 
mereka bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka sebagai 
manusia. Apa yang paling penting di sini adalah kemauan atau kehendak 
masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan. suatu tatanan 
ekonomi, politik dan sosial tertentu yang tidak lagi memberi ruang bagi 
adanya warga masyarakat yang masih hidup dalam kondisi-kondisi tidak 
manusiawi, yakni berada di bawah garis kemiskinan dan kepapaan. 
Kehendak bersama ini berkembang di Inggris selama berabad-abad, dan 
dibentuk oleh beberapafaktor yang mempengaruhinya. , 

2. Lemahnya Sistem Perundang-Undangan 

Kesejahteraan, pertama-tama dan terutama, dipahami sebagai 
terbebasnya seseorang atau masyarakat dari kepapaan dan kemiskinan 
yang ekstrem. Dalam pengertian ini, awalan yang paling mula-mula dari 
Negara Kesejahteraan Inggris ini bisa ditelusuri dalam Sistem Undang- 
Undang Kemiskinan di masa Elizabeth. Undang-Undang ini ditetapkan 
oleh Parlemen di masa Elizabeth I, pada September 1598. Undang-Undang 
ini diundangkan kembali oleh Parlemen di masa Elizabeth I juga, pada 
akhir 1601. 2 Undang-Undang inimenggabungkan praktek-praktek yang 
sudah ada, yaitu upaya penghapusan kemiskinan sebagai kewajiban 
hukum, dan mengakui jamaah gereja sebagai unit basis dari administrasi 
lokal bagi penghapusan kemiskinan. 3 
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Undang-Undang Kemiskinan ini menjadikan organisasi jamaah 
gereja sebagai “pengawas kemiskinan” dengan tujuan untuk mengambil 
tanggung jawab terhadap si miskin. Selain itu, Undang-Undang ini 
mengarahkan organisasi jamaah gereja untuk bekeija atau menyediakan 
bagi mereka yang tidak mampu bekeija karena sakit, sudah jompo, atau 
karena sebab-sebab ketidakmampuan fisik lainnya. Cara-cara yang 
ditempuh untuk memenuhi kebutuhan mereka yang kurang beruntung 
adalah dengan meningkatkan penarikan pajak bagi semua pemilik keka- 
yaan yang berada dalam lingkup setiap organisasi jamaah gereja. Dalam 
Undang-Undang Tahun 1601, yang dikenal sebagai Undang-Undang 
Penghapusan Kemiskinan, kita bisa membaca pemyataan sebagai berikut: 

Undang-Undang ini telah diundangkan oleh Parlemen yang mpmiliki 
kewenangan pada saat ini, dinyatakan bahwa pengawas gereja dari 
setiap jamaah gereja, dan empat, tiga atau dua rumah tangga yang 
berkumpul di sini, ketika dianggap memenuhi syarat... untuk 
dinominasikan setiap tahunnya... dengan disumpah sebelumnya dan 
disahkan serta disetujui oleh dua hakim setempat atau lebih, dalam 
satu wilayah yang sama... akan diangkat sebagai pengawas 
kemiskinan bagi jamaah gereja yang sama; dan mereka... diangkat 
secara bergantian terus-menerus... untuk menyusun dan melak- 
sanakan program kerja dalam rangka melindungi dan melayani or- 
ang-orang yang tidak memiliki harta benda - baik dia sudah menikah 
ataupun belum menikah -yang menyebabkan dia tidak bisa 
mencukupi kebutuhannya sendiri. Setiap minggunya -atau dengan 
jangka waktu lainnya- pengawas gereja ini akan mengumpulkan 
persediaan barang-barang yang masih dianggap sesuai dan layak 
pakai. Barang-barang itu berupa rami halus (batang lenan), rami 
biasa, bulu domba (wool), benang, besi, dan bahan-bahan atau 
barang-barang lainnya. Semua barang tadi dikumpulkan dan didanai 
oleh dana bersama yang berasal dari penarikan pajak setiap pen- 
duduk... Penyediaan dan pengumpulan barang itu bertujuan untuk 
memberikan kesempatan kerja bagi warga yang miskin. Sehingga, 
mereka bisa mendapatkan sejumlah uang yang cukup. Dengan uang 
itu mereka bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan juga bisa ikut 
memberikan bantuan kepada warga miskin lainnya, yang kebetulan 
tidak bisa bekerja karena menderita lumpuh, buta, jompo atau 
penyakit lainnya. Selain itu, penyediaan itu juga dimaksudkan untuk 
membantu para siswa yang melakukan kerja magang.,. 4 
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Konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Kemiskinan itu, 
sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya diharapkanbahwa dengan 
adanya penyediaan barang-barang dan benda-benda lainnya, maka warga 
yang miskin bisa memperoleh kesempatan ketja dengan mengolah barang- 
barang tersebut. Mereka akan bekerja dalam satu sistem pengawasan 
tertentu. Lebih jauh lagi, dengan kebijakan tersebut diharapkan bahwa 
warga miskin itu akan bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. 
Tetapi, harapan itu temyata jauh dari kenyataan, dan akhimya sia-sia. 

Satu kenyataan yang segera terungkap adalah bahwa orang-orang 
miskin itu membutuhkan dana tunai (cash) ataubentukbantuanlangsung 
lainnya, sehingga mereka bisa keluar dari belenggu kemiskinan mereka. 
Di samping perumusan kebijakan-kebijakan untuk warga miskin yang 
berbadan sehat, Undang-Undang model Elizabeth ini juga merumuskan 
kebijakan pembangunan dan penyediaan rumah tempat tinggal bagi warga 
miskin, lumpuh, atau orang-orang yang menderita cacat fisik lainnya. 

Dan dengan maksud untuk menyediakan rumah tinggal yang lebih 
baik, yang disediakan untuk orang-orang miskin yang benar-benar 
tidak mampu, maka diundangkanlah oleh penguasa yang ber- 
wenang, maka bisa dikatakan atau sah kiranya untuk mengatakan 
bahwa pengawas gereja akan... mendirikan, membangun, dan 
mengadakan kawasan tempat tinggal yang lebih cocok dan l6bih 
baik... kesemuanya itu berlangsung di bawah kepemimpinan dan 
tanggung jawab jamaah gereja... kawasan tempat tinggal yang layak 
itu diperuntukkan bagi orang-orang miskin yang benar-benar tidak 
mampu, dan juga’ dalam satu rumah atau pondok di kawasan itu 
bisa dihuni oleh lebih dari satu atau beberapa keluarga;... di mana 
pondok-pondok dan tempat hunian ini tidak bisa digunakan lagi 
ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan atau digunakan oleh 
orang selain yang telah ditentukan. Karena, hunian di satu kawasan 
itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang miskin dan tidak mampu 
yang berada dalam jamaah gereja yang sama dengan wilayah hunian 
itu... 5 

Bersamaan dengan kebijakan tentang hunian untuk orang-orang 
miskin dan tidak mampu, Undang-Undang ini juga menetapkan kewajib- 
an bagi setiap keluarga yang mampu dan memiliki cukup kekayaan, untuk 
merawat dan memelihara orang miskin lainnya yang berada dalam 
keluarga itu. Hal ini merupakan satu ketentuan yang melarang tindakan 
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pengeluaran atau pengiriman keluar bagi beberapa anggota keluarga yang 
dianggap sebagai beban bagi keluarga itu. Atau, orang-orang itu dising- 
kirkan dengan anggapan bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan 
dari sistem pengentasan kemiskinan dari jamaah gereja. 

Dan lebih jauh lagi telah diundangkan, bahwa seorang ayah atau 
seorang kakek, seorang ibu atau seorang nenek, atau anak-anak 
dari keluarga yang miskin, jompo, buta, lumpuh dan cacat atau orang 
lainnya yang tidak mampu bekerja, mereka harus dididik hingga 
mendapatkan kepandaian dan kemampuan yang memadai. Dengan 
kemampuan tersebut mereka bisa menolong dan menanggung diri 
mereka sendiri. Bahkan diharapkan juga mereka bisa ikut membantu 
orang lainnya yang miskin atau menderita kekurangan lainnya 
sehingga mereka tidak bisa bekerja. 6 

Sementara itu, dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang 
Tahun 1601, setiap jamaah gereja berusahauntukmenekanjumlah orang- 
orang miskin di lingkungannya. Karena, dikhawatirkan mereka akan men- 
jadi beban yang memberatkan masyarakatnya. Akibatnya, setiap jamaah 
gereja menganggap penting adanya upaya untuk mencegah terjadinya 
imigrasi. Hal itu berarti adanya pembatasan bagi orang dari luar wilayahnya 
untuk memasuki batas-batas wilayah mereka. Ketakutan ini didasarkan 
bahwa di kemudian hari, orang-orang pendatang ini dikhawatirkan bisa 
menjadi kelompok-kelompok yang miskin, kekurangan atau rentan. 

Melalui pemberlakuan Undang-Undang Tahun 1662 tentang 
Pengentasan Kemiskinan, setiap jamaah gereja memperoleh kekuasaan 
dan kekuatan untuk melindungi dan mencegah dirinya atas terjadinya 
imigrasi orang-orang dari luar wilayah mereka. Oieh karena itu, Undang- 
Undang Tahun 1662 ini juga dikenal dengan sebutan Undang-Undang 
Perkampungan. Undang-Undang ini memberikan kekuasaan kepada 
pengawas jamaah gereja, atas persetujuan hakim setempat, untukmengem- 
balikan seorang pendatang ke jamaah gereja dari kampung tempat dia 
berasal. Perlakuan ini ditujukan bagi siapa pun yang tidak memiliki hak 
secara hukum untuk tinggal di satu perkampungan. 7 Meskipun kebijakan 
ini dimaksudkan untuk mencoba memberikan solusi terhadap persoalan 
terjadinya gelandangan dan memberikan satu tindakan perlindungan 
untuk tiap-tiap jamaah gereja, temyata Undang-Undang ini memiliki 
efek kontra-produktif terhadap mobilitas buruh di dalam negeri. Karena 
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itu, akhimya Undang-Undang ini diamandemen dan disempumakan 
beberapa waktu kemudian. 8 

Sebagaimana telah kita lihat, upaya untuk menghilangkan kerne - 
laratan, pencegahan terhadap mewabahnya gelandangan, dan kebijak- 
•an tentang satu tindakan untuk menciptakan stabilitas sosial sesung- 
guhnya adalah makna dan semangat, apabila Undang-Undang Kemis- 
kinan di Negeri Inggris -yang mulai diundangkan sejak tahun 1601-ini 
benar-benar diimplementasikan. Tetapi, setelah diberlakukan selama 
beberapa abad, temyata Undang-Undang tersebut tetap tidak memberikan 
perubahan secara mendasar. Akhimya Undang-Undang ini digantikan 
dengan Undang-Undang Asistensi Nasional (National Assistance Act)-, 
yang diundangkan pada 1948. 

Sir George Nicholls telah menjelaskan bahwa Undang-Undang 
Kemiskinan Tahun 1601 mempakan “pondasi dan kerangka dasar dari 
Undang-Undang tentang Kemiskinan yang dimiliki Inggris.” 9 Sementara 
itu, dalam pandangan Webbs, Undang-Undang tersebut telah mengawali 
proses legislasi dalam rangka menciptakan satu sistem yang utuh demi 
upaya pengentasan kemiskinan. Sistem ini mempakan satu kerangka atau 
model yang hams dipertahankan dan dilindungi, terutama semangat dan 
makna mendasamya. 10 Perbedaan antara Undang-Undang yang diundang¬ 
kan pada 1601 dan 1948 hanya terletak pada cara-cara untuk mengimple- 
mentasikan upaya pengentasan kemiskinan. Undang-Undang Tahun 1948 
sesungguhnya lebih merupakan keberianjutan dan peningkatan keber- 
hasilan yang sudah dicapai dan telah termuat dalam Undang-Undang 
Tahun 1601. 

Sistem implementasi Undang-Undang Kemiskinan yang berpusat 
pada jamaah gereja terbukti kurang memadai, temtama dalam mengampu 
tugas untuk menciptakan pembahankondisiyang terjadi pada akhir abad 
ke-18. Orang-orang miskin yang hendak dientaskan temyata jumlahnya 
semakin meningkat. Di sisi lain, cara-cara yang diterapkan dengan maksud 
untuk memenuhi kebutuhan mereka, temyata semakin terbukti tidak 
layak lagi. Akhimya, dibentuklah sebuah Komisi Kerajaan yang diangkat 
pada 1832. Komisi ini bertugas melakukan penelitian dan penyelidikan 
terhadap efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Kemiskinan. Komisi 
ini memberikan iaporan dari hasil penyelidikannya pada 1834. 11 Laporan 
yang disampaikan oleh komisi tersebut menyebutkan tentang pentingnya 
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pembentukan sebuah sistem pengelolaan yang akan mampu merumuskan 
kebijakan pengentasan kemiskinan secara sinergis, menyeluruh dan 
seragam di seluruh negeri. Sistem ini harus mampu memastikan bahwa 
orang-orang miskin yang mendapatkan upaya pengentasan tersebut hams 
benar-benar didasarkan pada pertimbangan dan syarat-syarat yang kuat 
dan tegas. Syarat itu adalah bahwa orang-orang miskin yang dientaskan 
itu hams benar-benar dipilih, yaim mereka yang benar-benar berada di 
bawah kelas yang lebih rendah dari kaum buruh yang masih bisa bekeija 
secara mandiri. Singkat kata, pengentasan kemiskinan hanya akan 
ditujukan bagi mereka yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk beker- 
ja secara mandiri. Laporan dari Komisi Kerajaan juga merekomendasikan 
dibentuknya satu sistem wisma-kerja (work-house). Sistem ini merupakan 
satu-satunya cara yang akan mampu menjamin bahwa prinsip pengentasan 
kemiskinan bisa diterapkan secara efektif. Bahwa, pengentasan kemis- 
kin an hanya akan diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi 
syarat, yaim mereka yang tidak memiliki pekerjaan. 12 Semua ini dikenal 
sebagai Asas Undang-Undang Kemiskinan (Poor Law Principles) yang 
diundangkan pada 1834. 

Amandemen Undang-Undang Kemiskinan Tahun 1834 telah mem- 
berikan sejumlah rekomendasi yang sangat diperhitungkan. Amandemen 
ini menetapkan satu kebijakan tentang pembentukan dan pengangkatan 
Komisaris Hukum Kemiskinan (Poor Law Commissioners). Komisaris ini 
memiliki otoritas di selumh negeri, untuk memodifikasi, mengontrol dan 
memberikan pedoman bagi pemerintah lokal sehingga rekomendasi- 
rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Kerajaan—sebagaimana telah 
disebutkan sebelumnya-benar-benar bisa diterapkan di la pangan. 13 

Undang-Undang Kemiskinan yang telah direformasi temyata menjadi 
sangat tidak populer. Ketidakpopuleran ini temtama disebabkan karena 
adanya asas atau prinsip yang diterapkan-bahwa orang-orang yang 
memperoleh bantuan pengentasan kemiskinan adalah mereka yang benar- 
benar tidak mampu-serta kondisi-kondisi ketidakmanusiawian (sub¬ 
human) yang terjadi di wisma-wisma kerja. Orang-orang miskin dipaksa 
masuk ke wisma kerja, karena hanya dengan cara inilah mereka dinilai 
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan pengentasan 
kemiskinan. 14 Persyaratan tersebut telah memaksa orang-orang miskin 
untuk masuk ke dalam aturan dan tatanan yang ketat. Satu laporan dari 
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Komisi Kerajaan lainnya, yang dibentuk pada 1905, telah membeberkan 
banyak kesaksian mengenai ketidaklayakan, ketidakefektifan, dan situasi- 
situasi menyedihkan yang ditimbulkan oleh Sistem Undang-Undang 
Kemiskinan. 

Komisi Kerajaan yang dibentuk pada 1905 ini menyampaikan dua 
laporan, yaitu Laporan Golongan Mayoritas dan Laporan Golongan 
Minoritas (Majority Report and Minority Report). Kedua laporan ini secara 
empatis berbicara mengenai berbagai ketidaklayakan dan ketidakefek¬ 
tifan administrasi Undang-Undang Kemiskinan. Selain itu, laporan ini 
juga mengungkapkan berbagai penderitaan yang mengenaskan yang 
terjadi di wisma-wisma kerja. Dalam pengantar Laporan Golongan Kecil 
(.Minority Report), kita akan bisa membaca hal-hal sebagai berikut: 

Semua Komisaris, tanpa kecuali, telah menyepakati bahwa per- 
ubahan-perubahan drastis dalam Undang-Undang Kemiskinan 
beserta sistem pengelolaannya harus dilakukan dan sifatnya sangat 
penting dan mendesak. Semua menyepakati bahwa “prinsip-prinsip 
yang termuat dalam Undang-Undang Tahun 1934”, betapapun 
kesemuanya itu telah diberlakukan, saat ini semua itu benar-benar 
telah menjadi prinsip yang kuno, ketinggalan jaman dan tidak bisa 
diterapkan lagi dalam kondisi saat ini. Bahkan, semuanya menyetujui 
dan sepakat untuk menghapus dan mengganti satu terminologi yang 
ada di dalam Undang-Undang Kemiskinan,... sebagai tanda bahwa 
kita benar-benar telah lepas dari cengkeraman masa lalu;... kita 
semua mengutuk dan merekomendasikan tindak penghapusan atas 
Dewan Kumpulan Wisma-Kerja. Sistem ini, selama 75 tahun, telah 
menjadi ciri dan karakteristik utama dari implementasi Undang- 
Undang Kemiskinan di negeri Inggris; dan semua menyepakati bahwa 
perawatan dan pemeliharaan bagi anak-anak, orang-orang sakit dan 
kaum jompo harus ditingkatkan. 15 

Penghapusan terhadap pemberlakuan sistem wisma-kerja ini di- 
rekomendasikan dengan sangat oleh Komisi Kerajaan. Karena, berdasar- 
kan investigasi yang mereka lakukan telah memperlihatkan kondisi- 
kondisi memprihatinkan yang terjadi di lembaga-lembaga ini. Satu 
lembaga yang dimaksudkan untuk peduli terhadap kaum miskin, ter- 
nyata telah menimbulkan efek menindas, menjatuhkan dan benar-benar 
membahayakan bagi karakter semua kelompok yang menghuninya. 
Lembaga ini cenderung tidak sesuai bagi mereka yang membutuhkan 
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kehidupan yang bermartabat, serta bagi seorang warga negara yang 
independent Kondisi-kondisi yang terjadi di wisma-kerja “justru men- 
jauhkan kaum miskin dari upaya pengentasan. Dalam banyak kejadian, 
seringkali bahkan mengarah pada kerusakan mental dan fisik, atau lebih 
parah lagi berakibat pada terjadinya bencana semt-kelaparan. Dalam 
kondisi semacam ini, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok 
yang paling menderita. Lebih jauh lagi, dalam beberapa kasus telah terjadi 
kematian yang disebabkan oleh tidak adanya perlindungan dan 
pemenuhan kebutuhan dasar”. 17 Dalam bagian kedua dari laporan mereka, 
kembali ditegaskan tentang: 

Di awal abad ke-20 ini, setelah selama 50 tahun, kita bisa menoleh 
ke belakang dengan penuh perasaan takjub dan heran atas 
ketidakberdayaan, ketidakpedulian, dan kebodohan sikap dari 
kaum-kaum penguasa di Kerajaan Inggris, di mana kita dihadapkan 
pada satu kenyataan yang dipenuhi dengan kemerosotan serta 
kerusakan karakter dan fisik yang terns terjadi. Belum lagi terjadinya 
proses penyusutan kekayaan nasional yang berlangsung terus- 
menerus, yang disebabkan oleh mewabahnya penyakit kemalasan 
yang campur aduk dengan bahaya kelaparan... 18 

Semua hal di atas menjadi bukti bagi setiap orang, bahwa pada 
kenyataannya ada beberapa kategori kelompok orang-yaitu kelompok 
anak-anak, orang buta, orang lumpuh dan tuli, dan orang jompo miskin 
yang berasal dari kalangan terhormat - yang terpaksa mencari bantuan 
pengentasan kemiskinan bukan karena kesalahan yang mereka lakukan 
sendiri. Lambat laun, harus diakui bahwa kenyataan itu bukan saja 
merupakan sesuatu yang tidak boleh terjadi, tetapi juga secara moral, 
eksisterisi Undang-Undang Kemiskinan itu tidak bisa dipertahankan lagi. 
Karena, keberadaannya meniscayakan implikasi munculnya orang-orang 
yang tercemari oleh stigma undang-undang tersebut. 

Laporan Golongan Minoritas (Minority Report) dari Komisi Kerajaan 
(Royal Commission) tidak hanya merekomendasikan satu perbaikan 
tentang Sistem Undang-Undang Kemiskinan, sebagaimana yang direko- 
mendasikan Laporan Golongan Mayoritas (M ayority Report), bahkan ia 
juga secara tegas mengusulkan menghentikan dan membubarkan sistem 
yang didasarkan pada undang-undang tersebut. Selain itu, laporan ini juga 
merekomendasikan perlunya satu penyaluran dari beberapa bagian di 
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undang-undang tersebut yang terkait dengan pelayanan-pelayanan sosial, 
di mana penyaluran atau implementasi dari pelayanan-pelayanan sosial 
itu tidakbolehmenyebabkanbeberapakelompokdimasyarakatitu terpaksa 

harus menyandang sebuah stigma sosial. Pada perkembangannya, sistem 
legislasi yang berlaku di Inggris secara bertahap bisa menerima hal-hal 
yang direkomendasikan Laporan Golongan Minoritas (Minority R epott ). 

Ada satu aspek yang berbeda dalam Laporan Golongan Minoritas 
(Minority Report) apabila dibandingkan dengan Laporan Golongan 
Mayoritas (Majority Report). Perbedaan tersebut sangat penting dan 
mendasar: bahwa Laporan Golongan Mayoritas (Majority Report) tetap 
ingin mempertahankan Undang-Undang Kemiskinan. Hal ini didasar- 
kan pada satu pemikiran bahwa Sistem Undang-Undang Kemiskinan itu 
pada dasamya sudah baik. Apa yang benar-benar dibutuhkan adalah 
perbaikan-perbaikan dari implementasi undang-undang tersebut. Oleh 
karena itu, rekomendasi-rekomendasi mereka berkisar tentang upaya 
perbaikah dan peningkatan aspek ke-manusiawi-an dari Undang-Undang 
Kemiskinan. Sebaliknya, Laporan Golongan Minoritas (Minority Report) 
secara tegas menyepakati penting dan mendesaknya penghapusan sistem 
itu dengan menghentikan pemberlakuan undang-undang tersebut. 19 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 1929 memberlaku- 
kan ketentuan yang menghapuskan sistem perwalian atau dewan per- 
lindungan bagi kaum miskin danmengubah funsinya menjadi sistem dewan 
daerah. Sistem perwalian atau dewan perlindungan bagi kaum miskin 
pada saat itu membawahi beberapa institusi seperti sekolah dan rumah 
sakit yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum 
miskin yang membutuhkan pertolongan. Institusi-institusi serupa juga 
disediakan oleh pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan-kebutuhan 
publik secara umum, terutama kebutuhan yang terkait dengan pelayanan 
pendidikan dan kesehatan. “Undang-Undang Tahun 1929 benar-benar 
mendorong dewan- dewan kota... untuk menjamin bahwa semua bantuan 
(asistensi) yang disediakan—di mana secara hukum benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan keabsahannya— tidak hanya sabagai metode 
untuk menolong kaum miskin. Tetapi, kesemua bentuk asistensi itu 
merupakan bagian dari pelayanan sosial secara menyeluruh. ” 20 

Undang-Undang Kemiskinan Tahun 1930-yang merupakan sistem 

paling akhir dari semua perundang-undangan yang mengatur tentang 
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pertolongan untuk kaum miskin— akhimya membentuk satu kementerian 
yaitu Menteri Kesehatan. Menteri ini bertanggung jawab terhadap 
implementasi tentang pertolongan dan bantuan untuk kaum miskin di 
seluruh negeri. Lebih penting lagi, kementerian ini membentuk komite- 
komite yang menangani bantuan (asistensi) kepada publik secara umum. 
Komite-komite ini dibentuk sebagai dewan-dewan adminstratif daerah 
yang bertanggung jawab mengurusi kebijakan dan kegiatan pengentasan 
kemiskinan. Lembaga-lembaga ini berada di bawah pengawasan dan 
kepemimpinan menteri yang terkait. 21 

Akhimya, reformasi atas Undang-Undang Kemiskinan itu benar- 
benar lengkap dengan adanya pengesahan Undang-Undang Asistensi 
Nasional (National Assistance Act) Tahun 1948. Pada bagian pertama dari 
undang-undang tersebut, secara definitif menyatakan penghapusan 
terhadap Undang-Undang Kemiskinan yang telah ada sebelumnya. 

Undang-Undang Kemiskinan yang telah berlaku sebelum ini telah 
dihentikan dan keberadaannya digantikan oleh ketentuan-keten- 
tuan yang termaktub dalam Bagian Kedua dari Undang-Undang 
ini, yaitu bagian yang mengatur tentang dana yang hams ditetapkan 
oleh parlemen. Sumbangan itu merupakan bantuan bagi orang- 
orang yang benar-benar membutuhkan. Ketentuan-ketentuan dalam 
Bagian Ketiga dari Undang-Undang ini mengatur tentang bantuan 
dan pelayanan lain yang hams disediakan oleh pemerintah daerah.. . 22 

Sebagaimana telah kita lihat, Sistem Undang-Undang Kemiskinan 
lebih memperhatikan upaya pemberian bantuan kepada mereka yang 
berada dalam situasi kemelaratan. Tetapi, sistem ini kurang peduli ter- 
hadap upaya untuk menemukan dan menyelesaikan penyebab yang 
sesungguhnya dari kemiskinan itu sendiri. Upaya untuk mencari dan 
mencari solusi atas akar persoalan kemiskinan benar-benar berada di luar 
jangkauan sistem yang sejak dahulu berlaku. Dalam upayanya untuk 
memberikan bantuan kepada kaum miskin, temyata sistem ini dipenuhi 
dengan ketakutan akan meningkatnya kemalasan dan pemborosan. Oleh 
karena itu, kemudian dikembangkanlah satu upaya untuk menjadikan 
sistem itu bisa berlaku dalam tampilan yang sebaik mungkin. Dalam kata- 
kata J.F. Sleeman diungkapkan, “Sistem ini didominasi oleh ketakutan 
akan meningkatnya kemiskinan yang didorong oleh satu kebijakan 
perlakuan yang terlalu dermawan dan berbaik hati. Meskipun demikian, 
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temyata sistem ini tidak mampu untuk mencari dan menyelesaikan akar 
persoalan yang mendasari kemiskinan itu”. 23 Fakta-fakta ketidakmampuan 
ini sangat berpengaruh terhadap seluruh struktur dan pelaksanaan dari 
Undang-Undang Kemiskinan. Dalam pandangan Profesor Richard M. 
Titmuss diungkapkan: 

( Undang-Undang Kemiskinan, dengan fungsi-fungsinya yang ber- 
lagak-disiplin {quasi-disciplinary), dibangun di atas asumsi tentang 
bagaimana masyarakat itu berperilaku dalam tatanan yang ideal, 
atau yang seharusnya (das sollen). Hal ini hanya akan bisa terjadi 
apabila masyarakat berperilaku dengan cara-cara yang telah ditentu- 
kan. Kemudian pelayanan-pelayanan itu hanya akan diberikan 
dengan berpijak pada persyaratan-persyaratan bahwa masyarakat 
harus berperilaku dan bertindak sesuai dengan cara yang telah 
ditentukan. Prinsip-prinsip balas jasa atau ganti rugi ( retribution) 
semacam ini, ketika diaplikasikan pada problem-problem kemiskinan 
dan masalah kesehatan yang buruk, memainkan peranan penting 
dalam menentukan struktur dan metode-metode pelaksanaan dari 
pelayanan-pelayanan yang barn. 24 

Sebagai akibatnya, ketika sistem tersebut dihadapkan dengan 
problema kemiskinan, yang terjadi seringkali justru bermuara pada “keke- 
cewaan, frustasi, kegagalan dan kepanikan”. Problem-problem mendasar 
yang seharusnya diselesaikan, justru tampak berada di luar jangkauan 
kemampuan dan kontrol yang dimilikinya. 25 

Pendekatan kritis terhadap Undang-Undang Kemiskinan dibarengi 
dengan peningkatan kesadaran bahwa persoalan karakter dan ke-tidak 
patuh-an individu bukanlah sebab utama dari kemiskinan. Akar penyebab 
kemiskinan yang utama itu terkait dengan persoalan industri, organisasi 
sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dibutuhkan 
untuk mengatasi persoalan kemiskinan langsung pada sumbemya adalah 
menghentikan pemberlakuan Undang-Undang Kemiskinan itu sendiri. 
Penghentian ini terjadi pada 1948, di mana sistem ini adalah satu produk 
perundang-undangan pertama yang diundangkan secara publik oleh Dinas 
Kesejahteraan Inggris (British Welfare Services). 26 Kemudian, pada 1948 
juga, Undang-Undang Kemiskinan itu diganti dengan Undang-Undang 
Asistensi Nasional. Undang-Undang yang terakhir ini merupakan salah 
satu dari instrumen-instrumen utama dari Negara Kesejahteraan Modem. 
Masalah ini akan kita telaah lebih jauh dalam bagian sesudah ini. 
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Salah satu jasa besar yang tnelekat pada Undang-Undang Kemiskinan 
a la Elizabeth ini adalah penerimaan masyarakat secara hukum di mana 
kesejahteraan kaum yang kurang beruntung di suatu masyarakat merupa' 
kan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat itu sendiri. Lebih jauhlagi, 
pertumbuhan kesadaran atas tanggung jawab tersebut bisa dikatakan 
sebagai pertumbuhan Negara Kesejahteraan itu sendiri. 

3. Kekurangan Sistem Laissez-Faire dan Pasar Bebas 

Kelemahan umum yang melekat pada ideologi laissez-faire di abad 
19 itu sangat tidak menguntungkan bagi penegakan dan perkembangan 
secara sistematik atas pelayanan-pelayanan kesejahteraan oleh Negara 
sebagai bentuk kepedulian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat yang kurang beruntung Pelayanan Negara ini dianggap sebagai 
bentuk intervensi oleh Negara dalam sistem ekonomi yang didasarkan 
pada hukum-hukum persaingan dan pasar bebas. Intervensi ini dianggap 
menganggu keberlangsungan sistem ekonomi yang telah berjalan secara 
teratur dan normal. 

Negara diharapkan untuk tidak melakukan intervensi dan peng- 
aturan ekonomi nasional melalui penetapan-penetapan regulasinya, 
karena hal tersebut hanya akan mengunt ungkan kelompok atau kelas 
tertentu saj a. Intervensi dan pengaturan oleh negara merupakan hal yang 
jelas'jelas tidak diperbolehkan dalam sistem pasar bebas. Pemilriran ini 
didasarkan pada asumsi bahwa sesungguhnya, manakala hnkiwn p ersaing - 
an dan pasar bebas ini diterima dan diberlakukan tanpa syarat, maka 
lamb at laun seluruh bagian masyarakat —sesuai porsinya masing- masing — 
akan memperoleh kemanfaatannya. 

H. Scott Gordon merangkum ideologi laissez-faire dengan nngkap an 
sebagai berikut. “Persaingan bebas tidak mungkin gagal untuk memberi- 
kan kemanfaatan bagi semua pihak. Bagi para konsumen, mereka akan 
memperoleh kemanfaatan dengan adanya jaminan bahwa mereka bisa 
mendapatkan barang dengan kualitas terbaik dengan harga yang paling 
murah. Bagi para produsen, kemanfaatan diperoleh melalui kenaikan 
permintaan yang terus-menerus. Dan bagi masyarakat secara luas, keman- 
faatan diperoleh dengan memastikan bahwa modal itu telah berada sesuai 
padajalumya.” 27 
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Dalam konteks laissez-faire ini, kewajiban negara adalah menjamin 
keamanan harta kekayaan para warganya dan menjaga serta memper- 
tahankan kebaikan-kebaikanyang melekat pada sistem pasar bebas. Yaitu, 
keyakinan bahwa keberlangsungan ekonomi itu harus berpedoman pada 
satu-satunya motif, yakni hasrat mendapatkan keuntungan. Semua ini 
telah diatur oleh kekuatan yang tidak tampak (invisible hand), yang 
menggerakkan persaingan. 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak yang memandang Negara 
. akan menjadi ancaman bagi bangsa secara keseluruhan, sejauh masalah 
p Vnnnmi masih diurusi oleh Negara. “Kewajiban pemerintah adalah men- 
jamin keamanan hak milik warga negaranya. Dan industri yang mereka 
kembangkan hanya akan menjadi kekayaan mereka tak tersaingi lagi. 
Semua bentuk keterlibatan Iangsung dari pemerintah terhadap perkem- 
bangan industri merupakan pelanggaran dari kewajiban negera terhadap 
warganya.” 28 

Doktrin laissez-faire yang menjelaskan kesempumaan sistem per¬ 
saingan menegaskan bahwa campur tangan yang dilakukan pemerintah 
merupakan tindakan yang melanggar hukum. Selairi itu, sistem laissez- 
faire juga dianggap mampu menjamin bahwa berbagai kepentingan yang 
beragam di dalam masyarakat akan bisa diatur sehingga tercipta harmoni. 
Sejak tahun 1776, Adam Smith telah mengemukakan gagasan-gagasan di 
atas dalam karyanya yang berjudul Wealth of Nation. Buku ini mengung- 
gulkan beberapa kelebihan sistem persaingan bebas dalam mengelola 
berbagai kepentingan dalam masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena 
itu, sistem persaingan bebas jelas-jelas bertentangan dengan segala bentuk 
campur tangan pemerintah di bidang ekonomi. 29 Kebajikan-kebajikan 
yang harus dijunjung tinggi adalah prinsip persaingan dan ekonomi bebas, 
bukannya keyakinan atas nilai-nilai keadilan atau kepedulian terhadap 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kaum yang kurang betuntung. Apa 
yang ditanamkan oleh sistem pasar bebas kepada setiap bagian masyarakat 
adalah bahwa setiap pihak diasumsikan akan mendapatkan bagian mereka 
hanya sebatas andil yang mereka berikan. 30 

Perkembangan industri, tentu saja, mengharuskan adanya kegiatan- 
kegiatan ekonomi serta kerja keras. Tidak kalah pentingnya, perkem¬ 
bangan industri juga terus-menerus mendorong upaya untuk menginves- 
tasikan kembali tabungan-tabungan (saving) yang berasal dari masyarakat. 
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Apa pun bentuknya, tabungan itu harus bisa dimobilisir untuk mencapai 
peningkatan pertumbuhan dan produktivitas. Dalam situasi semacam ini, 
kaum buruh tidak bisa berharap akan mendapatkan bagian yang layak 
dari semua kekayaan negara yang terns meningkat. Mereka juga tidak 
bisa mengbarapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat itu akan 
memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi kehidupan mereka. 

Lebih jauh iagi, situasi di mana para buruh hanya akan menerima 
sesuai dengan andil mereka sebagaimana ditentukan oleh pasar yang 
kompetitif dianggap sebagai satu kemestian yang harus terjadi, karena 
semua itu merupakan bagian dari opini umum yang tertanam sangat kuat. 
Yaitu, keyakinan bahwa orang-orang miskin itu tidak mau bekerja keras 
apabila kondisi kehidupan mereka menjadi lebih layak atau menyenang- 
kan. 31 Opini semacam ini didukung dan diperkuat oleh tulisan-tulisan 
dari para ahli ekonomi klasik, seperti tulisan dari David Ricardo (1772— 
1823). Dia menyatakan bahwa satu kebijakan untuk meningkatkan upah 
buruh hanya akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang 
didapatkan oleh pemodal. 32 Di samping itu, peningkatan gaji itu pada 
akhimya tidak memberikan pengaruh pada kondisi kehidupan kaum 
buruh, karena hal itu akan selalu diiringi dengan peningkatan jumlah 
penduduk. Berarti, peningkatan upah itu akan kembali turun nilainya dan 
dengan demikian tingkat pendapatan kaum buruh juga akan menurun. 33 

Senada dengan David Ricardo, Malthus juga mempunyai pemikiran 
tentang relasi antara peningkatan upah dan peningkatan populasi. 
Malthus menulis: 

Harga atau upah buruh, ketika dibiarkan untuk menemukan besar- 
,annya secara alamiah,... mengungkapkan relasi antara penawaran 
(supply) akan ketersediaan buruh dan jumlah permintaan terhadap 
buruh (demand); jumlah yang dibutuhkan dan jumlah pemakai buruh; 
dan apabila besaran ini dibuat angka rata-ratanya..., maka angka 
itu akan mengungkapkan secara lebih jelas tentang kebutuhan 
masyarakat berkenaan dengan jumlah pupulasi penduduknya; maka, 
berapapun kemungkinan jumlah anak-anak yang lahir dari perkawin- 
an-demi membiayai dan mempertahankan keberadaan populasi 
penduduk, nilai buruh akan disesuaikan sedemikian rupa sehingga 
bisa mencukupi untuk menghidupi jumlah tersebut (populasi pen- 
duduk). 34 
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Teori ekonomi klasik sebagaimana diuraikan di atas telah menye- 
babkan kondisi kaumburuh tetap terpuruk dan miskin. Lebih parah lagi, 
kondisi tersebut dibenarkan oleh justifikasi dan legitimasi teoritis. 

Tingkat pertumbuhan populasi yang cepat, diiringi dengan teijadinya 
industrialisasi dan urbanisasi, menyebabkan situasi kemiskinan tetap lebih 
buruk. Dalam komunitas agraris yang lebih kecil, sebagaimana yang lazim 
berlaku di jaman dahulu, orang-orang miskin masih selalu bisa hidup 
dalam kondisi yang lebih baik. Oleh karena, orang-orang yang memiliki 
kekayaan dan hidupnya berkecukupan, dalam berbagai cara, masih bisa 
dipaksa untuk membantu kaum yang miskin dan kurang beruntung. 

Tetapi, dengan meningkatnya pertumbuhan industrialisasi dan 
urbanisasi, orang-orang miskin menjadi lebih dan lebih tersingkir lagi 
dari kelompok orang-orang kaya. Mereka dipaksa masuk ke dalam per- 
kampungan-perkampungan khusus, kaum buruh yang tersingkir dari 
hiruk-pikuknya kota besar, di mana kondisi yang terjadi di perkampungan- 
perkampungan buruh itu benar-benar di bawah standar kemanusiaan, 
bahkan sangat tidak manusiawi. Sementara itu, orang-orang kaya semakin 
jauh dari orang-orang miskin. Mereka menciptakan area tempat tinggal 
sendiri , 35 yang dikhususkan bagi orang kaya. Dalam situasi yang dipenuhi 
dengan pemisahan dan keberjarakan, serta sedikitnya semangat saling 
membantu antar kelas atau kelompokyangberbeda, persoalan kemiskinan 
akan semakin meningkat menjadi dimensi-dimensi yang parah dan akut . 36 

Ada dua hai yang menonjol dalam situasi sebagaimana dijelaskan 
di atas. Pert ama, ketidakmampuaii sistem ekonomi yang didominasi oleh 
prinsip-prinsip laissez-faire dan pasar bebas untuk memberikan bagian 
kesejahteraan dan kemakmuran yang layak kepada kaum buruh. Karena, 
hanya dengan perbaikan kesejahteraan itulah kondisi kehidupan kaum 
buruh bisa ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Sistem yang berlaku 
tidak bisa melakukannya, karena apabila sistem tersebut memutuskan 
untuk memberikan bagian yang lebih baik kepada kaum buruh dengan 
meningkatkan upah mereka, hal ini berarti hanya akan mendatangkan 
kerugian, apabila dipandang dari pengertian keuntungan pemodal dan 
persaingan. Charles Booth menjelaskan situasi tersebut dengan uraian 
sebagai berikut: 

Berkaitan dengan situasi-situasi merugikan yang menimpa kaum 

buruh yang miskin, dan kejahatan atas kemiskinan yang terjadi, 
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temyata mengungkapkan rasa ketidakberdayaan yang sangat hebat, 
di mana para penerima upah itu benar-benar tidak berdaya untuk 
mengatur kerja mereka dan mereka juga tidak bisa mendapatkan 
padanan yang adil atas kerja yang telah mereka lakukan. Bersamaan 
dengan hal itu, para pemilik perusahaan itu benar-benar bekerja 
dalam persaingan yang sangat ketat. Hal ini sama artinya dengan 
bahwa orang-orang kaya juga tidak berdaya untuk memberikan 
pertolongan -meskipun barangkali mereka ingin melakukannya- 
tanpa sumber-sumber yang bisa membangkitkan semangatnya. 37 

Implikasi dari keadaan ini adalah bahwa intervensi ekstemal ter- 
hadap sistem ekonomi ini temyata sangat dibutuhkan. Intervensi ini 
dimaksudkan untuk mengatur sedemikian rupa sehingga setiap kelas di 
masyarakat benar-benar mendapatkan bagian yang adil. 

Kedua, terns meningkat dan membesamya angka kemiskinan yang 
di dalamnya sarat dengan persoalan ketersediaan pangan, rumah, sarana 
sanitasi, kesehatan dan lain sebagainya, yang mesti tersedia di kota besar. 
Bersamaan dengan fenomena itu, persoalan-persoalan kebmtalan masyara¬ 
kat, angka kejahatan dan pencurian, juga semakin men ingkat- Situasi 
demikian menjadikan kehidupan kota semakin tidak bisa memberikan 
rasa aman kepada setiap pendudiiknya. Ketika ke miskinan dan keme- 
laratan semakin meningkat, maka persoalan-persoalan lain pasti akan 
semakin meningkat dan terns menguntitnya. 

Pengalaman-pengalaman yang terjadi pada abad 19 telah mem- 
perlihatkan bahwa sistem pasar bebas temyata tidak baik dan tidak sesuai 
dengan penyediaan kebutuhan kesehatan publik dan perawatan medis, 
sarana pendidikan maupun fasilitas perumahan. Oleh karena itulah, pada 
akhimya kita menyaksikan bahwa negara perlu kembali melalm kan inter- 
vensi dan kembali perlu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyara- 
katnya. Dengan kata lain, Negara harus kembali mengatasi persoalan- 
persoalan yang mUncul di masyarakatnya yang terkait dengan pemenuhan 
kebutuhan-kebutuhan mereka. 

Di bidang kesehatan publik, Undang-Undang Kesehatan Publik 
pertama kali telah disahkan pada 1948. Undang-undang ini mengawali 
pembentukan pusat Jawatan Kesehatan Nasional dan Jawatan Kesehatan 
Daerah, di mana jawatan ini memiliki wewenang dan tanggung jawab 
dalam pelayanan-pelayanan masyarakat seperti penyediaan air, sarana 
kebersihan, dan saluran-saluran air 38 Jawatan Kesehatan Nasional ini 
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diberi kewenangan untuk mengangkat atasan, yang bertugas untuk 
mengawasi para Penilik dan Petugas Medis, di wilayah manapun yang 
dianggap membutuhkan. 39 Tetapi, kewenangan-kewenangan ini baru 
sebatas pada wilayah kebijakan. Untuk bisa melakukan implementasi 
praktis yang mencakup seluruh negeri, jawatan ini masih membutuhkan 
waktu bertahun-tahun lagi. Lebih penting lagi, jawatan ini juga harus 
didukung oleh sistem perundang-undangan yang lebih komprehensif. 

Undang-Undang Kesehatan Tahun 1866 dan Undang-Undang 
Kesehatan Publik Tahun 1875 kemudian memutuskan pengangkatan 
Petugas Medis Kesehatan dan Penilik Kesehatan. Mereka mengemban 
kewajiban di seluruh negeri, dan mereka diberi satu kewenangan untuk 
memerintahkan penyediaan sarana air bersih dan kesehatan yang layak. 
Mereka juga diberi kewenangan untuk mengatur perbaikan rumah-rumah 
tinggal yang kurang atau tidak memenuhi standar dan syarat-syarat 
kesehatan. 40 Undang-Undang Kesehatan Publik Tahun 1875 juga mem- 
beri kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas 
rumah sakit bagi pasien-pasien kurang mampu yang berada di wilayahnya. 41 

Intervensi pemerintah di bidang pendidikan juga sangat dibutuh- 
kan untuk mengatasi kenyataan gagalnya sistem pendidikan nasional 
yang diatur berdasarkan sistem laissez-faire. Sistem ini temyata gagal 
menyediakan sarana pendidikan yang layak dan bisa mengakomodasi 
terjadinya peningkatan penduduk. Pada 1860-an, telah ditemukan 
kenyataan bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan jumlahnya 
hanya kurang dari setengah dibandingkan jumlah seluruh anak-anak di 
negeri ini. 42 Ini merupakan koiidisi yang menyedihkan. Terutama apabila 
dikaitkan dengan fakta bahwa pertumbuhan industrialisasi di Inggris pasti 
harus diimbangi dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga- 
tenaga terdidik. 

Undang-Undang Pendidikan Dasar telah disahkan pada 1870. 
Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua anak 
di negeri ini bisa mengenyam pendidikan dasar. 43 Meski undang-undang 
ini didasarkan pada prinsip peningkatan upaya fakultatif dan suka rela 
di bidang pendidikan, undang-undang ini mengakui bahwa pendidikan' 
dasar adalah persoalan yang menjadi tanggung jawab nasional. Pada 
akhimya, pendidikan dasar ditetapkan menjadi satu kewajiban pada 1880. 
Pada 1899 telah ditetapkan bahwa setiap anak yang telah berusia 12 tahun 
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dia harus sudah tamat dari sekolah dasar. Tetapi, pada 1900 usia mi nimal 
tamat sekolah dasar ditingkatkan menjadi usia 14 tahun. 44 

Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan tingkat lanjutan masih 
diserahkan pada sistem pasar bebas. Pemerintah baru melakukan 
intervensi di bidang ini pada 1902. 43 Pemerintah memberikan kewenangan 
kepada dewan sekolah setempat untuk mendirikan sekolah-sekolah 
tingkat lanjut. Sekolah-sekolah lanjutan baru ini, pada perkembangannya, 
hanya diperuntukkan bagi siswa-siswa yang berasal dari kelas menengah 
di Inggris. Tetapi, secara bertahap pemerintah terns menempuh langkah- 
langkah untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang kompre- 
hensif. Langkah-langkah ini dikonkretkan dengan pengesahan Undang- 
Undang Tahun 1918, Tahun 1921, Tahun 1936 dan Tahun 1944. 46 

Demikian juga halnya di bidang perumahan, sistem pasar bebas tidak 
mampu memenuhi peningkatan kebutuhan akan perumahan. Karena itu, 
intervensi Pemerintah menjadi sangat penting. Sebagai awalan, perhatian 
utama dari intervensi legislatif adalah merumuskan kebijakan-kebijakan 
kesehatan yang diperlukan dan pelarangan mutlak «tentang adanya 
gudang-gudang bawah tanah yang difungsikan sebagai tempat tinggal. 47 

Undang-Undang tentang Perumahan untuk Kaum Buruh disahkan 
pada 1890. Undang-undang ini merupakan titik kulminasi dari upaya 
perjuangan selama empat puluh tahun, di mana sejak tahun 1851 telah 
dipeijuangkan upaya untuk memperbaiki kondisi perumahan para pekeija. 
Di antara berbagai hal lainnya, Undang-Undang ini memberikan kewe¬ 
nangan kepada pemerintah daerah untuk membongkar kompleks- 
kompleks perumahan yang tidak memenuhi standar kesehatan, mengatur 
bangunan-bangunan baru dan membangun gedung-gedung yang pantas 
menjadi tempat tinggal bagi kelas pekeija. Kewenangan-kewenangan itu 
dikontrol dan diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri. 48 

Dengan Undang-Undang ini, pemerintah akhimya mengakui dan 
memikul tanggung jawab atas penyediaan fasilitas-fasilitas perumahan 
sesuai kebutuhan, baik yang diperlukan oleh mereka yang membutuh- 
kan maupun untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 

Persoalan utama yang muncul kemudian adalah bahwa ketika para 
penguasa wilayah itu mencoba mengimplementasikan ketentuan- 
ketentuan yang ada dalam Undang-Undang, temyata mereka dihadap- 
kan pada tuntutan biaya yang sangat tinggi untuk bisa membangun rumah- 
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rumah baru yang kualitasnya memuaskan. Akhimya, kebijakan itu 
cenderung mengabaikan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, 
karena mereka tidak bisa membayar sewa yang layak. Dengan demikian, 
rumah-rumah baru itu cenderung diperuntukkan bagi para pekerja yang 
me milik i pendapatan cukup besar dan bukannya diperuntukkan bagi 
mereka yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, problem 
perumahan untuk buruh menjadi sangat akut. 

Jalan keluar yang paling mungkin untuk mengatasi persoalan 
perumahan untuk buruh adalah kebijakan pemberian subsidi sewa rumah. 
Tetapi, “pemberian subsidi terhadap sewa rumah ini cenderung berten- 
tangan dengan keyakinan terdalam dari nilai-nilai Victorian, karena pern- 
berian subsidi ini akan memunculkan bahaya meningkatnya pemborosan 
dan mengacaukan kekuatan-kekuatan pasar.” 49 Demikianlah, problem 
penyediaan fasilitas-fasilitas perumahan yang memuaskan bagi kaum 
pekeija berpendapatan rendah terus berlangsung hingga sebuah solusi 
yang lebih komprehensif bisa dimunculkan pada 1940-an. Pada saat itu, 
diciptakan kebijakan untuk melakukan intervensi secara aktif terhadap 

o 

kekuatan ekonomi pasar 

4. Tumhuhnya Kesadaran akan Meningkatnya Kemiskinan 

Massai 

Peningkatan kemiskinan massai di Inggris terjadi pada pertengahan 
akhir abad 19. Hal ini banyak digambarkan oleh penelitian-penelitian yang 
dilakukan oleh para ahli. Salah satu penelitian yang penting di antara 
penelitian-penelitian lainnya adalah yang dihasilkan Charles Booth, 
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Menurut dia, pada 1880-an, 
35 % rakyat yang tinggal di London temyata hidup di bawah garis kemis- 
kinan. Mereka benar-benar “miskin” atau “sangat miskin.” 50 

Penelitian serupa sebagaimana yang dilakukan Charles Booth adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Benjamin Seebohm Rowntree. 51 Dia meng- 
adakan investigasi di sebuah kota provinsi, yaitu York. Investigasi ini 
dilakukan pada 1899. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk memastikan 
apakah proporsi dan tingkatan kemiskinan di London merupakan satu 
fenomena yang luar biasa -mengingat London adalah sebuah kota besar 
yang dipenuhi dengan berbagai persoalan di dalamnya-atau apakah 
kemiskinan yang serupa juga terjadi di kota provinsi lainnya yang lebih 
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kecil, misalnya York. Berdasarkaninvestigasi-investigasi tersebut, temyata 
telah menguatkan pengesahan secara umum atas apa yang telah ditemu- 
kan Booth mengenai persoalan kemiskinan yang teijadi di London. 

Sejalan dengan Booth, Rowntree membuat satu pemisahan antara 
kemiskinan primer dan kemiskinan sekunder. Yang dia maksud dengan 
kemiskinan primer adalah sebuah kondisi yang dialami oleh keluarga- 
keluarga, di mana seluruh penghasilan yang dimilikinya temyata tidak 
mencukupi untuk sekedar memenuhi kebutuhan fisik saja. Kemudian, 
yang dia maksud dengan kemiskinan sekunder adalah sebuah kondisi 
yang dialami oleh keluarga-keluarga, di mana seluruh penghasilan yang 
dimilikinya barangkali hanya bisa untuk sekedar mencukupi pemenuhan 
kebutuhan fisik saja. Dengan catatan, penghasilan tersebut tidak diguna- 
kan untuk biaya yang lainnya. 52 

Setelah menetapkan garis batas kemiskinan —baik untuk kemiskin- 
an primer maupun kemiskinan sekunder- menurut standar yang berlaku 
saat itu, Rowntree menemukan bahwa 27,84% masyarakat di York hidup 
dalam kondisi kemiskinan primer maupun kemiskinan sekunder. 
Sementara, prosentase masyarakat di London yang hidup dalam kondisi 
kemiskinan primer maupun kemiskinan sekunder sebesar 30%. Dengan 
demikian, Rowntree menyimpulkan bahwa kemiskinan yang terdapat di 
London bukanlah sebuah fenomena yang luar biasa. Lebih jauh la gi, 
satu kemungkinan besar yang mengejutkan adalah bahwa sekitar 25 
hingga 30% dari seluruh penduduk kota yang ada di London temyata 
hidup dalam kemiskinan. 53 

Setelah melakukan penelitian terhadap efek yang ditimbulkan oleh 
penyebarluasan kemiskinan, terutama pengaruhnya terhadap tingkat gizi 
dan kesehatan, perumahan dan pendidikan, Rowntree menyatakan: 

Bahwa di tanah yang dipenuhi dengan kemakmuran berlimpah- 

limpah ini-satu kemakmuran yang barangkali belum pemah diraih 

di masa-masa sebelumnya-temyata hampir lebih dari 14 penduduk- 

nya tinggal dalam kemiskinan. Fenomena ini adalah sebuah kenyata- 

an yang sangat menyentuh hati... Tidak ada satu peradaban yang 1 

bisa menjadi kuat atau stabil manakala pondasinya didirikan di atas I 

masyarakat yang berada dalam kehidupan kemanusiaan yang kerdil. 54 ' 

Tema tersebut merupakan gagasan yang kemudian dikembangkan 1 

oleh Kabinet Liberal di Inggris. ' 

I 

1 
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Faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di Inggris bukan karena 
ridak adanya lapangan keija maupun rendahnya upah. “Faktor penyebab 
paling utama kemiskinan primer adalah kegagalan sistem pengupahan 
untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan. Mestinya, sistem peng- 
upahan itu sendiri hams disesuaikan dengan berbagai cara sehingga benar- 
benar setara dengan pemenuhan kebutuhan bagi para keluarga yang 
pendapatannya benar-benar hanya bergantung dari perolehan upah.” 55 

Senada dengan ungkapan di atas, pada 1939, The Times dalam 
komentamya di sebuah artikel yang dimuatnya mengatakan, “Industri 
telah gagal, sebagian dikarenakan rendahnya tingkat upah yang diberikan 
kepada tenaga kerja tidak terlatih. Dan sebagian iagi disebabkan oleh 
banyaknya pengangguran tersamai; yaitu mereka yangbekeija hanya secara 
temporal. Sistem tersebut telah gagal menyediakan standar kehidupan 
yang layak bagi sebagian besar kelas buruh beserta para keluarganya.” 56 

Temuan-temuan Rowntree diperkuat oleh penelitian-penelitian 
lainnya, khususnya oleh penelitian yang dilakukan Bristol pada 1937. 
Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun secara umum kondisi 
di Inggris itu dipenuhi dengan kemakmuran yang cukup, dan dia 
menetapkan standar-standar kemiskinan yang lebih rendah dari 
Rowntree, temyata 1/3 dari kaum buruh itu hidup di bawah garis kemis¬ 
kinan. Sementara itu, 1/5 dari anak-anak di keluarga buruh itu benar- 
benar tidak mendapatkan makanan yang cukup dan layak. 57 Kemiskinan 
itu teriihat sangat nyata, terutama yang menimpa anak-anak kecil. 

Meskipun berbagai kemajuan besar yang telah dicapai menekan 
tingkat kematian dalam kelahiran bayi secara umum, kemajuan tersebut 
tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi anak-anak yang hidup di 
keluarga-keluarga miskin. Bahkan, angka kematian yang terjadi pada 
anak-anak itu secara relatif temyata lebih besar dibandingkan dengan 
angka kematian sebelum tahun 1900-an. Menurut Profesor Titmuss,"... 
secara relatif, kondisi bayi-bayi yang lahir di keluarga miskin itu temyata 
lebih buruk apabila dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum 
terjadinya perang pada 1914. Dengan kata lain, secara reiatif-apabila 
dibandingkan dengan kondisi secara umum-kematian bayi yang terjadi 
di keluarga-keluarga miskin itu jumlah dan tingkatannya lebih besar.” 58 
Lebih jauhlagi, keadaan terjadinya gizi-rendah ( under^nourishment) benar- 
benar sangat parah apabila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. 
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Semua kemerosotan itu berlanjut hingga abad 20 dan itu semua teijadi 
begitu parah. Sehingga, “separuh dan jumlah anak-anak di negeri ini, 
temyata hidup dalam keluarga-keluarga yang memiliki penghasilan kurang 
dari 3 pondsterling per minggu.” 59 

Publikasi dari semua temuan di atas berlangsung pada akhir abad 
19 dan awal abad 20. Hal ini merupakan faktor penggerak yang kemudian 
bermuara pada penyebarluasan kesadaran sosial, hingga terbentuknya 
kesadaran baru akan kesalahan-kesalahan yang telah teijadi,” 60 sebuah 
kesalahan karena membiarkan kondisi di mana "kemakmuran yang 
berlimpah-limpah itu temyata hidup berdampingan dengan kemiskinan 
yang tak terlukiskan.” 61 Masyarakat mulai lebih sadar dan lebih mengerti 
bahwa semangat kedermawanan pribadi—sebagaimana yang terkandung 
dalam Undang-Undang Kemiskinan-temyata sangat tidak relevan bagi 
upaya penyelesaian atas persoalan kemiskinan. 

Pengungkapan fakta dari data yang mengejutkan mengenai ke¬ 
miskinan massal yang teijadi di Inggris telah memaksa masyarakat untuk 
berpikir dan mempertimbangkan kembali atas sikap-sikap mereka selama 
ini. Kemiskinan massal itu teijadi dalam skala yang besar, dan, secara 
realistis, kemiskinan semacam ini tidak bisa dikaitkan dengan sikap- 
sikap dan sifat-sifat personal, seperti keborosan, kemalasan, dan kebo- 
dohaan. Lebih jauh lagi, pemahaman masyarakat selama ini bahwa kemis¬ 
kinan itu teijadi karena sebab-sebab sifat dan sikap personal seperti 
disebutkan di atas, sudah tidak bisa dipertahankan lagi. 

Kemudian, semuanya akan semaldn jelas bahwa faktor-faktor kema¬ 
lasan, kebodohan dan keborosan barangkali ada pada masyarakat miskin, 
tetapi akar persoalan yangmenyebabkan kemiskinan hams dilihat tidak 
semata-mata berdasarkan pertimbangan faktor-faktor ekonomi. Faktor- 
faktor yang harus dicermati misalnya adalah tingkat pendapatan para 
buruh kasar yang sangat rendah serta ketidakpastian pekerjaan mereka. 
Selain itu, hams dicermati pula faktor-faktor sosial misalnya kurangnya 
ketersediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi mereka yang sakit 
tetapi tidak mempunyai biaya untuk berobat. Atau, faktor lainnya, yaitu 
orang-orang yang tidak bisa bekeija karena cacat atau sudah jompo. 62 

Problem kemiskinan yang sudah tampak mencolok dan sangat akut 
itu, yang disebabkan oleh industrialisasi dan urbanisasi, telah mulai 
mengarahkan dan membawa orang-orang yang berpikir bijak untuk 
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betpikir bahwa peranan yang lebih positif dan nyata harus diambil oleh 
pemerintah. Peran pemerintah itu sangat penting demi keberlangsungan 
sistem ekonomi yang mendukung dan memberikan perlindungan kepada 
masyarakat yang kurang mampu. 

Perubahan sikap dan opini ini terlihat sangat nyata daiam Laporan 
Komisi Kerajaan tentang Undang-Undang Kemiskinan. Komisi tersebut 
menjabat dari tahun 1905 sampai 1909. Setelah melalui analisis secara 
mpndalam dan terus-menerus terhadap sistem tentang pengelolaan bantu- 
an kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, akhimya Komisi ini 
bersepakat untuk menyarankan perbaikan-perbaikan. Tetapi, saran-saran 
yang radikal ternyata datang dari Laporan Golongan Minoritas (Minority 
Report) yang ditandatangani oleh Sidney Webb dan empat orang rekannya. 
Mereka mengkritik Undang-Undang Kemiskinan sebagai sebuah sistem 
kelembagaan yang berwenang terhadap persoalan kemelaratan, tetapi 
dia hanya mempedulikan urusan pertolongan terhadap kemelaratan itu. 
Sistem tersebut sama sekali tidak peduli dan berusaha untuk menemukan 
dan menghapuskan akar penyebab kemelaratan itu sendiri. 

Laporan Golongan Minoritas (Minority Report ) ini secara tegas 
menyerukan pencabutan atas Undang-Undang Kemiskinan dan segera 
mengubahnya, yaitu dengan memberikan tanggung jawab kepada setiap 
kelompok yang terdiri dari orang- orang yang membutuhkan pertolongan 
-misalnya anak-anak, orang-orang yang sakit kronis, orang-orang yang 
daya pikimya lemah, sudah jompo, atau mereka yang berbadan sehat 
tetapi tidak memiliki pekerjaan. Kelompok-kelompok tersebut harus 
mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang tepat daiam penanganan' 
masalah kemiskinan yang dikelola oleh komite-komite di setiap peme¬ 
rintah daerah. 

Saran-saran dari Laporan Golongan Minoritas (Minority Report) ini 
merupakan langkah maju yang sangat hebat. Atas dasar prinsip-prinsip 
yang terkandung daiam saran-saran itulah kemudian Negara Kesejah- 
teraan Inggris bisa mengorganisir dirinya sendiri di tahun-tahun mendatang. 

5. PengalamanPerangdanPasca-Perang 

Selama masa terjadinya Perang Dunia Kedua (1939-1945) dan 
tahun-tahun pasca-perang, masyarakat mengiriginkan adanya sistem 
perundang-undangan sosial yang komprehensif, bukannya sistem 
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pembangunan yang sepotong-sepotong. Keinginan masyarakat luas ini 
terus menguat hingga pada puncaknya semakin mempercepat muncul- 
nya Negara Kesejahteraan. 

Pada 1939, telah muncul argumen-argumen dari Parlemen Inggris 
yang menyerukan texjadinya perubahan-perubahan revolusioner dalam 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini sangat penting bagi 
negara dalam menghadapi akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh 
perang, di mana akibat-akibat tersebut mulai menunjukkan wujudnya 
yang sangat kejam. 63 Hal ini merupakan satu karakter yang khas dari 
akibat perang besar Untuk bisa mengatasi trauma dan akibat-akibat bur uk 
dari perang itu tidak bisa bergantung pada upaya yang dilakukan oleh 
sebagian kelompok yang terpisah di masyarakat. Semua itu hams dihadapi 
dan diatasi secara bersama-sama melalui upaya selumh warga negara. 

Satu kesadaran konkret yang kemudian muncul adalah bahwa 
selumh bangsa ini hams berjuang unmk mempertahankan keberlang- 
sungan hidupnya. Dan kesemua warga bangsa saling membutuhkan dan 
saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Mereka hams saling 
membantu dan mengesampingkan anggapan-anggapan lama, yaitu adanya 
superioritas dan keistimewaan satu kelas atas kelas lainnya dengan 
mengorbankan kelas lainnya. 64 Kerugian dan kemsakan yang diakibatkan 
oleh perang tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Dan keber- 
langsungan hidup bangsa ini bergantung pada upaya warga bangsa secara 
keseluruhan. 

Fakta-fakta di atas menimbulkan pembahan besar atas sikap masya¬ 
rakat dalam menghadapi persoalan kemiskinan. Michael E. Rose 
mengungkapkan: 

Perang Dunia Kedua telah memaksa seluruh bangsa melakukan 
perbaikan dan pembaruan, tidak hanya pada mesin dan organisasi 
pengelolaan untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga sikap dan cara 
pandang terhadap kemiskinan itu sendiri. Luftwafe tidak lagi 
membedakan antara siapa yang berhak mendapatkan pertolongan 
dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Kemudian, untuk 
mereka yang dipaksa kehilangan rumah tempat tinggalnya, akibat 
pengeboman dalam perang, harus mendapatkan bantuan sesuai 
dengan apa yang mereka butuhkan. Pengertian tentang “benar-benar 
tidak mampu” dan ketentuan-ketentuan persyaratan lainnya harus 
ditinggalkan apabila moralitas peradaban masih hendak dipertahan- 
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kan. Pemindahan anak-anak sekolah dari kota-kota besar ke daerah- 
daerah pedalaman, untuk pertama kalinya telah membawa masyarakat 
sehingga berhadapan langsung dengan realitas kemiskinan urban. 65 

Pengumpulan sumberdaya-sumberdaya nasional dan rasa keber- 
samaan dalam menghadapi bahaya serta ancaman yang benar-benar 
dituntut dalam kondisi perang telah menjadi prinsip-prinsip yang menjadi 
acuan di masa itu. Meskipun tidak semua prinsip itu bisa diterapkan di 
tataran praktisnya, penerimaan atas prinsip-prinsip kebersamaan dan 
pengumpulan sumberdaya nasional telah memberikan perubahan yang 
lebih maju dalam pencapaian tujuan kesejahteraan bersama. 

Bagaimanapun juga, dalam kondisi perang, batu ujian yang dihadapi 
oleh seluruh bangsa tidak hanya kemiskinan secara fisik. Semua 
kelas, tidak hanya mereka yang miskin, sangat dipengaruhi oleh 
ketentuan wajib militer yang dikenakan kepada pria maupun 
perempuan. Semua orang sangat dipengaruhi oleh realitas kerusakan 
yang disebabkan oleh hujan pengeboman. Semuanya mengalami 
kekurangan makanan dan menderita tekanan yang luar biasa atas 
kehidupan keluarga yang harus mereka jalani. Oleh karena itu, 
pelayanan sosial yang berfimgsi untuk mengurangi tingkat kemiskin¬ 
an, tidak sekedar dianggap sebagai kebijakan artifisial yang mengarah 
pada pemborosan dan berlebihan -sebagaimana dimaksudkan pada 
awalnya, Tetapi, pelayanan sosial itu benar-benar didasarkan pada 
kepentingan untuk mengatasi akibat-akibat perang secara tepat. 
Kebijakan tentang pelayanan sosial tidak hanya harus dipertahan- 
kan, tetapi perlu disesuaikan, diperluas dan diperbesar, baik kualitas 
maupun kuantitasnya. Bahkan, sebelum periode 1945 hingga 1948, 
di mana telah terjadi perkembangan yang cukup berarti, situasi yang 
terjadi di tahun 1939 juga telah mengalami perubahan. Perubahan 
itu hampir di luar kelaziman yang terjadi pada saat itu. Dari sekedar 
tunjangan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan karena 
terlilit kemiskinan, tanggung jawab komunitas diperluas tanpa 
dibeda-bedakan. Yaitu, memberikan bantuan kepada semua orang 
yang membutuhkan. Dari sekedar sebuah kebijakan marjinal yang 
diperuntukkan bagi mereka yang tidak berdaya, dikembangkan 
menjadi pengumpulan sumberdaya nasional untuk melindungi semua 
warganya dari berbagai kerawanan sosial. 66 

Apa yang kita saksikan di atas adalah sebuah perj alanan dari asumsi 
yang dipahami secara aksiomatik ketika itu -bahwa individu melalui 
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kerja secara normal dalam proses ekonomi akan mampu memenuhi 
kebutuhan diri dan keluarganya, maka hanya mereka yang berada dalam 
kesulitan luar biasa lah yang membutuhkan pertolongan dalam pemenuhan 
kebutuhannya 67 -berubah dengan adanya penerimaan tanggung jawab oleh 
negara terhadap kesejahteraan seluruh warganya. 

Harapan rakyat terhadap Inggris yang barn ini muncul sangat kuat 
seteiah perang, dan terekpresikan melalui kata-kata berikut ini: 

Katakanlah, saat ini telah ada kontrak antara Pemerintah dan rakyat; 
rakyat tidak menolak untuk berkorban apa pun sebagaimana yang 
diminta oleh Pemerintah demi mencapai kemenangan dalam perang; 
pada gilirannya, rakyat berharap bahwa Pemerintah harus mem- 
perlihatkan satu gambaran dan keseriusan dalam mempersiapkan 
pemulihan kembali dan perbaikan kesejahteraan bangsa ketika 
perang telah dimenangkan. 68 

Harapan-harapan tersebut benar-benar dijunjung tinggi oleh rakyat. 
Hal ini menemukan ekpresi yang mengagumkan dalam Laporan Beveridge 
(Beveridge Report) dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang mengadopsi 
prinsip-prinsip dasar dari laporan tersebut. 

Pengalaman perang juga mendukung situasi terciptanya perubah- 
an. Kondisi ini membuat rakyat terbiasa dengan pemberlakuan tingkat 
pajak yang tinggi, sebuah tingkat pajak yang lebih tinggi dari yang 
sebelumnya biasa ditolerir. Maka, meskipun pajak ini akan diturunkan 
kembali seteiah perang usai, hal ini telah mempersiapkan rakyat untuk 
memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan nasional. 

Selama masa perang, kecenderungan yang muncul adalah adanya 
kontroi yang cukup sentralistis dari pemerintah daerah. Kontrol inilah 
yang menjadi pedoman dan arahan dari penggunaan pajak demi 
kepentingan bersama. Kecenderungan ini diterima secara spontan dan 
diterapkan dalam pengelolaan kehidupan masyarakat. Pemerintah pada 
saat itu mendapatkan persetujuan dan dukungan secara spontan karena 
keseriusan masalah yang dihadapi pada saat itu. Pemerintah memiliki 
kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap kebertangsungan 
ekonomi dan mengatumya untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik. 

Semua perubahan di atas -dari pengumpulan sumberdaya nasional 
dan menggunakannya secara tepat menjadi penerimaan adanya inter¬ 
vensi terhadap sistem ekonomi dan mengatumya untuk pencapaian tujuan 
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yang diinginkan-memang diharuskan oleh keadaan perang pada masa 
itu. Satu pertanyaan yang mengikutinya adalah: “Apabila untuk perang 
bisa dilakukan, kenapa tidak apabila demi kesejahteraan?" 69 

Kita melihat bahwa pengalaman-pengalaman yang dirasakan bersama 
terkait dengan penderitaan dan keterdesakan akibat perang telah melahir- 
kan perubahan dalam sikap-sikap dan nilai-nilai yang dipahami oleh 
masyarakat. Mereka menginginkan terciptanya tatanan ekonomi dan sosial 
yang lebih adil. Kecenderungan tersebut kemudian dirangkum dengan 
baik oleh David Marsh: “Semangat rakyat telah berubah, dalam respon 
yang sangat simpatik. Nilai-nilai juga telah berubah. Jika satu bahaya bisa 
ditanggung bersama, maka sumberdaya juga harus bisa dibagi bersama... ,,7 ° 

6. Laporan Beveridge (The Beveridge Report) 

Langkah positif pertama dalam hal rekonstruksi sosial dan ekonomi 
pasca-perang ditempuh oleh Pemerintah Inggris pada akhir tahun 1940,. 
yaitu ketika salah seorang anggota Kabinet masa perang, Sir Arthur Green¬ 
wood, 71 ditugaskan untuk merumuskan perencanaan guna menyusun 
langkah-langkah yang harus diambil pasca-perang. Dalam memulai tugas, 
Greenwood padajuni 1941 membentukKomite Antar-Departemenyang 
diketuai oleh Sir William Beveridge. Komite ini kemudian mempelajari 
keterkaitan dan fungsi Jaminan Sosial dan Pelayanan-pelayanan terkait 
lainnya, dan membuat rekomendasi demi perbaikan sistem tersebut. 
Beveridge mengambil kesempatan ini untuk mengemukakan kebijakan 
sosial yang kemudian diikuti dengan upaya-upaya terbaik yang ter- 
konsolidasi, dengan mengadopsi perubahan-perubahan yang telah teijadi 
demi mewujudkan perbaikan di masa depan. Laporan pada November 
1942, dengan Beveridge sebagai penanggung jawab utamanya, dikenal 
sebagai Laporan Beveridge. 72 

Meskipun beberapa kalangan menolak Laporan tersebut karena 
dianggap tidak bisa diterapkan secara praksis, masyarakat tetap meng- 
hargai Laporan ini sebagai “survey tentang sistem jaminan sosial di Inggris 
yang pertama kali dilakukan secara komprehensif. Laporan ini juga 
mempelajari secara seksama tentang program penghapusan kemiskinan 
yang rasional, satu upaya yang telah ada sejak sebelum perang.” 73 Oleh 
karena itu, Laporan ini dianggap sebagai “simbol aspirasi bangsa untuk 
mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik.. .” 74 
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Laporan Beveridge dipersiapkan dengan visi dan pijakan yang 
komprehensif mengenai kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan- 
kesempatan yang ada di masa itu. Laporan ini menggambarkan secara 
garis besar tetapi cukup tajam dalam menyuarakan aspirasi jutaan rakyat. 
Hal ini terbukti dari tujuan yang dipegang teguh oleh Beveridge dalam 
mewujudkan tercapainya kebebasan rakyat dari bahaya kemiskinan. 
Dengan menggunakan data statistik yang relevan dan tersedia pada saat 
itu, dia secara cermat menunjukkan bahwa “penghapusan kemiskinan 
sesungguhnya telah dikenal sejak sebelum perang, dilakukan secara seder- 
hana melalui sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang ada di masyarakat; 
sehingga kemiskinan seharusnya tidaklah sulit untuk dicegah.” 75 Maka, 
Beveridge tidak hanya merekomendasikan perluasan dan perbaikan pro¬ 
gram-program pelayanan sosial yang telah ada, tetapi merekomendasikan 
sebuah program yang komprehensif dengan tujuan untuk menghapus 
kemiskinan secara tuntas. Laporan Beveridge ditulis secara cermat dan 
sangat menarik dalam menggambarkan harapan rakyat, sebagai janji 
untuk terwujudnya masa depan yang iebih baik. 

Dengan mengambil contoh dari pelayanan-pelayanan sosial yang telah 
ada dan survei-survei tentang standar hidup dan kondisi-kondisi yang 
telah dilakukan pada 1930-an, Beveridge memperlihatkan bagaimana, 
tanpa satu ukuran dan tindakan yang ekstrem, kemiskinan itu bisa di- 
hapuskan dan ‘standar minimum nasionaP dijamin bagi semua yang 
membutuhkan, dengan tiga asumsi yang bisa diterima dan hams ter- 
penuhi: tunjangan langsung kepada anak-anak, program kesehatanyang 
komprehensif dan pencegahan kemiskinan massal. 76 Kedua asumsi yang 
terakhir ditujukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi penyia- 
nyiaan sumberdaya manusia yang disebabkan oleh kesehatan yang bumk 
dan tidak ada lapangan keija. Rakyat hams dibuat mampu mencari keija 
dan harus memiliki kesehatan yang cukup sehingga bisa bekerja men- 
dapatkan nafkah bagi hidupnya. Asumsi yang pertama ditujukan untuk 
memberikan jaminan pelaksanaan tanggung jawab orang tua dengan 
membagi beban pengasuhan dan perawatan anak kepada komunitas secara 
keseluruhan. Tindakan ini dianggap sangat penting untuk meningkatkan 
angka kelahiran, terutama ketika tingkat kelahiran itu tumn drastis. 
Tunjangan anak-anak itu hams dipahami sebagai bantu an kepada para 
orang tua sehingga bisa memenuhi tanggung jawabnya, dan sekaligus 



202 ♦ Francis Alappatt 

sebagai bentuk penerimaan tanggung jawab baru oleh masyarakat.” 77 
Bagaimanapun juga, dalam kasus-kasus di keluarga besar, tunjangan 
sangat dibutuhkan untuk mencegah mereka dari kemiskinan. Karena, 
meskipun mereka telah bekerja, pendapatannya masih tidak mencukupi 
untuk kebutuhan seluruh keluarganya yang besar. 

Berdasarkan tiga asumsi yang telah disebutkan di atas, Beveridge 
mengusulkan satu upaya untuk membangun sistem jaminan sosial yang 
“menggabungkan tiga metode yang berbeda: jaminan sosial untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar; bantuan nasional untuk 
memenuhi keadaan-keadaan khusus; dan jaminan suka rela untuk hal- 
hal selain kebutuhan dasar...” “Program jaminan sosial,” menurut 
Beveridge, “memasukkan enam prinsip fundamental: angka rata-rata 
untuk kebutuhan nafkah dasar; angka rata-rata dari kontribusi, unifi- 
kasi dan tanggung jawab admisnistratifjkecukupan terhadap kebutuhan; 
kekomprehejisifan dan klasifikasi.” 78 

Maka, kontribusi dan tunjangan harus berada pada angka rata-rata 
-dengan menjamin tingkat keamanan minimal bagi semuanya-tetapi 
tetap membebaskan masyarakat dengan kemungkinan mereka menam- 
bahkan di luar kebutuhan minimal mereka, sesuai dengan kemampuan- 
nya. Beveridge mengelompokkan masyarakat dalam enam kategori: 
mereka yang bekerja; pekeija-mandiri; pengangguran usia produktif; ibu 
rumah tangga; anak-anak yang belum mampu mandiri dan para pensiunan. 
Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dari setiap kelas itu berbeda 
sesuai dengan keadaan-keadaan spesifiknya. Dalam program ini akan 
memasukkan tunjangan dana untuk pengangguran, mereka yang sakit, 
para pensiunan, ibu rumah tangga, janda dan anak-anak yatim serta 
bantuan pemakaman sesuai dengan jatah yang diperlukan. 79 

Perencanaan program di atas —sebagaimana telah kita lihat—pada 
dasamya merupakan program jaminan, yaitu tunjangan terhadap 
kebutuhan subsisten sebagai hak, tanpa melalui persyaratan penelitian 
terhadap kekayaan yang dimiliki seseorang. Tunjangan ini harus 
dilengkapi dengan sistem Bantuan Nasional untuk mengatasi hal-hal 
terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spesifik. 80 Untuk 
bentuk tunjangan ini harus diberlakukan peiielitian atas kekayaan yang 
Himiliki seseorang. Sistem tes dan besamya tunjangan harus dibuat sama 
di seluruh negeri. Kemudian, secara mendasar Beveridge menggambarkan 
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adalah mengganti sistem pemberian subsidi. Kalau pada awalnya subsidi 
itu diberikan langsung ke sektor perumahan, kebijakan baru tersebut 
lebih menekankan pada pemberian subsidi langsung kepada orang. 
Rancangan Undang-Undang Pembiayaan Sektor Perumahan mulai 
diluncurkan pada 1970. Inilah salah satu bentuk paling nyata dari adanya 
perubahan kebijakan di atas. 44 

Setelah kita mencermati semua uraian sejarah ini, apa yang bisa 
kita lihat adalah adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada Negara 
untuk melakukan campur tangan atas berlakunya sistem pasar bebas. 
Campur tangan ini dilakukan dalam rangka menjamin tersedianya tempat 
ringgal yang layak bagi semua warga masyarakat. Kebijakan ini merupakan 
bagian dari pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan, meski harus 
diakuibahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak selalu merupakan solusi 
yang memuaskan bagi semua pihak. 

2.4. Kesejahteraan 

Pada saat pecah Perang Dunia Kedua, pelayanan kesejahteraan di 
negeri Inggris mulai dibedakan ke dalam pelayanan kesehatan, pendi- 
dikan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain. Sesungguhnya, pelayanan- 
pelayanan kesejahteraan ini merupakan perluasan atas perhatian dan 
kepedulian di sektor kesehatan dan pendidikan. Hal ini memunculkan 
pemberlakuan pelayanan-pelayanan khusus yang.diperuntukkan bagi 
kesejahteraan anak, orang jompo, atau mereka yang menderita kelainan 
mental dan cacat fisik. Perkembangan pelayanan di sektor-sektor tersebut 
menjadi satu bentuk pelayanan kesejahteraan yang jelas, mulai dikenal 
sejak tahun 1940-an. 

Kesadaran publik atas buruknya kualitas kesehatan di kalangan 
anak-anak miskin kemudian bermuara pada pemberlakuan bantuan 
makanan di sekolah-sekolah. Undang-Undang Pendidikan Tahun 1906 
memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menye- 
diakan makanan bagi anak-anak yang membutuhkan, yaitu anak-anak 
di sekolahdasar. 45 Pada tahun berikutnya kita bisa melihat adanya pem¬ 
berlakuan kunjungan kesehatan bagi anak-anak di sekolah. 46 Undang- 
Undang Anak Tahun 1908 membuat ketentuan tentang perlindungan 
kepada anak-anak terhadap segala bentuk kerusuhan, dan menghapuskan 
penjara ba gi anak-anak. Penjara tersebut diganti dengan pengadilan dan 



Pemantapan Negara Kesejahteraan ♦ 22} 

berlakunya mekanisme pasar bebas dalam penentuan harga di sektor 
perumahan. 40 

Temyata, pemberlakuan mekanisme pasar bebas di sektor perumahan 
juga berkebalikan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang semakin 
rendah. Masyarakat benar-benar tidak mampu lagi untuk menyediakan 
sumberdaya demi mernbangun atau menyewa rumah bagi diri dan 
keluarganya. Mereka benar-benar tidak mampu menjangkau harga yang 
ditentukan dengan mekanisme-pasar bebas. 

Kemudian pada 1964, Pemerintah kembali melakukan perubahan 
kebijakan, yaitu kembali memberlakukan kontrol yang lebih besar dan 
ketat terhadap bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi publik. 
Undang-Undang Sewa Tahun 1965 kembali memberlakukan kontrol 
terhadap sewa rumah. 41 Kebijakan tersebut lahir sebagai akibat dari 
semakin besamya kebutuhan belanja untuk publik demi mencukupi 
kebutuhan di sektor perumahan. 

Tujuan Pemerintah dengan pemberlakuan kebijakan baru itu adalah 
untuk memacu pembuatan bangunan-bangunan, baik yang disponsori 
oleh pemerintah daerah maupun atas biaya pribadi. Pemberlakuan kebi¬ 
jakan tersebut juga menyebabkan sistem kredit kepemilikan rumah men- 
jadi lebih diminati. Bersama dengan hal tersebut, Pemerintah juga memacu 
kegiatan perbaikan bangunan-bangunan tua sehingga bangunan tersebut 
layak untuk ditinggali kembali. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan 
memberi bantuan sebesar 50% dari total biaya perbaikan bangunan. 42 

Melalui kebijakan-kebijakan yang ditempuh di sektor perumahan, 
Pemerintah mencoba mengatasi petsoalan-persoalan yang timbul dan 
semakin menguat terutama mulai tahun 1970-an. Pemerintah bertekad 
untuk memenuhi “jumlah rumah yang tersedia harus seimbang dengan 
jumlah keluarga yangmembutuhkan tempat tinggal.” 43 Tetapi, masih ada 
satu persoalan yang belum teratasi berkaitan dengan keterbatasan area 
serta berbagai perbedaan kebutuhan perumahan di kalangan masyarakat. 
Orang-orang yang memiliki pendapatan atau kekayaan untuk bisa men- 
dapatkan sebuah rumah jumlahnya semakin sedikit. Sedangkan orang- 
orangyangmembutuhkan rumah jumlahnya terns meningkat. Akibatnya, 
masih banyak orang-orang yang terlantar, yang tidak bisa mendapatkan 
tempat tinggal cukup layak. Upaya untuk mengatasi persoalan tersebut 
akhimya bermuara pada perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan itu 
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kelompok orang-orang kelas menengah ke atas, sedangkan kondisi 
memprihatinkan yang menimpa orang-orang miskin tetap terabaikan, 
tidak mengalami perbaikan yang berarti. 

“Pada kenyataannya, kebijakan di sektor perumahan sejak tahun 
1919,bahkansejaksebelumnyayaitu tahun 1914, kemanfeatan yang pal¬ 
ing banyak justru dinikmati oleh kaum pekerja yang cukup kaya... Dan 
berbagai kemanfaatan yang lahir dari kebijakan itu pada dasamya 
senantiasa berpihak dan mendukung perluasan area industri baru dan 
demi meraih kekayaan yang lebih besat” 38 

Kebijakan untuk melakukan pembersihan terhadap pemukiman 
kumuh juga bukan perkara inudah. Hal ini disebabkan karena problem 
pemukiman-pemukiman kumuh bukanlah sesuatu yang bersifat statis. 
Problem tersebut terkait dengan terbatasnya jumlah rumah yang bisa 
ditptripati. Demikianlah, persoalan pemukiman kumuh menjadi sesuatu 
yang terus berkembang secara dinamis, beriringan dengan terjadinya 
peningkatan rumah-rumah yang kian rusak dan justru memunculkan 
pemukiman kumuh yang baru. « 

Lebih jauh lagi, pembersihan terhadap pemukiman-pemukiman 
kumuh telah menyebabkan kondisi orang-orang yang tidak bisa mem- 
peroleh subsidi sewa rumah terjerembab ke dalam keadaan yang lebih 
buruk. Menghadapi situasi semacam ini, dan akibat kerusakan dahsyat 
yang dis ebabkan oleh perang, Pemerintah Partai Buruh pada 1945 meng- 
ambil sebuah kebijakan untuk melanjutkan pengawasan terhadap sektor 
perumahan dan memacu pembangunan rumah-rumah dalam skala besar, 
yang pembiayaannya disubsidi oleh pemerintah daerah. Selain itu, lahir 
juga satu kebijakan untuk mengatur penetapan harga sewa rumah dan 
bangunanmilik pribadi. Tingkat harga sewa tersebut disesuaikan dengan 
harga yang berlaku pada tahun 1939. Harga tersebut tetap diturunkan, 
bahkanketika ongkos untuk melakukan perbaikan juga terus meningkat. 39 

Akibat nyata dari pemberlakuan kebijakan di sektor perumahan 
adalah mencegah terjadinya mekanisme pasar bebas dalam penentuan 
harga di sektor perumahan. Tuntutan atas pemilikan rumah pribadi 
menjadi semakin berkurang. Sementara itu, orang- orang yang antri untuk 
bisa menyewa rumah jumlahnya terus meningkat. Pemerintah Partai 
Konservatif selama beberapa tahun sesudah tahun 1951 mencoba meng- 
atasi kesulitan di atas dengan mengambil tindakan untuk mengembalikan 
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mengawasi apakah sistem pendidikan yang efisien sudah tersedia di tiga 
tingkatan tersebut. 28 Pendidikan tingkat dasar merupakan pendidikan 
sepenuh waktu yang diikuti oleh murid-murid dengan usia di bawah 12 
tahun. Pendidikan tingkat menengah merupakan pendidikan sepenuh 
waktu yang diikuti oleh murid-murid berumur di atas 12 tahun tetapi di 
bawah 19 tahun. 29 Dan pendidikan lanjutan adalah pendidikan penuh 
waktu atau paruh waktu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang 
berumur di atas usia wajib sekolah. 30 

Dengan berlakunya Undang-Undang Pendidikan Tahun 1944, kita 
bisa meiihat terciptanya sistem pendidikan nasional yang terpadu. Dalam 
kata-kata Maurice Bruce, “Undang-Undang Pendidikan Tahun 1944 
hingga saat ini merupakan capaian terbesar di sektor pendidikan yang 
pemah diraih dalam sistem perundang-undangan di negeri ini... ketentuan 
tentangbebasnyabiaya pendidikan bagi semua anakberusia 15-16 tahun 
..., dengan akses dan bantuan itu, dapat dipastikan bahwa hal itu 
merupakan tindakan yang luar biasa bagi kebijakan untuk mewujudkan 
kesejahteraan, dan kalangan rakyat yang bisa mengenyam pendidikan 
semakin meningkat jumlahnya. Ini semua merupakan fakta pembenar 
yang paling baik.” 31 

2.3. Perumahan 

Intervensi Pemerintah di sektor perumahan sesurigguhnya dipaksa 
oleh keadaan yang sangat memprihatinkan yang terjadi di pemukiman- 
pemukiman kaum buruh, baik kaum buruh di perkotaan maupun di 
wilayah pedesaan. Kondisi pemukiman mereka benar-benar berada di 
bawah standar kemanusiawian, yaitu sebuah tempat tinggal yang layak 
bagi manusia. 32 Oleh karena itu, proses legislasi yang dikembangkan 
berkisar pada persoalan pembersihan terhadap pemukiman kumuh, 33 
menyediakan tempat tinggal yang layak, 34 melarang bangunan-bangun- 
an yang tidak memenuhi standar kesehatan dijadikan sebagai tempat 
tinggal, 35 memperbaiki rumah-rumah tua, mengontrol dan mensubsidi 
sewa rumah, 36 memberikan pinjaman dan memberikan subsidi bagi upaya 
pembangunan rumah-rumah baru. 37 

Kebijakan Pemerintah di atas pada dasamya dilakukan dalam rangka 
membantu dan memperbaiki situasi sektor perumahan. Persoalannya, 
kemanfaatan dari kebijakan tersebut justru banyak dinikmati oleh 
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dikarenakan perkembangan pengetahuan medis dan kesehatan terns 
melahirkan tuntutan- tuntutan dan pelayanan-pelayanan baru. Demikian 
juga, standar kesehatan yang diharapkan oleh publik selalu meningkat 
dan mengalami perkembangan. Dalam situasi semacam ini, satu standar 
kelayakan yang tepat dan obyektif menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, 
satu tujuan yang harus ditetapkan adalah tersedianya pelayanan yang 
sebaik mungkin dalam keterbatasan sumberdaya yang tersedia. 21 

2.2. Pendidikan 

Undang-Undang Pendidikan yang diundangkan pada 1944 telah 
mencabut semua bentuk perundang-undangan tentang pendidikan yang 
telah ada sebelumnya. Hal ini ditandai dengan diberlakukannnya sistem 
pendidikan tunggal, yaitu Sistem Pendidikan NasionaL Sistem ini bersifat 
komprehensif dan prograsif demi terwujudnya pendidikan untuk semua. 
Sebagai ganti atas keberadaan Dewan Pendidikan, Undang-Undang 
Pendidikan ini memberikan ketentuan tentang pengangkatan Menteri 
Pendidikan. 

Menteri Pendidikan memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan 
mengembangkan pendidikan untuk semua warga Inggris dan Wales. 
Perkembangan ini harus bersifat progresif, di mana semua institusi 
pendidikan yang ada harus mengabdi pada tujuan tersebut. Dan 
untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pendidikan secara 
efektif oleh pemerintah daerah, pendidikan diletakkan sepenuhnya 
di bawah kontrol Menteri Pendidikan ini. Kebijakan nasional harus 
mengarah pada penyediaan berbagai pelayanan pendidikan yang 
komprehensif dan bervariasi serta mencakup setiap wilayah. 22 

Ketentuan-ketentuan tentang arahan untuk mendidik anak disesuai- 
kan dengan umur, kemampuan dan minat mereka. 23 Pada saat yang sama, 
juga dengan mempertimbangkan keinginan para orang tua mereka. 24 Tidak 
ada biaya yang ditarik di sekolah yang dikelola oleh instansi-instansi peme - 
rintah daerah yang menangani pendidikan. 25 Para orang tua diwajibkan 
untuk mengawasi apakah anak-anak mereka sudah mengenyam pendi¬ 
dikan, 26 setidaknya hingga mencapai usia minimal tamat sekolah, yaitu 
usia anak 5 hingga 15 tahun. 27 

Sistem pendidikan diorganisir lagi menjadi tiga tingkatan: sekolah 
dasar; menengah, dan lanjutan. Pemerintah daerah diharuskan untuk 



Pemantapan Negara Kesejahteraan ♦ ll<) 

0 

gilirannya, semakin canggihnya peralatan medis juga harus diimbangi 
dengari peningkatan kemampuan tenaga-tenaga medis yang terdidik. 
Semua itu sangat diperlukan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan. 
Pada sisi lain, hal-hal itu jugalah yang menyebabkan biaya perawatan 
kesehatan terns meningkat dan proporsinya jauh melebihi dana yang 
terkumpul dari pajak. 

Persoalan di atas juga muncul akibat sangat sulitnya menentukan 
batas minimal ketentuan bagi penyediaan perawatan kesehatan untuk 
semua orang. Karena, ketentuan itu pasti selalu bersifat terbuka dan akan 
terus berkembang. Dalam artian, bahwa “hampir tidak ada batasan untuk 
mengatakan berapa yang harus dikeluarkan untuk membiayai perawatan 
kesehatan yang selalu meningkat. Demikian juga, akan sangat sulit untuk 
menentukan berapa sumberdaya yang dibutuhkan untuk menyediakan 
semua perlengkapan dan tenaga medis yang teriatih.” 19 

Pada saat yang sama, sumber daya yang bisa disediakan oleh 
Pemerintah, baik sumberdaya manusia maupun peralatan lainnya, demi 
tersedianya pelayanan kesehatan yang layak, sangat terbatas. Oleh karena 
itu, dalam prakteknya di lapangan, pilihan politis menjadi pertimbangan 
yang sangat penting, yakni pertimbangan untuk menentukan berapa 
banyak sumberdaya nasional yang bisa dibelanjakan untuk menyediakan 
pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya kebutuhan 
di sektor selain kesehatan. 

Akhimya, meskipun semua warga negara berhak atas perawatan 
medis dan kesehatan secara gratis, temyata pelayanan yang tersedia 
jumlahnya sangat terbatas. Keterbatasan ini dikarenakan minimnya 
sumberdaya untuk membiayai pelayanan tersebut. Oleh karena itu, satu 
hal yang tidak terhindarkan adalah teijadinya “harus menunggu demi 
mendapatkan perawatan di rumah sakit..., butuh waktu lama untuk 
ketemu dengan dokter..., seringkali harus berdesak-desakan, butuh waktu 
yang sangat lama untuk menunggu dokter ahli bedah atau pasien-pasien 
yang terbengkalai di luar ruang perawatan.” 20 

Sebuah £omite telah diangkat oleh Pemerintah pada 1933 tuntuk 
melakukan penyelidikan tentang biaya dan kelayakan dari Pelayanan 
Kesehatan Nasional. Salah satu kesimpulan yang lahir dari Komite ini 
adalah bahwa sangat sulit untuk mendefinisikan secara pasti tentang 
apa dan bagaimana pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini juga 



1)8 ♦ Francis Alappatt 

kehiarga, juga tidak dikaitkan dengan persyaratan kontribusi yang bisa 
diberikan. 


2. Pelayanan Sosial 

Sekarang kita beralih ke penjelasan singkat tentang skema penting 
berkenaan dengan tunjangan yang dipemntukkan bagi iridividu-indivi- 
du dan didasarkan pada jenis tunjangan yang diberikan. Tunjangan 
tersebut kemudian dikenal sebagai pelayanan sosial. 

2.1. Kesehatan Nasional 

Asumsi lain yang dikemukakan Beveridge adalah pentingnya 
dibentuk sebuah sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bisa 
melayani semua. 15 Gagasan tersebut terwujud dalam Pelayanan Kesehatan 
Nasional, yang Undang-Undangnya mulai diberlakukan pada 1946 dan 
mulai berlaku efektif tahun 1948. 16 Sistem ini bersamaan dengan pem- 
berlakuan Undang-Undang AsuransiNasionaL Sistem tersebut merupakan 
gabungan yang melibatkan prinsip pengintegrasian kesukarelaan dan 
rumah-rumah sakit yang dikelola Pemerintah Daerah. 

Sistem ini mencakup penyediaan perawatan bagi semua jenis 
penyakit, perawatan ibu dan anak, vaksmasi dan imunisasi, kunjungan 
kesehatan, perawatan kesehatan di rumah dan perawatan khusus bagi 
orang-orang yang menderita kelainan mental dan cacat fisik. 17 Pelayan¬ 
an ini disediakan dan diberikan kepada semua orang yang membutuh- 
Van . Sumber utama atas pembiayaan semua pelayanan tersebut berasal 
dari dana pungutan pajak. Tujuan ambisius dari sistem ini adalah untuk 
menjamin “bahwa semua fasilitas kesehatan terjangkau dan tersedia bagi 

semua orang.” 18 ( 

Kesulitan paling serius yang dihadapi oleh pelayanan kesehatan di 
fopangan, sebagaimana yang barangkali juga dihadapi oleh pelayanan- 
pelayanan sosial lainnya, adalah persoalan terus meningkatnya biaya. Hal 
ini sangat berpengaruh pada pelayanan kesehatan, karena perkembangan 
alat-alat kedokteran dan kesehatan yang semakin canggih. Hal ini tidak 
bisa dihindari, karena-alat-alat tersebut sangat dibutuhkan bagi 
pen in gkatan knabtas perawatan di rumah sakit. Selain itu, perkembangan 
alat-alat medis dan harga obat-obatan juga semakin mahal. Pada 
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besaran tunjangan sosial benar-benar hams diangkat dan diberdayakan, 
sehingga mereka bisa mencapai pemenuhan kebutuhan minimal, sebagai- 
mana standar kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk 
sosial. 11 

Undang-Undang Jaminan Sosial Tahun 1966 menerapkan kontrol 
sekaligus sistem pengeiolaan tunjangan di bawah pengendalian sebuah 
Kementerian, yaitu Menteri Jaminan Sosial. Bersamaan dengan hal ter- 
sebut, juga mulai disediakan adanya tunjangan yang tingkatan standarnya 
lebih tinggidaripada tunjangan yang ada pada skema BantuanNasional. 
Aspirasi yang berkembang memberikan penekanan atas pentingnya 
langkah-langkah maju dalam hal penyediaan bagi kebutuhan minimal yang 
dibutuhkan manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini memerlukan keter- 
libatan semua pihak, demi meningkatkan kemakmuran seluruh negeri. 12 

1.3. Tunjangan keluarga 

Tunjangan Keluarga pertama kali dikenalkan oleh pemberlakuan 
Undang-Undang Tunjangan Keluarga Tahun 1945. Undang-Undang ini 
diundangkan sebelum Asuransi Nasional dan Bantuan Nasional. Sistem 
tersebut mulai berjalan sejak tahun 1946, dan keberadaannya dimaksud- 
kan sebagai pemenuhan atas salah satu dari tiga asumsi yang dikemuka- 
kan oleh Beveridge. Motif-motif utama yang mendasari pemberlakuan 
skema ini adalah untuk mencegah kemiskinan yang terjadi di keluarga- 
keluarga besar, di mana hanya ada satu orang yang bertindak sebagai 
pencari nafkah. Sistem ini juga didasarkan pada pertimbangan demo- 
grafis, yaitu demi mencegah terjadinya penurunan tingkat kelahiran. 

Dalam sistem Tunjangan Keluarga, tunjangan diberikan kepada 
semua keluarga yang memiliki dua anak atau lebih, dengan ketentuan 
bahw^ tunjangan itu diberikan sesuai dengan tingkat standar yang 
ditetapkan. Selain itu, tunjangan tersebut bisa diberikan kepada anak 
selain anak- anak pertama. 13 Anak pertama merupakan pengecualian yang 
tidak mendapatkan tunjangan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 
bahwa semua keluarga pasti menginginkan setidaknya satu orang anak. 
Dan keluarga-keluarga tersebut tidak akan mengalami banyak. kesulitan 
dengan memiliki satu anak saja. Tunjangan tersebut diberikan hingga 
anak tersebut mencapai umur tamat sekolah. 14 Dalam sistem ini tidak 
diberlakukan pengujian atau penilaian atas pendapatan yang dimiliki 
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Skala untuk pendapatan standar mencerminkan tingkat pendapatan 
minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam 
sebuah keluarga. Pemberlakuan standar tersebut ditetapkan dengan 
ukuran yang berbeda-beda. Perbedaan skala tersebut dimaksudkan 
sebagai revisi atau peningkatan dari waktu ke waktu yang dihitung 
berdasarkan peningkatan biaya hidup atau standar biaya hidup secara 
umum. Secara umum, pemberlakuan Bantuan Nasional ini dimaksudkan 
untuk memberikan tambahan pendapatan bagi para pemohon tunjangan. 
Pemberian tunjangan ini berbeda-beda antara satu pemohon dengan 
pemohon lainnya. Sedangkan besaran tunjangan tersebut disesuaikan 
dengan standar dan skala yang ditetapkan oleh Dewan Bantuan Nasional. 

Tujuan dari skema Bantuan Nasional, sebagaimana telah diung- 
kapkan oleh Beveridge, adalah untuk menjamin bahwa tidak ada se- 
orang pun di Negeri Inggris yang pendapatannya berada di bawah garis 
pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan minimal. Di samping itu, skema 
Bantuan Nasional juga menetapkanbeberapa tunjangan demi menjamin 
kesejahteraan orang jompo dan sakit, di mana tidak ada seorang pun 
yang bisa menanggung kebutuhan mereka. 9 Tunjangan kesejahteraan 
tersebut juga diperuntukkan bagi mereka yang menderita kekurangan 
fisik dan kelemahan mental. 10 Kami akan menjelaskan lebih jauh tentang 
tunjangan-tunjangan tersebut padabagian tentang layanan kesejahteraan. 

* Di Negeri Inggris, skema Bantuan Nasional akhijmya memainkan 
peran yang jauh lebih besar daripada yang pemah dibayangkan oleh 
Beveridge. Hal ini terjadi karena tingkat standar' yang berlaku pada 
tunjangan yang diberikan oleh Asuransi Nasional berada jauh di bawah 
garis pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan minimal. Oleh karena 
itu, muncul kebutuhan yang cukup besar sebagai pelengkap atas keber- 
adaan Asuransi Nasional. 

“Dengan demikian, bantuan-bantuan sosial yang didasarkan atas 
perhitungan pendapatan yang dimiliki oleh seorang warga bukanlah 
tindakan pengecualian yang dimaksudkan untuk mencukupi sekelompok 
orang dengan kebutuhan-kebutuhan yang khusus atau mereka yang 
karena berbagai alasan dianggap tidak layak untuk mendapatkan bantuan 
sosial. Sistem ini berkembang menjadi satu bentuk layanan yang lebih 
didasarkan pada ketentuan-ketentuan. Ketentuan tersebut dimaksudkan 
untuk melihat bahwa orang-orang yang memiliki pendapatan di bawah 
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apabila diberikan tunjangan sebagaimana yang diberikan kepada orang- 
orang yang tidak bekeija. Demikian juga halnya bagi mereka yang bekerja, 
tetapi pekerjaan itu sama sekali tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya. 

Hingga tahun 1961, sistem kontribusi dan tunjangan memiliki 
besaran rata-rata sebagaimana yang telah digambarkan oleh Beveridge. 
Besaran ini bersifat flat rate. Hal ini berarti bahwa besamya tunjangan 
yang diterima oleh kalangan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, 
orang sakit, atau pensiunan nilanya tidak sama dengan proporsi pen- 
dapatan mereka sebelumnya. Nilainya hams lebih kecil, temtama bagi 
mereka yang sebelumnya berasal dari kalangan orang kaya. Karena itu, 
titik tolak dari yang didasarkan pada prinsip besaran rata-rata menjadi 
sangat penting. Dan skema tentang dana pensiun yang ditetapkan pada 
1961 dan tunjangan yang diberikan kepada orang sakit dan tidak beketja, 
yang mulai diluncurkan pada 1966, juga memiliki kebijakan yang sama. 6 

1.2. Bantuan Nasi onal 

Rekomendasi dari Beveridge yang lain adalah, bahwa hams di- 
bentuk sebuah sistem Bantuan Nasional. Sistem ini dimaksudkan untuk 
mengatasi kebutuhan yang sifatnya khusus. Selain itu, sistem ini juga 
akan menetapkan satu bentuk alat pengujian atas kepemilikan atau 
kekayaan warga. Format ini bersifat resmi dan berlaku secara nasional. 
Satu bentuk yang bisa mewadahi sistem di atas adalah program Bantilan 
Nasional, yang mulai diluncurkan pada 1948. Undang-Undang Bantuan 
Nasional Tahun 1948 menetapkan berdirinya Dewan Banman Nasional. 
Dewan ini memiliki jangkauan secara nasional, dan memiliki jaringan 
bingga ke pemerintah-pemerintah daerah. 7 Dewan inilah yang memiliki 
kewenangan untuk menyusun format yang didalamnya berisi pengujian 
atas kepemilikan atau kekayaan serta besaran dan skala t unjangan. For¬ 
mat ini bersifat baku dan mempakan standar nasio nal. 

Bantuan Nasional ini terutama diperuntukkan bagi kalangan 
masyarakat yang belum tercukupi oleh skema Asuransi Nasional. Tetapi, 
kalangan masyarakat yang sudah teijangkau oleh skema Asuransi Nasional 
juga tetap diusulkan untuk mendapatkan tunjangan dari skema Bantuan 
Nasional. Hal tersebut dilakukan apabila pendapatan mereka sangat jauh 
terpaut dengan standar minimal secara nasional, yang telah ditetapkan 
oleh Dewan Bantuan Nasional. 8 
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nya pensiun untuk pasukan perang, juga telah direncanakan masuk dalam 
pelayanan sosial. Pelayanan tersebut dimaksudkan uiituk memberikan 
manfaat-manfaat lebih dan bersifat khusus, yang memang benar-benar 
diperlukan. 


1.1. Asuransi Nasional 


Prinsip utama yang mendasari sistem Asuransi Nasional telah 
dikenalkan oleh Undang-Undang Asuransi Nasional pada 1946. Undang- 
Undang ini berlaku secara efektif mulai tahun 1948. Berikut ini bagian 
yang ditekankan oleh Beveridge. Tujuan dari Undang-Undang Asuransi 
Nasional adalah untuk sungguh-sungguh meiayani seluruh penduduk 
dengansatu sistem asuransi sosial yang komprehensif. Sistem ini dimaksud¬ 
kan untuk menjamin pendapatan minimum bagi semua orang yang karena 
satu sebab atau lain hal benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk 
memperoleh pendapatan demi menjamin kehidupan dirinya serta orang- 
orang yang menjaditanggungannya. 2 

Menurut Undang-Undang Asuransi Nasional, orang-orang yang 
dijamin untuk mendapatkan pendapatan minimum terbagi ke dalam tiga 
kelompok: (a) kelompok orang-orang yang bekerja, (b) kelompok orang- 
orang pekerja mandiri, dan (c) kelompok orang-orang yang tidak bekeija. 3 
Tunjangan yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan jaminan 
ini didasarkan pada pertimbangan mengenai kontribusi apa yang bisa 
diberikan oleh orang-orang tersebut, oleh para majikan dan Pemerintah. 4 


Tunjangan yang termasuk dalam skema Asuransi Sosial adalah tunjangan 
bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, tunjangan untuk mereka 
yang sakit, tunjangan melahirkan, tunjangan bagi janda, dana perwalian, 


dana pensiun, dan bantuan dana kematian. 5 

Bagaimanapun juga, tiga kelompok yang berbeda itu juga mendapat¬ 


kan tunjangan yang berbeda. Masing-masing diklasifikasikan sesuai 
dengan status yang ada pada mereka. Sebagai contoh, bagi kelompok 
pekeija mandiri, mereka tentu tidak akan mendapatkan tunjangan sebagai- 
mana tunjangan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki 


pekerjaan. Dan mereka yang termasuk dalam kelompok tidak mempunyai 
pekerjaan tentu tidak pantas untuk mendapatkan tunjangan untuk orang 
spirit atau tunjangan untuk melahirkan. Argumentasi yang mendasari 
pemikirandi atas adalah bahwa seorangpekerja mandiri tentu tidak pantas 
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waktu dan di semua situasi. Pemantapan instrumen-instrumen kesejah- 
teraan inilah yang menjadikan karakter dari proses pembentukan Negara 
Kesejahteraan. Sebagaimana telah kita saksikan, instrumen-instrumen 
kesejahteraan itu telah melekat pada Negara Kesejahteraan di jaman 
modem ini. 1 

Secara umum, instrumen-instrumen yang ada pada Negara Kese¬ 
jahteraan Inggris dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, pengelom- 
pokan instrumen berdasarkan besaran atau jumlah tunjangan yang 
disediakan. Jenis tunjangan ini biasanya diberikan dalam bentuk tunai 
(cash). Kedua, pengelompokan instmmen berdasarkan jenis tunjangan 
yang disediakan. 

Pertama-tama, kami bermaksud untuk meriguraikan tentang bentuk 
instrumen berdasarkan besaran iatau jumlah t unjang an yang disediakan. 
Bentuk-bentuk tersebut tercermin dalam sistem jaminan sosial, dan ter- 
masuk di dalamnya adalah Asuransi Nasional, Bantuan Nasional dan 
Tunjangan Keluarga. Setelah itu, barulah kita akan melihat tentang 
pelayanan-pelayanan yang diberikan tidak dalam bentuk tunaL Pelayanan- 
pelayanan ini dikelompokkan berdasarkan jenis tunjangan yang disedia- 
kan, termasuk di dalamnya adalah Pelayanan Kesehatan, Pendidijcan dan 
Perumahan secara nasional, dan pelayanan-pelayanan kesejahteraan. 

I. Jaminan Sosial 

Menurut Beveridge, Negara hams menganut prinsip tanggung jawab 
atas tercapainya kesejahteraan-hirigga ke tingkat tertentu-bagi selumh 
warga negaranya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, salah 
satu sistem yang dibentuk adalah sistem jaminan sosial. Dalam sistem 
jaminan sosial ini meliputi skema jaminan yang komprehensif dan uni¬ 
versal. Sistem ini didasarkan pada prinsip untuk memberikan pendapatan 
dengan standar paling minimal. Warga yang mendapatkan pelayanan ini 
adalah mereka yang karena satu sebab atau lain hal benar-benar tidak 
memiliki kemampuan untuk mendapatkan nafkah demi mencukupi kebu- 
tuhan mereka. Sistem jaminan sosial ini dilengkapi dengan program Bantu¬ 
an Nasional. Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan- 
kebutuhan yang tidak bisa dicukupi oleh skema Asuransi Nasional. Di 
samping itu, Tunjangan Keluarga dan dana-dana pensiun khusus, misal- 
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Setelah mengalami banyak modifikasi dan perubahan, sistem 
jaminan sosial yang sudah berlaku sejak tahun 1601 akhimya diganti 
dengan sistem yang baru. Momentum pergantian ini terjadi pada 1948, 
yaitu ketika terjadi perubahan menuju terbentuknya sistem Negara 
Kesejahteraan. Sistem baru ini memasukkan prinsip tentang penerimaan 
Negara atas tanggung jawab bagi terpenuhinya kebutuhan standar mini- 
mum yang rasional, baik kebutuhan hidup secara individual maupun secara 
komunal. Tetapi, prinsip tersebut tidak disertai dengan pemberlakuan 
kontrol sosial maupun politik sebagaimana yang berlaku di negara-negara 
komunis. 

Sebagaimana telah kita lihat, perubahan sistem menuju Negara 
Kesejahteraan merupakan hasil dari proses pencarian dan sistem legislasi 
selama bertahun-tahun. Di samping itu, keseluruhan proses tersebut juga 
melalui serangkain diskusi dan debat yang panjang, terutama berkenaan 
dengan wacana tentang kebutuhan-kebutuhan dan problem-problem 
sosial. Wacana tersebut sangat dipengaruhi oleh dampak kerusakan yang 
terjadi akibat Perang Dunia Kedua. 

Pada bagian ini, secara singkat kita akan melihat instrumen- 
instrumen mendasar yang diterapkan dalam Negara Kesejahteraan. Yaitu, 
instrumen-instrumen yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan demi 
menjamin kesejahteraan minimum bagi seluruh warganya di sepanjang 
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sebagai kelompok buruh yang berkecukupan, sementara itu tidak kurang dari 
sepertiganya -kira-kira berjumlah satu juta orang-hidup di bawah garis 
kemiskinan, yang hidup dengan pendapatan kira-kira satu pon per minggu. 
Kira-kira sepertiga dari jumlah populasi, juga hidup dalam tuna wisma dan 
berjubel-jubel-di mana satu ruangan rata-rata ditempati oleh dua sampai tiga 



Sejarah Munculnya Negara Kesejahteraan ♦ 207 

ini—cukuplah sebagai jaminan untuk memastikan adanya pembagian yang tepat 
dalam hal kapital dan lapangan keija. Dengan cara inilah, masyarakat secara 
keseluruhan akan memetik keuntungan. “Kepentingan pribacji dan hasrat- 
hasrat individu tentu saja akan mengatur sejauh mana mereka mendapatkan 
bagian sesuai dengan apa yang mereka lakukandan berikan. Inilah yang paling 
menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan... Oleh karena itu, tanpa 
adanya intervensi dari hukum pemerintah, kepentingan pribadi dan keinginan- 
keinginan manusia pasti akan mengarahkan kepada pembagian dan distribusi 
saham ke setiap anggota masyarakat —sesuai dengan berbagai pekerjaan yang 
telah mereka lakukan dan tentu saja berbeda-beda. Inilah cara pembagian yang 
paling masuk akal dan sidetujui oleh semua anggota masyarakat.” (Adam Smith, 
Op. Cit., Buku IV Bab VII, hal. 260-261.) 

Oleh karena itu, intervensi dari negara tidak hanya tidak dibutuhkan, 
tetapi sangat berbahaya. “Para politisi -orang-orang yang harus berusaha untuk 
mengarahkan kepentingan pribadi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya 
-tidak hanya akan membebani dirinya dengan perhatian yang tidak diperlukan, 
tetapi juga mengira bahwa kekuasaan yang dimilikinya itu bisa aman dan 
dipercaya. Tidak hanya bagi perseorangan, dewan atau bahkan senat, akan 
sangat berbahaya ketika mereka merasa bahwa dirinya berkhayal bisa menerap- 
kan hukum untuk melakukan intervensi terhadap persaingan bebas. Mereka 
adalah orang-orang yang bodoh dan sombong.” (Adam Smith, Op. Cit., Buku 
IV, Bab II, hal. 184 -185. Lihat juga Buku II, Bab III, hal. 142.) 

30 Sebagai contoh, para ekonom klasik sangat meyakini adanya keseimbangan 
(equilibrium ) tingkat upah, yang dalam jangka panjang akan tercapai secara 
‘alamiah’, yang akan melampaui naik turunnya upah dalam masa-masa tertentu. 
Di mana upah buruh yang sesungguhnya ditentukan oleh adanya hukum 
penawaran ( supply ) dan permintaan (demand) tenaga buruh. Memang i nilah 
bagian yang mesti diterima oleh para buruh. (Lihat A.W. COATES, “The 
Classical Economists and Lobourer” dalam AM COATES (ed.), Op.Cit., hal. 
167.) 

31 Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan Undang-Uindang 
Kemiskinan, yang dalam penerapannya tidak terlalu menekankan pentingnya 
syarat-syarat yang harus diteliti dan dipenuhi. Syarat ini berarti bahwa kondisi 
hidup yang ada pada para penerima tunjangan menurut Undang-Undang 
Kemiskinan, harus lebih rendah daripada kelompok terendah yang bekerja 
sebagai pekerja mandiri.Lihat Bandingkan dengan Maurice BRUCE, The 
Coming of the Welfare State, hal. 81) 
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17 Ibid., hal. 575 - 576. 

18 Sidney and Beatrice WEBB (Ed.), The Public Organization of the Labour 
Market, The Minority Report of the Poor Law Commission, Part. II, London: 
Longmans, 1909, hal. 324. 

19 Laporan Beveridge yang dipresentasikan pada tahun 1942, selanjutnya 
sangat menyetujui saran-saran dari Minority Report. Inlah yang kemudian 
membentuk model negara kesejahteraan Inggris pada saat ini. Demikianlah, 
Webb kemudian dipahami sebagai pionir bagi negara kesejahteraan Inggris. 
(Lihat Maurice BRUCE, The Coming of the Welfare State, hal. 3.) 

20 Local Government Act, 1929, Pasal. 1,13. 

21 William O. HART, Hart’s Introduction to the Law of Local Government and 
Admmstration Edisi Ketujiih, London: Butterworths, 1962, hal. 673. 

22 The National Assistance Act, 1948, bagian I, Pasal 1. 

23 J. F. SLEEMAN, Op. Cit., hal. 13. 

24 Richard M. TTIMUSS, Essays on ‘the Welfare State’ Edisi Ketiga., London: 
George Allen and Ulwin, 1976, hal. 18. 

25 Charles WILSON, “The Other Face of Mercantilism”, Loc.cit., hal. 134. 

26 Bandingkan dengan Maurice BRUCE, The Conung of the Welfare State, 
hal. 23. 

Menurut David Marsh, “bisa dikatakan bahwa Undang-undang Kemiskin- 
an untuk pertama kalinya merupakan titik awal bagi munculnya negara 
kesejahteraan...” (David C MARSH, The Welfare State, London:.Longman, 
1970, hal. 23.) 

27 FL Scott GORDON, “The Ideology of Laissez-Faire” in A.W. COATS 
(Ed.), The Classical Economists and Economics Policy, London: Methuen, 1971, 
hal. 195. 

28 H. Scott GORDON, loc.cit., hal. 195. 

“Asumsi tentang persaingan merupakan prinsip dasar dalam pemikiran 
ekonomi klasik. Para ekonom klasik meyakini bahwa meskipun para individu 
itu digerakkan olehcinta terhadap diri sendiri dan ambisi pribadi, persaingan 
bebas bisa menjamin bahwa masyarakat secara keseluruhan akan mendapatkan 
kemanfaatan... Sebagai akibatnya, para ekonom klasik ini menyimpulkan 
bahwa intervensi dari pemerintah haras dipertahankan dalam level seminimal 
mungkin.” G. BANNOCK, R.E. BAXTER and R REES, The Penguin Dictionary 
of Economics, Edisi Kedua, Middlesex: Penguin Books, 1978, hal. 75.) 

29 Sistem persiangan bebas didasarkan pada kepentingan pribadi yang 
melekat pada setiap individu. Menurut Adam Smith —kepentingan pribadi 
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merupakan kompilasi dari bahan-bahan dokumentasi yang relevan dengan 
Kebijakan Sosial Inggris dari tahun 1601 hingga 1971. Kami mengutip pasal' 
pasal Undang-Undang Kemiskinan dari buku ini. 

5 The Poor Relief Act, 1601: An Act for the Relief of the Poor, Pasal 5. 

6 The Poor Relief Act, 1601: An Actfor the Relief of the Poor, Pasal 5 

7 Poor Relief Act, 1662, Pasal 1,3 

8 Poor Removal Act, 1795, Pasal 1,2; Poor Removal Act, 1846, Pasal 1,2,3: 
Poor Law Act, 1930, Pasal. 84,86,93,95,99. 

9 Sir George NICHOLLS, History of English Poor Law, Vol. 1, London: PS. 
King and Son, 1904, hal. 181. 

10 Sidney and Beatrice WEBB, English Poor Law History, Bagian 1, The Old 
Poor Law, London: Longmans, 1929, hal. 61. 

11 Bandingkan dengan Sidney and Beatrice WEBB, English Poor Law Policy, 
London: Longmans, 1931, hal. 1. 

12 Bandingan dengan Ibid., hal. 11. 

13 The Poor Law Amendment Act,_1834, Pasal. 2,7,15,38,40,52. 

14 Baadingkan dengan Maurice BRUCE (Edisi) The Rise of The Welfare 
State, hal. 55 — 56. Berkenaan dengan sistem Wisma-kerja dan pengelolaannya, 
lihat Sidney and Beatrice WEBB, English Poor Law Policy, hal. 54 - 86,130-140. 

Mengutip dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Jonas Hanway, 
seorang pembaharu sosial dan dermawan, Charles Wilson berkata: “Dari empat 
belas jamaah gereja yang diteliti oleh Hanway, dia mengkalkulasikan bahwa 
tingkat kematian bayi yang dilahirkan di wisma-wisma kerja, sejak tahun 1720 
itu telah meningkat menjadi 88%. Beberapa jamaah gereja mengakui bahwa 
tidak ada bayi yang bisa hidup dan bekerja untuk wisma-wisma kerja mereka’. 
Di bawah sistem ini, orang-orang miskin disewa oleh kontraktor, Wisma kerja 
telah menjadi tempat penuh kejahatan, sebuah gudang bagi para bayi yang di 
dalamnya bercampur dengan kriminalitas dan orang-orang yang dilemahkan. 
Beberapa dari penggambaran ini barangkali terkesan berlebihan. Akan tetapi, 
tidak diragukan lagi bahwa fakta itu benar adanya.” (Charles Wilson, “The 
Other Side of Mercantilism", dalam D. C. COLEMAN (Ed.) Revisions in 
Mercantilism, London: Methuen, 1969, hal. 129 - 130. 

15 Sidney and Beatrice WEBB (Ed.), The Break-Up of the Poor Law; The 
Minority Report of Poor Law Commission, Bag. I, London: Longmans, 1909, 
hal. ix — x. 

16 Ibid., hal. 574. 
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bersama. 84 “Apa yang saya usulkan berkenaan dengan jaminan sosial 
terpadu”, tubs Beveridge, “berkembang dari apa yang harus dilakukan 
dalam konteks membangun keamanan sosial... program yang disampaikan, 
dalam beberapa hal, memang menggunakan cara-cara yang revolusioner. 
Tetapi, hal penting yang harus ditekankan adalah bahwa cara-cara 
tersebut sesungguhnya merupakan perkembangan alamiah dari apa yang 
telah teijadi di masa ialu. Inilah revolusi Inggris.. .” 85 

Negara Kesejahteraan Inggris, yang dikembangkan selama tahun- 
tahun pasca-perang, pada dasamya bisa dilihat sebagai penerimaan dan 
implementasi dari proposal Beveridge. 

Catatan-catatan 

1 M ... serikat-serikat buruh dan kerajinan, di pertengahan dan awal jaman 
modem seringkali membuat kebijakan untuk menyantuni anggota-anggota 
mereka yang jatuh miskin atau sakit parah; kadang-kadang santunan ini 
diberikan melalui pembayaran-pembayaran tunai dan kadangkala juga dengan 
menyediakan tempat tinggal bagi mereka... Satu hal yang serupa, mereka 
acapkali mendirikan sekolah-sekolah bagi pendidikan untuk anak-anak dari 
anggota-anggotanya...” (J. F. SLEEMAN, The Welfare State; Its Aims , Benefits 
and Costs, London; George Allen and Unwin Ltd, 1973, hal. 9.) 

2 Bandingkan dengan Maurice BRUCE, The Coming of the Welfare State 
(edisi Kedua), London; B.T. Ratsford, 1965, hal. 20. 

3 Unit dasar dari berjalannya pengentasan kemiskinan dengan pengelolaan 
dan tanggung jawab-tanggung jawab finansialnya adalah jamaah gereja. Konsep 
ini telah eksis sejak jaman pertengahan dengan unit dasarnya adalah 
pengelolaan oieh gereja. Undang-Undang tahun 1601 sesungguhnya merupakan 
kulminasi dari berbagai upaya yang telah ada sebelumnya untuk mengatasi 
problem-problem kemiskinan yang mulai menyebar secara luas pada regim 
Tudor. Kurangnya alat dan mekanisme kontrol, membuat Pemerintahan Tudor 
mempercayakan pelaksanaan kebijakan-kebijakannya pada pemerintah- 
pemerintah lokal, Departemen Kehakiman lokal dan lain-lainnya. yaitu kepada 
mereka yang benar-benar memiliki pengaruh dalam Pemerintahan Daerah. 
Sistem ini berlaku hingga tahun 1888 (Lihat Maurice BRUCE (Ed.), The Rice of 
The Welfare State , London; Weinfeld and Nicolson, 1973, hal. 4) 

4 The Poor Relief Act , 1601: An Act for the Relief of the Poor , Pasal 1. Dikutip 
dari Maurice BRUCE (Ed.), The Rise of the Welfare State , hal. 39. Buku ini 
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keberadaan Menteri Jaminan Sosial sebagai pengganti dari Badan 
Pelayanan Publik. 

Bertentangan dengan orang- orang yang beranggapan bahwa jaminan 
sosial merupakan tujuan yang kelini, tidak sesuai dengan inisiatif indi¬ 
vidual dan tanggung jawab personal, Beveridge berpendapat bahwa 
“rencana program tersebut bukan persoalan memberi sesuatu atau tidak 
danbukannya tanpa kesulitan. Program ini juga tidak bermaksud untuk 
membebaskan seseorang dari tanggung jawab personalnya. Program ini 
merupakan satu upaya untuk menjamin pendapatan seseorang sehingga 
mereka bisa hidup secara subsisten-sesuai dengan kontribusi dan 
pelayanan yang mereka lakukan-dan untuk membuat dan memelihara 
warga sehingga mereka cukup kuat untuk beraktivitas dan melakukan 
pelayanan. Kesemuanya ini tidak akan bisa dicapai tanpa satu pemikiran 
dan upaya. Hal ini hanya bisa dilakukan melalui tekad bulat dari Negeri 
Inggris yang demokratis untuk membebaskan dirinya dari semua skandal 
terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan tidak pemah bisa dibenarkan 
baik secara ekonomis maupun moral.” 81 

Meskipun Beveridge mengusulkan berdirinya satu Kementerian 
Jaminan Sosial, dia tidak menganggap perencanaannya sebagai sebuah 
sistem jaminan sosial yang sempurna dengan sendirinya. Keberadaan 
lembaga ini terkait dengan penghapusan kemiskinan. Beveridge me- 
nambahkan, “kemiskinan hanyalah salah satu dari lima raksasa dalam 
jalur pembangunan kita yang harus diperangi.” 82 Upaya-upaya lain harus 
ditempuh untuk mengatasi Penyakit, Tuna Wisma, Kebodohan dan 
Kemalasan. “Penyakit harus diatasi dengan pelayanan kesehatan sistem 
baru, kebodohan diperangi melalui pembaharuan pendidikan, tuna wisma 
diatasi melalui program perumahan, dan kemalasan diatasi dengan 
tindakan pemantapan dan pengembangan sistem ekonomi.” 83 

Tugas-tugas yang harus dilaksanakan di atas sangatlah berat, memer- 
lukan sebuah penelitian yang cermat, upaya-upaya perencanaan dan 
pemeliharaan. Sama halnya dengan satu penyusunan laporan besar yang 
telah mengubah sikap negeri terhadap pertimbangan-pertimbanganyang 
serius mengenai rekonstruksi dan perbaikan sosial-sehingga kesejahteraan 
minimum bagi semuanya bisa dijamin. Jaminan sosial-sebagaimana 
digambarkan dan dipresentasikan oleh Beveridge-bukanlah persoalan 
politis, tetapi sesuatu yangmasuk akal (common sense) demikepentingan 
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lembaga-lemabaga rehabilitasi untuk anak. 47 Undang-Undang tersebut 
mewadahi semangat kepedulian untuk memberikan perawatan yang layak 
bagi anak-anak. Kepedulian tersebut mencapai kulminasinya pada 
pengundangan Undang-Undang Anak Tahun 1948. Di dal am undang- 
undang itu telah ditetapkan sebagai berikut: 

Ketika seorang anak berada dalam tanggung jawab perawatan oleh 
pemerintah daerah, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah 
setempat untuk menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk 
merawat anak tersebut, dengan cara sebaik mungkin sesuai dengan 
kebutuhan mereka. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban 
untuk memberikan kesempatan sebesar-besamya sehingga dia bisa 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter dan kemampuan 
bakat dan minatnya... 48 

Apa yang bisa kita lihat di sini adalah adanya perubahan dalam 
sikap dan pendekatan. Yaitu, memberikan perhatian bagi anak-anak yang 
selama ini terabaikan dari bantuan-bantuan publik serta menjadi lebih 
berorientasi secara khusus pada penyediaan kesejahteraan bagi a nak' 
anak, dengan cara sebaik mungkin. Perumahan bagi anak-anak, penitipan 
anak kepada orang-orang tua asuh yang sesuai, dan lain-lain berkembang 
dari semangat mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak. 

Undang-Undang Bantuan N asional Tahun 1948 telah menghilang- 
kan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan bantuan 
fxnansial kepada orang miskin dan menggantinya dengan tanggung jawab 
untuk menyediakan tempat-tempat pemukiman bagi mereka yang 
membutuhkan, atau menyediakan pelayanan kesejahteraan bagi rumah- 
rumah mereka. 49 

Meningkatnya jumlah orang jompo meiahirkan konsekuensi bahwa 
sebagian besar tanggung jawab ini harus diarahkan pada perawatan bagi 
orang jompo. Lembaga-lambaga bantuan masyarakat yang sebelumnya 
telah ada akhimya harus diubah menjadi sarana-sarana bagi orang jompo. 
Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga-lembaga nir-laba juga 
mengembangkan pelayanan sejenis bantuan perawatan di rumah, kursi 
roda, kelompok sosial yang diperuntukkan bagi orang jompo, dan lain- 
lain. Itu semua adalah pelayanan yang diberikan kepada orang-orang 
jompo yang tinggal di rumah mereka sendiri. 50 
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Undang-Undang Bantuan Nasional Tahun 1948 telahmenetapkan 
bahwa pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menyedia- 
kan pelayanan bagi “orang buta, tuli, lumpuh dan orang-orang iainnya 
yang benar-benar mengidap penyakit menahun dan cacat permanen, 
mereka yang terluka, atau kekurangan Iainnya...” 51 Pelayanan tersebut 
meliputi penyediaan sekolah serta sistem pendidikan dan perawatan 
khusus bagi mereka. 52 Mereka harus mengenyam pendidikan setidaknya 
hinggausia 16 tahun. 53 Pelayanan ini juga mencakuppemberian bimbingan 
secara personal dan saran-saran untuk menyelesaikan problem lapangan 
kerja yang tersedia bagi mereka, penyediaan pusat-pusat biro tenaga kerja 
dan pelayanan sosial, penyediaan sarana berlibur dan lain-lain. 54 Undang- 
Undang Bantuan Nasional juga memberikan ruang sangat lebar bagi 
lembaga-lembaga riir-laba dan masyarakat untuk menyelenggarakan 
berbagai pelayanan sosial. 

Berbagai pelayanan yang diberikan biasanya cenderung berkon- 
sentrasi pada satu jenis pelayanan yang khusus, hanya mencakup satu 
aspek kehidupan keluarga secara umuin. Misalnya, pelayanan kesehat- 
an, perumahan, pendidikan atau satu bentuk pelayanan yang hanya 
ditujukan pada satu keiompok tertentu, misalnya ditujukan bagi para 
ibu,‘anak-anak, orang jompo, orang cacat, atau mereka yang mengalami 
kelemahan mental. Pendekatan yang terspesialisasi ini, meskipun memiliki 
keuntungan-keuntungan yang nyata dari segi efisiensi, pada akhimya 
memunculkan satu persoalan baru: adanya tumpang tindih dan kadang- 
kala juga terjadi pertentangan antara satu pendekatan yang dilakukan 
' oleh lembaga tertentu dengan lembaga Iainnya. Kesadaran di atas lambat 
laun mulai tumbuh, yaitu bahwa berbagai problem berbeda yang dihadapi 
oleh sebuah kehidupan keluarga merupakan satu persoalan keluarga yang 
utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, satu pendekatan 
yang utuh dan integratif demi mengatasi persoalan keluarga sangat dibu- 
tuhkan. Undang-Undang Kerja Sosial Tahun 1968 dan Undang-Undang 
tentang Pelayan Sosial oleh Pemerintah Daerah Tahun 1970 telah mewu- 
judkan kesadaran akan pentingnya pengintegrasian seluruh pelayanan 
kepada keluarga. \ 

Akhimya, kesimpulan yang bisa diambil dari makna “Negara Kese - 
jahteraan” sebagaimana telah dikembangkan sejak tahun 1940-an adalah 
sebagai berikut: ■ 
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(a) Adanya sistem asuransi sosial, di mana sistem ini bisa menjamin bahwa 
semua warga akan memperoleh pendapatan sesuai dengan standar 
minimal. Hal itu merupakan warga bagi semua, termasuk bagi mereka 
yang berada dalam situasi tidak mefnpunyai pekerjaan, sakit 
menahun, terluka atau telah pensiun. Bersamaan dengan hal itu, 
tunjangan-tunjangan tersebut juga barus dikembangkan menjadi 
tunjangan bagi ibu dan santunan-santunan kematian. Semua itu 
merupakan skema asuransi untuk melindungi bahaya karena hilang- 
nya pendapatan. Skema ini bersifat sosial, sebagian kareiia memang 
dikaitkan dengan lembaga-lembaga sosial dan sebagian lagi karena 
mengharuskan adanya pembagian (redistribusi) pendapatan. 

(b) Adanya sistem bantu an sosial yang besarannya didasarkan pada dana 
pengumpulan pajak. Sistem ini meliputi Tunjangan Keluarga, Peru- 
mahan dan Bantu an Nasional. Semua ini merupakan tanggung jawab 
nasional, bukannya tanggung jawab individu. Oleh karena itu, 
pembiayaan sistem ini melalui kontribusi yang dikumpulkan melalui 
pajak. 

(c) Adanya sistem nasional yang mengatur tentang pelayanan-pelayanan 
pendidikan dan kesehatan. Sistem ini harus menjamin bahwa 
pelayanan tersebut tersedia bagi semua orang. Pembiayaan atas sistem 
ini terutama bersumber dari pajak, meskipun tidak seluruhnya. 
Pelayanan ini harus bersifat nasional dan diharapkan sesuai dengan 
standar minimal. 

(d) Adanya sistem pelayanan kesejahteraan sebagai perluasan dari 
dukungan dan perlindungan masyarakat bagi mereka yang mem- 
butuhkan, tentu saja dengan kondisi-kondisi khusus. Pelayanan 
kesejahteraan ini lebih menyediakan bantuan berupa barang dan 
jasa, bukannya berupa tunjangan tunai. Pelayanan ini meliputi 
kesejahteraan anak, bantuan perawatan, perawatanbagi orang jompo, 
cacat, lemah mental, orang terlantar dan orang-orang sejenis. Dalam 
bidang ini, lembaga-lembaga suka rela dan nir-laba memainkan 
peran sangat penting. 

(e) Adanya kebijakan nasional untuk memelihara.tingkat lapangan keija 
yang tinggi, sehingga bisa menyerap banyak tenaga keija, dengan 
demikian akan menjamin bahwa rakyatnya memiliki kesempatan 
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untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup mereka 

berdasarkan kemampuan dan kerja yang mereka lakukan sendiri. 

Negara Kesejahteraan.diorganisir untuk menjamin kesejahteraan 
bagi semua warganya dan untuk menggunakan seluruh sumberdayanya 
r l^mi mencapai tujuan tersebut. Tentu saja, konsep ini bertentangan 
dengan Negara laissez-faire, di mana negara membiarkan individu-individu 
untuk mengusahakan kesejahteraan mereka,sendiri semaksimal mungkin 
sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Organisasi yang diper- 
nnnikkan bagi terwujudnya Kesejahteraan juga terdapat di regim-regim 
diktaton Tetapi, Negara Kesejahteraan juga berkebalikan dengan regim 
dikatator ini, karena organisasi untuk mewujudkan kesejahteraan yang 
ada pada Negara Kesejahteraan tidak bergantung pada kehendak seorang 
diktator tetapi merupakan kehendak bersama dari warganya secara 
lfpseh mihan. Kehendak bersama ini diwujudkan melalui sistem per- 
n ndang ^imdangan yang didasarkan pada diskusi secara bebas dan proses 
demokrasi. 

Catatan-catatan 

1 Menjelaskan tentang Negara Kesejahteraan, Maurice Bruce menulis bahwa, 

melalui serangkaian elaborasi yang memerlukan proses cukup panjang 
tentang pelayanan-pelayanan sosial -kebanyakan dari pelayanan itu diadakan 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus- setidaknya telah dikonsoli- 
dasikan dan dikembangkan ke dalam pola kebijakan kesejahteraan yang masuk 
akal dan bisa diterima sebagai model “negara ksejahteraan”. Lihat Maurice 
BRUCE, The Coming of the Welfare State, hal 259. 
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Hasil lllama 
Negara Kesejahteraan 


Dalam bagian ini, kita akan mengajukan pertanyaan sederhana: apa 
pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan Negara Kesejahteraan dalam 
kehidupan sosial dan ekonomi nasional secara keseluruhan? Pemerataan 
pendapatan muncul dari kebijakan negara kesejahteraan dan mempenga- 
ruhi kehidupan ekonomi dan sosial secara nasional. Pengaruh ini muncul 
melalui cara yang berbeda-beda. Tetapi, kita masih mengalami kesulitan 
untuk mengukur pengaruh-pengaruh itu secara pasti dan tepat, yang 
didasarkan pada perhitungan kuantitatif. Dengan demikian, jawaban atas 
pertanyaan di atas hanya bisa didasarkan pada pendekatan kualitatif, 
yang menekankan pada aspek penjelasan atas kondisi yang telah terjadi, 
bukannya melakukan pengukuran untuk mendapatkan hitungan secara 
matematis. 

I. Aspek Kesejahteraan Manusia 

1.1. Perbaikan Sumberdaya Manusia 

Kebanyakan bentuk pembelanjaan untuk kesejahteraan yang dilaku- 
kan oleh Negara meliputi pembelanjaan untuk konsumsi dan investasi. 
Negara menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyat. Dan 
melalui cara ini pula, dapat meriingkatkan kemampuan rakyat untuk 
memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap produksi. Kontribusi 
ifli diberikan melalui keija dan pembelanjaan yang dilakukan oleh rakyat. 
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Hal inilah yang menjadi tujuan utama dan sistem Bantuan Nasional dan 
Jamman Sosial. Tujuan ini sangat pentingdemi mempertahankan standar 
biaya hidup minimal. 

, Melalui kebijakan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, 
sumber daya manusia mengalami peningkatan sangat besat Kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya peningkatan 
standar pendidikan. Peningkatan standar ini juga merupakan bagian dari 
upaya untuk menjadikan penggunaan tenaga buruh menjadi lebih efisien. 
Selain itu, pendidikan yang semakin maju juga mendorong perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih produktif. Kesehatan yang 
lebih terjamin dan lebih baik menjadikan rakyat lebih kuat dan lebih 
efisien dalam bekerja. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, 
pengaruh-pengaruh serupa juga bisa diharapkan muncul dari pemberian 
tunjangan keluarga, tunjangan perumahan dan pelayanan kesejahteraan. 
Tetapi, analisis tersebut kurang sesuai dengan konteks penjberian jaminan 
sosial dan bantuan nasional kepada orang-orang yang sudah pensiun dan 
mereka yang benar-benar tidak bisa bekerja. 

Tekanan dari kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting menye- 
babkan ke luarga- ke luarga miskin praktis tidak memiliki kemampuan 
membelanjakan uangnya demi membiayai pendidikan yang layak bagi 
anak-anak mereka, atau untuk membiayai perawatan kesehatan demi 
mendapatkan kesehatan yang layak. Hal-hal di atas merupakan kemus- 
tahilan bagi orang miskin untuk mendapatkannya, apabila pelayanan- 
pelayanan tersebut didasarkan pada mekanisme pasar bebas. Mereka juga 
pasti tidak mampu memperoleh fasilitas-fasilitas perumahan yang sesuai 
dengan standar kesehatan. Oleh karenaitu, “sistem tentang pendidikan 
negeri (dikelola oleh negara) dan pelayanan kesehatan nasional... memiliki 
hasil nyata yaitu memungkinkan berkembangnya potensi-potensi yang 
ada pada keluarga-keluarga miskin, di mana apabila tidak ada kebijakan 
tersebut, masyarakat kita akan meng alami kehilangan yang besar akibat 
terjadinya penghilangan generasi (lost generation). Subsidi perumahan, 
tunjangan kesejahteraan secara cuma-cuma dan pemeliharaan tingkat 
pendapatan bagi keluarga juga memiliki pengaruh serupa.” 1 

Di Kerajaan Inggris selama periode tahun 1950-an hingga 1962, 
produktivitas mengalami peningkatan karena tercapainya standar 
pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini bermuara'pada produktivitas kaum 
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buruh yang diperkirakan meningkat sebesar 12%. Peningkatan 
produktivitas buruh ini disebabkan karena meningkatnya pengetahuan 
mereka kurang lebih 30%. 2 

Tentu saja, semua kemajuan ini tidakbisa dikaitkan secara langsung 
dengan kebijakan-kebijakan negara kesejahteraan. Tetapi, tak diragukan 
lagi bahwa semua kemajuan itu terkait erat dengan keberadaan negara 
kesejahteraan. 

Upaya untuk mengukur secara kuantitatif atas kontribusi yang telah 
disumbangkan dari perbaikan kesehatan, pelayanan perumahan dan 
kesejahteraan terhadap pencapaian tingkat produktivitas yang lebih tinggi, 
memang sulit dilakukan. Meskipun demikian, sangatlah masuk akal 
apabila dikemukakan bahwa apabila dilakukan kumulasi dalam jangka 
panjang atas kontribusi dari kebijakan-kebijakan, maka perannya 
sangatlah besar 

1.2. Peningkatan KualitasHidupManusia 

Berbagai kebijakan yang ada dalam Negara Kesejahteraan telah 
menyebabkan peningkatan pendapatan bagi kalangan yang tidak mampu, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bisa teijadi atas 
pengaruh yang ditimbulkan oleh pemerataan kesempatan konsumsi. 
Orang-orang yang mengalami peningkatan pendapatan juga diasumsikan 
meniperoleh peningkatan dalam hal kepuasan dan kesejahteraan. 
Sebaliknya, hal ini juga berarti bahwa telah terjadi pengurangan tingkat 
kepuasan di kalangan orang-orang yang mengalami pengurangan 
pendapatan akibat dipungut pajak. Jumlah pajak yang hams dibayarkan 
oleh mereka juga terus meningkat. Untuk mengukur semua pengaruh di 
atas memang sulit. Oleh karena itu, untuk bisa mengatakan dalam 
perspektif kuantitatif secara tepat memang tidaklah mudah. Begitu juga, 
akan sulit untuk mengatakan apakah orang-orang yang menikmati 
peningkatan dalam hal kepuasan jumlahnya lebih besar daripada 
kelompok lainnya yang mengalami penurunan kepuasan. Meskipun 
demikian, dengan mengacu pada teori tentang rentang pengurangan 
kemanfaatan uang, 3 kita bisa mengatakan bahwa di suatu masyarakat, 
jumlah kepuasan yang diperoleh dari peningkatan pendapatan yang 
tersedia bagi orang-orang kurang mampu jumlahnya lebih besar daripada 
jumlah penurunan atau pengurangan kepuasan yang terjadi di kalangan 
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orang mampu melalui penarikan pajak. Hal tersebut disebabkan karena 
rentang kemanfaatan uang yang berlaku di orang-orang kurang tnampu 
itu lebih besar daripada rentang kemanfaatan uang yang hilang di 
kalangan orang-orang kaya melalui penarikan pajak. Oleh karena itu, 
kita bisa menyimpulkan secara masuk akal bahwa pembelanjaan untuk 
keperluan pelayanan sosial akan memunculkan peningkatan dalam tingkat 
kepuasan secara umum, bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Di samping manfaat-manfaat yang dinikmati secara pribadi oleh 
individu-individu dan keluarga-keluarga, “ada juga tunjangan yang 
kemanfaatannya mencakup kehidupan sosial. Dalam hal ini, masyarakat 
mengambil keputusan politik bahwa kesejahteraan sosial bisa ditingkatkan 
apabila pelayanan-pelayanan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, 
kesejahteraan, perumahan dan jaminan sosial bisa disediakan dalam 
jumlah yang lebih besar dan lebih merata daripada yang bisa dihasilkan 
oleh mekanisme pasar.” 4 Pembenaran atas keputusan ini selalu bersifat 
sosial dan politis, bergantung pada standar nilai-nilai yang berlaku di 
negara itu. Standar ini bukan datang setelah pengukuran dan memper- 
tentangkan keuntungan individual dan penurunan kepuasan yang 
muncul setelah keputusan itu diambil. Pengukuran dan pembandingan 
semacam itu merupakan hal yang mustahil, karena melibatkan pemban- 
dingan kepuasan secara interpersonal yang hampir tidak memiliki landasan 
ilmiah. Sebagai contoh, sangat sulit untuk mengukur secara obyektif 
dalam artian kuantitatif berkaitan dengan manfaat dan kepuasan sosial 
yang diperoleh sebuah masyarakat, di mana sebagian masyarakat tersebut 
benar-benar memperoleh manfaat dan kepuasan dari akses pendidikan 
yang lebih besar, perawatan kesehatan, bantuan nasional atau pelayanan 
kesejahteraan. Masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menyedia- 
kan hal-hal di atas didasarkan pada sistem nilai yang berlaku di masyarakat 
itu. Peningkatan dalam hal kepuasan dan perbaikan kualitas hidup bagi 
orang- orang yang kurang mampu mengikuti logika tersebut. J aminan bagi 
pencapaian pendapatan sesuai dengan batas minimal akan mencegah 
seseorang teijatuh dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem. Pendidikan 
yang semakin baik akan membuka peluang bagi munculnya tenaga-tenaga 
yang terdidik, yang mendapatkan upah lebih baik dan bisa memperoleh 
profesi dan pekeijaan yang lebih memuaskan. Demikian juga halnya 
dengan kesehatan yang lebih baik, perumahan yang lebih baik dan 
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pelayanan-pelayanan kesejahteraan yang berperan besar dalam mening- 
katkan kualitas hidup. 

* 

2. Aspek Ekonomi 

Pemerataan pendapatan sebagai akibat dari kebijakan negara 
kesejahteraan tidak hanya berpengaruh pada orang-orang yang mendapat 
keuntungan maupun mengalami kerugian, tetapi juga berpengaruh 
terhadap perilaku ekonomi dari orang-orang yang diuntungkan dan yang 
dirugikan itu. Perilaku ini terkait dengan fungsi ekonomis mereka sebagai 
konsumen, penabung, buruh maupun produsen. Pengaruh secara umum 
yang ditimbulkan oleh kebijakan negara kesejahteraan terhadap perilaku 
ekonomi warganya merupakan diskusiyang akan diuraikan secara singkat 
dalam bagian ini. 

2.1. Insentifuntuk Bekeija 

Hams diakui bahwa penyediaan pelayanan sosial memiliki peran 
penting dalam meningkatkan standar kesehatan dan pendidikan bagi 
semua penduduk secara keselumhan, membuat masyarakat lebih efisien 
dan kuat dalam bekeija. Meskipun demikian, kebijakan tersebut juga 
memiliki pengaruh menurunkan semangat untuk bekeija. Efek menu- 
runkan semangat keija ini melanda dua kelompok masyarakat: kelom- 
pok masyarakat yang mendapatkan tunjangan, terutama tunjangan dalam 
bentuk tunai tanpa mengharuskan mereka bekeija untuk mendapatkan- 
nya dan kelompok masyarakat yang hams membayar pajak. Temtama 
mereka yang dikenakan pajak secara progresif yang dihitung berdasarkan 
rentang pendapatan yang diperoleh dari kerja ekstra atau keija lebih 
keras. 

Berkaitan dengan orang-orang yang mendapatkan tunjangan tanpa 
melakukan keija untuk mendapatkannya mesti dikatakan bahwa bagai- 
manapun juga mereka adalah orang-orang yang tidak bisa bekerja karena 
jompo, atau sakit, atau pengangguran, atau ibu-ibu dengan anak-anak 
yang masih kecil. Dengan demikian bisa dikatakan. bahwa berkurangnya 
aktivitas keija dalam kasus kelompok cukup minimal, temtama karena 
adanya ketentuan dan peraturan untuk memberitengi terhadap orang- 
orang yang bertindak tidak semestinya, yang berlindung di balik kasus- 
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kasus tersebut . 5 Sebagaimana telah kita lihat di awal, keinginan untuk 
menghindari kemunkinan terjadinya penurunan semangat keija fplab 
menjadi pertimbangan paling kiiat untuk mempertahankan supaya 
pendapatan yang diterima oleh penerima tunjangan yang dibenarkan oleh 
hukum harus lebih rendah daripada tingkat pendapatan terendah dari 
kalangan orang-orang yang bekerja. 

Meskipun berbagai pencegahan sudah dilakukan, pengaruh menu- 
runnya semangat kerja tetap ada. Sebagai contoh, ketentuan tentang 
upah yang diterima oleh para pensiunan telah menurunkan minat mereka 
untuk bekerja paruhwaktu. Olehkarenaitu, apabila mereka memperoleh 
pendapatan tambahan maka akan berakibat pada pengurangan jatah 
pensiun yang dia terima. Demikian juga halnya dengan laki-laki yang 
berasal dari keluarga-keluarga besar dan miskin. Peluang untuk men- 
dapatkan kerja yang menghasilkan tidak menggugah semangat mereka. 
Mereka lebih memilih untuk tetap dalam kondisi menerima tunjangan 
sekedar untuk bertahan hidup daripada berusaha aktif mencari keija, 
karena kerja yang mereka lakukan tidak bisa memberikan peningkatan 
pendapatan yang mereka terima. Maka, satu hal yang penting dalam 
mengupayakan solusi atas persoalan ini adalah memperj uangkan kese- 
imbangan yang sehat antara pembelanjaan tunjangan yang diberikan 
kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dengan kemungkinan- 
kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan efek-efek yang menurun- 
kan semangat kerja, mengingat pembiayaan yang dikeluarkan itu 
jumlahnya cukup banyak. 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak 
pendapatan terhadap insentif untuk bekerja, hasilnya temyata sangat 
tidak meyakinkan. Penelitian tersebut kurang memiliki bukti yang jelas 
tentang seberapa jauh pengaruh itu menimbulkan penurunan semangat 
keija. Sebaliknya, bukti yang terlihat nyata adalah bahwa hanya sedikit 
orang yang benar-benar memahami apa dan mengapa mereka harus 
membayar pajak sesuai dengan rentang pendapatannya . 6 

Demikian halnya dengan argumentasi yang mengatakan bahwa 
dngginya tingkat pajak berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja. 
Argumentasi ini memiliki dua sisi. Pertama, pemberlakuan tingkat pajak 
yang tinggi akan menghalangi orang dari keinginan untuk bekerja 
melebihi jam keija yang telah ditentukan, atau dari keinginan untuk 
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melakukan kerja yang memilild tanggung jawab dan resiko yang lebih 
besar serta gajiyang lebih tinggi. Karena, pendapatan ekstra yang mereka 
peroleh akan dikenai pajak cukup tinggi, sehingga pada akhimya 
penghasilan bersih mereka setelah dipotong pajak tidak seimbang dengan 
iamanya jam kerja mereka atau tanggung jawab lebih besar yang harus 
dibebankan kepada mereka. Pembayar pajak memiliki pilihan antara 
memperoleh pendapatan lebih besar atau memiliki waktu luangyang lebih 
banyak. Maka, pengaruh atas pemberlakuan pajak barangkah bisa 
menjadi insentif untuk mengganti waktu luang dengan pendapatan yang 
lebih banyak. Hal ini merupakan pengaruh substitusi dan kekuatannya 
bergantung pada tingkat pajak minimal . 7 Kedua, karena pemberlakuan 
pajak telah.mengurangi pendapatan total, maka hams ada insentif bagi 
para pembayar pajak untuk bekeija lebih lama dan lebih keras sebagai 
kompensasi atas pengurangan pendapatan mereka. Dengan demikian 
merekahisa mempertahankan pendapatan bersih setelah dipotong pajak. 
Hal ini dikenai sebagai pengaruh dari pendapatan, dan kekuatannya 
tergantung pada tingkat pajak rata-rata . 8 

Dari semua efek yang diuraikan di atas, mana yang benar-benar 
mewamai kasus-kasus nyata dalam keseharian? Untuk menjawab per- 
tanyaan ini, kita akan mengalami kesulitan memperoleh jawaban yang 
pasti. Secara rasional kita bisa mengasumsikan bahwa pada kasus yang 
teijadi di kalangan orang-orang dengan pendapatan yang lebih rendah 
dan memiliki tanggung jawab keluarga yang lebih besar, pengamh yang 
dimunculkan oleh faktor pendapatan bersifat lebih penting dan menon- 
jol. Dan pada kasus yang terjadi di kalangan orang-orang dengan pen¬ 
dapatan lebih tinggi dan memiliki tanggung jawab keluarga yang lebih 
kecil, pengamh yang dimunculkan oleh efek subsitusi lebih dominan. 
Tetapi, pada kasus yang terakhir, satu hal yang tidak boleh dilupakan 
adalah bahwa ada beberapa faktor yang menentang keseimbangan, misal- 
nya faktor kekuasaan, gengsi dan kehormatan yang melekat pada asumsi 
bahwa orang yang memiliki tanggung jawab lebih besar akan bekeija 
lebih keras. Mereka bahkan bisa memiliki motivasi yang lebih kuat dari- 
pada pengamh malas bekeija yang ditimbulkan pemberlakuan pajak. 

Dengan demikian, secara umum hams dikatakan bahwa pengamh 
menumnnya semangat keija yang ditimbulkan oleh pemberlakuan pajak 
tetap menjadi satu wacana yang ambigu. Hal ini sangat bergantung pada 
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berbagai bentuk pemberlakuan pajak secara langsung dan tidak langsung, 
serta struktur pajak itu sendiri. 

2.2. Insentifuntuk Menabung 

Tingkat pajak pendapatan yang diberlakukan secara progresif 
terhadap pendapatan yang lebih tinggi seringkali dikritisL Sistem tersebut 
dinilai bertentangan dengan insentif untuk menabung dan menanamkan 
investasi. Karena sebagian besar tabungan personal cenderung dilaknkan 
oleh orang-orang yang memiliki pendapatan lebih tinggi. maka pajak 
pendapatan yang diberlakukan secara progresif terhadap pendapatan yang 
lebih tinggi akan mengurangi tingkat tabungan. Sedangkan orang-orang 
yang pendapatannya lebih rendah tidak memiliki banyak peluang untuk 
menabung. Kalaupun mereka bisa menabung, jumlahnya tidak bisa 
diharapkan lebih banyak. 

Ketika tingkat pajak semakin naik, masyarakat akan mengurangi 
tingkat konsumsi, supaya tetap bisa membayar pajak. Sementara itu, 
orang-orang dengan pendapatan lebih tingggi memiliki kecenderungan 
untuk mengurangi tabungan demi mempertahankan kebiasaan konsumsi 
mereka yang selalu tinggi. 9 Dengan demikian, pengurangan pendapatan 
bersih setelah dipungut pajak akan memiliki pengaruh negatif bagi upaya 
peningkatan tabungan masyarakat. 

Di sisi lain, barangkali memang akan tetap ada sekelompok orang 
yang tetap menginginkan keamanan dari arus pendapatan mereka di masa 
depan. Orang-orang tipe inilah yang selalu memiliki motivasi tinggi untuk 
menabung dalam jumlah banyak. Demi mengapresiasi orang-orang ini, 
gagasan untuk menurunkan tingkat pajak merupakan langkah yang sangat 
berarti. Tetapi, secara umum kita bisa mengatakan dengan pasti bahwa 
sistem pemberlakuan pajak pendapatan secara progresif akan memiliki 
dampak negatif terhadap pengumpulan jumlah tabungan personal dalam 
jumlah banyak. 10 Meski demikian, hams dicatat juga bahwa pada saat 
ini iklim investasi lebih bergantung pada tabungan negara atau perusahaan 
besar daripada bergantung pada tabungan personal. 

• 

2.3. Insentif untuk Berwiraswasta 

Pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat pajak yang tinggi memang 
merupakan keharusan yang melekat pada kebijakan negara kesejah- 
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teraan. Pengaruh kebijakan ini terhadap dunia bisnis akan sangat bera- 
gam, bergantung pada tipe dan jenis bisnis yang dikelola. Sejauh bisnis 
itu berupa perdagangan tunggal dan mitra-mitranya sangat bergantung 
pada tingkat pajak pendapatan personal dan juga pajak tambahan, maka 
pajak yang tinggi itu akan sangat mempengaruhi minat untuk mengelola 
bisnis semacam ini. Pungutan pajak akan mengurangi keuntungan bersih, 
di mana keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan bisnis 
tersebut sangat dipengaruhi olehperolehan keuntungan bersih. Adanya 
efek substitusi akan cenderung membuat para pedagang lebih tertarik 
untuk menikmati waktu luang atau kebebasan daripada mereka selalu 
berada dalam kesibukan dan ketergesa-gesaan. Sementara itu, efek 
peningkatan pendapatan akan cenderung mendorong seseorang untuk 
lebih giat dalam berwiraswasta demi mempertahankan tingkat pendapatan 
mereka setelah dipungut pajak. Kenyataan bahwa rentang pendapatan 
itu dipungut pajak secara progresif akan cenderung melahirkan kecen- 
derungan umum, di mana para aktor bisnis lebih menyukai usaha-usaha 
yang lebih aman daripada melakukan terobosan-terobosan yang mengan- 
dung resiko. 

Analisis di atas juga hampir serupa berlaku pada Perseroan Terbatas 
(PT) yang lebih kecil. Demikian juga hakvya dengan PT yang berada di 
bawah kontrol para pemegang saham yang besar. Keuntungan yangdiraih 
oleh perusahaan langsung menjadi milik pemegang saham sebagai dividen. 
Dan aktivitas-aktivitas bisnis mereka akan dipengaruhi oleh kecende- 
rungan tingkat pajak pendapatan dan pajak tambahan yang diberlakukan 
kepada mereka. 

Tetapi, berbeda dengan kasus yang terjadi pada perusahaan- 
perusahaan besar, di mana badan pengontrol atas dewan direktur hanya 
terdiri dari beberapa pemegang saham, sedangkan kontrol selebihnya 
terdistribusi di kalangan publik pemegang saham. Selain itu, kelompok- 
kelompok pemegang saham juga sering berganti-ganti. Oleh karena itu, 
dalam model perusahaan besar, motivasi untuk melakukan wirausaha 
berjalan sangat efektif. Semua itu dimaksudkan demi mempertahankan 
tingkat perolehan keuntungan yang memuaskan. Lebih dari itu, hal itu 
dimaksudkan agar bisa membuat para pengusaha tetap diuntungkan 
dan dalam rangka menarik pemegang saham dalam jumlah yang lebih 
banyak. 
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Sistem petpajakan yang mulai diberlakukan di Inggris sejak tahun 
1965-di mana keuntungan-keuntungan yang didistribusikan itu dibe- 
bam pajak yang lebih tinggi daripada keuntungan yang tidak didistri- 
busikan-bisa dikatakan cukup kondusif bagi dunia usaha dan iklim 
investasi. 11 Tetapi, dalam semua kasus, di mana investasi dikembangkan 
dari pertumbuhan modal yang berasal dari pasar dengan memberikan 
bagi hasil yang bagus, pemberlakuan tingkat pajak yang lebih tinggi akan 
selalu mempunyai dampak negatif bagi tumbuhnya insentif untuk 
berwirausaha. 

Pembelanjaan yang muncul akibat pelayanan sosial-sebagaian bagian 
dari kebijakan Pemerintah-memiliki sedikit dampak langsung terhadap 
dunia bisnis. Hal ini terjadi karena orang-orang yang mendapatkan 
tunjangan dari pemerintah tersebut, sebagian besar adalah keluarga yang 
memiliki pendapatan sangat rendah dan mereka merupakan keluarga 
besar. Tetapi, secara tidak langsung kebijakan tersebut mempunyai 
dampak sangat positif. Karena, kebijakan atas pemberian tunjangan 
merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi terciptanya pemeli- 
haraan lapangan kerja demi menyerap tenaga keqa yang banyak. Hal ini 
sangat mungkin, karena kebijakan tersebut akan mempertahankan 
tingkat kebutuhan konsumsi dalam level yang tinggi. Tingkat kebutuhan 
yang tinggi ini akan memberikan kontribusi dan mengurangi resiko dalam 
berbisnis, karena tercipta banyak peluang bisnis seiring dengan mening- 
katnya kebutuhan masayarakat. Secara otomatis tingkat kebangkrutan 
bisnis juga akan menurun, di mana hal ini akan menambah semangat 
masyarakat untuk berbisnis. 12 

Sebagai kesimpulan, bisa kita katakan bahwa penerimaan dan 
implementasi kebijakan Negara Kesejahteraan pasti akan menuntut 
tingkat pajak yang lebih tinggi dan progresif. Pada gilirannya, sistem 
tersebut akan membebankan satu ongkos sosial (social cost ) bagi masya- 
rakat, terutama karena pemberlakuan sistem pajak tersebut bisa melahir- 
kan dampak negatif bagi motivasi masyarakat untuk menabung dan 
berbisnis. Penciptaan tingkat konsumsi yang tinggi merupakan tuntutan 
yang tidak bisa dihindarkan. Hal ini sangat penting demi mencegah 
tetjadinya tingkat inflasi yang tinggi. Sebab, pembelanjaan yang cukup 
tinggi demi pemenuhan pelayanan sosial juga memiliki dampak inflasi 
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Tetapi, berkebalikan dengan pandangan-pandangan negatif 
sebagaimaiia diungkap di atas, kita juga hams melihat sisi positifnya. 
Hams diakuibahwa tunjangan-tunjangan sosialyang dipemnmkkanbagi 
masyarakat banyak -yang lahir dari konsep pelayanan kesejahteraan- 
ddak mungkin bisa di$ediakan secara memuaskan oleh sistem pasar bebas. 
Perawatan untuk anak-anak, orang-orang jompo dan cacat, bagaimanapun 
juga tidak akan bisa diberikan oleh sistem pasar bebas. Pengalihan uang 
demi memberikan pendapatan bagi orang-orang yang tidak mungkin 
memperoleh penghasiian karena beberapa alasan, juga tidak bisa 
diharapkan muncul dari sistem pasar bebas. 

Pengembangan pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan dan 
pemmahan, hingga sampai pada level dan berbagai variasi sebagaimana 
yang kita saksikan saat ini, barangkali merupakan sesuatu yang berada 
di luar jangkauan sistem pasar bebas. Hasil akhir dari semua kebijakan 
ini adalah demi tercapainya masyarakat serta kaum buruh yang lebih 
sehat dan lebih terdidik, perawatan bagi semua kelompok yang mem- 
butuhkan, temtama mereka yang mengalami kesulitan tertentu, sektor 
pemmahan yang disubsidi dan dipemntukkan bagi mereka yang secara 
ekonomi benar-benar tidak mampu membayar sewa, dan jaminan pen¬ 
dapatan minimum bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk 
memperoleh penghasiian. Semua hal di atas tidak dipahami sebagai satu 

bentuktunjangan yang dianggap sebagai umsanindividu-individu, tetapi 

menyatu dalam sebuah sistem yang diterima sebagai tanggung jawab sosial 
secara keselumhan. ♦ 
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Negara Kesejahteraan 

Koreksi Poutik secara Parsial mas Tatanan Ekonqmi 
DARI SlIDUT PaNDANG KeSEIAHTERAAN 


I. Koreksi Politis 

Sebagaimana telah kita saksikan, akar Negara Kesejahteraan yang 
berkembang di Inggris pada 1940-an merupakan satu fenomena Mas balik 
yang mengacu pada sistem Undang-Undang Kemiskinan, sebuah sistem 
yang telah berkembatig sejak abad 17. Meskipun mengalami beberapa 
perubahan dan modifikasi beberapa kali, Undang-Undang Kemiskinan 
Negara Inggris terns berlangsungdan beroperasi kurang lebih selama 3,5 
abad, yakni hingga tahun 1948, ketika negara pada akhimya mengambil 
alih tanggung jawab atas kesejahteraan bagi seluruh warganya melal ui 
sistem Undang-Undang Bantuan Nasional, yang diundangkan pada 1948. 1 

Salah satu yang bisa dikatakan sebagai jasa paling penting Undang- 
Undang Kemiskinan adalah penerimaan secara kolektif di masyarakat 
secara keseluruhan atas tanggung jawab terhadap kesejahteraan warga¬ 
nya yang kurang beruntung, demi mengentaskan mereka dari bahaya 
kemiskinan dan kemelaratan yang parah. Semangat tersebut kemudian 
muncul dalam sistem yang lebih institusional. Tetapi, sistem ini lebih 
memasukkan semangat kedermawanan pribadi daripada sebuah sistem 
yang ditujukan bagi penyelesaian atas problem kemiskinan. Dan di sinilah 
letak kelemahan terbesar dan Undang-undang Kemiskinan. Sebab, sistem 
tersebut lebih merupakan perwujudan dari persoalan kedermawanan demi 
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memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Undang-Undang Kemiskinan 
t id ak memiliki kepedulian terhadap sebab-sebab terjadinya kemiskinan 
massal serta cara pandang untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut. 
Sistem ini juga tidak terlalu peduli terhadap perbaikan atas kondisi 
ekonomi dan sosial yang melekat di kalangan kaum miskin. Menolong 
kaum miskin dari kemelaratan adalah satu-satunya tujuan. Oleh karena 
itu, kaum miskin tetap tinggai dalam kemelaratannya danbahkan jumlah 
mereka semakin bertambah. Sementara itu, Undang-Undang Kemiskinan 
terus beroperasi meskipun senantiasa menghadapi berbagai persoalan yang 
seringkali berada di luar jangkauannya untuk menyelesaikan secara tepat. 

Satu situasi di mana kemiskinan hidup berdampingan dengan 
kekayaan, secara sosial diterima sebagai sesuatu yang normal dan tidak 
terelakkan. Penerimaan tersebut disebabkan oleh beberapa perimbangan 
yang melekat pada kerangka pemikiran umum yang berkembang di masa 
itu. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah: Pertama, orang-orang 
miskin dianggap bertanggung jawab sendiri atas kemiskinan yang menimpa 
dirinya. Kedua, berbagai upaya dari kelompok-kelompok di luar orang- 
orang miskin yang dimaksudkan demi memperbaiki keadaan mereka 
selalu mengalami kegagalan. Ketiga, ketentuan atau peraturan-peraturan 
yang dibuat oleh manusia tidak bisa menghasilkan satu perbaikan dalam 
tatanan ekonomi yang pengelolaannya didasarkan pada bisnis individu 
dan persaingan bebas, dan tidak menghasilkan kemanfaatan bagi semua 
pihak. Keempat , karena semua hal telah diungkapkan di atas, maka secara 
umum telah diterima bahwa negara memiliki kewenangan dan kompe- 
tensi untuk melakukan intervensi dalam bidang ekonomi, demi mengatur 
ekonomi sehingga bisa memberikan keuntungan bagi seluruh kelompok 
masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang kurang beruntung. 

Penjelasan atas poin pertama. Para ahli ekonomi klasik yakin bahwa 
kaum miskin itu sendirilah yang memiliki tanggung jawab utama atas 
kemiskinan yang mereka alami, karena kaum buruh selalu mendapatkan 
harga dasamya dalam bentuk upah minimum yang disesuaikan dengan 
harga pasat 2 “Harga dasar buruh... bergantung pada harga makanan, 
kebutuhan-kebutuhan dan kelengkapan-kelengakapan yang diperlukan 
sebagai dukungan bagi kaum buruh dan keluarganya. Dengan adanya 
peningkatan harga makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, harga 
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dasar kaum buruh juga akan meningkat.. Sebaliknya, dengan adanya 
penurunan harga, maka harga dasar kaum buruh juga turun.” 3 Dengan 
demikian, kaum buruh selalu mendapatkan upah sesuai dengan me- 
kanisme yang ditentukan oleh pasar bebas. Oleh karena itu, adalah keha- 
rusan bagi buruh itu sendiri untuk terus meningkatkan porsi tabungan 
mereka, mengekang dan mengontrol keinginan-keinginan mereka. 
Hanya dengan cara itulah mereka bisa memperbaiki keadaan hidup 
mereka. Berangkat dari sudut pandang ini, Undang-Undang Kemiskinan 
lebih merupakan sebuah penghalang daripada membantu bagi kaum 
miskin. Terkait dengan hal-hal buruk yang melekat pada Undang-Undang 
Kemiskinan, Ricardo menulis: 

Tak diragukan lagi kebenarannya bahwa kesenangan dan kesejah¬ 
teraan yang dinikmati orang-orang miskin tidak bisa terus-menerus 
mereka peroleh, tanpa melakukan hal-hal yang seharusnya ditempuh, 
atau tanpa melalui upaya hukum perundang-undangan demi meng- 
atur jumlah mereka yang terus bertambah dan demi mencegah 
mereka dari perilaku boros serta mengubah kebiasaan mereka dalam 
hal pemikahan yang terlalu dini. Penerapan sistem Undang-Undang 
Kemiskinan telah memunculkan dampak secara langsung yang 
bertentangan dengan tujuan-tujuan di atas. Sistem ini telah meng¬ 
ubah nilai-nilai pengendalian din atas hal-hal yang tidak bermanfaat, 
dan lebih mengundang pemborosan dengan memberikan upah yang 
dianggap sebagai bagian atas keuntungan industri. 4 

Malthus juga melontarkan kritik terhadap sistem Undang-Undang 
Kemiskinan dan mendukung penghapusan undang-undang ini. Sebab, 
menurut Malthus, pertama, sistem tersebut merupakan salah satu dari 
sebab-sebab kemiskinan itu sendiri. Sementara, sistem upah telah memiliki 
kemampuan yang baik sekali, yaitu “dengan memberikan bagian sebagai- 
mana upah yang seharusnya mereka dapatkan sebagai buruh. Tingkat 
upah ini mestinya bisa mengangkat mereka dari kondisi kemiskinan.” 5 
Kedua , “pertumbuhan penduduk di wilayah-wilayah pinggiran, secara 
alamiah pasti akan mengalir ke kota-kota. Fenomena ini secara alamiah 
juga pasti akan menyebabkan kecenderungan menurunnya upah bagi 
kaum buruh.” 6 Dengan demikian, sistem Undang-Undang Kemiskinan, 
meskipun dimaksudkan untuk menolong orang-orang miskin, temyata 
menimbulkan dampak sebaliknya, yaitu memperburuk keadaan mereka. 
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Penjelasan atas poin kedua. Uraian berikut ini mengikuti logika 
bahwa berbagai upaya dan pihak luar untuk memperbaiki keadaan kaum 
miskin selalu mengalami kegagalan. Dalam sistem pasar yang kompetitif, 
tingkat upah tidak bisa dibuat tinggi. Adam Smith dan Ricardo ber- 
pendapat, berbagai upaya untuk meningkatkan upah pasti diiringi dengan 
terjadinya. peningkatan jumlah penduduk dan suplai buruh. Kondisi 
tersebut mengharuskan adanya penurunan tingkat upah dari harga dasar 
buruh. 7 MenurutMalthus: 

Satu hal yang bisa dinyatakan dengan tegas, bahwa mustahil semua 
kelas yang berbeda di masyarakat ini benar-benar memperoleh 
kesejahteraan dan pekerjaan yang baik. Jika pada kenyataannya 
suplai buruh melebihi tingkat kebutuhan yang ada... sebagai efek 
dari realitas ini adalah tingkat upah buruh secara alamiah akan 
menurun, atau, apabila tingkat upah dip'ertahankan tetap tinggi 
maka sebagai konsekuensinya sebagian besar orang akan terlempar 
dari lapangan kerja. Realitas ini terus terjadi dan langsung ber- 
dampak pada meningkatnya kemiskinan dan membahayakan kaum 
buruh di masyarakat. 8 

Karena sebab-sebab di atas, satu keadaan yang tidak bisa dielakkan 
oleh kaum buruh adalah bahwa mereka hanya berhak mendapatkan upah 
sebagaimana yang ditentukan oleh mekanisme pasar bebas. Dan pasar 
bebas akan menentukan, sebagaimana telah kita lihat, tingkat upah hanya 
disesuaikan dengan tuntutan pasar, yaitu sekedar untuk mempertahankan 
tenaga buruh yang dibutuhkan. Berpijak pada realitas ini, tidak bisa tidak 
ham s dikatakan bahwa apabila kejadiannya senantiasa demikian, maka 
secara praktis hampir tidak mungkin bagi kaum bumh untuk bisa mena- 
bung, ataupun melakukan penghematan. Demikian juga, mereka tidak 
akan bisa memperbaiki keadaan hidup mereka. Sebab gaji yang mereka 
terima bisa dipastikan hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 
mereka sendiri serta keluarga yang mereka tanggung, meski sekedar 
kebutuhan dengan standar minimum. 

Penjelasan atas poin ketiga. Pengembangan dan sistematisasi pemi- 
kiran ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith mendapatkan tempat 
y ang penting dalam kerangka konseptual dan filosofi atas apa yang disebut 
dpngan “konsep alamiah”. Dalam ilmu ekonomi politik, “konsep alamiah” 
ini berarti bahwa sesuatu yang positif-yakni apa yang ada atau apa yang 
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teijadi—dan sesuatu yang normatif —yakni apa yang seharusnya—benar' 
benar saling menyatu antara satu dengan lainnya. Konsep “alamiah” selalu 
meliputi sesuatu yang positif sekaligus normatif, meliputi apa yang ada 
dan apa yang seharusnya. Oleh karena itu, pembedaan antara sesuatu 
yang positif dan normatif tampaknya tidak terlalu bermanfaat. “Dalam 
uraiannya tentang ‘sistem kebebasan yang sebenar-benamya’, Smith tida k 
banyak berurusan dengan pembedaan antara analisis kecenderungan- 
kecenderungan aktual yang bersifat positif dengan saran-saran normatif 
tentang kebijakan yang benar dan adil. Sebab, makna dari kata ‘alamiah’ 
sudah mencakup kedua hal tersebut. 9 

Ketika sesuatu yang positif dan normatif dianggap telah tercakup 
dalam kata ‘alamiah’, apa yang terpenting dimunculkan adalah keharus- 
an untuk membiarkan sektor ekonomi berlangsung secara bebas, meng- 
ambil jalan sesuai dengan perkembangan alamiahnya. Dengan cara inilah 
keberlangsungan ekonomi, tidak bisa tidak, akan bermuara pada keman- 
faatan untuk semuanya. Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan 
yang dibuat manusia tidak mungkin bisa melahirkan suatu perbaikan, 
yaitu ketika kesemuanya itu berlangsung pada tingkatan di mana terjadi 
intervensi terhadap hal-hal yang mestinya berada di jalur ‘ alamiah *. Terkait 
dengan fenomena ini, Sidgwick menyampaikan komentar: 

Ekonomi politik kemudian lebih memfokuskan pada studi tentang 
‘apa yang ada’ daripada tentang ‘apa yang seharusnya dilakukan’. 
Tetapi, hal tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, terkait dengan 
proses produksi yang ada. Kedua, terkait dengan proses terjadinya 
pemerataan kemakmuran. Kedua hal ini diidentifikasi oleh para ahli 
ekonomi politik dalam proses perenungan mereka terhadap 
fenomena-fenomena ekonomi. Mereka menjelaskan dan menganalisa 
bahwa proses produksi dan distribusi tidak hanya untuk memperlihat- 
kan proses itu apa adanya, tetapi mereka juga ingin memperlihatkan 
. bahwa proses tersebut tidak mungkin bisa diperbaiki oleh berbagai 
ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh manusia. Hal ini tidak 
hanya diyakini oleh Adam Smith, bahkan juga oleh hampir semua 
murid dan pengikutnya selama lebih dari setengah abad. 10 

Satu kebingurigan nyata yang terlihat di sini, sebagaimana yang telah 
diungkapkan Sidgwick, terletak pada upaya untuk mengidentifikasi frase 
‘alamiah’ dalam pengertian apa yang biasanya teijadi—lepas dari campur 
tangan manusia-dengan ‘alamiah’ dalam pengertian apa yang dimaksud- 
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kan dalam PerintahTuhan tentang kebajikan untuk manusia secara kese- 
luruhan. 11 Teranglah, apa yang muncul dari sifat mementingkan diri sen- 
diri pada manusia-yang tentu saja seringkaU mengarahpada kejelekan- 
tidak bisa diidentikkan dengan apa yang dimaksudkan dalam Finnan 
Tuhan. Karena itu, upaya identifikasi secara sepotong-sepotong atas 
pengertian yang normatif dan positif dalam kata ‘alamiah’ bukan hanya 
sangat menyesatkan, tetapi secara etis juga tidak tepat. 12 

Penjelasan poin keempat. Sebagai kesimpulan, paham ekonomi 
klasik menentang semua bentuk campur tangan pemerintah terhadap 
aktivitas di bidang ekonomi. Adam Smith yakin, persaingan bebas yang 
didasarkan pada kepentingan-pribadi individu secara alamiah akan 
menghasilkan kemanfaatan untuk semua. 13 Sementara, campur tangan 
dari pemerintah hanya akan membahayakan pencapaian nyata atas 
terwujudnya kemanfaatan ekonomi yang tertinggi bagi individu dan 
masyarakat secara keseluruhan. 14 Ricardo, dengan mengacu pada berlang- 
sungnya mekanisme pasar bebas dalam penentuan upah, menulis: “Maka, 
pasar bebas adalah hukum di mana tingkat upah telah diatur di dalam- 
nya. Dan derigan eara inilah kebahagian yang terbesar bagi setiap 
kelompok masyarakat bisa dikelola. Sebagaimana halnya dengan kontrak- 
kontrak yang lain, upah harus dibiarkan beijalan sesuai dengan kompetisi 
pasar yang bebas dan sehat. Sehingga, janganlah sekali-sekali sistem 
pengupahan itu dikontrol oleh campur tangan dari sistem perundang- 
undangan.” 15 

Harmonisasi atas motif-motif ekonpmi-seperti produksi yang 
maksimum, tingkat pertumbuhanyang tinggi, tingkat penyerapan lapang- 
an kerja yang tinggi dan stabil, stabilitas ekonomi dan lain sebagainya — 
dianggap dapat tercapai dengan membiarkan kekuatan-kekuatan alamiah 
bersaing secara bebas dalam kerangka pasar bebas. Kewajiban pemerintah 
hanyalah menyediakan dan memelihara kerangka pasar bebas itu 
semaksimalmungkin sehingga kondusifbagi aktivitas-aktivitas ekonomi. 
Menurut Adam Smith, kewajiban pemerintah ini terletak pada upaya 
perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya agresi dari luar dan 
mencegah terjadinya tindak kekerasari di dalam masyarakat itu sendiri 
serta menyediakan pelayanan-pelayanan seperti sarana jalan, pelabuhan 
dan lain-lain, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh individu, baik secara 
pribadi maupun berkelompok. 16 



Negara Kesejahteraan ♦ IQ 

Semua kewajiban pemerintah pada dasamya terkait dengan pen- 
ciptaan dan. pemeliharaan kerangka kebebasan dan jaminan keamanan 
di mana individu-individu bisa mengejar tujuan-tujuan ekonominya 
secara tenang. Sesungguhnya, dalam paham ekonomi politik klasik, 
sangat sedikit atau hampir tidak ada ruang bagi tujuan-tujuan kebijakan 
yang diputuskan dan dirumuskan secara bersama- sama. Kesemuanya telah 
tertata dalam setting dan kerangka persaingan bebas.” 17 Adam Smith yakin, 
supaya pemerintah dapat menjalankan fimgsinya secara efektif, peme¬ 
rintah harus memiliki kekuasaan penuh (powerful). Dan kelrna.caan itu 
sangat bergantung pada kekayaan yang dimiliki. Oleh karena itu, pening- 
katan kekayaan dan kekuasaan harus menjadi tujuan agung dalam 
ekonomi politik. 18 

Beberapa pandangan sebagaimana diungkap di atas bertentangan 
dengan tujuan yang dirumuskan Gandhi di bidang ekonomi politik, baik 
yang berkaitan dengan produksi, pemeliharaan, distribusi kebutuhan dan 
keperluan-keperluan penting lainnya-dalam waktu dan tempat yang 
paling tepat. Pandangan yang dirumuskan Gandhi menitikberatkan pada 
upaya untuk menjamin kesejahteraan seutuhnya bagi sedap individu dan 
masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kekayaan dan kemakmuran 
harus memberikan kontribusi yang sebesar-besamya bagi tercapainya 
kesejahteraan manusia seutuhnya. Kesejahteraan seutuhnya ini harus 
menjadi tujuan dan pegangan utama, bukannya menciptakan kekayaan 
demi meraih kekuasaan dan dominasi. 

Prinsip distribusi sebagai tujuan kebijakan yang absah di ranah 
ekonomi politik, sebagaimana telah diakui oleh J.S. Mill, mendasarkan 
diri pada prinsip-prinsip keadilan secara umum. Prinsip tersebut diakui 
secara tegas oleh Sidgwick menjelang akhir abad 19. Sidgwick mengga- 
risbawahi bahwa tujuan-tujuan yang tercakup di ranah ekonomi politik 
merupakan satu seni yang meliputi seni untuk mencapai produksi masya¬ 
rakat secara maksimal dan seni untuk mendistribusikan produksi ke 
seluruh anggota masyarakat secara tepat. Seni tersebut juga meng- 
haruskan keberanian untuk memilih prinsip, apakah didasarkan pada 
prinsip Kesetaraan atau Keadilan, ataukah lebih memilih prinsip ekonomis, 
sebuah prinsip yang lebih mengedepankan proses produksi dengan 
pertimbangan memperoleh keuntungan yang sebesar-besamya. 19 Alfred 
Marshall dan pengikutnya bemama Pigou melakukan eksplorasi mengenai 
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beberapa kemungkinan yang bisa digali dari ekonomi kesejahteraan 
dengan memaksimalkan ‘kemanfaatan sosial’ dari kekayaan atau 
kemakmuran ekonomi. 20 

Namun, teori dan praktek ekonomi yang lebih didominasi oleh 
kepentingan-pribadi manusia demi meraih produksi kemakmuran dan 
didasarkan pada mekanisme pasar, temyata bukannya menciptakan 
tingkat pertumbuhan yang tinggi tetapi justxu menyebabkan perluasan 
tingkat kemiskinan di Inggris. Kemiskinan tersebut semakin meluas, 
bahkan hingga abad 20. Fenomena kemiskinan ini tidak terbatas pada 
mereka yang malas bekeija, boros dan menganggur. “Temyata, kemis¬ 
kinan yang mengenaskan juga teijadi di kalangan mereka yang bekerja 
sangat keras. Mereka bekerja dengan jam kerja yang lama, tetapi upah 
yang diperoleh t idak sepadan dengan kebutuhan minimum mereka. Tentu 
saja, mustahilbagi mereka ini untuk bisa menabung sehingga sewaktu- 
waktu bisa melindungi diri mereka ketika ditimpa sakit, tiba-tiba tidak 
bekerja, atau untuk memikirkan biaya di hari tua mereka.” 21 Bisa dikata- 
kan, kelemahan mendasar dari sistem ekonomi klasik adalah ketidak- 
layakan dalam hal penyediaan dan pelayanan atas kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat di bidang perumahan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan- 
kebutuhan dasar lainnya. 

Persoalan ketidaklayakan di atas diperparah dengan teijadinya 
Jaman Meleset (Great Depression) pada 1930-an. Great Depression ini 
menyebabkan tingkat produksi nasional menurun sangat tajam dan 
pengangguran meningkat sangat tinggi. Hingga saat ini, para ahli ekono¬ 
mi masih terus berselisih tentang sebab-sebab yang melatari teijadinya 
tragedi itu. Mereka terus mencoba untuk memastikan apakah depresi 
ekonomi itu benar-benar mencerminkan kegagalan dari sistem ekonomi 
pasat 22 Bagaimanapun juga, Depresi Dahsyat itu pada kenyataannya telah 
memutarbalikkan proses ekonomi. Akhimya, aktivitas ekonomi tidak lagi 
sepenuhnya didasarkan pada kapitalisme laisseZ'faire. Tetapi, ranah 
ekonomi kemudian menjadi perpaduan antara sistem pemerintahan yang 
memberlakukan intervensi dengan dunia bisnis yang telah dijinakkan,” 23 
dan pencipta dari ‘keyakinanbaru’ ini adalah John Maynard Keynes. Dia 
berhasil meyakinkan kaum intelektual... bahwa kapitalisme yang teren- 
cana atau terkendali bisa berlangsung manakala persaingan bebas temyata 
telah gagal.” 24 
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Keynes melontarkan kritik atas kemampuan melakukan koreksi-diri 
(self-correcting) dari teori ekonomi klasik. Teori ini beranggapan bahwa 
ketika terjadi tingkat pengangguran yang tinggi, maka upah harus 
ditumnkan. Karena, dengan cara itulah tenaga kerja akan bisa diserap 
dalam jumlah lebih banyak. Dengan demikian, akdvitas ekonomi berada 
pada level di mana penyerapan tenaga kerjanya tetap tinggi. Tetapi, Keynes 
berpendapat bahwa pengurangan tingkat upah akan menyebabkan upah 
kaum bumh menjadi lebih rendah. Sebab, penumnan ini akan berlanjut 
pada berkurangnya tingkat permintaan barang dan jasa secara kese- 
lumhan. Penumnan permintaan ini akan berpengamh pada aktivitas 
ekonomi secara keselumhan. Akhimya, perusahaan-perusahaan hanya 
akan bisa menggaji buruh dalam jumlah sedikit, tidak lebih. Dengan 
demikian, argumentasi bahwa penumnan upah akan menyerap t-pnaga 
kerja lebih banyak temyata tidak terbukti. “Bagi Keynes dan pengikut- 
pengikutnya, terjadinya penumnan tingkat permintaan, temtama per¬ 
mintaan yang berkaitan dengan bisnis investasi barang-barang kebutuhan, 
akan menyebabkan output ekonomi dan lapangan kexja akan tetap berada 
di tingkat yang rendah. Resep a la Keynesian adalah: Apabila tidak ada 
yang berbelanja, maka pemerintah hams berbelanja.” 25 Dengan cara ini 
tetap bisa tercipta tingkat permintaan yang tinggi dan lapangan kerja 
bisa diciptakan secara maksimal. 26 

Dengan berdasar pada pengalaman yang terjadi pada masa depresi, 
kita sesungguhnya bisa melihat bagaimana teori ekonomi bergeser dari 
kepentingannya yang cukup besar, yaitu kepentingan yang .dikaitkan 
dengan nilai-nilai untuk menabung dan berhemat dalam hal berbelanja 
dan mengkonsumsi barang dan jasa. Meskipun para ahli ekonomi klasik 
beranggapan bahwa menabung dan berhemat mempakan satu kebajik- 
an, Keynes menyerang kebiasaan berhemat dan menabung ini. Dia 
memandang bahwa sangatlah keliru ketika satu kebijakan lebih menge- 
depankan tersedianya dana tabungan untuk diolah menjadi dana inves¬ 
tasi, ketika iklim investasi temyata tidak kondusif. Para ibu rumah tangga 
hams didorong untuk berbelanja, dan pembatasan motif belanja itu hams 
diciptakan bagi belanja-belanja pemerintah.” 27 Kebijakan umum mengenai 
intervensi pemerintah di bidang ekonomi bisa diringkas sebagai berikut: 

Pemerintah harus menjadi suplemen atau mensdmulasi kalangan 

swasta untuk berbelanja, baik belanja di ranah konsumsi maupun 
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investasi, hingga levelnya setara dengan tetap terpeliharanya tingkat 
penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Kita juga bisa mengatakan, 
investasi swasta dan pemerintah harus setara jumlahnya dengan dana 
yang akan ditabung oleh individu-individu dan pendapatan per- 
usaKaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja secara maksimal... 
Apabila terjadi problem khusus, misalnya deflasi (penurunan), 
pemerintah harus memberlakukan program aktivitas belanja yang 
positif sehingga mampu menutup deflasi tersebut. Sebaliknya, ketika 
problemnya adalah terjadinya inflasi, maka program belanja pemerin¬ 
tah harus negatif. Dalam keadaan bagaimanapun juga, pemerintah 
harus menjadi penyeimbang {balancing agent). 28 

Uraian di atas merupakan koreksi terhadap arus pemikiran ekono- 
mi klasik dan pada akhimya melahirkan intervensi kebijakan pemerin¬ 
tah di bidang ekonomi. Dengan demikian, intervensi kebijakan tersebut 
merupakan sebuah koreksi politik atas ekonomi klasik. Gagasan-gagasan 
ekonomi yang dikembangkan dalam negara kesejahteraan sesungguhnya 
berakar dari koreksi politik tersebut. Maka, pada saat ini kita memiliki 
jalan aitematif ketiga-di mana sebelumnya kita hanya mengenal laissez- 
faire versus sosialisme—yaitu yang biasanya disebut dengan ‘sosialisme 
demokratis’ atau ‘kapitalisme terkendali’ atau ‘ekonomi terencana*. 
Penekanan utama dari aitematif ketiga ini adalah penciptaan lapangan 
kerja seiuas-luasnya sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara maksi¬ 
mal. 29 Dalam negara kesejahteraan, lapangan kerja merupakan sumber 
utama bagi pemenuhan kebutuhan rakyat; dengan bekerja inilah rakyat 
bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, upah 
harus tetap dipertahankan berada pada level di mana kaum buruh bisa 
mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam rangkamencapai tujuan tersebut, 
peran serikat buruh sangat menentukan. Dengan posisi tawaryang dimiliki, 
mereka bisa mempengaruhi tingkat upah. 

Sekarang, mengapa kita mengatakan bahwa negara kesejahteraan 
merupakan sebuah koreksi politik atas ranah ekonomi? Kita mengata¬ 
kan, negara kesejahteraan merupakan sebuah koreksi politik atas ranah 
ekonomi, karena dalam muatan ekonominya memasukkan koreksi-koreksi 
yang telah kita sebutkan di atas. Koreksi tersebut dilakukan melalui 
intervensi pemerintah. 

Instramen-instrumen utama dari negera kesejahteraan -bersama 
asumsi-asumsi yang melataibelakanginya-telah diungkap melalui Laporan 
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Beveridge (Beveridge Report) dan kemudian diakomodasi oleh Negara 
demi menghapuskan bencana kemiskinan dan dalam rangka menjamin 
bahwa seluruh rakyatnya —di semua tempat dan di sepanjang waktu— 
terpenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar minimal. Instrumen- 
instrumen negara kesejahteraan bisa dikategorikan dalam tiga kelompok 
utama: program jaminan pendapatan, program pemeliharaan pendapatan, 
dan program pemerataan pendapatan. Semua program tersebut 
memberikan kontribusi terhadap penciptaan dan pemeliharaan tingkat 
permintaan (demand) yang tinggi dalam aktivitas ekonomi nasional secara 
keseluruhan. Pendekatan semacam ini didukung oleh Keynes. 

1.1. Dari SudutPandangJaminan Pendapatan 

Salah satu dari asumsi utama yang mendasari Laporan Beveridge 
(Beveridge Report ) adalah bahwa pemerintah hams menerima tanggung 
jawab utamanya untuk mencegah terjadinya tingkat pengangguran yang 
tinggi. Padasaatyangsama, pemerintah j uga berkewajiban untuk meme - 
lihara dan mempertahankan tingkat lapangan kerja yang ti nggi sehingga 
bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal. 30 Dengan cara inilah, 
sebagian besar rakyat bisa mendapatkan pekerjaan dan memperoleh 
penghasilan sendiri. Akomodasi terhadap tanggung jawab tersebut secara 
eksplisit telah temmuskan dalam Buku Putih Tentang Kebijakan Tenaga 
Kerja (White Paper on Employment) pada 1944. Kebijakan tersebut diiringi 
dengan penyediaan berbagai pelayanan untuk memfasilitasi dan mengem- 
bangkan penciptaan lapangan kerja. Langkah ini sangat berpengaruh 
terhadap upaya mengurangi angka pengangguran. Ketersediaan lapangan 
kerja ini merupakan sumber utama bagi rakyat sehingga mereka bisa 
memperoleh pendapatan. Dengan adanya pendapatan ini mereka bisa 
memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Tujuan lain dari ‘ekonomi 
bam* ini adalah menciptakan lapangan kerja secara m aksim al melalui 
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tentang manajemen 
permintaan (demand). Kebijakan ini mendasari aktivitas perekonomian 
nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, sumber utama bagi 
pendapatan dan kemampuan belanja rakyat dapat disediakan melalui 
penciptaan dan pemeliharaan lapangan kerja yang luas. 
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1.2. DariSudutPandangPemeliharaan Pendapatan 

Program pemeliharaan pendapatan, termasuk di dalamnya Asuransi 
Nasional, dimaksudkan untuk menjamin penghasilan bagi mereka yang 
tidakbekerja, sakit, teriuka ataupensiun. SedangkanBantiian Nasional 
dimaksudkan untuk mengatasi kasus-kasus penting ketika pendapatan 
seseorang menurun drastis hingga jatuh dibawah garis standar pendapatan 
minimal yang telah ditetapkan secara nasional. Dan Tunjangan Keluarga 
untuk memenuhi kebutuhan minimum keluarga yang disesuaikan dengan 
jumlah anak di dalam keluarga tersebut. Semua program tersebut secara 
jangsii ng dimaksudkan untuk menjamin pendapatan minimum bagi setiap 
individu dan keluarga dalam kondisi apa pun dan kapan pun. Semua ini 
disebut jaminan sosial. 

Sistem jaminan sosial mempunyai dua pengaruh utama terhadap 
iiflim ekonomi secara nasional. Pertama, sistem ini memberikan kebebasan 
kepada rakyatnya untuk menabung sebanyak yang mereka inginkan 
sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di di masa 
depan, baik kebutuhan yang telah direncanakan maupun yang tidak 
terduga sebelumnya. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk ber- 
belanja dan melakukan kegiatan konsumsi yang lebih banyak. Dengan 
cara ini, akan mampu menciptakan tingkat permintaan kebutuhan yang 
lebih ring gi dan memberikan kontribusi terhadap tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang lebih tinggi. Kedua, sistem jaminan sosial ini berperan 
sebagai stabiliser (penyeimbang) otomatis pada level ekonomi-makro. 
Karena, sebagi contoh, “ketika kaum buruh tidak lagi mempunyai peker- 
jaan dan mengurangi tingkat konsumsi mereka, maka penurunan ini akan 
melahirkan efek berantai ( multiplier effects) terhadap output ekonomi secara 
keseluruhan. Efek berantai (multiplier effects ) ini bisa dikurangi ketika 
kaum buruh menerima kompensasi manakala mereka tidak mempunyai 
pekerjaan, karena hilangnya pendapatan mereka bisa dikurangi, setidak- 
nya lebih sedikit daripada kekurangan yang disebabkan oleh hilangnya 
pendapatan tanpa disertai kompensasi 31 Dengan demikian, jaminan sosial 
bertindak sebagai insentif bagi terciptanya tingkat belanja yang lebih 
tinggi -dengan demikian bisa menciptakan peningkatan permintaan (de - 
mand) . Jaminan sosial juga sekaligus berperan sebagai proteksi otomatis 
terhadap teijadinya depression (penurunan) dengan mencegah terjadinya 
penurunan permintaan (demand). 
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1.3. Dad Sudut Pandang Pemerataan Pendapatan 

Program pemerataan pendapatan, termasuk di dalamnya Bantuan 
Nasional, Tunjangan Keluarga, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, 
Subsidi Perumahan, Pelayanan Sosial untuk ‘kelompok-kelompok tertentu’ 
misalnya orang-orang yang mengalami cacat mental maupun fisik, orang- 
orang jompo, anak-anak yang tercabut dan kehidupan normal dan lain- 
lain, semuanya dibiayai dari dana pajak. Beberapa dari program-program 
tersebut, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, benar-benar 
menghasilkan pemerataan pendapatan. Hal ini bisa teijadi karena dengan 
adanya program tersebut, orang-orang yang lebih kaya akan dikenai pajak 
yang diberlakukan secara progresif dan orang-orang yang lebih miskin 
bisa memperoleh bagian yang lebih besar dari dana yang dipungut sebagai 
pajak. 

Program-program di atas juga memberikan kontribusi terhadap 
terciptanya tingkat permintaan kebutuhan (demand) yang lebih tinggi di 
dalam aktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan, baik investasi di 
bidang jasa maupun barang. Dengan terjaganya iklim investasi yang baik, 
maka lapangan keija yang menyerap tenaga kerja secara mak simal dapat 
tercipta dan tetap terpelihara. 

Dengan demikian, apa yang telah kita lihat tentang bagaimana 
keberlangsungan sistem ekonomi di negara kesejahteraan telah mema- 
sukkan koreksi atas paham ekonomi klasik, sebagaimana koreksi yang 
didukung Keynes. Koreksi ini dimunculkan secara tegas melalui kebi- 
jakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong atau 
mengerem belanja dalam rangka meningkatkan atau menurunkan tingkat 
permintaan kebutuhan (demand) secara umum. Kebijakan-kebijakan ini 
sangat bergantung pada kondisi aktual dari aktivitas ekonomi dan pen¬ 
dapatan nasional, yang dikaitkan dengan kemampuan untuk mencipta- 
kan lapangan keija yang maksimal. 

Negara Kesejahteraan adalah negara yang di dalamnya kebijakan- 
kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah bersifat sangat hati-hati 
dan cermat supaya bisa menjamin bahwa setiap rakyatnya paling tidak 
bisa terpenuhi kebutuhan hidup mereka sesuai dengan standar minimum. 
Standar ini berlaku bagi setiap orang, di sepanjang waktu dan di seluruh 
tempat. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang setara, sehingga 
mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan sebaik mungkin 
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sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.” 32 Oleh karena itu, 
kita bisa menyimpulkan bahwa Negara Kesejahteraan adalah koreksi atas 
ranah ekonomi dengan mengedepankan sudut pandang kesejahteraan. 

Terkait dengan Negara Inggris, meskipun aspirasi di tingkat nasional 
secara keseluruhan telah tumbuh dan berkembang, serta kecenderungan 
yang telah dikondisikan oleh berbagai faktor yang telah disebutkan 
sebelumnya, 33 ketika akan mengambil langkah-langkah penting deiiai 
menghapuskan meluasnya kemiskinan dan bencana kelaparan, imple- 
mentasi atas kebijakan ini hanya bisa berlangsung dalam kemungkinan- 
kemungkinan di mana terjadi proses koreksi. 

2. Koreksi Politik yang Parsial 

Kita juga bisa mengatakan bahwa pemikiran Keynesian hanyalah 
satu koreksi politik secara parsial. Penilaian ini didasarkan pada dua 
pertimbangan. P ertama, sebagaimana telah kita lihat, pendekatan model 
Keynesian hanya dimaksudkan untuk memodifikasi kapitalisme supaya 
lapangan kerja yang maksimal bisa tercipta dan tetap terpelihara. Oleh 
karena itu, ciri-ciri yang melekat pada sistem persaingan pasar bebas 
tidak akan diganggu, demi mempertahankan pencapaian tujuannya. 34 
“Pendekatan model Keynesian menggambarkan negara sebagai kekuat- 
an penyeimbang yang berfungsi hanya sebagai suplemen atas perilaku 
para kapitalis individu. Sementara itu, pendekatan sosialis menggambar¬ 
kan bahwa Negara merupakan satu-satunya enterpreneur yang meng- 
gantikan pelaku kapitalis-kapitalis individu secara keseluruhan. Kebijakan 
model Keynesian memang merupakan satu kebijakan yang konservatif 
karena tujuannya adalah untuk mempertahankan kapitalisme dalam 
konteks persaingan bebas.” 35 Karena itu, aktivitas ekonomi di negara 
kesejahteraan yang berlangsung dalam iklim intervensi pemerintah melalui 
model proses korektif a la Keynesian bisa dikatakan hanyalah merupakan 
koreksi parsial atas sistem pasar bebas yang klasik. 

Kedua, koreksi model Keynesian dikatakan parsial karena perhatian 
utamanya hanya tertuju pada pemerataan pendapatan yang didasari sudut 
pandang untuk menjamin kesejahteraan ekonomi secara minimum. 
Tujuan ini sesungguhnya diturunkan dari tujuan-tujunan yang melekat 
pada ‘ekonomi bam’, yaitu upaya untuk mempertahankan agar tingkat 
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permintaan kebutuhan ( demand ) tetap tinggi melalui kebijakan yang 
mendorong semua orang agar terus berbelanja. Dengan cara ini, bisa 
tercapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian, standar 
kehidupan diukur dalam pengertian jumlah konsumsi per tahun. Asumsi 
utama yang mendasari ukuran ini adalah ‘bahwa orang-orang yang 
melakukan kegiatan konsumsi lebih banyak, berarti lebih kaya atau 
makmur dibandingkan mereka yang kegiatan konsumsinya lebih sedikit.” 36 
Maka, kemajuan sosial diidentifikasi dengan peningkatan standar hidup, 37 
dan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan sosial yang paling penting. 
“Tidak ada tujuan sosial lain yang dianggap lebih penting daripada 
pertumbuhan ekonomi. Tidak ada indikator keberhasilan sosial yang 
hampir diterima secara bulat sebagaimana indikator tentang pertumbuhan 
per tahun yang muncul dalam angka Produksi Nasional Bruto (Gross 
National Pmduct/GNP)” 38 

Tetapi, apakah kesejahteraan individu sebagai makhluk manusia 
benar-benar diperhatikan dalam proses produksi yang bertujuan demi 
menghasilkan output lebih banyak, keuntungan, dan pertumbuhan 
ekonomi? Bagaimana halnya dengan dehumanisasi yang terjadi pada kaum 
buruh karena dikuasai oleh proses produksi modem, di mana proses 
tersebut ‘berdalih bahwa semua pekeijaan yang tidak layak dilakukan 
oleh manusia harus segera diganti secepat mungkin dengan menggunakan 
tenaga mesin (otomatisasi) ?” 39 Bagaimana halnya dengan keadaan kaum 
buruh sebagaimana digambarkan oleh Paus Pius XI, di mana ‘keija fisik - 
yang telah difirmankan oleh Yang Maha Suci sebagai perbuatan yang 
baik bagi jasmani manusia maupun jiwanya sebagai bagian penebusan 
atas dosa asal-telah diubah menjadi instrumen yang aneh dan menyim- 
pang’ karena ‘hal-hal duniawi telah membiarkan teijadinya pemujaan 
terhadap pabrik, sementara manusia kian direndahkan dan dilemahkah? 40 

Negara kesejahteraan tidak melakukan intervensi secara efektif di 
ranah produksi, di mana sebetulnya dia bisa mengatur struktur proses 
produksi atau menegaskan tujuan-tujuannya sehingga individu-individu 
atau kaum buruh benar-benar dilibatkan dalam proses produksi. Sistem 
yang bekeija telah diatur oleh kerangka persaingan bebas, motif mem- 
peroleh keuntungan sebesar-besamya dan pertumbuhan ekonomi setinggi- 
tingginya. Sementara, negara kesejahteraan membatasi dirinya untuk 
hanya peduli terhadap kesejahteraan manusia sebagai seorang konsumen 
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dan. nyaris mengesampingkan terhadap kesejahteraan manusia sebagai 
seorang produsen. 

Menurut Schumacher, hampir semua bagian masyarakat menolak 
mengambil langkah-langkah yang penting demi mewujudkan human- 
isasi di dunia kerja dan buruh. 41 Maka, tepatlah kiranya kebenaran yang 
dinyatakan dalam pandangan Schumacher bahwa keasyikan atas ‘standar 
hidup’ merupakan satu-satunya nilai absolut yang menghalangi negara- 
negara kaya dari upaya untuk melakukan sesuatu yang penting demi 
menciptakan lingkungan kerja yang secara substansial benar-benar lebih 
baik dan lebih manusiawi bagi kaum buruh. Schumacher mengungkapkan: 

Pada saat ini, semua orang hanya akan bersikap tegas terhadap 
sesuatu yang akan menurunkan ‘standar hidup’, dan setiap perdebat- 
an yang mengarah ke hal tersebut pasti akan segera ditutup. Bahwa 
perusakan-jiwa, rasa ketidakberartian, kerja yang mekanis dan 
monoton yang menistakan kemanusiaan, semua itu merupakan 
sesuatu yang tidak bisa. dielakkan dan akan bermuara pada eskapisme 
atau agresi... Fakta-fakta ini tidak bisa dihindari, tetapi juga tetap 
tidak diakui. Fakta-fakta ini memenuhi konspirasi dalam diam yang 
tak terpecahkan, karena menghindar dari fakta-fakta tersebut adalah 
sesuatu yang tidak mungkin dan absurd. Semuanya begitu nyata. 
Sementara, pengakuan atas fakta-fakta tersebut sama artinya dengan 
mengutuk dan menganggap titik sentral dari masyarakat modem 
sebagai satu praktek kejahatan terhadap kemanusiaan. 42 

Sistem negara kesejahteraan akan menjawab kritik-kritik di atas 
dengan mengatakan bahwa kebijakannya hanya berkaitan dengan 
kesejahteraan ekonomi sebagai bagian dari kesejahteraan secara umum. 43 
Oieh karena itu, negara kesejahteraan hanya berurusan dengan fiaktor- 
faktor ekonomi yang berperan terhadap terwujudnya kesejahteraan. 
Tetapi, kesulitannya di sini adalah bahwa fektor konsumsi dianggap sebagai 
elemen utama dalam kriteria kesejahteraan, sementara setriua faktor di 
luar itu tidak dianggap penting atau dipertimbangkan secara serius. Dalam 
opininya, Radomysler mengungkapkan: 

Gagasan tentang ‘kesejahteraan ekonomi’ sebagai bagian dari 
‘kesejahteraan secara umum’ adalah sebuah konsep yang menyesat- 
kan, karena kesejahteraan adalah suatu keseimbangan yang utuh 
dan menyeluruh. Memang, upaya untuk mengembangkah satu studi 
tentang faktor-faktor ekonomis dari kesejahteraan adalah sesuatu 
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yang niscaya. Tetapi, ketika kita berupaya untuk mengembangkan 
satu studi tentang faktor-faktor ekonomis dari kesejahteraan, hal 
pertama yang hams dilakukan terlebih dahulu adalah tnemtnuskan 
semua faktor yang terkait dengan kesejahteraan... Dengan hanya 
memasukkan faktor konsumsi dan menganggap sebagai satu-satunya 
yang penting, itu pasti tidak akan menghasilkan kesimpulan yang 
bermakna. 44 

Berpijak pada pemikiran di atas, maka relevansi dan arti penting 
dari pendekatan yang dikembangkan Gandhi menjadi sangat jelas dan 
terfokus. Menumt Gandhi, ilmu ekonomi politik, sejauh berkaitan dengan 
manusia dan kesejahteraannya, tidak bisa membatasi dirinya untuk hanya 
berurusan dengan produksi dan distribusi kemakmuran. Meskipun, 
sebagai ilmu positif, ilmu ekonomi politik barangkali bisa membatasi dirinya 
hanya berurusan dengan maksimalisasi produksi, tetapi, sebagai ilmu 
aplikatif, ilmu ekonomi politik harus berusaha keras untuk menjadikan 
manusia sebagai satu perspektif yang dikedepankan, yaitu mengutamakan 
kesejahteraan menyelumh sebagai makhluk manusia. Dengan kata lain, 
perumusan-perumusan kebijakan hams didasarkan pada pertimbangan- 
pertimbangan nilai material maupun non-material, di mana kesejahteraan 
manusia hams menjadi pedoman bagi ilmu ekonomi sebagai ilmu aplikatif. 
Hanya dengan cara inilah, tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan 
menyelumh bagi manusia bisa terealisin Dalam konteks inilah Paus Pius 
XII menyemkan: 

Kami ingatkan kepada semua orang yang peduli... Bahwa meskipun 
problem-problem ekonomi sudah teratasi dan terselesaikan menumt 
hukum-hukum produksi, distribusi, sirkulasi dan konsumsi barang- 
barang. Tetapi, dalam kaitannya dengan tatanan sosial, hukum- 
hukum tersebut hams bisa diformulasikan dan dia p likas ika n ber- 
dasarkan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Kita 
harus meyakini bahwa dengan mengintrodusir prinsip-prinsip etis 
dalam praktek-praktek ekonomi, bukanlah merupakan bentuk 
kekerasan terhadap ekonomi. Tetapi, prinsip-prinsip etis itu justru 
akan berperan secara efektif untuk mencapai solusi yang tepat atas 
problem-problem yang tengah terjadi dan dihadapi. 45 ♦ 
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Catatan-catatan 

1 Lihat materi sebelumhya Bagian II, Bab II. 

2 M Upah buruh sesuai dengan harga pasar adalah harga yang semestinya 
dibayarkan, didasarkan pada proporsi antara penawaran dan kebutuhan; buruh 
akan mahal ketika langka dan menjadi murah ketika ketersediannya berlimpah. 
Bagaimanapun juga, besamya upah buruh sesuai pasar mungkin memiiiki selisih 
dengan upah dasamya. Sebagaimana halnya dengan komoditas lainnya, harga 
itu memiiiki kecenderungan untuk menyesuaikan dirinya.” David RICARDO, 
Op.Cit., hal.45.) 

3 IbifL. Adam Smith juga meyakini bahwa upah buruh ditentukan oleh harga- 
harga kebutuhan yang harus dibelanjakan oleh buruh dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. (Lihat Adam SMITH, Op. Cit., Buku I, Bab VIII, hal. 36.) 

4 David RICARDO, Op.Cit., hal. 53. Oleh karena itu, Ricardo mendukung 
penghapusan Undang-Undang Kemiskinan dan “menanamkan semangat 
kepada kaum miskin tentang nilai-nilai independensi. yaitu dengan mengajar- 
kan kepada mereka bahwa mereka harus berusaha secara sistematis bukannya 
mengandalkankedermawanan... M (I bid.) 

5 T. R. MALTHUS, Op.Cit ., Vol. 2, Buku III, Bab VII, hal. 63. 

6 Ibid., hal. 65. 

7 Bandingkan dengan Adam SMITH, Op. Cit., Buku I, Bab VIII, hal. 33. 

8 T. R. MALTHUS, Op.Cit., Vol. 2, Buku III, Bab VII, hal. 65. 

9 T. W. HUTCHSON, * Positive’ Economics and Policy Objective , London: Allen 
and Unwin, hal. 24 -25. 

“Semua sistem —baik yang bersifat mendorong ataupun mengendalikan— 
harus menerapkan sistem yang nyata dan sederhana tentang kebebasan 
alamiah. Sistem ini akan memantapkan keberlangsungan sesuai dengan 
keberadaan dirinya.” (Adam SMITH, Op. Cit., Buku IV, Bab IX, hal. 289.) 

10 Henry SIDGWICK, Principle of Political Economy , Edisi II., London: 
Macmillan and Co., 1887, hal. 18. 

11 Bandingkan dengan Henry SIDGWICK, Op.Cit., hal. 19. 

12 Sesungguhnya, pemikiran ekonomi -menurut J.S.Mill danNassau Senior- 
tidak hanya inengakui adanya perbedaan antara yang positif dan normatif. 
Akan tetapi, mereka juga menentang ekonomi sebagai ilmu positif karena di 
dalamnya berkaitan dengan nilai-nilai normatif -yang sesungguhnya ini 
menjadi wilavah para negarawan dan para pengambil keputusan. Senior 
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menuliskan: “Subyek dari legislasi bukanlah kekayaan, tetapi Kesejahteraan 
manusia... Di si si lain, persoalan yang dipikirkan oleh para ahli ekonomi- 
politik bukanlah Kebahagiaan, tetapi Kekayaan;... kesimpulan-kesimpulannya, 
betapapun menurut mereka sangat baik dan benai; tidak memberikan otoritas 
kepada dirinya dengan menjadikannya sebagai satu-satunya saran atau rumus. 
Memang , mereka memiliki hak untuk mempromosikan atau mencegah satu 
pemikiran tentang kesejahteraan bersama kepada orang-orang yang mereka 
beri saran atau nasehat... Urusan para ahli ekonomi-politik bukanlah 
merekomendasikan atau menghalangi, tetapi sekedar menyatakan prinsip- 
prinsip secara umum, yang apabila diabaikan bisa berakibat fatal. Akan tetapi 
dia tidak bisa mengatakan itulah satu-satunya hal yang harus diterapkan. 
Meskipun hal itu bersifat prinsipil, tetapi dia hanya merupakan satu panduan... 
(Nassau William SENIOR, Political Economy Edisi Keempat, London and 
Glasgow: Richard Gnffin and Co., 1858, hal. 2 — 3.) melanjutkan satu gatis 
pemikiran yang sama, seorang pengarang post-klasikal termaspk “Sidgwick 
dan J. M.Keynes memberikan banyak kontribusi dalam menjelaskan dan 
memantapkan perbedaan antara teori positif dan rekomendasi-rekomendasi 
kebijakan normatif” dan mereka terus-menerus “berargumentasi secara tegas 
demi terjadinya pemisahan secara jelas.” T. W. HUTCHSON, Op.Cit., hal. 32.) 

13 Bandingkan dengan Adam SMITH, Op.Cit ., Buku IV, Bab VII, hal. 260 - 

261. 

14 Bandingkan dengan I bid., Buku IV, Bab II, hal. 184 -185. 

15 David RICARDO* Op.Cit ., hal. 52. 

16 “Pemerintah yang berkuasa harus benar-benar dibebaskan dari... 
kewajiban untuk mengawasi industri milik pribadi, dan kewajiban untuk 
menciptakan lapangan keija yang dibutuhkan masyarakat. Menurut sis tern 
kebebasan alamiah, pemerintah yang berkuasa hanya memiliki tiga kewajiban 
yang harus dilaksanakannya: ... pertama, kewajiban untuk melindungi 
masyarakat dari kekerasan dan invasi masyarakat independen lainnya; kedua, 
kewajiban untuk melindungi —semaksimal mungkin-setiap anggota masyarakat 
dari ketidakadilan atau penindasan oleh setiap anggota masyarakat lainnya, 
atau kewajiban untuk menjamin terlaksananya keadilan; ketiga, kewajiban 
untuk membangun dan memelihara beberapa pabrik-pabrik dan institusi publik 
-yang tidak mungkin dilaksanakan secara individual, atau sekelompok individu; 
oleh karena pembangunannya memerlukan biaya yang tidak mungkin 
terjangkau oleh individu, tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat.” (Adam SMITH, Op.Cit ., Buku IV, Bab IX, Hal. 286.) 
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17 T. W. HUTCHSON, Op.Cit., hal. 397-398. 

18 “Kekayaan menentukan kekuatan setiap negara -karena besamya 
kekuasaan dan kekuatan sangat bergantung pada kekayaan—harus selalu sesuai 
dengan nilai produksi tahunan suatu negara ... Akan tetapi, tujuanbesar dari 
ekonomi politik setiap negara adalah untuk meningkatkan kekayaan dan 
kekuasaan negara tersebut.” (Adam SMITH, Op.Cit. , Buku II, Bab V, Hal. 153.) 

19 Bandingkan dengan Henry SIDGWICK, Op.Cit ., hal. 397-398. 

20 Bandingkan dengan Alfred MARSHALL, Principles of Economics , Edisi 
ke-3, London: Macmillan and Co., 1936. “Semangat di abad ini membuat 
orang menjadi tertarik untuk memjperikan perhatian yang lebih kepada satu 
pertanyaan apakah peningkatan kekayaan atau kemakmuran kita itu barangkali 
tidak senantiasa berlanjut pada peningkatan kesejahteraan secara umunv, dan 
hal ini memaksa kita untuk mengetahui sejauh mana nilai pertukaran atau 
pemerataan setiap unsur kemakmuran, apakah digunakan secara kolektif atau 
individual. Lebih jauh lagi adalah apakah pertambahan nilai itu menciptakan 
kebahagiaan dan kesejahteraan.” (Ibid., hal. 85.) Bandingkan j uga dengan A.C. 
PIGOU, The Economics of Welfare, Edisi Keempat, London: Macmillan, 1952. 

21 David C MARSH, The Future of the Welfare State, hal. 11. 

22 M Para penganut Keynesian ortodoks selalu meyakini bahwa depresi atau 
resesi ekonomi itu mencerminkan kegagalan sistem pasar-bebas untuk men¬ 
ciptakan tingkat penawaran yang cukup demi mempertahankan ketersediaan 
lapangan kerja. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi pentingnya intervensi 
pemerintah.” Akan tetapi Milton Friedman tidak sepakat dengan pendapat 
tersebut. Dia berpendapat bahwa, “Depresi ekonomi disebabkan oleh perilaku 
jahat dari salah satu pihak pemerintah, Sistem Bank Federal.” (“A Debate That 
Rages on: Why Did It Happen?”, Bussines Week, 9 Maret 1979. Lihat juga Rudiger 
DORNBUSCH and Stanley FISCHER, Macro Economics, Edisi ke-2, New York: 
McGraw-Hill, 1981, hal 308-320.) 

23 W A Debate That Rages on: Why Did It Happen?”, Loc.Cit. 

24 “The Scars Still Mark Economic Policy ”, Bussines Week , 9 Maret 1979. 

25 u The Scars Still Mark Economic Policy”, Loc.Cit. 

26 Nilai terSerapnya lapangan kerja di sirii dipahami sebagai angkatan kerja 
yang terserap dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan, setelah memperhi- 
tungkan tuiijangan yang pantas kepada mereka yang tidak bekerja sesuai dengan 
angka rata-rata. Rudiger DORNBUSCH and Stanley FISCHER, Op.Cit ., hal. 
517-521. 
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27 Lawrence R. KLEIN, The Keynesian Revolution Edisi ke-2, New York, 
London: Macmillan, 1966, hal. 33. 

28 1 bid., hal. 168. Lihat juga J. M. KEYNES, The General Theory of Employment 
Interest and Money , London: Macmillan, 1933, hal. 375-380. 

29 Bandingkan dengan A. RADOMYSLER, “Welfare Economics and 
Economics Policy” dalam Kenneth J. ARROW and Tibor SCITOVSKY (Editor), 
Reading in Welfare Economics , London: Allen and Unwin, 1969, hal. 81. Menurut 
William BEVERIDGE, “tanggung jawab utama untuk mengemban pembiayaan 
secara keseiuruhan -pembiayaan publik maupun pribadi—sudah cukup untuk 
merumiiskan kebijakan yang menjamin tersedianya lapangan kerja untuk semua, 
dan ini semua harus dilakukan oleh Negara. Oleh karena, tidak ada satu otoritas 
atau perseorangan yang memenuhi syarat untuk menjalankan kekuasaan 
tersebut... Yang pertama dan terpenting adalah bahwa ini merupakan makna 
yang terkandung dalam penerapan kebijakan nasional untuk menciptakan 
lapangan kerja secara maksimal.” (William H. BEVERIDGE, Full Employment 
in a Free Society , London: George Allen and Unwin, 1944, hal. 134-135.) 

30 Bandingkan dengan William H. BEVERIDGE, Op.Cit., hal. 17. 

“Satu fiingsi yang harus melekat pada Negara di kemudian hari adalah 
menjamin semua pembiayaan secara layak dan melindungi setiap warganya 
dari ancaman pengangguran massal. Tegasnya adalah bahwa fungsi Negara pada 
saat ini adalah untuk melindungi setiap warga negara atas serangan dari pihak 
luar dan kekerasan yang terjadi di rumahnya. Penerimaan tanggung jawab baru 
ini—yang dilaksanakan oleh pihak manapun yang memegang kekuasaan 
Pemerintah-menandai titik peralihan, dengan meninggalkan masa lalu Inggris 
yang penuh dengan kecemburuan dan ketakutan menuju Inggris Baru yang 
melayani dan memberikan kesempatan kepada semua. (Ibid., hal. 29.) 

31 Rudiger DORNBUSCH and Stanley FISCHER, Op.Cit ., hal. 290-291. 

32 David C. MARSH, The Future of the Welfare State , hal. 31. 

33 Bandingkan dengan acuan di ats, hal. 196 - 237. 

34 Bandingkan dengan Lawrence R. KLEIN, Op. Cit., hal. 166. 

35 Ibid., hal. 167. 

36 E.F. SCHUMACHER, Op. Cit., hal. 47. 

37 Bandingkan dengan John Kenneth GALBRAITH, The New Industrial 
State , Edisi Kedua, Middlesex: Penguin Books, 1975, hal. 173. 

38 Ibid., hal. 181. Profesor Galbraith kemudian mengungkapkan bahwa 
identifikasi kemajuan sosial dengan pertumbuhan ekonomi adalah sangat 
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meyakinkan, di mana “hanya akan ada lebih sedikit orang yang menyangkal 
dan memperselisihkannya, dibandingkan dengan mereka yang mempertanya- 
kan tentang kesucian keluarga atau agama. Mereka sangat meyakini 
kemanfaatan absolut dari kemajuan teknologi.””(Ibid., hal. 183.) 

39 E.ESchumachei; Op. Cit., hal. 29. Schumacher melanjutkan: “Bagi para 
keluarga -ke depannya-kerja dan relasi-relasi yang diciptakan oleh kerja 
merupakan pondasi yang sangat kuat bagi masyarakat. Apabila pondasi itu 

tidak kuat, bagaimana masyarakat bisa kuat?” (Ibid., hal. 29 - 30.) 

» 

40 Paus Pius XI, Surat Ensiklik Quadragesima Anno, III,3,1931. 

41 Bandingkan dengan E.ESCHUMACHER,_Op. Cit., hal. 30. 

42 E.ESCHUMACHER, Of>. Cit., hal. 30. 

43 Kesejahteraan umum di sini dipahami sebagai satu keterkaitan antara 
ketersediaan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi manusia, dengan kesehatan fisik 
dan kesejahteraan emosional dan spiritual. (Lihat diskusi yang dilakukan 
Nicholas RESCHER, Welfare, Pittsburg: University of Pittsburg Press, 1972, 
hal. 2-15.) 

44 A. RADOMYSLER, Welfare Economics and Economic Policy”, Lac. Cit., 
hal. 93-94. 

45 Paus Pius Xn, “To a Pilgrimage of Working People from Term”, 18 November 
1956, AASXLVm, hal. 828. 
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Gagasan Ekonomi Demi Terwujucn/a Kesejahteraan Integral 


Gandhi mengakui, kesejahteraan integral bisa dipahami sebagai 
kesatuan yang di dalamnya terkandung komponen-komponen yang 
berbeda: komponen kesejahteraan ekonomi, kesejahtertaan fisik, 
kesejahteraan moral, dan lain sebagainya. Semua komponen itu harus 
diupayakan tanpa menganggap satu komponen lebih penting daripada 
yang lainnya. Tetapi, satu hal yang paling penting bagi Gandhi adalah 
bahwa kesejahteraan manusia harus dipandang sebagai kesatuan yang 
utuh dan seimbang. Aspek-aspek yang telah disebutkan di atas merupa- 
kan aspek yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. 

Secara umum, kesejahteraan manusia dibagi dalam kesejahteraan 
material dan non-material. Dan apabila kesejahteraan secara integral 
adalah tujuannya, maka pada saat yang sama, pemenuhan atas salah satu 
aspek tidak bisa dipisahkan dari pemenuhan atas aspek lainnya. 
Sebagaimana halnya dengan praktek kebaikan tidak lepas dari hal-hal 
material, 1 maka kebaikan juga harus diterapkan dalam seluruh aktivitas 
manusia, terinasuk dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan-' 
kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak demikian, kebaikan 
itu tidak lagi bermakna. Gandhi menjelaskan nilai ini melalui pembedaan 
yang dirumuskannya tentang perbedaan nir-kekerasan (non-violence) 
sebagai sebuah keyakinan dan sebagai sebuah kebijakan ( policy ) ? Apabila 
nir-kekerasan ( non-violence ) hanya dipahami sebagai sebuah kebijakan, 
seseorang akan mempraktekkannya ketika dia menemukan konteks 
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waktu dan tempat yang dianggap tepat dan bijaksana. Apabila nir- 
kekerasan (non-violence) dipahami sebagai sebuah keyakinan, maka setiap 
aktivitas dari seseorang itu secara sadar akan selalu berpedoman dan 
menjunjung tinggi semangat nir-kekerasan (non-violence). Demikian 
halnya dengan pemahaman atas relasi yang sangat dekat antara aspek 
material dan non-material dalam kehidupan manusia, di mana seluruh 
aspek kesejahteraan manusia itu haras diperjuangkan secara bersamaan 
sebagai sebuah kesejahteraan integral. 

Pijakan dasar dari prinsip di atas adalah ‘manusia merupakan per- 
timbangan utama ’. 3 Dan karena manusia tidak hanya terdiri dari badan 
saja atau jiwa saja, tetapi kesatuan yang utuh antara keduanya, maka 
ilmu ekonomi tidak bisa membatasi dirinya untuk hanya mempedulikan 
urusan badan saja. Apabila hal ini yang terjadi, itu sama artinya dengan 
mengabaikan dan merusak jiwa manusia. Ekonomi semacam ini, menu- 
rut Gandhi, tidak akan berharga bagi manusia dan upayanya, karena 
manusia tidak hanya terdiri dari badan fisik saja. 4 Oleh karena itu, kita 
juga tidak bisa menerima begitu saja bahwa apa pun yang berperan 
terhadap pertumbuhan ekonomi pasti merupakan faktor penting bagi 
kesejahteraan dan perkembangan manusia, keamanan dan perdamaian. 

Hal di atas memang berbeda dengan sikap-sikap yang ada pada 
ekonomi modem. Fenomena tersebut dijelaskan oleh Galbraith dan 
Schumacher Menurut Galbraith, tingkat produksi yang tinggi menjadi 
dasar bagi jaminan keamanan ekonomi yang efektif , 5 dan menurut 
Schumacher, “faktor dominan yang ada pada keyakinan modem adalah 
bahwa pondasi terkuat dari perdamaian adalah kemakmuran secara 
menyeluruh”, meski keyakinan ini tidak didukung oleh fakta historis . 6 

Gandhi yakin, pengembangan nilai mementingkan diri sendiri, 
dengan didukung oleh sistem persaingan tak terbatas sebagai kekuatan 
penggerak aktivitas ekonomi, dipastikan tidak akan bisa membawa ke 
arah pertumbuhan manusia dan kesejahteraan integral. Manusia bisa 
berkembang dan tumbuh secara manusiawi dengan mengacu ke jalan 
kebenaran, cinta, keadilan, dan peniadaan-diri. Adalah sesuatu yang 
kontradiktif ketika berharap tercapainya kesejahteraan manusia dengan 
mengagungkan dan mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan yang justru 
merendahkan dan merusak martabat kemanusiaan. Cara yang ditempuh 
pasri akan sangat berpengamh terhadap tujuan yang hendak dicapai . 7 
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Penerimaan atas pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas sebagai 
sebuah tujuan sosial dan identifikasi pertumbuhan ekonomi sebagai 
kemajuan sosial merupakan legitimasi yang membenarkan tindakan untuk 
mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan demi ekonomi itu sendiri. 8 
Ketika tujuan pertumbuhan ekonomi menjadi diterima sebagai tujuan 
sosial itu sendiri, maka semua hal lainnya — apakah itu eksploitasi yang 
kejam terhadap alam atau polusi, 9 apakah itu eksploitasi atas manusia 
atau bangsa, apakah itu penguasaan manusia oleh mesin atau kondisi- 
kondisi keija yang tidak manusiawi —pasti akan menemukan tempatnya 
yang legitimate. 

Oleh karena itulah, Schumacher mengatakan bahwa perbincangan 
yang mengarah pada perubahan sistem ekonomi yang ada pasti akan segera 
dihentikan ketika perbincangan itu mengisyaratkan akan memberi 
pengaruh pada ‘standar hidup\ 10 Dalam pengertian yang hampir sama, 
Geoffrey Gorer menulis: “Satu upaya atau regulasi dengan maksud ikut 
mempengaruhi, atau bisa dipahami sebagai bentuk intervensi, dengan 
maksud untuk memberikan hal yang lebih baik, pasti akan segera dilawan 
dengan ketakutan yang tidak beralasan, sebagaimana halnya kaum 
agamawan menolak semua hal yang dianggap sebagai bid’ah, atau seperti 
penolakan terhadap paham pasisfisme.” 11 

Dengan mengutip data statistik, Stuart Oskamp memperlihatkan, 
meski kepedulian publik terhadap lingkungan meningkat cukup tinggi, 
pada 1972 sebagian besar publik di AS (60%) temyata menolak gagasan 
untuk membatasi pertumbuhan ekonomi dan teknologi -yang didasar- 
kan pada pertimbangan faktor-faktor lingkungan-jika pembatasan ini bisa 
berpengaruh pada semakin sedikitnya lapangan kerja dan menurunnya 
standar hidup. 12 Karena itu, seseorang secara aman akan bisa menyimpul- 
kan bahwa pertumbuhan ekonomi telah menjadi tujuan sosial p alin g 
penting, dan bukannya kesejahteraan manusia. 

I. Kemajuan Ekonomi Bukan Semata-mata Demi Ekonomi Itu 

Sendiri 

Gandhi menegaskan sikapnya bahwa kemajuan dan pertumbuhan 
ekonomi tidak bisa dipahami sebagai tujuan yang harus dikejar demi 
ekonomi itu sendiri. Tujuan yang harus dikedepankan adalah manusia 
dengan kesejahteraannya. Maka, setiap upaya untuk menciptakan 
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pertumbuhan hams sejalan dengan tujuan kesejahteraan. Tanpa didasari 
orientasi tersebut, ekonomi akan kehiiangan semua makna dan arti 
pentingnya bagi manusia. 

Kelemahan terbesar sistem sosial-ekonomi modem adalah bahwa 
perhatian atau kepedulian utamanya tidak lagi pada manusia, tetapi lebih 
pada pertumubuhan ekonomi dan kekayaan. Kecenderungan ini teijadi 
dengan melepaskan pertimbangan-pertimbangan nilai dengan mengatas- 
namakan ilmu pengetahuan. Akibatnya, manusia modem tidak lagi 
merasakan ketenangan di dunianya sendiri. Menumt Bernard Haring, 
sebuah sistem bagi manusia akan menjadi tidak berperikemanusiaan, tidak 
manusiawi, mengalienasi atau mengasingkan manusia, ketika sistem ter- 
sebut melepaskan nilai-nilai kemanusiaan. Bernard Haring menyatakan: 

Manusia modem yang memandang dunia tanpa tujuan-tujuan etis 
yang bersih, tidak akan merasa tenang di dunianya sendiri dan pasti 
mengalami ketidakmanusiawiari yang mengarah pada nihilisme. 
Apabila model-model pemikiran yang berlaku memang mengabaikan 
ypsuflaran etis dalam orientasinya di ranah sosial-ekonomi, tidaklah 
mengherankan jika dunia modem ini tidak bisa menjadikan per- 
kembangan teknik yang luar biasa demi melayani semua orang dan 
keselumhan manusia. Tanpa didasarkan pada pertimbangan-nilai, 
maWg tidak akan pemah ada ekonomi yang benar-benar manusiawi. 
Menghilangkan pertimbangan nilai dari ilmu-ilmu sosial, khususnya 
dari ilmu ekonomi, sementara pada saat yang sama menjadikan norma- 
norma sosial ekonomi dalam aspek kehidupan, tidak lain merupakan 
tindakan yang mengabaikan dimensi kemanusiaan. 13 

Setelah merumuskan analisis tentang teori-teori ilmiah yang ber- 
beda dalam membahas kesejahteraan ekonomi, HlaMyint menegaskan 
bahwa “teori ekonomi hanya benar-benar bisa menjustifikasi eksistensinya 
dengan aplikasi praktis. Dan dibidang penerapan kebijakan sosial ekonomi, 
seorang ekonom, sebagaimana warga negara lainnya, hams menjadikan 
tanggung jawab moral sebagai nilai-nilai yang mendasari. Nilai-nilai ini 
harus sesuai dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat.” 14 
Dengan demikian, pengabaian sama sekali atas pertimbangan nilai-nilai 
di bidang ekonomi tidak hanya akan menghilangkan dimensi kema¬ 
nusiaan, tetapi juga mengabaikan penciptaan nilai-nilai sosial yang sesuai 
dengan kebutuhan sistem ekonomi. 15 
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Kesimpulan sementara yang bisa diambil adalah bahwa ilmu ekonomi, 
sebagai ilmu pengetahuan yang manusiawi, harus mengkombinasikan baik 
‘ilmu ekonomi’ maupun nilai-nilai yang tepat dan sesuai bagi manusia 
serta masyarakat secara keseluruhan. Schumacher menyebutnya dengan 
istilah ‘ekonomi profetik’ atau ‘ekonomi yang dipandu oleh kebijaksana- 
an’. 16 Gandhi menyebutnya dengan ekonomi yang dipandu oleh prinsip- 
prinsip moralitas dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan seutuhnya 
bagi manusia. 

Kejeruusan Gandhi tidak terletak pada pemahamannya atas prinsip- 
prinsip agama dan nilai-nilai moral yang mengatasi semua supremasi nilai- 
nilai manusia lainnya. Sejarah manusia telah dicerahkan dan diperkaya 
oleh contoh-contoh dan berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh besar. 
Kontribusi Gandhi terletak pada upaya penerapan prinsip-prinsip dan 
nilai-nilai eternal dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan, tidak hanya 
pada level individu, tetapi terutama ditujukan pada level masyarakat 
secara keseluruhan. 17 Hal ini merupakan aplikasi dari nilai-nilai moral 
dan spiritual sebagai solusi atas problem-problem sosial, politik dan ekonomi 
yang terjadi di masyarakat. Inilah yang membuat Gandhi sangat unik. 
Seseorang bisa mengatakan bahwa Gandhi berpikir dan bekerja demi 
mewujudkan kemajuan spiritualisasi di bidang sosial, ekonomi dan politik 
bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Bagi Gandhi, spiritualisasi 
adalah proses menuju humanisasi yang kokoh. Maka, dia mendukung 
bahwa nilai-nilai seperti kebenaran, nir-kekerasan, pengorbanan, pela- 
yanan dan lain-lain, harus diperjuangkan tidak hanya sebagai tujuan- 
tujuan individu tetapi juga sebagai tujuan sosial. 18 Tidak ada hal lain yang 
lebih keras diperjuangkan sebagai tujuan sosial secara keseluruhan selain 
tegaknya nilai-nilai tersebut. Semangat inilah yang merasuk dalam pemi¬ 
kiran dan aktivitas Gandhi. Demikian halnya di bidang ekonomi, kesejah- 
teraan seutuhnya bagi manusia harus diperjuangkan sebagai tujuan sosial. 

Uraian di atas sangat bermanfaat untuk membandingkan dan meng- 
kontraskan dengan nilai-nilai sosial yang diagungkan oleh masyarakat 
industri modem, di mana tujuan-tujuan yang semata-mata materials telah 
menjadi pijakan bagi sistem industri dan pada akhimya juga diterima 
sebagai “nilai-nilai sosial”. Galbraith mengatakan: 

Satu hal jenius yang ada pada sistem industri adalah bahwa sistem 

ini mampu menjadikan tujuan-tujuan yang menggambarkan 
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kebutuhannya -produksi barang-barang yang efisien, ekpansi terus- 
menerus atas output, ekspansi terus-menerus atas tingkat konsumsi, 
kegemaran yang luar biasa terhadap barang-barang, komitmen total 
terhadap perkembangan teknologi, otonomi bagi tekno-struktur, 
tersedianya tenaga terlatih dan orang-orang yang berpendidikan- 
diselaraskan dengan nilai-nilai sosial dan pencerahan manusia. 
Tujuan-tujuan tersebut tidak dipandang sebagai penurunan dari luar. 
Prinsip-prinsip tersebut dianggap sebagai sesuatu yang melekat pada 
personalitas manusia. Mempercayai hal ini sama halnya meyakini 
pandangan material dalam hidup manusia. Tetapi, mempertanyakan- 
nya juga akan beresiko terhadap reputasi seseorang karena dianggap 
sinting ataupun asketis. 19 

Gandhi mengambil resiko di atas ketika ia mempertanyakan sistem 
industri sekaligus mendukung diciptakannya sebuah sistem ekonomi bagi 
India yang berbeda dengan sistem yang telah ada, yaitu sebuah sistem 
yang mampu mewujudkan kesejahteraan seutuhnya bagi manusia. 

2. Relevansi dan Nilai Penting Gagasan Ekonomi Gandhi: 
Tujuannya adalah Kesejahteraan Integral 

Sebagaimana telah kita baca, Gandhi mengkerangkakan kesejah¬ 
teraan seutuhnya sebagai tujuan ekonomi. Menurut dia, tujuan ini tidak 
bisa diwujudkan apabila cara-cara yang sesuai dengan tujuan tersebut 
tidak dipilih secara cermat dan diterapkan dengan sungguh-sungguh. 
Cara-cara yang dipikirkan Gandhi, yang telah dipraktekkan dan dikem- 
bangkan di India, selalu berpegang pada pandangan bahwa individu 
manusia merupakan pertimbangan terdnggi. Secara mendasar, prinsip ini 
diterjemahkan dalam sistem desentralisasi. 

Bukannya menyetujui penerapan sistem produksi yang sangat 
sentralistis, Gandhi justru mengingatkan bahaya sistem tersebut bagi 
kemerdekaan dan martabat manusia. Sistem produksi massal yang 
sentralistis memberikan peluang terhadap pemakaian mesin dalam skala 
besar yang pada akhimya akan menurunkan status manusia, dari status 
personal menjadi ‘benda’. Manusia kemudian hanya menjadi bagian dari 
sistem produksi. Maka, tercabutlah kemerdekaan, inisiatif dan kreativitas 
kerja dalam diri manusia. Karakter sistem ini adalah membuat kekuasaan 
dan kekuatan hanya berada di tangan segelintir orang. Sedangkan 
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mayoritas orang lainnya dipaksa tunduk terhadap sistem yang ada. Bagi 
Gandhi, pertimbangan-pertimbangan di atas sudahlab cukup, sehingga 
dia bersikeras menolak sentralisasi dan industrialisasi dalam skala besar. 
Gandhi menolak penggunaan mesin-mesin besar dan rumit 20 ketika 
penggunaannya tidak didasari dengan pertimbangan yang matang. Karena, 
hal tersebut bisa merusak jiwa sistem produksi. Maka, apa pun keman- 
faatannnya dalam konteks efisiensi, pertumbuhan produksi, peningkatan 
keuntungan dan lain-lain, Gandhi berpikiran bahwa ongkos yang 
ditimbulkan bagi kesejahteraan manusia terlalu mahal untuk ditebus. 

Beberapa kesimpulan yang bisa segera diambil dari uraian di atas 
adalah: Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas tidak bisa 
menjadi tujuan ekonomi negeri India. Batasan-batasan itu harus ditentu- 
kan sendiri, dengan cara membatasi penciptaan kebutuhan-kebutuhan 
dan barang serta melakukan penyederhanaan bagi kedua hal tersebut. 21 
Kedua, pertumbuhan yang sangat cepat tidak bisa diharapkan ketika 
kemungkinannya hanya melalui penggunaan mesin dalam skala besar 
Ketiga, mesin hanya akan digunakan sejauh ia membantu manusia untuk 
bisa bekeija lebih baik dan menghasilkan lebih banyak. Mesin tidak boleh 
dibiarkan menjadi penguasa atas manusia. 22 

Bentuk desentralisasi yang konkret, sebagaimana digambarkan 
Gandhi untuk ekonomi negeri India, terdiri dari prinsip penciptaan 
industri kecil yang di dalamnya melibatkan 700.000 desa di India,'di 
mana 80% penduduk India memang tinggal di pedesaan. Hanya dengan 
cara inilah rakyat bisa diberdayakan untuk bisa memperoleh pekerjaan 
yang lebih baik, menghasilkan lebih banyak dan hidup lebih layak, yang 
pada akhimya akan bermuara pada terwujudnya negeri India yang lebih 
baik. Hanya dengan cara inilah rakyat bisa diberdayakan untuk bisa 
membebaskan diri sendiri dari kemiskinan, buta huruf dan kejahatan- 
kejahatan lainnya, sehingga mereka benar-benar merdeka dan menjadi 
pribadi yang mampu bertumpu pada kekuatan diri sendiri ( self-reliant ). 
Inilah titik tolak bagi terwujudnya negeri India yang benar-benar merdeka 
dan mampu bertumpu pada kekuatan diri sendiri (self'reliant). Inilah 
pandangan Gandhi yang komprehensif tentang kemerdekaan India. 23 

Bagi Gandhi, yang dibutuhkan India tidak hanya kemerdekaan 
politik dalam artian bebas dari dominasi bangsa asing. Gandhi mene- 
kankan, kemerdekaan itu juga dalam hal sosial dan ekonomi. Karena, 
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dengan cara inilah rakyat benar-benar bisa hidup dan bekerja dengan 
lebih baik. Selain itu, industrialisasi dalam skala besar yang bermuara 
pada konsentrasi alat-alat produksi, penguasaan kekayaan dan kekuasa- 
an di tangan segelintir orang, juga harus dihindarkan sekuat tenaga. 
Inilah gagasan aktual Gandhi 

S ubstansi dan totalitas dari apa yang ingin saya katakan adalah bahwa 
personal individu harus memiliki kemampuan untuk mengontrol apa- 
apa yang benar-benar diperlukan bagi kelangsungan hidupnya. 
Apabila dia tidak memiliki kontrol semacam itu, dia tidak akan 
bisa bertahan hidup. Pada akhimya, dunia ini tergantung pada bagai- 
mana sikap-sikap individu-individu yang tinggal di dalamnya. Jika 
tidak ada tetes-tetes air, maka tidak akan pemah ada lautan. 24 

Gandhi melihat bahwa sistem ekonomi yang terdesentrahsasi 
merupakan satu-satunya cara untuk menjamin martabat dan status 
manusia, baik dalam proses produksi maupun distribusi kemakmuran. 

Dalam hal mendukung dan menyerukan sistem ekonomi yang ter- 
desentralisasi demi terwujudnya kesejahteraan manusia seutuhnya, 
Gandhi tidaklahsendirian. Paus Pius XI pada 1931 telahmenyadarimening- 
katnya bahaya yang melekat pada pengembangan sistem-sistem yang 
sentralisds. Paus Pius XI menggarisbawahi prinsip bahwa apapun yang 
bisa lebih efisien bila dikerjakan oleh lembaga yang lebih kecil, maka 
pekerjaan itu harus diberikan kepada lembaga yang lebih kecil dan tidak 
boleh dikerjakan oleh lembaga yang lebih besar Paus Pius XI menegaskan: 

Memang benar, sebagaimana telah diperlihatkan oleh .sejarah, 
perubahan-perubahan kondisi sosial pada awalnya kebanyakan 
dilakukan oleh lembaga-lembaga kecil, di mana pada saat ini bisa 
disempumakan oleh lembaga-lembaga yang besar. Sebagaimana 
halnya tindakan yang meninggalkan individu dan lebih memilih 
komunitas yang besar, adalah sesuatu yang keliru. Demikian juga 
halnya dengan pilihan terhadap perusahaan swasta dan industri 
dalam skala besar. Sistem tersebut tidak adil karena menjadi ancaman 
bagi tatanan yang benar, kedka organisasi yang lebih besar dan lebih 
tinggi merebut fungsi-fimgsi yang sebenamya bisa dilakukan secara 
lebih efisien oleh lembaga-lembaga yang lebih kecil dan lebih rendah. 
Hal ini merupakan prinsip fundamental dalam filosofi kehidupan 
sosial, yang tidak bisa digoyah dan diubah-ubah serta harus diper- 
tahankan kebenarannya hingga saat ini. 25 
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Dengan menyampaikan penegasan di atas, Paus benar-benar menem- 
patkan kebaikan bagi individu sebagai pusat dari sistem, apakah itu sistem 
ekonomi, sosial ataupun politik. 

Pada 1944, Paus Pius XII secara eksplisit mendukung dan meriya- 
rankan desentralisasi sistem produksi demi menyelamatkan dan meng- 
amankan kesejahteraan individu. Gagasan ini didukung dengan pern- 
bentukan koperasi-koperasi sehingga menjadikan model sentralisasi tetap 
bisa mendatangkan manfaat bagi individu. 26 P'aus benar-benar telah 
menggabungkan kemanfaatan dari desentralisasi dan sentralisasi. 

Betbicara tentang penciptaan perdamaian nasional dan intemasional 
dalam konteks eksistensi manusia, David Riesman berpendapat bahwa 
apa yang paling penting untuk saat ini adalah bahwa “kualitas eksistensi 
itu harus lebih manusiawi dan ramah, bukannya destruktif”, dan “cara- 
cara serta agenda-agenda lama yang mewamai dunia ini harus dikesam- 
pingkan dan hal-hal baru harus ditemukan. Imajinasi kita harus difokus- 
kan pada kerja-keija di mana bisa mewujudkan partisipasi rakyat yang 
lebih tinggi dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, dengan 
mendesentralisasi industri, dengan menciptakan metode-metode yang 
lebih baik bagi keberlangsungan pendidikan.” 27 

Kepedulian yang sama terhadap kualitas eksistensi, per damaian dan' 
kesejahteraan seutuhnya telah mendorong Schumacher untuk ber¬ 
pendapat tentang pentingnya penciptaan ‘teknologi madya’ yang tepat 
guna dan benar-benar sesuai dengan manusia”. 28 “Manusia itu kecil, dan 
oleh karena itu kecil itu indah. Pemujaan terhadap sesuatu yang besar 
atau hebat hanya akan menuju penghancuran dirL” 29 Satu bentuk ekspresi 
paling kuat dari keinginan menciptakan desentralisasi demi mengem- 
balikan martabat manusia dan kemerdekaannya untuk menentukan 
nasibnya sendiri tercermin dalam berkembangnya gerakan politik di 
Jerman Barat yang dilakukan Kaum Grunen. Menurut Frederick Painton, 
“Kelompok Hijau memang mencerminkan kecenderungan masa lalu, 
tetapi selalu menimbulkan ketakutan bagi kemajuan industrialisme yang 
kejam dan urbanisme yang mengancam individu dengan adanya masyara- 
kat yang dikerangkan dalam manajemen ilmiah dan mekanis. Demikian- 
lah, dengan sebuah kerinduan akan nilai-nilai di masa lalu, paham 
Altemativen mulai menengok ke masa lalu, demi mewujudkan keadaan 
yang lebih hijau, lingkungan yang lebih mumi, mencari keyakinan yang 
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lebih sederhanai tidak merusak dunia dan motif-motif yang mulia. 30 Oleh 
karena itu, Kaum Grunen mengatakan: “Kami menuntut desentralisasi 
di semua tingkatan, di sektor ekonomi, budaya dan lingkungan. Kami 
menginginkan campur tangan negara hanya sedikit mungkin dan 
mewujudkan kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri. 31 

Semua uraian di atas semakin memperkuat dan menunjukkan 
kepada kita tentang kebijaksanaan dan relevansi dari gagasan-gagasan 
ekonomi Gandhi yang sangat mendukung industri kecil, sistem desen¬ 
tralisasi, demi mewujudkan kesejahteraan seutuhnya bagi umat manusia. 

Desentralisasi, sebagaimana digambarkan Gandhi dalam. bentuk 
industri kecil yang melibatkan desa-desa, akan menjamin kesejahteraan 
seutuhnya bagi manusia melalui cara-cara sebagai berikut: 

1. Produksi tidak berorientasi kepada pasar atau untuk meraih ke- 
untungan dan juga tidak mengarah pada penciptaan jumlah kebu- 
tuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Produksi terutama 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar 
manusia. Dengan demikian, tujuan utama produksi didasarkan pada 
asas kemanfaatan, dan kemanfaatan itu dihitung berdasarkan 
kebutuhan yang ada di lingkungan sekitar yarig terdekat, bukan- 
nya jarak sejauh mungkin. 

2. Produksi yang berorientasi pada kemanfaatan merupakan satu bentuk 
kewajiban swadeshi, yaitu kewajiban bahwa seseorang berkomitmen 
untuk membeli dan menggunakan barang-barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh lmgkungannyayang terdekat Komitmen semacam 
ini akan memberikan dampak bisa rnenciptakan keterkaitan yang 
dekat antara produsen dan konsumen. Dengan demikian, produksi 
dan distribusi bisa berjalan secara simultan. Pendekatan ini akan 
menghilangkan kemungkinan terjadinya eksploitasi melalui 
spekulasi, penimbunan, penipuan, dan lain sebagainya. 

3. Kesederhanaan dalam hal pemenuhan keinginan dan kebutuhan. 
Kesederhanaan ini merupakan metode terbaik untuk mencegah 
terjadinya penipisan atas sumber-sumberdayayang langka, terbatas 
dan tidak bisa diperbaharui. Pendekatan ini juga akan mencegah 
terjadinya kekerasan melalui teknologi yang hanya akan memba- 
hayakan kehidupan manusia itu sendiri serta keberlangsungan planet 
bumiini. 32 
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4- Industri kecil hams disebarluaskan di selumh desa. Dengan cara 
ini, alat produksi akan tetap berada dalam kontrol massa secara 
efektif, di mana hal ini merupakan jaminan bagi tegaknya kebebas- 
an dan hak menentukan sendiri bagi massa. 

5. Tujuan penggunaan mesin bukannya ‘produksi massaF tetapi 
memfasilitasi produksi oleh massa’. Dengan demikian, mesin hanya 
berperan sebagai pembantu, bukannya sesuatu yang mendominasi, 
tetapi justru untuk mendorong insisiatif dan kreativitas manusia 
dalam bekeija. Bahaya akan teijadinya alienasi manusia dalam b ekei ja 
diharapkan bisa dihilangkan atau minimal dikurangi. Barangkali, 
inilah satu solusi mendasar untuk mengatasi persoalan pengangguran 
di negara berkembang. Solusi ini didasarkan atas pertimbangan untuk 
lebih memilih teknologi sebagai sarana ‘produksi oleh massa’ dan 
bukannya mengedepankan produksi massal. 33 Lebih dari itu, 
pendekatan semacam ini akan mengurangi kekerasan terhadap 
lingkungan. 34 

6. Kaum buruh harus terdidik sehingga mereka paham akan hak-hak 
dan kewajiban mereka. Kaum buruh juga harus diorganisir dalam 
serikat-serikat bumh dengan berpijak pada prinsip nir-kekerasan 
(non-violence). Kaum bumh yang terdidik dan terorganisir akan selalu 
mampu mempertahankan diri dan kaumnya dalan menentang 
ketidakadilan, dan mampu bekeija secara progresif untuk mencip- 
takan relasi kemitraan (partnership) dan kepemilikan ( co-ownership) 
bersama dengan modal. Penekanan yang hams ditegaskan adalah 
sifat saling melengkapi antara bumh dan modal. Relasi bumh dan 
kapital tidak boleh dipahami bahwa bumh takluk kepada modal. 
Sebaliknya, kapital harus berfiingsi melayani bumh. 35 Prinsip ini 
hanya bisa ditegakkan secara efektif ketika kaum bumh menjadi 
mitra sejajar dan menjadi pemilik-bersama atas kapital. Menurut 
Gandhi, inilah tujuan akhir dari berbagai aktivitas serikat bumh. 

7- Teori Gandhi tentang perwalian, yang digabungkan dengan teori 
serikat bumh, merupakan inti dari gagasan sosialisme Gandhi yang 
didasarkan pada prinsip nir-kekerasan ( non-violence ). Akhirnya, 
masyarakat sosialis yang nir-kekerasan merupakan tujuan yang ingin 
dicapai Gandhi melalui program-programnya di bidang sosial, politik 
dan ekonomi. 
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Problem krusial yang dihadapi India dan memerlukan soliisi yang 
mendesak adalah kemiskinan dan eksploitasi terhadap rakyat. Gandhi 
menulis, “Setiap istana di India yang bisa dilihat oleh seseorang bukan 
merupakan perwujudan dari kekayaan negeri India tetapi lebih menun- 
jukkan keangkuhan penguasa yang menjadikan kekayaan hanya dikuasai 
oleh beberapa orang. Merekalah yang harus bertanggung jawab atas 
bencana kemiskinan yang menimpa kaum buruh dan orang-orang miskin 
di India.” 36 Menurut Gandhi, solusi atas persoalan tersebut bukanlah 
industrialisasi skala besar yang dikuasai oleh individu-individu ataupun 
sosialisme yang dipaksakan dari atas melalui tindak kekerasan yang 
dilakukan oleh Negara. 

Saya tidak sepakat dengan paham sosialis bahwa sentralisasi atas 
kebutuhan-kebutuhan hidup akan menimbulkan kesejahteraan 
bersama ketika industri-industri yang tersentralisasi bisa direncana- 
kan dan dimiliki oleh Negara. Konsep sosialistik Barat dilahirkan 
dalam lingkungan yang busuk dan sarat dengan kekerasan ( violence ). 
Motif yang mendasari nilai-nilai Barat dan Timur adalah sama, yaitu 
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan penghapus- 
an terhadap segala bentuk ketimpangan yang kejam, yang menyebab- 
kan jutaan orang menjadi miskin dan sebagian kecil menjadi kaya 
raya. Saya yakin, tujuan ini hanya bisa dicapai ketika nir-kekerasan 
(non-violence) diterima... sebagai basis yang di atasnya tatanan sosial 
yang adil didirikan. 37 

Menurut Gandhi, solusi yang nyata adalah dengan menciptakan 
kondisi ekonomi yang diperlukan di mana setiap individu bisa mem- 
perbaiki kehidupannya sendiri melalui usaha yang dia lakukan. Maka, 
kemajuan ekonomi harus dipandang sebagai hasil otomatis dari per- 
tumbuhan industri. Gandhi menulis: “Bagi saya, kemerdekaan ekonomi 
India adalah perbaikan ekonomi bagi setiap individu, baik pria maupun 
* perempuan, yang diraih melalui upaya sadar mereka.” 38 Di sinilah terletak 
perbedaannya dengan perbaikan ekonomi massa yang dipusatkan melalui 
upaya-upaya negara, yang pada akhimya negaralah yang menguasai 
semuanya. Pendekatan semacam ini hanya akan menjadikan massa sangat 
bergantung kepada negara. Satu hal terpenting adalah bahwa massa harus 
diberi kesempatan untuk bekerja sehingga mereka merasa mampu 
memperbaiki kehidupannya melalui usaha mereka sendiri. 39 Inilah 
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kemajuan yang sesungguhnya bagi mereka, dan orang lain akan sulit 
untuk menghancurkannya dengan mudah. 

Demikianlah pendekatan Gandhi terhadap persoalan kemiskinan, 
yaitu dengan cara menyediakan lapangan kerja yang maksiroal untuk 
menyerap massa tenaga kerja, di mana mereka benar-benar hidup iebih 
baik dan mereka bekerja dalam sektor-sektor yang telah siap mereka 
keijakan. Teknologi yang sesuai dengan tujuan ini harus dikembangkan 
di negeri India demi menyelesaikan persoalan kemiskinan rakyatnya 
melalui upaya rakyat itu sendiri. 40 

Maka, upaya di atas semata-mata harus dilakukan atas dasar prinsip 
kebenaran dan nir-kekerasan yang di dalamnya mengutamakan kemajuan 
moral dan sosial bagi manusia. 41 Dengan cara inilah Gandhi mengga- 
bungkan kemajuan material dan moral di bidang ekonomi. Tujuan dari 
semua upaya ini adalah terwujudnya Negara ideal, yang oleh Gandhi 
diistilahkan dengan Rama Rajya. Dalam pandangan Gandhi, Rama Rajya 
adalah: 

Negara di mana secara religius bisa diterjemahkan sebagai Kerajaan 
Tuhan yang ada di Bumi; secara politik istilah ini diterjemahkan 
sebagai demokrasi yang sempuma, di mana ketidaksetaraan yang 
didasarkan pada kepemilikan harta benda, warna kulit, ras, 
keyakinan atau jenis kelamin benar-benar hilang. Dalam sistem ini, 
tanah dan negara adalah milik rakyat. Keadilan tampak sangat nyata, 
sempuma dan mudah didapatkan. Di negeri ini pula kebebasan 
beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers benar-benar 
. diwujudkan. Semua ini bisa terjadi karena tegaknya hukum moralitas 
yang berpijak pada pengendalian-diri. 

Negara semacam ini harus didasarkan pada prinsip kebenaran dan 
nir-kekerasan dan mampu mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan 
dan ketenangan diri bagi desa-desa dan rakyat pedesaan yang 
dimilikinya. Ini memang sebuah mimpi yang barangkali tidak akan 
pemah bisa terwujud. Saya mendapatkan kebahagiaan ketika tinggal 
di negeri-impian ini, dan saya tidak pemah lelah untuk terns berjuang 
supaya impian itu bisa terwujud dengan cara yang paling niscaya. 42 

Atas dasar prinsip inilah Gandhi meyakini bahwa tatanan ekonomi 
di India, harus direncanakan secara cermat dan distrukturkan secara 
tepat, menggunakan metode-metode yang paling konsisten dengan tujuan 
mewujudkan kesejahteraan seutuhnya. 
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Menurut Gandhi, instrumen utama untuk mewujudkan tatanan 
sosial yang sesuai dengan uraian di atas adalah media pendidikan dasar 
(Nayee Tatim) dan pendidikan masyarakat. Tujuan pendidikan ini di- 
maksudkan untuk membangunkan individu-individu sehingga memiliki 
rasa kepercayaan diri untuk bertumpu pada kekuatan sendiri (self-reti- 
once). “Sistem barn ini,” kata Gandhi, “akan memenuhi kebutuhan- 
kebutuhan negara dan individu dan akan mewujudkan rasa kepercayaan 
diri untuk bertumpu pada kekuatan sendiri (self-reliance ). 

Rasa kepercayaan diri untuk bertumpu pada kekuatan sendiri (self- 
reliance) merupakan bukti nyata dari keberhasilan pendidikan." 43 Pen- 
didikan ini harus disampaikan sesuai dengan kebutuhan melalui pelatihan 
keahlian atau hal lainnya, yang disesuaikan dengan kondisi dan kemam- 
puan di satu wilayah. 44 Pendidikan semacam ini akan membantu individu 
untuk bisa memahami dirinya sendiri dan lingkungannya yang terdekat 
dan “mengembangkan serta mempertajam sensitivitasnya atas persepsi 
dan intelektualitas untuk mengidentifikasi problem-problem masyarakat 
dan mencari solusinya melalui ‘penelitian ilmiah’ dan upaya-upaya intelek- 
tual... Pendidikan harus mampu mengembangkan kreativitas intelektual 
dalam menjalani hidup beserta seluruh problemnya.” 45 Gandhi mende- 
dikasikan banyak waktunya dan terus berupaya demi pengembangan 
pendidikan dasar Dia yakin, “sistem pendidikan harus memajukan 
perkembangan ekonomi dan politik negara,” 46 dan pendidikan inilah yang 
akan mengantarkan pada tujuan yang sangat diagungkartnya: terwujud- 
nya Rama Rajya. 

Dalam menghadapi semua kritik bahwa gagasannya absurd dan 
utopis, Gandhi memilih untuk tetap menjunjung tinggi danbekerja tanpa 
henti demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Menurut Gandhi, inilah 
satu-satunya tujuan yang berharga bagi manusia dan perjuangan manu- 
sia, 47 yang di dalamnya terkandung keyakinan terhadap Tuhan dan 
kebaikan untuk umat manusia. 

Saya yakin, masyarakat nir-kekerasan bisa dibangun luinya atas dasar 
prinsip harmoni dan kerjasama. Tanpa harmoni dan kerjasama ini, 
masyarakat akan tetap berada dalam kekerasan. Jika kita berpen- 
dapat bahwa hal itu tidak bisa dilakukan, ini sama artinya dengan 
mengatakan bahwa masyarakat nir-kekerasan tidak pemah bisa 
dilahirkan. Jika ini yang terjadi, maka seluruh kebudayaan kita akan 
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menjadi tak bermakna lagi. Bagaimana mungkin kita bisa mengata- 
kan bahwa tujuan ini merupakan suatu kemustahilan sementara 
kita mengatakan bahwa diri kita adalah makhluk beriman? 48 

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan 
ini? Pertanyaan ini, meskipun sangat penting, menurut Gandhi, adalah 
pertanyaan yang tidak relevan. Manusia tidak diberi kekuasaan untuk 
menentukan tercapainya tujuan. Tujuan akan tumbuh secara spontan 
ketika car a-cara itu dipilih dan diterapkan. Apa yang diberikan kepada 
manusia adalah untuk mengetahui arahan yang tepat dan untuk memilih 
cara-cara yang tepat. Oleh karena itu, kewajiban manusia adalah beijuang 
sesuai dengan arahan itu dan dilengkapi dengan cara-cara yang tepat. 

Bagi saya, saya mengatakannya kepada Cardinal Newman: ‘Saya tidak 
perlu melihat ke tempat yang jauh; jarak selangkah sudah cukup bagi 
saya’.” 49 

Paham ekonomi baru telah menerima begitu saja (taken for granted) 
terhadap keniscayaan tentang proses pertumbuhan ekonomi yang konstan 
dan kelimpahan terus-menerus bagi semuanya melalui kebijakan- 
kebijakan managemen permintaan kebutuhan (demand)-yang dikontrol 
dan dimisiatifi oleh Pemerintah—melalui instrumen fiskal dan kebijakan- 
kebijakan monetemya. Bahkan, Keynes meyakini bahwa persoalan 
ekonomi tidak akan menjadi problem permanen bagi manusia karena 
proses pertumbuhan ekonomi yang konstan dan kelimpahan terus-menerus 
bagi semuanya merupakan keniscayaan yang sangat nyata. “Seandainya 
tidak terjadi perang-perang yang besar;” kata Keynes, “dan tidak terjadi 
pertumbuhan penduduk yang berarti, problem-problem ekonomi pastibisa 
dipecahkan, atau setidaknya tetap berada dalam jalur dan solusi yang 
tepat. Kondisi ini bisa dipertahankan selama ratusan tahun. Hal ini berarti 
bahwa problem-problem ekonomi-apabila kita menatap ke masa depan- 
bukanlah persoalan permanen yang mempersulit manusia.” 50 Negara 
kesejahteraan telah dibangun di atas asumsi ini, yaitu pertumbuhan yang 
konstan dan tanpa batas. Sistem ini telah memberikan harapan kepada 
rakyat tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumsi yang tidak 
ada batasnya. Meningkatnya konsumsi identik dengan semakin 
meningkatnya taraf hidup. 

Tetapi, pada saat ini di mana telah terjadi resesi ekonomi, rupanya 
telah menghancurkan asumsi konstanitas pertumbuhan ekonomi. 
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Bersamaan dengan itu, harapan dan aspirasi rakyat terhadap negara 
kesejahteraan juga mulai memudat Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang statis atau bahkan menunin, demokrasi kesejahteraan “pada akhimya 
tampak telah mencapai batas-batas fiskaldan tidak mampu lagi menjanji- 
kan sesuatu yang lebih. Bahkan, dalam beberapa hal, sistem ini tidak 
mampu lagi memenuhi sesuai dengan komitmen-komitmen yang pemah 
diberikan di masa lalu." 51 Akibat yang tidak bisa dielakkan adalah 
terjadinya krisis, yang pada kenyataannya tidak mampu diatasi oleh negara 
kesejahteraan. 

Meskipun “tidak ada yang bermaksud untuk melakukan pembong- 
karan terhadap negara kesejahteraan, di masyarakat telah tumbuh 
kesadaran bahwa struktur negara kesejahteraan sangat memerlukan 
reformasi dan pemangkasan.” 52 Pertumbuhan ekonomi tanpa batas dalam 
dunia yang memiliki keterbatasan adalah sesuatu yang mustahil. 53 Oleh 
karena itu, gagasan negara kesejahteraan yang selalu mempromosikan 
peningkatan keinginan dan kebutuhan dengan janji-janji untuk meme- 
nuhinya, pada saat ini, tidak bisa tidak telah mengalami kebuntuan dan 
frustasi. Itulah sebabnya, pendekatan yang benar-benar baru sangat 
diperlukan untuk mengarahkan kembali tujuan sosial demi terciptanya 
keseimbangan (equilibrium ), bukannya pertumbuhan tanpa batas”. 54 Dan 
keseimbangan (equilibrium) itu “dirancang sedemikian rupa sehingga 
kebutuhan dasar material bagi setiap orang di bumi ini bisa terpenuhi 
dan setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk mewujudkan 
potensi kemanusiaan yang dimilikinya.” 55 Dengan kata lain, pandangan 
bahwa manusia dan alam ini merupakan kesatuan yang holistik hams 
ditegakkan. Hal tersebut memberikan implikasi bahwa: 

Pada level emosi, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material jangka 
pendek hams seimbang dengan eksistensi manusia dalam jangka 
panjang. Dan keberlangsungan masyarakat dan ras manusia merupa- 
kan satu kesatuan utuh yang hams dipertahankan. Keselamatan 
seorang manusia adalah keselamatan bagi lainnya. Sedangkan pada 
level kehendak, konsep kebebasan eksternal yang selama ini 
diterjemahkan sebagai hak untuk melakukan apa pun sesuai dengan 
kehendak seseorang sejauh tidak menyakiti atau memgikan orang 
lain, hams digantikan dengan pemaknaan kebebasan yang sebenar- 
nya, yaitu kebebasan yang lebih berorientasi internal, yang di dalam- 
nya mengandung kontrol terhadap nafsu-nafsu dan hasrat-hasrat 
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manusia serta secara suka rela memilih untuk tunduk dan patuh 

terhadap nilai-nilai tertinggi. 56 

Kemerdekaan sejati dan komitmen pada ‘nilai-nilai tertinggi* inilah 
yang akan memperbaharui kualitas kehidupan. Lebih jauh lagi, “manusia 
itu lebih berharga daripada apa-apa yang dia miliki”. 57 Dalam ungkapan 
Dewan Kepausan di Vatican II, “segala sesuatu yang dilakukan demi 
mewujudkan keadilan, persaudaraan dan penciptaan tatanan sosial yang 
lebih manupiawi, sesungguhnya lebih bemilai daripada kemajuan 
teknik”. 58 

Keyakinan di atas itu pulalah yang membuat Gandhi terus men- 
dorong dan menekankan pentingnya intemalisasi nilai-nilai kebajikan 
ke dalam llmu ekonomi sedemikian rupa sehingga ekonomi benar-benar 
bertindak melayam tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia 
seutuhnya. Sebab, manusia itu lebih berharga daripada apa-apa yang 
dimilikinya. 

3. Sebuah Pandangan Kritis 

Di sini, kami tidak mencoba untuk membuat evaluai kritis secara 
menyeluruh atas pandangan-pandangan ekonomi Gandhi. Hal ini disebab- 
kan karena sebuah teori positif yang dimaksudkan untuk diaplikasikan 
secara praktis bisa dievaluasi secara kreatif hanya berkenaan dengan 
aplikasi praktisnya. Kami kekurangan aspek tentang data praktis yang 
penting dalam studi tentang pandangan-pandangan ekonomi Gandhi. 
Oleh karena itu, kami tidak bisa melakukan evaluasi atas pandangan- 
pandangan ekonomi Gandhi dengan sudut pandang untuk menyoroti 
capaian-capaiannya, atau mengungkapkan keterbatasan-keterbatasannya 
maupun menyarankan metode-metode perbaikan, atas dasar data 
eksperimental. 

Kebijakan ekonomi yang diterapkan di negeri India setelah meraih 
kemerdekaannya tidak dibangun di atas prinsip-prinsip ekonomi yang 
telah digariskan Gandhi. Meskipun negeri India tetap memikul tanggung 
jawab atas rakyatnya dengan mengambil model negara kesejahteraan, 
model negara kesejahteraan itu lebih mengacu pada model Inggris dari¬ 
pada pandangan-pandangan ekonomi yang diajarkan Gandhi. 59 Inilah 
yang dipilih India. India mengambil model negara-negara Barat dan 
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memilih jalur industrialisasi yang cepat demi meraih pertumbuhan 
ekonomi yang cepat pula. Tetapi, pada saat yang sama, India juga ingin 
menghindari berbagai kejahatan yang melekat pada kapitalisme indus¬ 
trial. India berkeinginan untuk memfasilitasi terwujudnya sebuah 
‘masyarakat a la sosialis’, 60 dan India memilih untuk membangun dan 
memperluas sektor publik. Dengan demikian, ekonomi India adalah model 
ekonomi campuran. 61 

Meski Konstitusi India-yang di dalamnya mengandung prinsip- 
prinsip haluan negara-telah menetapkan ketentuan demi terciptanya 
masyarakat desa yang memiliki kemampuan swa-kelola ( self-governing ) 
dan melakukan promosi atas industri-industri kecil, 62 tetap hams dikatakan 
bahwa ekonomi model Gandhi tidak mendapatkan penilaian yang adil, 
dalam konteks kebijakan ekonomi nasionaL 63 Olehkarena itu, evaluasi 
yang did ^sarkan pada aplikasi praktis pasti akan menjadi parsial dan tidak 
akurat. 

India memang menekankan kebijakan industri kecil. Tetapi kebijak¬ 
an itu memposisikan industri kecil sebagai sektor sekunder dari sektor 
industri skala besan Sementara itu, Gandhi mencita-citakan industri kecil 
menjadi tulang punggung perekonomian India, dan idustri skala besar 
hanya diberi peran minim um , yaitu hanya sejauh industri skala besar itu 
bisa mendukung pertumbuhan dan perkambangan industri kecil di pedesa- 
an. Dengan demikian, pendekatan yang dipilih India pada saat ini, pada 
tingkatan sangat luas, merupakan kebalikan dari pendekatan yang 
dikedepankan Gandhi. 64 

Kekuatan utama pendekatan Gandhi terletak pada bahwa per- 
timbangan tertinggi itu diberikan kepada manusia dan kesejahteraan 
seutuhnya sebagai makhluk manusia. Kebij akan-kebij akan ekonomi yang 
diambil dan struktur ekonomi yang diciptakan Gandhi dimaksudkan 
untuk mewujudkan tujuan ini. Dalam prakteknya, pendekatan ini 
mengandung makna intemalisasi nilai-nilai moral ke dalam aktivitas 
ekonomi sebagai pedoman dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. 
Bersamaan dengan hal itu, nilai-nilai moral tentu saja tidak perlu dira- 
gukan lagi merupakan representasi dari nilai-nilai manusia. Karena itu, 
struktur-struktur ekonomi -sistem produksi dan pemerataan kemakmuran 
-akan dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Tujuan yang diper- 
juangkan bukanlah sesuatu yangbenar-benar terpisah dari masa depan, 
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atau sesuatu yang pencapaiannya didasarkan pada kemauan individual, 
tetapisesuatu yang hendak diwujudkan melalui usaha bersama dan benar- 
benar sesuatu yang sangat dekat dan niscaya. Hal ini hanya bisa dilakukan 
melalui pilihan yang cermat dan penggunaan cara-cara yang sesuai 
dengan tujuan. Maka, sampailah kita pada pentingnya pendekatan yang 
dilakukan Gandhi, yaitu pilihan atas metode atau cara yang tepat, dengan 
sendirinya akan mengantarkan tercapainya tuj uan. 

Di sinilah terletak kekuatan revolusioner Gandhi, yaitu dalam 
seruannya dan perjuangannya dalam melakukan transformasi tatanan 
sosial, ekonomi dan politik masyarakat dengan sudut pandang kesejah- 
teraan manusia seutuhnya. Gandhi tidak melakukannya semata-mata 
melalui teori. Tetapi, pada saat yang sama, dia mengutamakan pen¬ 
dekatan yang diyakiiji sepenuh jiwa, yaitu dengan melakukan ‘pembaruan 
moral dan kehidupan spiritual’. Yaitu, dengan membangkitkan kekuatan 
moral dan spiritual dalam pengalaman hidup manusia dan membangkitkan 
nilai-nilai moral hingga m&mpu mengatur lembaga-lembaga sosial, dan 
dengan membangkitkan tekad baru yang tersembunyi dalam kekuatan 
manusia.” 65 

Tekad baru ini telah dibangkitkan di seluruh India. Tetapi, kebang- 
kitan ini tidak mencapai pada level keputusan kolektif yang memiliki 
kekuatan untuk mengubah struktur ekonomi India secara keseluruhan. 
Apayang teijadi di India saat ini telah diperingatkan oleh Alfred Marshall, 
bahwa meskipun keija penuh semangat yang didasarkan pada motif-mo¬ 
tif altruistik merupakan prinsip yang jauh lebih mulia daripada kompetisi 
dalam bentuk-bentuk terbaiknya, ‘dalam perilaku usaha, hal ini jauh lebih 
buruk daripada mengabaikan ketidaksempumaan yang masih melekat 
pada sifrit manusia.” 66 Tetapi, di sinilah catatan terpenting bahwa Gandhi 
tidak menentang kompetisi sekaligus tidak mengabaikan ketidaksem- 
pumaan-ketidaksempumaan yang melekat pada sifat manusia.” 67 Dengan 
tetap mempertimbangkan semua ini, Gandhi tidak menginginkan adanya 
teori dan praktek ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut 
yang hanya akan mengubah kejahatan seolah-olah menjadi kebajikan 
dan manusia hanya akan menjadi instrumen dari kekayaan dan kekuasa- 
an. Gandhi menginginkan ‘sistem ekonomi yang didasarkan pada per- 
damaian, demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaari 68 yang akan selalu bisa 
mengilhami manusia dan menjadikan hidupnya bermakna dan bahagia. 



188 ♦ Francis Alappatt 

Maka, kebutuhan yang paling urgen adalah bukti nyata bahwa 
ekonomi lebih didasarkan pada prinsip kerja sama dengan melalpkan 
pembatasan terhadap kepentingan pribadi dan kompetisi tidak akan 
berlangsung secara anti-sosial daripada kompetisi itu sendiri. 69 Hal ini 
mpngimplilfasilfan sebuah komitmen dari pihak individu dan masyarakat 
terhadap nilai-nilai di mana keija-sama itu sendiri didasarkan. Oleh karena 
itulah nilai-nilai kebenaran, nir-kekerasan dan lain-lain memiliki makna 
yang sangat penting dalam pandangan ekonomi Gandhi. Prinsip funda¬ 
mental yang diyakini Gandhi dalam mewujudkan perubahan tatanan 
sosial-ekonomi di masyarakat bermula dari manusia, yaitu berawal dari 
pembaharuan individual. Inilah yang terejawantah dalam pemumian, 
perubahan dan pembaharuan individual, internal, moral yang akan 
bermuara pada perubahan-perubahan yang kekal di ranah struktur sosial 
sehingga struktur itu benar-benar berfungsi untuk melayani kesej ahteraan 
manusia seutuhnya. Dalam hal ini, Gandhi tidak mengabaikan pengaruh 
satu sistem sosial terhadap individu. Dia menekankan bahwa individu 
adalah pencipta sebuah sistem, dan karena itu pembaharuan atas sistem 
juga bergantung pada individu. 

Tujuan yang dikerangkakan Gandhi sangatlah luhut Maka, metode 
yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan itu juga harus sama-sama 
luhut Ketika dihadapkan pada situasi sosial-ekonomi aktual, secara tidak 
terelakkan pasti muncul godaan manusia di mana dia akan mengatakan 
bahwa tujuan itu tidak praktis dan tidak relevan. Godaan ini hanya bisa 
diatasi melalui kepemimpinan yang mampu menggugah semangat dan 
komitmen. Kepemimpinan ini harus menyentuh level individu maupun 
kolektif, yang akan mampu mendorong rakyat melakukan eksperimen 
secara s ungguh- sungguh menerapkan metode Gandhi di ranah ekonomi 
dan berkonsentrasi di wilayah pedesaan. 

Dalam konteks ini, gereja-gereja di India yang secara aktif telah 
melibatkan dirinya dalam kerja-kerja sosial dan pembangunan di wilayah 
pedesaan, bisa memainkan peran secara kreatif. Pendekatan ekonomi 
Gandhi, dengan didasarkan dan dilingkupi oleh nilai-nilai ketnanusiaan 
yang eternal, tidak diragukan lagi pasti sangat menarik manusia. Tetapi, 
hany a melalui keitja yang berhasillah, nilai-nilai tersebut bisa diterapkan 
( applicable ), relevan dan bermakna bagi kehidupan manusia dan 
masyarakat. 



Ekonomi Model Gandhi ♦ 28<) 

Negeri India setelah merdeka telah melakukan eksperimentasi 
selama 35 tahun tanpa mendasarkan pada pendekatan model Gandhi. 
Negeri ini menemukan dirinya berada dalam situasi di mana ‘hampir 50% 
penduduk India tetap berada di bawah garis kemiskinan yang absolut’. 
Komisi Perencanaan India juga melaporkan bahwa ‘ekspansi besar-besaran 
selama beberapa dekade temyata tidak mengurangi angka pengangguran. 
Sementara itu, perolehan pendapatan nasional terus mengarah pada 
kesenjangan sektoral, di mana terjadi ketidakseimbangan antara sektor 
pertanian, perburuhan dan industri. Data resmi di India tidak melaporkan 
secara akurat tentang seberapa besar distribusi pendapatan terjadi selama 
tahun-tahun pembangunan di India.” 70 Pendapatan per kapita pada 1980- 
1981 samadengan pendapatan pada 1970-1971: hanya 719.90 rupee 77 atau 
sekitar 100$. Inilah problema serius di India yang menantang sekaligus 
mengundang mereka untuk lebih menyegarkan dan melihat lebih dekat 
pada gagasan-gagasan Gandhi. Barangkali, Gandhi memang tidak 
menawarkan solusi yang sempuma untuk mengatasi problem-problem di 
India maupun dunia lainnya. Tetapi, dia menawarkan titik awal satu 
haluan yang tepat sebagai tujuan, yaitu kesejahteraan seutuhnya bagi 
umat manusia, dan cara-cara yang disarankan benar-benar sesuai dengan 
tujuan tersebut. 

Barangkali, teori-teori Gandhi memang harus dimodifikasi, di- 
elaborasi dan disempumakan sebagai sesuatu yang terus bergerak ke depan 
dan dinamis. Proses tersebut harus dilakukan dengan komitmen yang 
kuat dalam rangka mewujudkan tujuan yang mulia. Proses elaborasi dan 
modifikasi secara terus-menerus ini seiring dengan semangat Gandhi, 
karena dia tidak pemah mengklaim bahwa dirinya telah menawarkan 
sebuah sistem, apalagi sistem yang sempuma. 72 “Gandhi menawarkan, 
sebagaimana yang telah dijalaninya, apa yang disebutnya dengan jalan 
kebenaran serta menganjurkan bahwa seseorang itu hams bergerak dari 
kebenaran menuju kebenaran demi menemukan tantangan-tantangan 
bam.” 73 Maka, hal yang terpenting adalah mulai bekerja, dengan didasari 
keyakinan atas prinsip-prinsip eternal tentang cinta (i ahimsa ) dan kebenar¬ 
an (truth). Proses ini berlangsung dan bertumbuh dalam pengalaman, 
dan pengalaman akan memperlihatkan batasan-batasan terbaiknya, juga 
tentang resep-resep yang telah diberikan Gandhi. Dengan cara ini, kita 
bisa melampaui Gandhi tetapi tetap dalam rangka perwujudan kesejah- 
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teraan seutuhnya dan demi manusia itu sendiri. Sebab, ‘ekonomi dan 
teknologi tidak akan bermakna kecuali berfungsi untuk melayani 
manusia’. Dengan memuliakan manusia ‘ekonomi dan teknologi menjadi 
instrumen demi perbaikan material, kemajuan moral, dan pertumbuhan 
spiritual manusia .’ 74 

Catatan-catatan 

1 Bandingkan dengan Thomas AQUINAS, De Regimine Principum, 1, 15. 
Lihatjuga CWMG, Vol. XIII, hal. 312. 

2 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXII, hal. 28. 

3 CWMG, Vol. XXV, hal. 251. 

4 Bandingkan dengan CWMG Vol. LV, hal. 74. 

5 John Kenneth GALBARATTH, The Effluent Society, London: Hamish 
Hamilton, 1958, hal. 109. 

6 E.F. SCHUMACHER, Op. Cit., hal. 18. 

7 Bandingkan dengan CWMG, Vol. XXIV, hal. 396. 

8 Bandingkan dengan John Kenneth GALBRAITH, The New Industrial 
State, hal. 172-183. 

"... keyakinan bahwa produksi yang terus meningkat merupakan sebuah 
tujuan sosial yang sangat bemilai dan dijunjung tinggi merupakan keyakinan 
yang hampir absolut. Hal ini sangat dipengaruhi oleh asumsi... Segala sesuatu 
menjadi lebih baik karena adanya produksi yang terus meningkat. Kemajuan 
luar biasa yang terjadi disebabkan adanya peningkatan produksi yang belum 
pemah terjadi sebelumnya. Kemajuan sosial yang identik dengan peningkatan 
standar hidup memiliki aspek yang sangat meyakinkan dan banyak dipercaya.” 
(Ibid., hal. 173.) 

9 Bandingkan dengan E.E SCHUMACHER, Op. Cit., hal 100,122 — 123. 
Peter L. Berger; Pyramids of Sacrifice, New York, Garden City: Anchor Books, 
1976, hal. 45 - 46. 

10 Ada dua alasan yang sangat mendukung berkembangnya keyakinan bahwa 
pertumbuhan itu sendiri merupakan sebuah nilai. Mengacu kepada seorang 
sosialog dari Amerika David Riesman, diaberkata, “bagiorang Amerika-bahwa 
kita bisa mengurangi agresi teknologi kita dan mempertahankan tradisi-tradisi 
serta susunan yang ada pada kehidupan kita—adalah merupakan satu hal yang 
tidak terpikirkart. Dan kita selalu bisa menggunakan kompetisi dengan Rusia 
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untuk menghadapi satu kecenderungan dalam masyarakat kita sendiri dalam 
hal mencoba mengurangi tingkat pertumbuhan atau untuk mempertanyakan 
keyakinan bahwa pertumbuhan memang merupakan nilai. itu sendiri.” (David 
RIESMAN, Abundance for What? And Other Essays, New York, Garden City: 
Doubleday and Co., inc., 1964, hal. 167. 

11 Geoffrey GORER, The Americans, London: Cresset Press, 1948, hal. 121. 
Sebagaimana dikutip dalam John Kenneth GALBARAITH, The Affluent Society, 
hal 96. 

12 Bandingkan dengan Stuart OSKAMR Attitudes and Opinion, New Jersey, 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1977, hal. 371 - 374. 

13 Bernard HARING, Op. Cit., Vol. 3, hal. 271. 

M Hla MYINT, Theories of Welfare Economics, Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1948, hal. 235. 

15 Untuk diskusi yang sama, Lihat John Kenneth GALBRAITH, The 
Industrial State, hal. 339. 

16 Bandingkan dengan E.F.SCHUMACHER, Op. Cit., hal. 26-27. 

“Ekonomi berkesinambungan mensyaratkan adanya reorientasi secara 
serius atas ilmu dan pengetahuan, di mana mereka harus membuka diri terhadap 
nilai-nilai profetik atau kebijaksanaan. Mereka harus menggabungkan 
kebijaksanaan ke dalam struktur yang mereka bangun. ‘Solusi-solusi’ ilmiah 
dan teknologis yang meracuni lingkungan atau merusak struktur masyarakat 
dan manusia itu sendiri, sesungguhnya tidak mendatangkan manfaat apa-apa 
-tidak penting apakah semua itu tampak sangat menarik dan diang gap sebagai 
sesuatu yang brilian. Semakin besar suatu mesin, semakin besar pula konsentrasi 
kekuatan ekonomi dan akan semakin memaksakan terjadinya peningkatan 
kekerasan terhadap lingkungan. Itu semua bukan cerminan dari kemajuan, 
tetapi sebuah pengingkaran terhadap nilai-nilai profetik.” (Ibid., hal. 27.) 

17 Bandingkan dengan G.N.JOSHI, “Gandhi’s Concept of Non-Violent 
Society”, Indian Philosophical Annual x Vol. V, 1969, hal. 120-124. 

18 Pengalaman-pengalaman Gandhi terkait dengan nir-kekerasan ( non¬ 
violence ) dalam skala massal dan upayanya tanpa henti untuk mendidik rakyat, 
telah memberikan kesaksian terhadap hal tersebut. Dalam kata-kata Gandhi, 
dia mengungkapkan: “Bagi saya, nir-kekerasan (non-violence) akan menjadi 
sesuatu yang naif, apabila prinsip tersebut dianggap sebagai nilai pribadi. Konsep 
saya tentang nir-kekerasan (non-violence) adalah sesuatu yang universal. Nilai 
ini milik jutaan orang... Kita terlahir untuk membuktikan bahwa kebenaran 
dan nir- kekerasan ( non-violence ) bukan sekedar aturan bagi perilaku individu. 
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Nilai tersebut harus menjadi kebijakan satu kelompok, masyarakat, atau bangsa.” 

(CWMG, Vol. LXXI, hal. 264.) 

19 John Kenneth GALBRAITH, The Industrial State, hal. 339. 

20 Gandhi memandang bahwa beberapa industri besar tetap memiliki 
tempat dan arti yang penting bagi ekonomi nasional secara keseluruhan. Akan 
tetapi, mereka hanya mendapatkan perari yang minimal. (Lihat CWMG, Vol. 
LXXI, hal. 130.) 

21 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXI,- hal. 100. 

22 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXI, hal. 138 -139,141. 

23 “Saya mengajak semua pihak untuk tidak keliru dalam memahami konsep 
saya tentang Swaraj. Swaraj adalah independensi yang sesungguhnya, bebas 
dari kontrol bangsa asing dan benar-benar independen. Maka, ketika kita 
memiliki independensi secara politik, pada saat yang sama juga harus memiliki 
independensi ekonomi. Swaraj juga memiliki dua tujuan lainnya. Pertama adalah 
tujuan moral dan sosial, dan tujuan yang mengiringinya adalah dharma, yaitu 
agama dalam pengertian yang tertinggi. Kita harus mengakuinya atas nama 
Kebenaran (Truth) ... Menjunjung tinggi moral dan sosial bisa diartikan sebagai 
penegakan nir-kekerasan. Marilah kita menyebutnya sebagai empat sisi yang 
tak terpisahkan dari Swaraj ...” (CWMG, Vol. LXIV, hal. 191 -192.) 

24 CWMG, Vol. LXXXI, hal. 320. 

25 Paus Pius XI, Surat Ensiklik Quadragesima Anno, II, %, AAS, XXIII, 1931. 

26 Bandingkan dengan Paus Pius XII, Pesan Radion, 1 September 1944, 
AAS, XXXVI, hal. 254. 

27 David RIESMAN, Op. Cit., hal. 50 - 51. 

28 Bandingkan dengan E.F.SCHUMAGHER, Op. Cit., hal. 128,146 -147. 

29 Ibid., hal. 133. 

30 Frederick PAINTON, “ Protest by New Class”, Time, Vol. 121, No. 9, 28 
Februari 1983, hal. 8. 

31 Ibid., hal. 10. 

32 Perhatian terhadap kerusakan-kerusakan yang menimpa hampir seluruh 
dunia terus meningkat, terutama di kalangan negara-negara maju. Sebagai 
contoh, 82% penduduk di Jerman Barat yang berumur antara 18 hingga 24 
tahun beranggapan bahwa reformasi lingkungan merupakan isu yang sangat 
penting. (Lihat Frederick PAINTON, Protest by New Class”, Loc. Cit., hal. 9.) 

Menurut Schumacher, dunia modem dibentuk oleh teknologi modem yang 
di dalamnya terkandung tiga krisis secara simultan. “Pertama, sifat manusia itu 
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bertentangan dengan teknologi yang tidak manusiawi, pola-pola politik dan 
organisasi yang tidak manusiawi, di mana pada prakteknya kesemua hal itu 
semakin mencekik dan melemahkan manusia', kedua, sumberdaya-sumberdaya 
kehidupan yang menopang hidup manusia semakin sakit dan merintih serta 
memberikan tanda-tanda keterbatasannya; dan ketiga, bagi orang yang cukup 
berpengetahuan, akan tampak sangat jelas bahwa sumberdaya-sumberdaya yang 
tidak bisa diperbaharui telah dieksploitasi di luar ambang batasnya —terutama 
bahan bakar yang bersumber dari fosil. Ini semua merupakan satu bentuk 
kemacetan yang serius dan kebenarannya tampak sangat nyata dan bisa 
diperkirakan pasti akan terjadi di masa depan.” (E.F.SCFIUMACHER, Op. Cit., 
hal. 122-123.) Lihat juga Donella H. MEADOWS and others, The Limits to 
growth: A Report for Club of Rome's Project on the Predicament ofMankind, London 
and Sidney: Pan Books, 1974, hal. 54 - 87. 

33 “Di negara-negara industri maju, 30 juta orang, pada saat ini tengah 
menganggur dan jumlah ini akan terus meningkat.” Dalam konteks ini, Dr 
Henry Kissinger berpendapat bahwa apa yang harus dipertahankan saat ini 
bukanlah pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih mengedepankan 
keberlangsungan masyarakat itu sendiri. (Lihat Henry A.KISSINGER, “Saving 
the World Economy”, Newsweek, 24 Januari 1983, hal. 16 -17.) 

34 “Teknologi produksi massal inhern dengan kekerasan... Teknologi 
produksi oleh massa, menggunakan ilmu pengetahuan modern dan 
penerapannya dengan cara yang terbaik, sesuai dengan hukum'hukum ekologi, 
hemat dalam penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang langka, dan dirancang 
untiik melayani manusia bukannya menjadikan manusia sebagai budak mesin.” 
(E.F.SCHUMACHER, Op. Cit., hal. 128.) 

35 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXXVIII, hal. 220. 

Paus Yohanes Paulus II, Surat Ensiklik Laborem Exerces, n. 12, AAS LXXIII, 
1981. 

36 CWMG, Vol. XXXIII, hal. 111. 

37 CWMG, Vol. LXXI, hal. 130. 

38 CWMG, Vol. LXIV, hal. 192. 

39 CWMG, Vol. LXV, hal. 199. 

40 “Bagi Gandhi, problem paling nyata yang harus segera diatasi adalah 
kemiskinan. Problem ini bisa diatasi secara langsung hanya melalui tersedianya 
lapangan kerja yang cukup, di sektor-sektor tradisional -pertanian dan industri 
rumah tangga di pedesaan. Oleh karena, harus dilakukan satu kebijakan yang 
menekankan peningkatan teknologi tradisional dan penerapan teknologi 
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modem yang sesuai dengan situasi lokal dan tujuan-tujuan pembangunan. 
(V.V. BHATT, “Development and Socialist Approaches in India”, Economic 
Development and Cultural Change, Vol. 31, No. 1, Oktober 1982, hal, 85.) 

41 Bandingkan dengan CWMG, Vol. LXIV, hal. 191 -192. 

42 CWMG, Vol. LXXX, hal. 300. 

43 CWMG, Vol. LXX, haL 277. Lihat juga Vol. LXXXII, hal. 143,329. 

44 Bandingkan dengan CWMGj VoL LXX, hal. 277, Vol. LXXXII, hal. 142. 

45 YV. BHATT, Development Problem, Strategy and Technology Choice: Sarvodaya 
and Socialist Approaches”, hoc. Cit., hal. 89 —90. 

4« CWMG, Vol. LXX, hal. 275. 

47 Di sini Gandhi sangat mirip dengan R.H.Tawney yang bersiteguh mene- 
kankan tujuan kesetaraan ekonomi lebih sebagai sebuah idealitas, bukannya 
satu tujuan yang benar-benar bisa diwujudkan. Ini memang tujuan yang ideal; 
tetapi dia mengatakan bahwa: kita tidak bisa menggunakan alasan bahwa 
kebersihan yang sempuma itu hal yang mustahU, sebagai pembenaran atau 
pemakluman ketika kita bertindak bodoh dengan berguling-guling di atas 
kotoran temak”. Satu hal yang ideal tidak harus diwujudkan secara sempuma, 
tetapi harus tetap dan selalu diperjuangkan secara sungguh-sungguh. (R.H. 
TAWNEY, Equality, London: Allen and Unwin, 1931, revisi tahun 1952, hal. 47. 
Sebagaimana dikutip dalam Kathleen JONES, John BROWN and Jonathan 
BRADSHAW, Issues in Social Policy, London: Routledge and Kegan Paul, 1978, 
hal. 10.) 

48 CWMG, Vol. LXXV, hal. 44 - 45. 

49 CWMG, Vol. XIX, hal. 173. 

Menurut Woodcock, “pendekatan ‘satu langkah sudah cukup bagi saya 
sangat sesuai dengan filosofl umum Satyagraha dan juga dengan pemahaman 
Gandhi atas ajaran-ajaran Bhagavad Gita... Tidak akan pernah ada satu 
masyarakat yang sempuma, karena kesempumaan itu hanya milik Yang Maha 
Absolut. Dengan pertimbangan inilah maka jaktivis Satyagraha tidak bisa 
menerima satu bentuk perencanaan yang sangat rigid dari para penganut teori 
utopia. Setiap aktivis Satyagraha harus terus-menerus sensitif terhadap per- 
ubahan tuntutan dan relasi-relasi manusia. Perubahan itu selalu terjadi, tidak 
saja di rnasa depan, tetapi semuanya berlangsung pada saat ini dan di sini ( now 
' and here).” George Woodcock, Op. Cit., hal. 86—87.) 

50 John Maynard KEYNES, Essays in Persuation, New York: Norton Library, 
1963, hal. 365-366. 
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51 Frederick PAINTON, “Woes of the Welfare State”, Time, Vol. 116, No. 
22,1 Desember 1980, hal. 1L 

52 Ibid., hal 10 

53 Salah satu dari kesimpulan utama dalam laporan untuk Klub Roma adalah 
bahwa “apabila kecenderungan pertumbuhan saat ini -dalam hal populasi 
dunia, industrialisasi, produksi makanan dan penipisan sumberdaya-tetap tidak 
berubah, maka batas dari pertumbuhan di planet ini akan tercapai dalam kurun 
waktu ke depan. Akibat yang paling mungkin terjadi adalah adanya penurunan 
yang tidak terkontrol dalam hal kemampuan industri. maupun penduduk.” 
(Donella H. MEADOWS and others, Op. Cit., hal. 23.) 

54 Donella H. MEADOWS and others, Op. Cit., hal. 193. 

55 Ibid., hal. 24. 

56 Oleg ZINAM,: “The Myth of Absolute Abundance: Development as a 
Shift in Scarcities”, The American Journal of Economics and Sociology, Vol. 41, No. 
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57 The Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Curch in 
the Modem World Gaudium et Spes, n. 35, AAS LVIII, 1966. 

58 Ibid. 

59 Konstitusi India ditetapkan pada tanggal 26 November 1949 dan mulai 
diumumkan pada tanggal 26 Januari 1950. Dalam Pasal 38 dinyatakan: “Negara 
akan berusaha untuk membangun dan mengembangkan kesejahteraan rakyat 
dengan menjamin dan melindungi secara efektif sehingga terwujud tatanan 
sosiai, di mana keadilan akan menyemangati semua institusi kehidupan 
nasional.” 

Pada Pasal 41 dinyatakan: “Negara akan -dalam keterbatasan kemampuan 
ekonomi dan pembangunan—membuat kebijakan yang efektif untuk menjamin 
hak bekerja, mendapatkan pendidikan dan tunjangan sosiai dalam kasus 
pengangguran, lanjut usia, sakit, cacat dan kasus^kasus lain di mana seseorang 
benar-benar menderita kemiskinan.” Kebijakan ini sangat mirip dengan usulan- 
usulan Beveridge untuk melakukan penghapusan bencana kemiskinan dan 
menjamin ‘pendapatan minimum* untuk semua warga di sepanjang waktu. Di 
mana, rumusan ini merupakan dasar dari Negara Kesejahteraan Inggris. 

60 Dalam rangka menjelaskan konsep Sosialisme India, Shriman Marayan— 
dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konggres Nasional India— 
mengatakan bahwa konsep tersebut bukanlah konsep yang rigid dan dogmatis. 
“Pada dasarnya, Sosialisme India mengandung makna bahwa sistem ekonomi 
India harus dicetak dan dibentuk dalam satu model di mana kepentingan- 
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kepentingan individu dan masyarakat bisa diselaraskan dan bahwa kesenjangan- 
kesenjangan ekonomi antar manusia harus dikurangi seminimal mungkin. Hal 
ini hanya bisa terwujud apabila sistem ekonomi yang dikembangkan bisa 
menciptakan lapangan kerja secara maksimal, produksi yanglebih tinggi serta 
keadilan ekonomi dan sosial yang lebih besar... Akan tetapi, ini semua harus 
dicapai melalui cara-cara damai dan demokratis, bukannya melalui metode- 
metode totaliter dan kekerasan. Singkat kata, tujuan dari Konggres adalah 
sarvodaya atau Sosialisme Gandhi dan bukannya Komunisme atau Sosialisme 
Demokratik sebagaimana yang banyak dipahami oleh orang-orang...” (Shriman 
NARAYAN, Principles ofGandhian Planning, Allahabad: Kitab Mahal, 1960, 
hal. 149.) 

61 Dalam Pendahuluan di rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama di 
Lok Sabha pada tahun 1952, Jawaharlal Nehru mengatakan bahwa “industrial- 
isasi meliputi pembangunan industri-industri beSar sangat penting bagi kepen- 
tingan-kepentingan pembangunan nasional, sebagaimana halnya pembangunan 
untuk mewujudkan sektor pertanian yang kuat.” (Asoka MEHTA, Jawaharlal 
Nehru -Social Justice and National Development”, Ashok V. BHULESKAR, 
Indian Economics Thought and Development, Bombay: Popular Prakashan, 
1969, hal. 5-6.) Menurut referensi ini, dua tujuan utama dari Rencana Pem¬ 
bangunan Lima Tahun Kedua adalah: 1) “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 
nasional yang cepat dengan meningkatkan cakupan dan kepentingan sektor 
publik dan melalui metode inilah dikembangkan model masyarakat sosialis”, 
dan 2) “mengembangkan industri-industri besar basis... untuk memperkuat 
pondasi-pondasi independensi ekonomi.” (Planning Commision, Government of 
India, Papers Relating to the Formation of the Second Five Year Plan, New Delhi, 
1955, hal, 42.) 

61 Pasal 40 menyatakan: “Negara akan mengambil langkah untuk 
mengorganisir desa-desa dan mendorong mereka hingga memiliki kewenangan 
dan otoritas yang membuat mereka mampu memfungsikan diri sebagai unit- 
unit pemerintahan-mandiri ( self-government ).” 

pasal 43: “...dan, secara khusus, Negara akan mendorong untuk 
mengembangkan industri-industri kecil, baik secara individual maupun 
koperasi-koperasi, di wilayah pedesaan.” 

63 Hal ini terlihat jelas dari alokasi dana yang diperuntukkan bagi industri 
kecil di pedesaan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima 
Tahun di India. Pada Rencana lima tahun pertama, kedua, ke tiga, keempat dan 
kelima, industri kecil menerima alokasi berdasarkan prosentase dari seluruh 
biaya pembangunan secara berturut-turut adalah: 1,9%; 3,9%; 2,8%; 1,5% dan 
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1,5%. Sebaliknya, prosentase yang diterima oleh industri besar secara berturut- 
tumt adalah: 6,3%; 19,1%; 20,1%; 18,2% dan 22,8%. Pembiayaan pembangunan 
dari rencana keenam (19804985) memperlihatkan alokasi sebesar 1,8% untuk 
seluruh industri kecil, sebaliknya mengalo-kasikan 20,9% untuk industri- 
industri besar dan berat. (Lihat angka-angka dalam Rencana Lima Tahun 
Pertama dan Kedua, K.K.KURIHARA and Ashok V. BHULESKAR, “Democratick 
Welfare Statecraft in a Devebping Economy ”, Ashok V. BHULESKAR, Op. Cit ., 
hal. 293. Lihat juga Government of India, Economic Survey 1 982-1983 New Delhi: 
Government of India Press, 1983, Table 2.5, hal. 113.) 

64 Menurut V.V.BHATT: “Tentu saja, di India memang ada penekanan 
terhadap industri-indu6tri dan kerajinan tradisional yang diharapkan ... bisa 
berfungsi sebagai alat untuk menutup kesenjangan dan menyediakan lapangan 
kerja yang maksimal bagi rakyat. Akan tetapi, di India tidak pemah ada diskusi 
untuk mengatasi persoalan teknologi mereka yang hams ditingkatkan; setelah 
Rencana Pembangunan Lima Tahun- Pertama, persoalan ini tidak pemah 
diangkat lagi dalam dokumen Perencanaan berikutnya.” (V.V.BHATT, 
u Development Problem , Strategy, and Technobgy Choice: Sarvodaya and Socialist 
Approaches ”, hoc. Cit., hal. 96 - 97.) 

65 Jacques MARITAIN, Freedom in the Modem World , London: Sheed and 
Ward, 1935, hal. 142-143. 

66 Alfred MARSHALL, Principles of Economics Edisi Kedelapan, London: 
Macmillan and Co., 1936, hal. 9. 

67 Kebutuhan untuk mengorganisir masyarakat itu sendiri muncul dari 
keterbatasan-keterbatasan dan ketidaksempumaan sifat manusia. “Sebuah 
institusi dibentuk karena ketidaksempumaan manusia. Apabila manusia itu 
sempuma, maka tidak ada lagi organisasi yang dibutuhkan.” (CWMG, Vol. 
LXXI, hal. 271.) 

68 Shriman NARAYAN, Principles of Gandhian Planning , hal. 14. 

69 bnadingkan dengan Alfred MARSHALL, Op. Cit., hal. 9. 

70 Wilfred MALENBAUM, “Modem Economic growth in India and China”, 
Economic Devebpment and Cultural Change, Vol. 31, No. 1, Okrober 1982, hal. 
74. 

71 Bandingkan dengan Government of India, Economic Survey 1982 - 1983, 
Table 1.1., hal. 77. 

72 “Saya tidak pemah berpikiran bahwa ada sesuatu yang bernama 
Gandhiisme ... saya tidak pemah menyatakan telah menghasilkan satu filsafat 
yang orisinil. Saya memang tidak pernah berusaha berlaku seperti itu ... Saya 
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hanya mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip eternal, yaitu kebenaran 
(truth) dan nir-kekerasan (non-violence) dalam kehidupan dan problem 
kehidupan manusia sehari-hari.” (CWMG, Vol. LXII, hal. 224. Lihat juga Vol. 
LXVIII, hal. 190; Vol. LXXI, hal. 231,258 dan 324.) 

73 J.D.SETHI, “Gandhi Betrayed”, India Express, 8 Oktober 1982. 

74 Paus Paul VI, Surat Ensiklik Populorum Progressio, n. 34, AAS LIX, 
1967. 
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